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PENGANTAR

Pengantar

Menilik berbagai permasalahan perkotaan yang dihadapi, tidak sedikit pibak yang pesimistis terha-
dap masa depan perkotaan di Indonesia. Namun bagaimana pun, kita harus terus melakukan perubah-
an untuk mewujudkan perkotaan yang lebih baik. Masa depan perkotaan Indonesia adalah sebuah
perkotaan berkelanjutan yang memiliki keseimbangan antar aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi
dengan tata kelola yang demokratis dan partisipatif.

Keyakinan inilah yang telah membuat para pemangku kepentingan pembangunan perkotaan dari berbagai
latar belakang, telah berhimpun dan berkiprah dalam sebuah forum, Sustainable Urban Development — Forum
Indonesia (SUD-FI), Secara aktif, SUD-FI telah melakukan berbagai kegiatan dengan tujuan akhir menjadikan
pembangunan perkotaan berkelanjutan sebagai mainstream dalam pembangunan Indonesia.

Buku ini berusaha merangkum berbagai aspek dan memotrer kiprah perjalanan SUD-FI dan para anggotanya
hingga tahun 2012 ini. Diluncurkan sebagai bagian dari peringatan 5 Tahun Perjalanan SUD-FI, diharapkan
buku ini mampu menjadi tonggak penanda sumbangsih SUD-FI dalam pembangunan Indonesia, khususnya
dalam pembangunan perkotaan berkelanjuran.

Selain merckam berbagai aktivitas kegiatan SUD-FI, buku ini juga merangkum tulisan pemikiran para anggota
dalam setiap inisiatif yang telah dicanangkan dalam 10 Prakarsa Bali. Berbagai topik besar tertuang dalam tulisan,
baik berupa gagasan dan pemikiran pribadi maupun berupa rangkuman diskusi dan perdebatan yang berlangsung
dalam milis forum ini.

Secara garis besar, curahan pemikiran ini dikelompokkan dalam empat kluster besar, yaitu : Planet, People,
Prosperity, dan Governance. Setiap kluster besar ini berisi kelompok-kelompok yang lebih kecil, sesuai dengan
butir-butir prakarsa yang telah dicanangkan dalam 10 Prakarsa Bali. Dalam kluster Planet, para penulis menyoroti
rentang kora tanggap bencana dan perubahan iklim, kota hijau, dan revitalisasi kota tepi air. Dalam kluster People,
dengan jernih para anggota forum mengungkapkan pemikirannya tentang urbanisasi, kota pusaka, dan warna-
warni masalah perumahan dan permukiman, mulai dari kampung susun, rumah sederhana, hingga rumah apung,

Pada kluster Prosperity, diungkapkan berkah urbanisasi dan perlunya wrban citizenship pada ekonomi
lokal perkotaan, Permasalahan transportasi Jakarta tak luput disoroti oleh anggota forum ini. Dalam kluster
terakhir, Governance, para pakarnya menyoroti sinkronisasi perundangan terkair dengan perkotaan, tara kelola
permukiman besar, serta memotret keberhasilan Solo sebagai kota pro-poor. Kebutuhan penguatan lembaga dalam
perencanaan perkotaan dan isu pemindahan ibu kota pun menjadi diskusi menarik dalam milis dan dirangkum
kluster ini.

Akhir, semoga buku ini bermanfaar bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pem-
bangunan perkotaan. Semoga kesadaran dan keyakinan akan perlunya kota yang berkelanjutan tumbuh dan
tertanam setelah menelusuri isi buku ini. Semoga bermanfaat.

Tim Penyusun




SAMBUTAN

Sambutan

Puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melim-
pahkan rahmat dan karunia-Nya schingga buku yang bertajuk "Kota Indone-
sia Berkelanjuran untuk Semua: Kompilasi 5 Tahun Perjalanan SUD Forum
Indonesia” dapar disusun dan diterbitkan di akhir tahun 2012 ini. Sebuah karya
kolektif dari para anggota Sustainable Urban Development Forum Indonesia
(SUD-FI) yang layak diberikan apresiasi, mengingat Buku ini merupakan kontri-
busi nyara bagi masyarakar luas, di tengah terbatasnya referensi terkait pemba-
ngunan perkotaan berkelanjutan di Indonesia.

Sejak 2008, hampir 5 (lima) tahun SUD-FI telah mulai berproses mengkon-
solidasikan diri dan menggeliat dengan beragam aktivitasnya menuju jatidiri
forum yang sesungguhnya, yakni komunitas yang mandiri dan mitra utama para
pengambil kebijakan pembangunan perkotaan. Ke depan, melalui karya dan
kontribusinya, SUD-FI diharapkan dapat menawarkan solusi atas berbagai per-
masalahan dan tantangan pembangunan perkotaan yang semakin berat.

Kekayaan khasanah pengetahuan dan pengalaman, serta keragaman latar belakang anggota SUD FI menjadikan
Buku ini sebagai sebuah karya semi-akademik yang relatif lengkap perspektifnya : sosial (peaple), ekonomi (prosper-
ity), lingkungan (planetr), dan tata kelola kota (wrban governance). Buku yang dikemas dalam bahasa populer ini
diharapkan dapat menjadi media belajar yang mampu menjangkau secara luas pemangku kepentingan pada kawasan
perkotaan.

Dari sisi substansi, keberadaan Buku ini sckaligus mencerminkan keinginan dan komitmen SUD FI untuk sema-
kin mengkristalkan pemikiran dan gagasan segarnya menjadi scbuah langkah nyata (action-oriented) yang memiliki
dampak sosial yang signifikan bagi perbaikan kualitas ruang perkotaan kira. Dari sisi timing, lahirnya Buku ini cukup
tepat dikaitkan dengan momentum implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)- sesuai amanat UU No,
26/2007 tentang Penataan Ruang - yang membutuhkan inovasi dan kreativitas pemangku kepentingan di tingkat na-
sional hingga dacrah, serta momentum keluarnya dokumen The Future We Want, buah dari Konferensi PBB Rio+20
yang berlangsung tahun 2012 yang lalu. Kedua momentum ini, menurut hemat saya, telah memberikan mandat yang
kuart bagi para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pembangunan perkotaan dalam platform keberlan-
jutan,

Akhirnya, saya berharap agar keberadaan Buku ini dapat memberikan manfaar yang sebesar-besarnya bagi seluruh
pihak, utamanya aktor utama pembangunan perkotaan di Indonesia, yakni para Walikota dan Bupati beserta ma-
syarakatnya. Keberadaan Buku ini tentunya akan menjadi sebuah oase, sekaligus sumber inspirasi dan motivasi bagi
kita semua yang meyakini bahwa pembangunan perkotaan berkelanjutan bukanlah sebuah jalan alternatif yang bisa
dipilih, melainkan jalan yang harus ditempuh untuk masa depan kota-kota kita yang lebih kompetitif, inklusif dan
lestari.

Terimakasih.

Salam SUD,

Imam S. Ernawi
Penggagas SUD Forum Indonesia
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MASALAH PERKOTAAN

Perkotaan merupakan pusat peradaban manusia yang berkem-
bang sccara dinamis dan tumbuh sebagai konsentrasi penduduk,
prasarana dan sarana, kegiaran sosial dan ekonomi, serra inovasi.
Secara alami perkotaan tumbuh dengan kecepatan yang jauh
meninggalkan wilayah sekitarnya, menyisakan persoalan disparitas
tingkat perkembangan wilayah.

Seiring dengan kecenderungan yang umum terjadi di dunia,
Indonesia mengalami proses urbanisasi schingga semakin banyak
penduduk yang ringgal di kawasan perkotaan sejalan dengan per-
tumbuhan ckonominya. Dalam kurun wakeu 2005-2030, jumlah
penduduk perkotaan di dunia diperkirakan akan meningkatr 56
persen, di Asia naik 71 persen, dan di Indonesia naik 74 persen.

Pada rahun 2005 jumlah penduduk Indonesia yang tinggal

vi
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di kawasan perkotaan mencapai lebih dari 107,9 jura jiwa. Dari
jumlah rersebut, 20 juta jiwa lebih bermukim di Jabodetabek.
Walaupun demikian, laju pertambahan penduduk di kota-kota
besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, atau Semarang
ternyata relarif rendah, yaitu 0,16 persen sampai dengan 0,90
persen per tahun. Namun di daerah Tangerang dan Bekasi sebagai
kota satelit Jakarta, terjadi peningkatan laju pertumbuhan yang
cukup besar, yaitu sebesar 4,16 persen. Sedangkan Sidoarjo seba-
gai kota satelit Surabaya laju pertambahan penduduknya sebesar
3 persen.

Angka statistik memperlihatkan bahwa porsi penduduk
perkotaan di Indonesia telah meningkat dari 17,4 persen di tahun
1970 menjadi 52,03 persen di tahun 2010. Artinya, dalam kurun
40 tahun, urbanisasi telah menjadi sebab utama pertambahan



penduduk perkotaan sebesar 6 kali lipat. Secara bersamaan, jum-
lah kota otonom pun meningkat dalam periode tersebut. Di awal
tahun 1970, Indonesia memiliki 45 kota otonom dan hingga kini
jumlahnya telah mencapai 93 kota otonom.

Kondisi ini menggambarkan besarnya tekanan di kawasan seki-
tar metropolitan dalam menampung luberan kegiatan. Dengan
kara lain, telapak ekologis kawasan perkoraan telah sedemikian
tinggi sehingga memberikan tekanan terhadap wilayah sekitarnya
yang secara langsung memicu perkembangan secara menjalar
mengikuti jaringan infrastrukeur jalan, konversi lahan tidak ter-
bangun menjadi kawasan terbangun, dan inefisiensi infrastrukeur.

Perkembangan kawasan perkotaan yang sedemikian cepat tidak
dibarengi oleh peningkatan kapasitas pemangku kepentingan un-
tuk mempertahankan kualitas lingkungan kehidupan perkotaan.
Penyediaan prasarana dan sarana hampir selalu tertinggal oleh
perkembangan permasalahan yang terjadi.

Kemampuan pengelola perkotaan dalam memahami permasa-
lahan yang timbul dan merumuskan upaya pemecahannya belum
juga menunjukkan hasil positif yang mengarah pada perbaikan
kualitas lingkungan perkotaan. Saat ini sangat sulit menemukan
perkotaan yang perkembangannya diindikasikan oleh hal-hal
positif.

Kawasan-kawasan perkotaan di Indonesia pada umumnya
rentan terhadap bencana seperti gempa, tsunami, banjir, dan ke-
bakaran. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya perhatian pemang-
ku kepentingan terhadap upaya mitigasi dan adaptasi yang saat ini
makin relevan sehubungan dengan fenomena pemanasan global
dan perubahan iklim.

"Permasalahan perkotaan tidak
terbatas pada lingkungan, tetapi juga
mencakup aspek sosial dan ekonomi."
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Permasalahan perkotaan tidak terbatas pada hal-hal terkait
lingkungan, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Saat
ini kawasan perkotaan di Indonesia masih menghadapi persoalan
demograh seperti migrasi penduduk yang terus meningkatkan
populasi, segregasi sosial, dan kemiskinan. Berbagai permasalah-
an di atas telah menimbulkan fenomena yang bersifar paradoksal
(ironis). Di satu sisi perkotaan merupakan sumber peradaban dan
pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, namun di sisi lain kawasan
perkotaan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, namun di sisi
lain kawasan perkotaan merupakan sumber permasalahan seperti
kemiskinan, kemacetan, kekumuhan, dan bencana.

Ketika kota-kota berkembang menjadikan lebih modern,
kualitas ruang perkotaan justru mengalami degradasi. Ruang-
ruang publik mengalami tekanan yang besar dari pembangunan
perkotaan yang masif. Telah terjadi fenomena urban decay sebagai
dampak proses urbanisasi yang tidak diharapkan, khususnya pada
dua ruang publik esensial, yakni: ruang rerbuka hijau (RTH) dan
kawasan kota tua.

Pertama, kota-kota Indonesia mengalami penurunan luasan
RTH yang signifikan, terutama di kota-kota metropolitan seperti
Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Pada tahun 1970-an,
luasan RTH di kora-kora tersebur berada pada kisaran 35 persen,
namun saat ini luasannya diperkirakan hanya 10 persen saja
dari total luas wilayah. Seiring dengan pertambahan penduduk
perkotaan, rasio RTH per kapita pun menjadi sangat rendah.
Sebagai contoh di Jakarta, rasio RTH adalah 7,08 m?/kapita. Se-
bagai pembanding, angka ini berada di bawah rata-rata kota-kota
Asia dengan rasio RTH berkisar pada 15 m*/kapita atau bahkan
rata-rata dunia yang sudah lebih dari 30 m*/kapira.

Kedua, perkembangan kota yang pesat lazimnya terjadi di
kawasan pinggiran, ternyata telah menyebabkan kolapsnya kota-
kota a. Fenomena ini umum terjadi di kota-kota Asia, seperti
di Beijing, Shanghai, New Delhi, Hanoi, Jakarta dan Semarang.
Situs kota tua menjadi locus berbagai persoalan sosial dan ekster-
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nalitas negatif dari urbanisasi. Terjadilah kekerasan, kejahatan,
pengangguran, penurunan jumlah penduduk dan pelayanan
infrascrukrur kota yang buruk. Dari sisi ckonomi, pengabaian
situs-situs kota tua yang telah berabad-abad lamanya menjadi
pusat aktivitas perdagangan, ekivalen dengan hilangnya potensi
ckonomi untuk pertumbuhan kawasan.

POTRET KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
PERKOTAAN DI INDONESIA

Salah satu penyakit di bidang pengembangan perkotaan adalah
seringnya berganti-ganti program tanpa arahan kebijakan yang
jelas. Bahkan sering kali program baru yang dilahirkan cenderung
untuk memporakporandakan program yang lama yang sudah
berjalan baik. Hingga saat ini telah banyak program pengembang-
an perkotaan yang dilakukan secara terpisah-pisah, baik di Ditjen
Cipta Karya, Ditjen Penataan Ruang, BAPPENAS maupun
Depdagri. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan program-program
perkotaan yang ada sebagai dasar perencanaan dan penganggaran
ke depan.

Berdasarkan pengalaman Indonesia, program-program
perkotaan banyak yang terbengkalai dan putus di tengah jalan.
Program Perbaikan Kampung (Kampung Improvement Programme)
yang dulu menjadi acuan dunia, belakangan seolah tidak lagi me-
miliki gaung, Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam
pelaksanaan program. Dalam hal ini, Indonesia sebaiknya belajar
dari kasus Porto Alegre di Brasil yang cukup sukses dengan pe-
rencanaan partisipatifnya. Yang menarik adalah bahwa program
gradual improvement yang telah dimulai sejak 1989, berlangsung
secara berkelanjutan hingga saat ini.

Di sisi lain, nampaknya isu pengembangan perkotaan belum
cukup menarik untuk dibicarakan secara politik, baik olch para
petinggi negara maupun anggota parlemen di DPR. Karena

vili

itu pemerintah harus berani bersikap tegas dan menunjukkan
perharian yang besar terhadap perlunya penanganan kawasan
perkoraan secara lebih terpadu. Untuk itu menteri atau pejabat
tinggi lainnya harus mengangkat isu perkotaan ini hingga masuk
dalam agenda di kabinet.

Secara administrasi, peninjauan kembali perlu dilakukan pada
kebijakan dan peraturan yang tumpang tindih dan cenderung
menghambat kreativitas dan inovasi para pelaku pembangunan
kota di lapangan. Pembicaraan harus diarahkan untuk memikir-
kan penyelesaian masalah urbanisasi, perumahan, transportasi dan
kemacetan, sektor informal, persampahan dan penyediaan ruang-
ruang terbuka hijau di perkotaan.

TREN DUNIA TENTANG KOTA

Pada bulan Juni 2012, para pemimpin dunia berkumpul di
Rio de Janeiro dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan
yang diselenggarakan PBB. Dalam konferensi itu dihasilkan
berbagai kesepakatan, aksi, komitmen, tantangan, dan prakarsa
tentang serangkaian isu global. Semuanya termuat dalam sebuah
dokumen bertajuk The Future We Want. Salah satu pernyataan
dalam dokumen tersebut memberikan mandat kuat bagi kota-
kota untuk menempuh jalur keberlanjutan, seperti pada paragraf
134 yang berbunyi scbagai berikut :

.. jika direncanakan dan dikembangkan dengan baik termasick
melalui pendekatan perencanaan dan manajemen yang terintegrasi,
kota dapat mendukung warga berkelanjutan secara ekonomi, sosial,
dan lingkungan. Karena itu disadari perlunya pendekatan holistik
pera pengembangan urban dan permukiman yang menyediakan
perumahan dan infrastrukeur yang terjangkan serta memprioritas-
kan pengentasan kawasan kumub dan peremajaan kota ... juga
bertekad bekerja menmperbaiki kualitas permulkiman, termasuk
kondisi tempar tinggal dan tempat kerja bagi penduduk perkotaan
dan perdesaan, untuk menghapuskan kemiskinan, sehingga semua
mendapatkan layanan dasar, perumaban, dan mobilitas.... juga
menyadari tuntutan untuk melakukan konservasi warisan budaya
dan alam di permukiman, revitalisasi kawasan bersejarah, dan
rehabilitasi pusat kota.

Sementara itu paragraf 135 dalam pernyataan itu menyebut-
kan:

... lebih mendorong kebijakan pembangunan yang berkelanjut-
an yang mendukung pelayanan sosial dan perumaban; lingkungan
hunian yang aman dan sehat untuk semua, kbususnya anak-anak,
remaja, wanita, orang tua dan berkebutuhan kbusus; transportasi
dan energi yang terjangkau dan berkelanjutan; promosi, proteksi dan
restorasi ruang terbuka hijaw; penyediaan air minum dan sanitasi
yang aman dan layak; kualitas udara yang bersib; penyediaan la-
pangan kerja yang layak; serta penataan ruang kota yang berkualitas




dan per&aékan hunian kumuh . .
Konsep berkelanjutan bukanlah terbatas pada sisi akademik,
bukan pula sebuah pilihan kebijakan. Adopsi konsep berkelanjut-
an adalah keharusan dengan dua sisi yang tidak saling terkait satu

sama lain, yakni sisi kebijakan dan sisi penerapannya. Dengan
kata lain, kebijakan yang tegas dan kuat tentang keberlanjutan
kota harus bisa ditransformasikan menjadi program-program aksi.
Dengan demikian tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana
mengkanalisasi gagasan keberlanjutan menjadi rangkaian aksi
yang efektif dan efisien serta membawa manfaat yang nyata bagi
masyarakat luas,

KOTA BERKELANJUTAN SEBAGAI
SOLUSI

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan
(lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip memenubhi
kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan
kebutuhan generasi masa depan. Salah satu fakeor yang harus
dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah
cara memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan
kebutuhan pembangunan ckonomi dan keadilan sosial, Pemba-
ngunan berkelanjutan memiliki 3 (tiga) pilar utama yaitu: sosial,
lingkungan, dan ekonomi.

SOSIAI

LINGKUNGAN EKONOMI

governance

Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki rahap-tahap.
Mulai dari yang paling sederhana seperti perhatian terbatas pada
aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi yang sifatnya basic, sampai
yang paling berkembang, seperti mencakup partisipasi masyara-
kar dalam pengambilan keputusan dan aspek pelestarian budaya.

PENDAHULUAN

Tahap-tahap tersebut dapat digambarkan dalam marriks di hala-
man berikur.

"Pembangunan berkelanjutan adalah
proses pembangunan yang berprinsip
memenuhi kebutuhan sekarang tanpa
mengorbankan pemenuhan kebutuhan

generasi masa depan."

Dari sudut pandang sesial, pembangunan perkotaan ber-
kelanjutan antara lain bercirikan adanya konsistensi penegakan
hukum, termasuk dalam penegakan rencana tata ruang, Selain it
terbangun kondisi etika/moral dalam pelaksanaan pembangunan,
adanya keadilan dan kesetaraan hak masyarakat, keamanan dan
kenyamanan lingkungan kehidupan. Sementara itu ketaatan ma-
syarakat terhadap peraturan terasa kuat.

Sedangkan dari sudut pandang lingkungan, pcmbangunan
perkotaan berkelanjutan dicirikan oleh kondisi berupa terwujud-
nya kesecimbangan ekologis berupa keseimbangan antara daerah
terbangun dan ruang hijau terbuka (RTH), peningkatan kualitas
lingkungan, dan penggunaan sumber daya terbarukan, Pem-
bangunan ini juga berusaha melakukan konservasi energi dan
pengembangan energi alternarif.

Dalam lingkungan fisik, pembangunan fisik tidak boleh me-
nambah limpasan air hujan yang bisa menyebabkan banjir. Pola
produksi dan konsumsi masyarakatnya tidak membuat volume
sampah dan limbah bertambah tinggi. Bangunan yang didirikan
pun menerapkan konsep bangunan yang ramah lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan juga menyediakan infrastrukeur
hijau, yakni infrastrukour untuk akeivitas yang tidak menimbul-
kan emisi/polusi seperti jalur pedestrian atau jalur khusus sepeda.
Masyarakat pun mendapatkan sarana/moda transportasi hijau
untuk aktivitasnya sehari-hari.

Secara ekonomi, pembangunan kawasan perkotaan yang ber-
kelanjutan harus menjamin penyediaan lapangan kerja, pember-
dayaan, peningkatan produktivitas dan daya saing kota (competi-
tiveness) dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
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Sebelum Pembangunan

Berkelanjutan

Pemikiran Transformasi Keberlanjutan pada Pembangunan yang Berkelanjutan (Sustainable Development)

Pembangunan Berkelanjutan

FASE 2

(Ecological Sustainability)

Perlu dicapai dan
diseimbangkan dalam proses
pembangunan.

(Pertumbuhan) Produktivitas Ekonomi Produktivitas Ekonomi Produktivitas Ekonomi
Produktivitas Ekonomi
e Dan Dan Dan
Sebagai objek utama . ; ;
Keberlanjutan Ekologis Keberlanjutan Ekologis Keberlanjutan Ekologis
pembangunan

(Ecological Sustainability)

Dan

Keadil

logical Sustainabi

Dan

Keadilan Sosi

Perlu dicapai dan
diseimbangkan dalam proses
pembangunan,.

osial

Perlu dicapai dan
diseimbangkan dalam proses
pembangunan.

Dan

Pelestarian Budaya

Perlu dicapai dan
diseimbangkan dalam proses
pembangunan.

Sumber : Sarosa dalam Bunga Rampai Pembangunan Perkotaan di Indonesia dalam Abad 21, 2005

Ketiga pilar tersebut di atas memiliki keterkaitan satu sama
lain. Sebagai contoh, untuk mencapai keberlanjutan pembangun-
an perkotaan secara sosial, suatu kota harus dapat mengakomo-
dasi lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakatnya. Selain
itu, pencapaian keberlanjutan secara sosial harus ditunjang olch
solidaritas sosial, perumahan yang layak, lingkungan yang lestari,
aksesibilitas dan mobilitas yang efisien, kualitas lingkungan yang
layak huni, dan pemberdayaan masyarakat.

"Secara ekonomi, pembangunan
kawasan perkotaan yang berkelanjutan
harus menjamin penyediaan lapangan

kerja, pemberdayaan, peningkatan
produktivitas dan daya saing

dan peningkatan kesejahteraan

masyarakatnya. "

Untuk menerapkan dan menjabarkan prinsip-prinsip pem-
bangunan berkelanjutan di perkotaan dalam konteks sosial,

lingkungan, dan ckonomi, diperlukan kepedulian dan kesepa-
haman platform para pemangku kepentingan serta. Pada tahap
sclanjutnya, diperlukan pilar tambahan berupa governance (tata
kelola). Pilar tata kelola tidak hanya pemerintah, tetapi juga cara
pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan dunia usaha
yang semakin berperan besar dalam pembangunan. Konsep dan
prinsip-prinsip pembangunan perkotaan berkelanjuran tersebut
harus terintegrasi dalam rencana tata ruang, rencana program dan
pembiayaan, serta pedoman pengendalian pembangunan.,

INOVASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN
BERKELANJUTAN

Dalam pembangunan kawasan perkotaan, inovasi dapat diarti-
kan sebagai terobosan atau pendekatan baru untuk mengatasi ber-
bagai permasalahan perkotaan. Inovasi pembangunan perkotaan
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sangat diperlukan sejalan dengan semakin kompleksnya perma-
salahan yang dihadapi kawasan-kawasan perkotaan di Indonesia.
Dengan demikian diperlukan upaya untuk mendorong pengem-
bangan inovasi yang kontekstual, menjamin kesetaraan sosial,
layak secara ekonomi, partisipatif, berkelanjutan, dan selaras
dengan budaya masyarakat setempat.

Inovasi pengelolaan kawasan perkotaan tidaklah selalu identik
dengan modernitas dan harus bersumber dari pengalaman negara
maju. Inovasi juga dapat bersumber dari kearifan lokal, terma-
suk praktik yang telah berlangsung di negara berkembang dan
kawasan perdesaan.

"Perlu penanganan menyeluruh
mulai dari perencanaan, implementasi
rencana, dan pengendalian pembangunan
perkotaan yang berkelanjutan."

STUDI KASUS: PARA PERINTIS
PENERAPAN PRINSIP PEMBANGUNAN
KOTA BERKELANJUTAN

Saat ini beberapa
peespe contoh praktek pene-
rapan prinsip pemba-
ngunan perkotaan ber-
kelanjutan pun sudah
mulai berkembang, baik
pada skala kecil mau-
pun besar. Dalam skala
kecil contohnya adalah
program Ecotourism
di Rawajati. Program
ini dimotori kelompok
PKK Kampung Rawajati (Jakarta) dengan memulai inisiatif
penghijauan sejak tahun 2001. Lima tahun kemudian, kampung
Rawajati menjadi kampung tujuan wisata hijau di Jakarta, dan
menghasilkan produk herbal jamu, bibit tanaman dan produk
daur ulang plastik. Semua itu dimulai dari langkah sederhana
dan inisiatif untuk menata lingkungan menjadi lebih baik.
Program kecil lain adalah Peta Hijau Desa Borobudur. Pro-
gram ini difasilitasi oleh Komunitas Peta Hijau Yogyakarta.
Bersama masyarakat dusun di sekitar Candi Borobudur, mereka
memetakan 350 potensi lokal di bidang ekonomi, sosial, dan
budaya yang tersebar di kawasan Candi Borobudur. Pembuatan
peta hijau tersebut dimaksudkan untuk memaparkan Candi

Berbagai permasalahan pembangunan perkotaan tidak dapat
disclesaikan dengan perencanaan dan desain. Planning and design
are not enough! Perlu penanganan menyeluruh mulai dari peren-
canaan, implementasi rencana, dan pengendalian pembangun-
an perkotaan yang berkelanjutan. Inipun tak sebatas kawasan
perkotaan saja, namun harus mencakup pula kawasan sekitarnya.
Urbanisme harus menjadi satu kesatuan dalam pengelolaan
perkotaan.

Pada tahap perencanaan, dokumen rencana harus mampu
menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, perwujudan masyarakat
madani (civil society), pelestarian lingkungan alami dan lingkung-
an buatan, pelestarian iklim budaya, penciptaan daya kreatif, dan
infrastruktur publik. Pada tahap pelaksanaan dan pengendalian,
kapasitas kelembagaan (organisasi, tata kerja, SDM) dan perang-
kat pengaturan (regulasi) perlu ditingkatkan. Dengan demikian
pembangunan perkotaan dapat membentuk basis ekonomi yang
kuat dengan tetap sensitif terhadap isu lingkungan dan sosial,

Borobudur sebagai sebuah ruang terbuka besar dengan sege-
nap potensi positif dan negatif yang ada di dalamnya.

Penerapan pada skala yang lebih luas dilaksanakan oleh dunia
usaha dalam pembangunan kawasan perkotaan baru. Karakter
perkotaan baru yang dikembangkan swasta adalah jawaban
pembangunan yang cenderung berkembang alami dan tidak
terarah. Pengembangan kota baru ini diupayakan untuk mem-
bangun kota yang lebih baik, baik dalam penyediaan utilitas,
infrastruktur, lingkungan, dan berdaya saing. Contoh praktek
penerapan prinsip pembangunan perkotaan berkelanjutan pun
sudah mulai berkembang, antara lain adalah Bumi Serpong Da-
mai (BSD) dan Kota Sentul.

BSD merupakan salah satu contoh perkotaan baru dengan
konsep struktur ruang yang baik. BSD dikembangkan di atas
lahan seluas kurang lebih 6.000 hektar. Pengembangan BSD
mengadopsi konsep Integrated Township Development yang
tidak semata-mata mengembangkan perumahan, tetapi juga
membentuk basis ekonomi yag kuat. Desain kawasan dan
pengembangan infrastruktur telah menjadikan BSD sebagai
sebuah perkotaan dengan kualitas lingkungan yang baik dan
mampu menarik pelaku ekonomi berskala internasional.

Kota Sentul adalah kota nuansa alam dan pegunungan de-
ngan luas kira-kira 3.000 hektar di sebelah timur Kota Bogor.
Kawasan ini memiliki koefisien dasar bangunan yang sangat
rendah, yakni sebesar 35 persen. Dengan desain kawasan yang
mengedepankan keseimbangan ekologis serta tata hijau ling-
kungan yang teratur, kota telah berkembang ini sebagai tempat
hunian sekaligus tujuan pariwisata.

X1
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yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyara-
kat dari berbagai strata sosial.

Indonesia sebenarnya memiliki modal yang sangat baik untuk
mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Modal
ini dapar diidencifikasi dari berbagai kearifan lokal yang justru
semakin memudar dari waktu ke wakou. Sebagai contoh, pasar
tradisional merupakan media interaksi sosial ekonomi masyarakar
yang sckaligus mampu mengakomodasi pelaku ekonomi infor-
mal, saat ini semakin terpinggirkan oleh kehadiran pasar modern
dan supermarket.

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN
BERKELANJUTAN

Konsep tentang keberlanjutan kota menempatkan dimensi
ekonomi secara berimbang dengan dimensi sosial dan lingkungan.
Dalam beberapa dekade terakhir, Pemerintah kita telah berupaya
dengan sungguh-sungguh untuk meletakkan agenda keberlan-
jutan dalam mainstream pembangunan perkotaan yang sejalan
dengan inisiatif global.

Perwujudan pembangunan perkotaan berkelanjutan adalah
tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Kapasitas peme-
rintah terbatas untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang
cenderung semakin kompleks. Di sisi lain, demokratisasi di segala
bidang telah menyediakan ruang luas bagi seluruh pemangku ke-
pentingan untuk berperan akdf di segala lini pembangunan. Agar
tercipta tata kelola yang adil, perlu adanya keseimbangan peran/
wigas/fungsi, kewenangan, beban, pemasukan, kewajiban, hak,
serta dan hubungan antara para pemangku kepentingan. Karena
itu, perlu adanya regulasi yang disepakati dan dipatuhi oleh para
pemangku kepentingan,

"Pemangku kepentingan sangat
vital dalam pelaksanaan regulasi
dan implementasi program-program
pembangunan.”

Peran pemangku kepentingan sangat vital dalam pelaksanaan
regulasi dan implementasi program-program pembangunan. Me-
reka mengendalikan dan memastikan diterapkannya prinsip-prin-
sip bersama. Mereka juga memastikan berjalannya mekanisme
delivery yang adil dan proporsional. Tersedianya akses ke ruang
kontrol untuk pengambilan keputusan dan sistem delivery akan
meningkatkan kepuasan terhadap penyediaan layanan publik.

Karenanya dalam pengembangan kebijakan dan program, ru-
ang harus dibuka bagi berbagai pandangan masyarakar sipil dalam
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pengembangan “Kota untuk Semua” yang tanggap terhadap
berbagai persoalan dan kebutuhan warganya. Prasyarat kota yang
berkelanjutan ini harus dapat dikembangkan secara kolektif oleh
warganya dan kemudian kota akan mewadahi kegiatan pengem-
bangan diri warganya. Dengan kata lain, warga membentuk
kotanya, kemudian kota membentuk warganya.

"Warga membentuk kotanya, kemudian
kota membentuk warganya."

Peran pemerintah sebagai regulator yang memampukan para
pelaku, menjamin terjadinya tata kelola yang adil dan proporsion-
al, serta penyedia layanan dasar perkotaan, kawasan penyangga
perkotaan (taman, hutan kota, sungai, danau/situ/bendung).
Dalam menjalankan fungsi sebagai regulator dan enabler, kepala
daerah peran yang sangat penting dalam mendorong daya kreatif
dalam pengelolaan kawasan perkotaan, baik di jajaran pemerintah
maupun masyarakat dan dunia usaha.

Peran dunia usaha adalah motor pengembangan nilai tam-
bah, peningkatan produksi dan distribusi, menyediakan layanan
penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dan efisien, serta
pembangun perkotaan yang nyaman, produktif, dan menarik un-
tuk dikunjungi. Pengalaman menunjukkan bahwa pelaku dunia
usaha berpotensi besar mewujudkan perkotaan yang berkelanjut-
an. Caranya dengan melalui penyediaan perumahan yang layak
huni dan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari corporate social
responsibility (CSR).

Peran masyarakat adalah penentu, penerima manfaat seka-
ligus pengendali pembangun perkotaan melalui pengembangan
permukiman yang sehat dan teratur, memelihara kebersihan dan
penghijauan kawasan pemukiman, membuat sumur resapan, dan
sebagainya. Masyarakat sipil yang terorganisasi juga berperan
sebagai sistem kontrol publik yang efektif. Peran ini terwujud
melalui organisasi pemantauan kinerja pemerintah, kegiatan
perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipatif, dan
berbagai pemikiran atau masukan kebijakan untuk mengembang-
kan tata kelola publik yang lebih baik.
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MENSINERGIKAN PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN

Untuk mensinergikan setiap peran para pemangku kepenting-
an, sangat diperlukan wadah yang mempunyai perhatian pada
berbagai masalah yang dihadapi oleh pengembangan perkotaan.
Forum tersebut bersifat inklusif dan diharapkan mampu menjadi
wadah fasilitasi untuk mengkomunikasikan permasalahan pemba-
ngunan kawasan perkotaan dan mencari solusi yang tepar dengan
sumber daya yang tersedia. Forum tersebut juga harus mampu
memberikan pemahaman serta penguatan kapasitas pemangku
kepentingan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelan-
jutan.

Seluruh kegiatan forum tersebut adalah memfasilitasi para
pelaku pembangunan perkotaan berkelanjutan. Diharapkan de-
ngan demikian pembangunan perkotaan berkelanjutan menjadi
arus utama dalam pembangunan di Indonesia. Keberadaan forum
pengembangan perkotaan berkelanjutan bertujuan untuk mene-
rapkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan perkotaan, baik pada
tataran konsep, kebijakan dan strategi, maupun kegiatan (opera-
sional). Dasar pemikiran inilah yang membidani kelahiran SUD

Forum Indonesia.

MASA DEPAN PERKOTAAN INDONESIA

Menilik berbagai permasalahan perkotaan yang dihadapi, ridak
sedikit pihak yang pesimistis terhadap masa depan perkotaan di
Indonesia. Namun bagaimana pun, kita harus terus melakukan
perubahan untuk mewujudkan perkotaan yang lebih baik. Masa
depan perkotaan Indonesia adalah sebuah perkotaan yang memi-
liki keseimbangan antar aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi
dengan rata kelola yang demokratis dan partisipatif. Secara sosial,
kawasan perkotaan Indonesia masa depan adalah wadah bagi

kehidupan warganya yang guyub dan menjunjung tinggi kearifan
lokal, di mana budaya masyarakat madani mendapatkan tem-
pat yang proporsional untuk berkembang. Masyarakat kawasan
perkotaan dapat secara leluasa mengakrualisasikan nilai-nilai
positif yang dianut dalam kehidupannya.

Kawasan perkoraan Indonesia masa depan merupakan ruang
hunian yang mampu memberikan kehidupan yang berkualitas,
jauh dari bencana, dan memenuhi standar-standar kenyamaan
yang dapat mendorong produktivitas masyarakatnya. Ruang yang
berkualitas juga akan mendorong warganya unruk rerus melaku-
kan inovasi untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan dan
kehidupannya (quality of life).

Perkotaan Indonesia masa depan adalah perkotaan yang
berfungsi secara optimal sebagai kurub percumbuhan ekonomi
wilayah sekitarnya, yang tidak menguras sumber daya alam
namun mendorong pembentukan nilai tambah bagi kesejahteraan
masyarakat kawasan perdesaan. Berbagai kelompok dan strata
sosial masyarakat perkotaan senantiasa dapat menemukan ruang
dan kesempatan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan
pangan, sandang, papan, pendidikan, keschatan, dan berbagai
kebutuhan lainnya. Tidak ada kemiskinan, perbedaan yang ada
terap menunjukkan nilai-nilai keadilan.

"Masa depan perkotaan Indonesia
adalah buah dari upaya yang kita lakukan
sejak hari ini."

Namun perlu disadari, masa depan perkoraan Indonesia adalah
buah dari upaya yang kita lakukan sejak hari ini. Bila kita mem-
perlakukan pengelolaan kawasan perkotaan sebagai business as
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usual, gambaran masa depan perkotaan Indonesia adalah kondisi
yang terbalik dari gambaran di atas. Lantas, apa yang perlu kita
lakukan? Orang bijak mengatakan, merubah pola pikir masyara-
kar adalah “bagai merubah arah laju sebuah tanker raksasa”. Na-
mun siapa pun tahu, tanker raksasa tetap dapat dibelokkan. Yang
diperlukan adalah sistem yang memungkinkan untuk terjadinya
hal tersebut.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat
semua pemangku kepentingan memahami konsep pembangun-
an perkotaan masa depan yang berkelanjutan. Semua individu,
kelompok masyarakat, institusi swasta dan pemerintah, pembuat
kebijakan, dan pengambil keputusan juga harus memahami
peran apa yang scharusnya dimainkan. Untuk itu diperlukan
upaya kampanye untuk menanamkan visi perkotaan masa depan
sekaligus memberdayakan pemangku kepentingan agar dapat
memainkan perannya secara optimal.

Peran optimal dari pemangku kepentingan tentu membutuh-
kan regulasi yang memadai. Untuk itu perlu disusun perangkat
regulasi yang lengkap, jelas, konsisten, dan sinergis yang mengatur
peran semua pihak di berbagai aras (kebijakan, strategi, program,
dan kegiatan di semua tingkat pemerintahan). Agar regulasi dapar
diterapkan secara efektif, diperlukan proses penyusunan yang
demokratis dan partisipatif untuk menumbuhkan komitmen
seluruh pemangku kepentingan dalam penerapannya. di samping
upaya penegakan yang tegas dan konsisten.

Visi perkotaan masa depan dan langkah-langkah untuk
mewujudkannya perlu dilembagakan. Tidak hanya melalui upaya
pelembagaan secara formal, retapi yang lebih penting adalah
melembagakan secara budaya, agar hal tersebut dapar rumbuh
menjadi bagian dari budaya masyarakat. Untuk itu aspek pendi-
dikan merupakan hal yang tidak boleh dikesampingkan. Generasi
baru perlu dibentuk untuk memiliki budaya vang selaras dengan
konsep pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui
pendidikan sejak usia dini. Pendidikan dimulai dengan secara
kontinyu mengajarkan hal sederhana seperti disiplin dan rertib
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dalam memilah dan membuang sampah. Materi pendidikan
kemudian semakin ditingkatkan sejalan dengan bertambahnya
usia. Pengalaman menunjukkan, pendidikan sejak usia dini dalam
jangka panjang akan membentuk perilaku sebuah generasi.
Agenda-agenda besar di atas hanya dapat terwujud di bawah
kepemimpinan yang kuat dan visioner. Kepala daerah harus
mampu memainkan peran sebagai yang mampu memimpin
upaya pencapaian tujuan secara efektif dan mengarahkan pem-
bangunan perkotaan sebagai sebuah proses yang inklusif dengan
melibatkan peran akiif seluruh pemangku kepentingan.

"Pertanyaannya adalah, sudahkah
Anda memahami peran yang dapat Anda
mainkan untuk mewujudkan perkotaan

masa depan yang kita inginkan?"

Untuk mengefekritkan upaya peningkatan peran pemangku
kepentingan, perlu dibentuk sebuah forum pemangku kepen-
tingan. Forum ini merupakan media interaksi dan curah gagasan
tentang konsep, program, hingga langkah nyata yang dibutuhkan
untuk mewujudkan perkotaan kita yang berkelanjutan. Forum
ini hendaknya juga menjadi milik bersama, yang sifatnya inklusif,
sekaligus menjadi media belajar bagi tumbuh kembangnya masya-
rakat perkotaan yang madani. Tidak terkesan sebagai forum para
birokrat, pakar, atau kelompok-kelompok pemangku kepentingan
lainnya.

Efckdificas Forum Pengembangan Perkotaan Berkelanjut-
an dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjuran sangat tergantung pada kesediaan semua pihak
untuk bergabung, berbagi pengalaman, memberikan kontribusi,
merumuskan rckomendasi, dan melakukan tindakan nyata dalam
kehidupan schari-hari. Yakinlah bahwa mewujudkan perkotaan
yang berkelanjutan sama sekali bukan hal yang terlambat untuk
Indonesia!! m



Penulis: Ruchyat Deni Djakapermana, Staf Ahli Menteri
Pekerjaan Umum IV Bidang Hubungan Antarlembaga, Kemen-
terian Pekerjaan Umum

Fenomena demografis global menunjukkan fakta bahwa lebih
dari separuh penduduk dunia berada di kawasan perkoraan pada
awal dekade kedua abad ke-21. Fenomena ini memerlukan per-
hatian kita bersama. Kawasan perkotaan yang semakin berkem-
bang menuntut kebutuhan prasarana dan sarana yang semakin
berkualitas. Perkembangan kawasan perkotaan tersebut berperan
penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun
perkembangan tersebut juga menimbulkan implikasi pada menin-
gkatnya tuntutan terhadap ruang perkotaan yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjuran.

KOTA BERKELANJUTAN:
PARADIGMA MASA KINI
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Sebagai respon atas perkembangan kota yang semakin kom-
pleks tersebut, maka menjadi keniscayaan bahwa perencanaan
kota secara konvensional harus diubah menjadi perencanaan kora
yang progresif dan implementatif. Progresif berarti tanggap terha-
dap perkembangan kota yang berjalan cepat dan juga terhadap isu
perubahan iklim.

Caranya adalah mengadopsi prinsip pengembangan perkotaan
berkelanjutan (sustainable urban development). Pembangunan
berkelanjuran adalah pembangunan yang memenuhi keburuhan
generasi kini tanpa membahayakan kemampuan generasi men-
datang untuk dapat memenubhi sendiri kebutuhan mereka. Prinsip
ini menyelaraskan 3 (tiga) aspek yaitu ekonomi, sosial (budaya),
dan lingkungan, dengan fondasi urban governance. Sedangkan
implementarif berarti mampu mentransformasi teori menjadi
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praksis nyata yang sistematis.

Pembangunan perkotaan berkelanjutan perlu diawali dengan
perencanaan tata ruang yang harus selesai pada semua level,
yaitu nasional, regional dan lokal. Syarat ini memastikan bahwa
pendekatan komprehensif sudah dilakukan, termasuk pada ka-
wasan perkotaan.

Kota vang berkelanjutan perlu menjadi prioritas pada pemba-
ngunan saat ini. Mengapa? Karena akan membantu pengambilan
kebijakan pada penyediaan kebutuhan pelayanan, mengurangi
biaya pembangunan infrastrukrur akibat pelayanan terhadap
penduduk lebih terkonsentrasi, serta meningkatkan kerjasama
pemerintah dengan pihak swasta.

Pada level nasional, instrumen yang harus dikembangkan
adalah Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN) serta
Sistem Perkotaan Nasional dalam RTRWN. Instrumen ini untuk
mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah. Selain itu
instrumen tersebut akan memandu pemerintah daerah dalam me-
manfaatkan urbanisasi sebagai potensi pembangunan perkoraan,
khususnya bagi Indonesia sebagai negara berkembang.

Semenrara itu, pada level regional dan lokal, pemerintah
daerah sangat berperan penting dan besar pada implementasi
pembangunan perkotaan secara efekrif dan efisien sesuai dengan
karakreristik dan isu-isu lokal. Ini karena merekalah yang sangat
dekat dengan masyarakar secara langsung.

Dalam konsep pengembangan perkotaan yvang berkelanjutan,
kita perlu memahami bahwa keberlanjutan bukanlah tjuan akhir
pengembangan perkotaan, Keberlanjutan adalah proses yang di-
lakulan secara terus-menerus untuk mewujudkan kualitas ruang
perkotaan yang mampu menyejahterakan warga masyarakatnya.

Oleh sebab itu, dalam rangka mendorong perubahan para-
digma pengembangan perkotaan yang visioner, tanggap terhadap

Xvi

bencana dan perubahan iklim, mampu menggali kearifan lokal,
serta didukung oleh kapasitas kelembagaan dan rata kelola yang
baik, SUD Forum Indonesia (SUD-FI) menyuguhkan pemikiran
dﬂ.l'l gﬂgasan }'ang di[u.lis leh Pﬂrﬂ anggotanya yang I:crtuang
dalam 4 (empar) kluster yaitu Planet, People, Prosperity, dan
Governarnce.

Keempat kluster ini adalah ejawantah 3 (tiga) aspek pemba-
ngunan berkelanjutan (lingkungan, sosial, ekonomi) serta dibina
melalui tata kelola yang baik. Keempat kluster tersebut mengako-
modasi berbagai isu pengembangan perkotaan berkelanjutan yang
saat ini tengah menjadi fokus berbagai negara di dunia, termasuk
Indonesia.

CLUSTER PLANET: LINGKUNGAN BAGI
KOTA BERKELANJUTAN

Pada kluster pertama, Planet, gagasan terkait penjagaan kuali-
tas lingkungan menjadi sangar penting, Pengembangan kota yang
tanggap terhadap bencana dan perubahan iklim adalah tantangan
yang memerlukan upaya yang tak sedikit. Seperti kita ketahui,
posisi Indonesia di kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng dunia ini
mengakibatkan rawan bencana geologi (antara lain: gempa bumi,
tsunami, gunung berapi, dan gerakan tanah).

Di sisi lain, kondisi alam Indonesia saat ini mengalami degra-
dasi fisik dan habirtat akibar kelalaian pemanfaatan ruang sehingga
menimbulkan bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran
hutan, intrusi air laut, dan kekeringan. Fenomena perubahan
iklim dan pemanasan global pun turut mengakibatkan degradasi
kualitas dan fungsi lingkungan perkotaan. Dengan demikian,
ridak bisa dipungkiri bahwa kora-kota di Indonesia umumnya,
terutama yang berada di wilayah pesisir, menjadi sangat rentan
terhadap bencana dan perubahan iklim.

Berdasarkan tantangan tersebut, tentunya menjadi keharusan
mengembangkan perkotaan dengan konsep yang tak hanya me-
mentingkan pertumbuhan ekonomi semara. Perhatian terhadap
aspek lingkungan menjadi sangart penting. Karena itu muncullah
prakarsa kota lestari, kota hijau, dan revitalisasi kota tepi air yang
saat ini tengah digalakkan.

Selain itu, telah ditegaskan komitmen bersama prakarsa kota
lestari oleh sekitar 491 pemerintah kota dan kabupaten untuk
bekerja sama mewujudkan kota-kota berkelanjutan di wilayah
masing-masing. Semua prakarsa dan komitmen tersebur adalah
langkah awal menuju implementasi pembangunan perkotaan
yang berkelanjutan.

Sementara itu pengembangan kora hijau di beberapa kota
di Indonesia, antara lain melalui perwujuda.n tiga pu.luh persen
ruang terbuka hijau (RTH) sesuai amanat Undang-Undang No.
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, juga menjadi salah satu
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Atribut Kota Hijau

upaya serius. Tentu saja implementasi kota hijau tidak hanya dica-
pai melalui pemenuhan RTH, namun juga menjangkau berbagai
aspek lain seperti infrastrukeur hijau/biru, transportasi ramah
lingkungan, pejalan kaki dan pesepeda, dan peran komunitas
perkotaan.

Konsep kota hijau (green city) yang tengah diadaprasi dalam
Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) oleh Kementerian
Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Penataan Ruang adalah
sebuah konsep pengembangan perkotaan berkelanjutan yang
mengadopsi prinsip perencanaan kota yang progresif dan imple-
mentatif.

Kota hijau adalah terobosan baru dalam pembangunan kota
yang memfokuskan pencapaian sasaran ekonomi, sosial budaya,
dan lingkungan secara terintegrasi. Kota hijau tercermin dalam
bentuk kota yang ramah lingkungan, dihuni oleh orang-orang
dengan kesadaran menghemat energi, air, dan makanan, serta
mengurangi buangan limbah, pencemaran udara, dan pencemar-
an air.

Untuk mewujudkannya, setiap kota diharapkan menerapkan
standar lingkungan kota hijau sesuai dengan 8 (delapan) atribur
kota hijau yang meliputi green planning and design, green open
space, green waste, green transportation, green water, green energy,
green building, dan green community. Kedelapan atribur tersebut
tidak dapart berdiri sendiri, namun menjadi sebuah sistem yang
memiliki ketergantungan dan mempengaruhi satu sama lain.

CLUSTER PEOPLE: POTENSI
MASYARAKAT KOTA BERKELANJUTAN

Selain aspek lingkungan, keberadaan masyarakat sebagai pen-
gisi Bumi adalah elemen penting untuk mendongkrak pencapaian
pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sebagaimana yang
diuraikan dalam kluster kedua tentang People. Indonesia adalah

negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, etnis, suku, dan
ras. Lebih dari 389 suku bangsa yang memiliki adat istiadat, baha-
sa, tata nilai, dan budaya yang berbeda-beda (Asian Brain, 2010).
Dengan potensi tersebut, maka kearifan lokal yang ada perlu dile-
starikan, dijaga kesinambungannya, dan menjadi pijakan perenca-
naan dan perancangan lingkungan binaan berkelanjutan.

Kearifan lokal dipandang sebagai identitas kota berkelanjutan,
karena dibentuk dalam waktu yang lama melalui proses sejarah
yang panjang. Kearifan tersebut termanifestasi dalam bentuk
kelembagaan, nilai-nilai adat, serta rata cara dan prosedur, terma-
suk dalam pemanfaatan ruang (tanah ulayat).

Salah satu upaya Kementerian Pekerjaan Umum ¢.q. Direk-
torat Jenderal Penataan Ruang mengadaprasi kearifan lokal ke
dalam identitas kota adalah Program Penataan dan Pelestarian
Kota Pusaka (P3KP) yang bekerjasama dengan Badan Pelestarian
Pusaka Indonesia (BPPI). Dengan adanya komitmen pemerintah
kota dan kabupaten dalam menyusun kebijakan pelestarian ber-
bagai pusaka alam dan budaya di wilayahnya sebagaimana yang
digagas dalam kegiatan P3KP, diharapkan lingkungan fsik kota
dapar ditata dengan unsur kehidupan budaya.

Persoalan kota lain yang dihadapi masyarakar adalah kebutu-
han perumahan dan permukiman yang layak sebagai tempat ting-
gal. Saat ini masyarakat dihadapkan pada persoalan terbatasnya
lahan, yang b::rimp]ikasi pada mcningkatnya f)arklag pcrumahan
setiap tahunnya.

Persoalan ini diperkeruh dengan persoalan pembiayaan peru-
mahan itu sendiri. Terlebih lagi, kebijakan pcnycdiaan pcruma_han
khususnya, di kawasan perkotaan, belum sepenuhnya berpi-
hak bagi kalangan masyarakar berpenghasilan rendah. Dengan
demikian, diperlukan terobosan efektdif untuk menagatasinya, an-
tara lain melalui pembangunan kampung susun, rumah sederha-
na, hingga rumah apung. Dengan demikian tingginya kebutuhan
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perumahan rersebur tak akan mengabaikan kendala lingkungan
dan berprinsip pada pemanfaaran lahan yang terkonsentrasi dan
intensitas tinggi (compact city).

CLUSTER PROSPERITY: POTENSI
EKONOMI KOTA BERKELANJUTAN

Selain unsur lingkungan dan sosial, unsur ekonomi juga meru-
pakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam mewujudkan kora
berkelanjutan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kluster ketiga,
Prosperity, dengan memandang urbanisasi sebagai berkah bagi

pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengembang-

an ekonomi lokal, termasuk kontribusi sekror informal, menjadi
salah satu upaya untuk menggerakkan roda perekonomian kora.
Tanpa kita sadari, kontribusi sektor informal terhadap pertum-
buhan ekonomi cukup signifikan, sehingga ruang sektor informal
perlu dipertimbangkan dalam mengelola korta.

Di samping itu, upaya membangun citizenship dalam penge-
lolaan kota dipandang penting karena melalui upaya ini maka
kesadaran warga kota atas peran, hak, dan kewajibannya dalam
suatu komunitas kota akan terbangun. P2KH adalah program
yang diinisiasi Pemerintah untuk meningkatkan urban citizen-
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ship. Dari program terseburt diharapkan terbentuk kesadaran
bersama di antara warga masyarakat untuk mewujudkan kota
vang berkelanjutan dengan mengotimalkan potensi lokal sebagai
modal sosial, ckonomi, dan lingkungan. Dengan terbentuknya
kesadaran warga, maka pengelolaan kota menjadi lebih efektif dan
efisien yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masya-
rakar kota.

Aspek lain yang rerkait dengan kluster ini adalah upaya
mewujudkan transportasi berkelanjuran sebagai pendorong
aktivitas perekonomian kora. Selain itu transportasi berkelanjutan
diharapkan mewujudkan kota yang ramah pejalan kaki (walk-
able city), hemat energi dan rendah carbon (low carbon city), serta
berorentasi pada transit.

Untuk menangani masalah transportasi yang demikian kom-
pleks, diperlukan rerobosan-terobosan yang mampu mengatasi
permasalahan sampai pada akarnya, tidak hanya permasalahan
yang tampak di depan mara. Sebagai contoh, upaya penanganan
masalah kemacetan di Jakarta seyogyanya tidak dilakukan dengan
cara-cara yang instan seperti pembangunan jalan baru, jalan
layang, bahkan pengembangan jaringan jalan tol dalam kota.
Namun perlu dipikirkan upaya yang menyentuh akar permasa-



lahan mengapa kemacetan tersebut terjadi. Berbagai upaya untuk
mengatasi kemacetan tersebur telah dan sedang dilakukan, baik di
level makro maupun mikro.

Di level makro, dilakukan pengendalian pembangunan kota-
kota baru di sekitar Jakarta yang akan menambah beban transpor-
tasi bagi Jakarta. Sedangkan di level mikro mikro, dilaksanakan
perbaikan kerusakan jalan, pelebaran jalan, dan pembangunan
jalan layang pada persimpangan jalan yang padar maupun perlint-
asan jalan dengan rel kereta api.

CLUSTER GOVERNANCE: TATA KELOLA
YANG BAIK DEMI PEMBANGUNAN KOTA
BERKELANJUTAN

Dari aspek tata kelola kota yang dihimpun dalam kluster
keempat, Governance, telah menjadi suatu keharusan bagi seluruh
pihak termasuk pemerintah dan masyarakat untuk memiliki
komitmen mengelola kota yang visioner. Pengelolaan kota harus
diarahkan pada suatu pencapaian tujuan pembangunan jangka
panjang. Partisipasi scluruh stakeholder secara inklusif dalam
pengelolaan kota sangat diperlukan dalam rangka membangun
kesepahaman bersama tentang cara mewujudkan kota yang nya-
man untuk ditinggali para warganya.

Good governance (tata kelola yang baik) berprinsip pada par-
tisipatori, akuntabilitas, efektivitas, pemerataan dan mendorong
kekuatan hukum yang didasarkan pada éroad commitment terha-
dap masyarakat dan masyarakat miskin (pre-poeor) dalam pen-
gambilan keputusan kebijakan publik. Penerapan good governance
pada tingkat lokal, khususnya pemerintah kota/kabupaten akan
mendorong kota berkelanjutan melalui berbagai kebijakan yang
lebih pro-poor dan pro-public.

Sebagai contoh, Kota Solo dengan city branding sebagai kota
budaya serta didukung oleh visi dan misi yang berpihak pada
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kaum marjinal relah membawa kota tersebur menjadi kota yang
sangat didambakan warganya. Tentunya keberhasilan Solo terse-
bur tidak terlepas dari rata kelola pemerintahan yang transparan
dan akuntabel dengan mengedepankan paradigma pro-paor.

Dengan uraian dari keempar kluster tersebut, sudah menjadi
sebuah keniscayaan bahwa kota berkelanjutan sebagai paradigma
pembangunaan saat ini dapat dicapai apabila dilakukan atas dasar
komitmen bersama dan dilakukan dengan melibatkan partisipasi
semua pihak secara bersama-sama. Hal yang penting lainnya
adalah bahwa rencana tata ruang sebagai tools pengelolaan dan
pengembangan kota perlu dijadikan sebagai acuan dalam rangka
mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Dalam menyikapi tujuan keberlanjutan, maka efekrivitas upay-
anya ditetentukan oleh keberadaan 2 (dua) hal yang fundamental,
yaitu pratection entry dan development entry. Protection entry ber-
prinsip bahwa aspek perlindungan lingkungan harus didahulukan
agar telapak ekologis tidak semakin besar serta berpeluang untuk
mendorong economic development dan soctal development.

Penerapan pada prinsip proteksi dalam perencanaan menjadi
penting untuk menctapkan ruang-ruang perkotaan mana saja
yang harus dilindungi serta menerapkan daya dukung dan daya
tampung lingkungan.

Sementara itu dalam development entry pengembangan
perkotaan harus berprinsip pada pengendalian pemanfaatan ruang
yang efekrif dan efiscin. Hal yang dapat dilakukan di sini salah
satunya adalah penerapan intensifikasi dan konsentrasi ruang dan
kegiatan seperti konsep compact city termasuk di dalamnya transit
oriented development (TOD), ramah pejalan kaki, serta membatasi
perkembangan kota secara horisontal sehingga tidak akan meng-
gerus perdesaan.

Dengan demikian, pembangunan perkotaan berkelanjutan

Xix



PENDAHULUAN

juga berprinsip bahwa wilayah perdesaan sebagai sumberdaya
alam bagi kawasan perkotaan (rural-urban linkage) juga harus
dipertahankan (pro-rural) agar terjadi keseimbangan antara
perkotaan dan perdesaan.

Untuk mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan, maka
upaya-upaya yang dilakukan secara konkrir adalah yang berpihak
pada pelestarian lingkungan yang didorong oleh peran Pemerin-
tah kepada pemerintah daerah melalui program-program yang
nyata dan kreatif serta berbasis penataan ruang.

Berbagai upaya tersebut dapat tercermin di dalam berbagai
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konsep tematik kota berkelanjutan seperti competitive city, creative
city, resilient city, heritage city, inclusive city, active city, techno city,
smart city, productive city, safe and bealth city dan sebagainya yang
sedikit-banyak dijawab dengan kota hijau (green city) secara kese-
luruhan.

Dengan menggunakan berbagai prinsip pembangunan
perkoraan berkelanjutan di atas, diharapkan ke depan kota-kota
di Indonesia yang lebih layak huni, berjati diri, produktif dan ber-
kelanjutan dapar diwujudkan secara sistematis. =



CLUSTER 1 - PLANET

“...tantangan vang sebenarnya kita
hadapi adalah bagaimana upava
vang harus dilakukan, agar dapat
menvalurkan gagasan keberlanjutan
menjadi rangkaian aksi vang efektif dan
efisien, serta dapat memberikan manfaat
vang nvata bagi masvarakat luas.”
(Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum RI, 2012)



KOTA WASPADA BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Penulis: Ning Purnomohadi, Arsitck Lansckap, Green Profes-
sional/GBCI

“...Giving cities a human face is more than an Utopian
dream: there are places - in a project, a neighborhood, in
a city, in the North, South or East - where the dream has
come true. This can happen when the initiatives of the in-

habitants, who are both users and builders, are encouraged
and supported.” (UNESCO, 1996)

Secara makro, ruang terbuka hijau (RTH) bisa berupa bagian
ruang hijau-alami suatu negara. Ruang ini bisa berupa kawasan
tertentu, huran beserta isinya, lahan pertanian, atau hamparan hi-
jau pertanaman. Masing-masing jenis ekotipe-nya pun beraneka-
ragam. Huran bisa berupa bisa hutan alam primer, sekunder atau
hutan produksi (buatan). Lokasinya pun beragam, bisa di dataran
rendah, pegunungan maupun di sepanjang garis pantai.

Maka bila ada manusia di dalam ruang tersebur, akan selalu
ada hasil produksi maupun sampah atau limbah. Semakin banyak

ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM DI
KAWASAN PERKOTAAN

manusia, emisi, sampah, atau limbah yang dikeluarkan akan se-
makin banyak. Bila kekuatan alam untuk mengasimilasinya masih
proporsional, sampah-limbah ini belum menjadi masalah. Namun
ketika alam harus mengakomodasi melebihi daya tampung dan
daya dukung alaminya, permasalahan dan kerusakan lingkungan
pun muncul. Karena itu, tindakan pencegahan kerusakan fungsi
lingkungan harus diupayakan seoptimal mungkin. Salah satu
upaya yang dapat dilakukan adalah mitigasi maupun adaprasi
terhadap perubahan iklim.

GAS RUMAH KACA DAN PERUBAHAN
IKLIM

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas-gas utama baik alami
maupun akibart kegiatan manusia di lapisan atmosfir yang
menyerap dan memantulkan kembali radiasi sinar inframerah
dari matahari. Menurut Protokol Tokyo, gas-gas terscbut adalah
karbon dioksida (CO,), metana (CH)), nitroksida (N,O), PFC
(perfluoracarbons), HFC (hydrofluoracarbon), dan sulfur heksaflo-
rida (SF).



Sebelum tahun 1964, manusia belum menyadari bahwa
berbagai senyawa kimia yang lepas ke udara dapat terus naik
ke atmosfir sampai ke lapisan stratosfir akan berpengaruh pada
proses-proses meteorologi, Contohnya, senyawa chlorofluorocarbon
(CFC) dan halon ternyata dapat merusak lapisan ozon di stratos-
fir. Padahal lapisan ini sangat penting sebagai pelindung permu-
kaan bumi dari bahaya radiasi sinar ultra-violet cahaya matahari).
TABEL 1: Enam kelompok GRK, Potensi pemanasan Global

dan Waktu Hidupnya
GRK Global Wal"ming Lifespan
Potensial (years)
Co, 1
Metana 23 12
NO, 296 114
HFC 1.600 - 13.000 16550
PFC
SF, 22.220

Sumber: Mace M., Oct 2007.“National WS for Negotiators” Jakarta, Indonesia, Basic Science of Climate
Change

PERUBAHAN IKLIM DAN PEMANASAN
GLOBAL DI KAWASAN PERKOTAAN

Fenomena perubahan iklim dan pemanasan global beraki-
bart pada degradasi kualitas serta fungsi lingkungan perkotaan.
Fenomena ini relah membangkitkan kesadaran akan perlunya
tindakan bersama guna keberlanjutan kehidupan dalam kota.
Degradasi kualitas lingkungan telah mengakibatkan beberapa
kota seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang dilanda berbagai
bencana. Sudah jamak kita mendapat berita banjir, kebakaran di
perkampungan padat, kemacetan lalu-lintas, pencemaran udara,
amblasan tanah, intrusi air laut dan krisis air bersih di perkotaan.
Semua terjadi silih-berganti tiada henti bahkan kadang bersa-
maan,

"Kota Ekologis (ecocity) atau Kota
Taman (green city), dengan konsep hijau
adalah konsep kehidupan yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan."

Kota adalah ekosistem buatan yang dirancang untuk menam-
pung kegiatan komunitas urban serta kelangsungan hidupnya.
Agar siklus kehidupan dapat berlangsung wajar, kota mutlak
harus memiliki unsur-unsur lingkungan alami di dalamnya.
Unsur-unsur ini mendukung proses kehidupan alami seper-
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ti siklus oksigen, air, nitrogen, sulfur, karbon tetap berlangsung
secara alami dan proporsional dalam lingkungan kota. Sebagai
pusat peradaban kehidupan dan kebudayaan, manusia harus terus
membenahi kotanya menuju kota hijau ramah lingkungan dan
berkelanjutan.

Kota Ekologis (ecocity) atau Kota Taman (green ¢ity), dengan
‘konsep hijau’ adalah konsep kehidupan yang ramah lingkungan
dan berkelanjutan. Konsep ini bukan sekadar hijau karena ada-
nya unsur tanaman/penanaman, namun unsur bangunan dan
infrastruktur juga hemat energi secara berkelanjutan. Dengan
demikian kota mampu mempertahankan kualitas dan fungsi ling-
kungannya secara schat, scimbang, nyaman dan produktif agar
siklus kehidupan organisme (manusia, flora, fauna) pun dapat
berlangsung secara wajar pula.

KARAKTERISTIK LOKAL ALAT
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Salah satu upaya mengurangi pemanasan udara kota adalah
membangun RTH kora yang sesuai karakreer lansekap lokal de-
ngan menonjolkan jenis tanaman lokal dan rancangan berbasis
arsitekeur lansekap lokal. Komponen dasarnya terdiri dari materi
lunak (softscape) dan materi perkerasan (bardscape). Berdasar letak
geografis dan karakreristik lingkungan, kota terbagi tiga yaitu: ka-
wasan kota pesisir, kota daratan, dan kota pegunungan. Perbedaan
ini mensyaratkan pemilihan jenis tanaman yang berbeda pula
dengan karakter vegetasinya. Pemilihan jenis tanaman yang sesuai
dengan lingkungan akan memudahkan ranaman tumbuh dan
berfungsi secara optimal dalam memperkaya keasrian penataan
bangunan yang ada.

Pemilihan materi perkerasan pun akan lebih tepat jika berasal
dari lingkungan terdekat berciri lokal. Mengapa? Karena strategi
ini akan mengurangi biaya transportasi, berkesan alami dan
ramah lingkungan. Dengan demikian kita dapat merasakan per-
bedaan karakter lansekap masing-masing daerah. Penataan RTH
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STRUKTUR RUANG TERBUKA HIJAU KOTA

RUANG TERBUKA
HIJAU

! | 1
RTH PERTANIAN/KEHUTANAN RTH RTH FASILITAS KHUSUS
- Sawah PERTAMANAN + Lapangan Olahraga
- Kebun i ' - Botanic Park
« Hutan Lindung 5 I ] » Kebun Binatang

- Hutan Kota
- Hutan Rekreasi
- Tahura/Taman Hutan Raya

JALUR HJAU

I
TEPIAN AIR
= Sempadan Sungai
« SPD Danau/Waduk
- Sempadan Pantai

- Taman Kota

PENGAMAN

« Sempadan Rek KA - Taman RW
« SUTT/SUTET - Taman RT

« Jalan Tol - Pekarangan
« Jalan/Jalur lalu lintas

« Pedestam

kota sesuai dengan karakteristik lokal akan meningkatkan nilai
ckologis, ckonomi, edukatif, dan estetika RTH kora itu sendiri.

TATA RUANG DAN RTH SEBAGAI
SOLUSI ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM

Kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk di daerah
perkotaan juga meningkatkan dampak perubahan iklim. Strategi
adaptasi terhadap perubahan iklim untuk lingkungan perkotaan
perlu dilakukan melalui perencanaan strategis tata ruang kota.
Model Kabupaten/Kota Schat dapat dikelompokkan atas be-
berapa tatanan kawasan serba sehat pada permukiman, industri
dan perkantoran, pariwisata, pertambangan, kehutanan, prasarana
umum perkotaan, budaya dan perilaku hidup bersih, kehidupan
sosial, dan ketersediaan pangan dan gizi.

Pemilihan kawasan kegiatan sebaiknya dikaitkan dengan po-
tensi ekonomi, sesuai dengan semangat otonomi daerah, terutama
upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkat-
an pendapatan para pemangku kepentingan. Kawasan tersebut

BERDASARKAN HIERARKI

- Taman Wilayah
- Taman Kecamatan
« Taman Kelurahan

« Arboretum
- Fasilitas Militer
« Pemakaman

« Urban Farming

TAMAN

1
BERDASARKAN FUNGSI
« Taman Rekreasi

« Taman Atap

+ Pulau Jalan

« Area Konservasi

« Taman Vertikal

Sumber: modifikasi dari DJ-PR RTH sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota

dapat berupa kawasan pariwisata, industri dan perkantoran, perta-
nian dan kehutanan, pertambangan, lingkungan permukiman,
atau lingkungan pesisir pantai.

Menurut Undang-undang No. 26/2007 tentang Penataan
Ruang, RTH merupakan subsistem tata ruang dan infrastruk-
tur wilayah, khususnya dalam pengembangan permukiman dan
kawasan perkotaan yang berbasis pada potensi keanckaragaman
hayati (KEHATT) sebagai sumberdaya alam setempat. Menurut
UU tersebut, RTH dalam kawasan perkotaan harus tersedia 10
persen RTH Privat dalam ruang terbangun seperti lingkungan
perumahan dan 20 persen RTH Publik yang berada dalam ruang
terbuka di kawasan perkotaan. Pentingnya eksistensi RTH dalam
kota bahkan telah dinyatakan PBB dalam World Development
Report tahun 1984. Dalam laporan tersebut ditegaskan bahwa
luas RTH yang harus ada di suatu kota adalah 50 persen luas
kota, atau minimal 15 persen luas kota jika kondisi sudah sangat
kriis.
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PERATURAN PENDUKUNG

PENGEMBANGAN RTH KOTA

Berbagai peraturan yang mendukung pengembangan RTH
Kota yang sesuai dengan karakteristiklokal telah dibuat, antara
lain:

= UU No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya

« UU N0.9/1990 tentang Kepariwisataan

» UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya

» UU No.23/1992 tentang Kesehatan

+ UU No.32/1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

- UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung

- UU No.7/2004 tentang Sumberdaya Air

- U No. 38/2004 tentang Jalan

» UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang

- UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah

« PP No 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (RTRWN)
= Permendagri No.1/2007 tentang Penataan RTH di Kawasan
Perkotaan,

‘BANGUNAN HIJAU' ALIAS GREEN
BUILDING

‘Bangunan Hijau’ bukanlah bangunan yang berwarna hijau
atau banyak tanamannya, tetapi bangunan yang dibangun ber-
dasar prinsip hijau. Semua komponen yang ada dalam bangunan
memakai pendekatan ramah lingkungan. Pendekatan holistik
diterapkan sejak awal pada rancang-bangun ramah lingkungan,
dari pemilihan material, kontribusi energi yang diperlukan, pena-
taan ruang serta bangunannya sendiri, hingga perilaku penghuni-
nya yang ramah lingkungan.

"Bangunan Hijau adalah bangunan yang

dibangun berdasar prinsip hijau."

Sebuah bangunan dapar dinilai apakah termasuk bangunan
hijau atau bukan. Banyak sistem penilaian yang telah dibuar di
setiap negara. Sebagai contoh, BREAM adalah sistem penilaian
pertama di dunia yang dikeluarkan oleh Inggris. Sistem yang
lain adalah BEEAM (Hong Kong) dan LEED (USA) yang di
muncul tahun 1995. Di Indonesia telah disusun sistem penilaian
bangunan hijau yang disebut GREENSHIP oleh lembaga Konsil
Bangunan Hijau Indonesia (GBCI).

Penilaian sebuah bangunan itu ‘hijau ditentukan oleh perhi-
tungan skor total dari enam kategori penilaian. Keenam kategori
penilaian tersebut juga dibedakan untuk bangunan baru dan
bangunan lama yang berumur lebih dari satu tahun. Berdasar

proposal dari pemilik gedung untuk mendapat sertifikasi ini,
dilakukan beberapa proses perhitungan dan verifikasi lapangan.
Proses ini sesuai dengan SNI, AMDAL, dan peraturan perun-
dangan yang terkait bangunan/gedung. Bila gedung bersertifikasi
hijau semakin banyak, dengan sendirinya kualitas lingkungan pun
akan ‘hijau’ pula.

STRATEGI PERBAIKAN KUALITAS
LINGKUNGAN PERKOTAAN

Keterbatasan ruang akan menjadi hambatan khusus dalam
membangun RTH-K di kawasan kota yang telah padat terba-
ngun. Tata hijau ada di sekitar kita tetap diperlukan, karena itu
secara kreatif perlu dicari ruang-ruang vertikal maupun horizontal
yang mungkin bisa ditanami. Berbagai ruang tersebur antara lain
adalah atap, dinding, sekitar bangunan/gedung, jalur kereta api,
penanaman pohon sepanjang jalan, sampai mengubah jalan-jalan
tertentu menjadi jalur hijau.

Prioritas harus diberikan pada wilayah yang memiliki keren-
tanan sosial tinggi di daerah padat dengan gedung-gedung tinggi
di pusat kota, kawasan industri, dan pergudangan, Inilah strategi
efektif untuk menjaga suhu permukaan di bawah batas garis
dasar (baseline) sepanjang periode dan di sekitar banyaknya emisi
polutan.

Strategi khusus perbaikan kualitas lingkungan dalam skala
lebih luas adalah pemanfaatan fungsi penting tanaman seperti
fotosintesis, evaporasi, respirasi, gutasi, dan lain-lain. RTH diba-
ngun scoptimal mungkin apapun fungsinya (ckologis, ckonomis
dan sosial-budaya) dan di zona perkotaan manapun. Sampai kini
hanya siklus kehidupan tanaman saja yang mampu menyerap po-
lutan dari ketiga media lingkungan untuk mengimbangi kawasan
terbangun.

ENAM KATEGORI SISTEM PENILAIAN
BANGUNAN HIJAU
1. Pembangunan Tapak yang Sesuai (Appropriate Site Develo-
pement/ASD)
2. Enerqgi Efisien & Konservasi (Energy Efficiency & Conserva-
tion/EEC)
3. Konservasi air (Water Conservation /WAC)
4. Sumber Bahan & Siklus Daur Ulang (Material Resources &
Cycle/MRC)
5. Kesehatan Ruang & Kenyamanan dalam Gedung(fndoor
Health & Comfort/IHC)
6. Manajemen Lingkungan Gedung (Building Environmental
Management/BEM)
Informasi lebih jauh tentang kategori ini dapat dilihat di:

http//www.gbcindonesia.org/greenship.htm!,(GBCI,2008).
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Sebagai negara kepulauan, perubahan iklim di Indonesia me-

nimbulkan ancaman naiknya muka air laut di daerah pinggiran
pantai sehingga timbul banjir (rob akibat pasang air laut), intrusi
air laut, serta amblesan tanah. Pembuatan RTH di kawasan ping-
gir pantai dapat membantu adaptasi lingkungan terhadap ke-
naikan muka air laut. Salah satu usaha adalah melakukan pena-
naman jenis tanaman tertentu yang tahan terhadap genangan
air. Berikut adalah beberapa jenis tanaman tersebut:

Tahan genangan (> 60 hari): Jenis Albizzia lebbeckioodes,
A. procera, Adenanthera microsperma, Sesbania sesban,
Anacardium occidentale, Hevea brasiliensis (karet), Coffea
robusta (kopi), Pinus mercusii (pinus), Canarium commune
(kenari), Ceiba petandra (kapuk randu);

. Agak tahan genangan (s/d 40 hari): jenis Albizzia falca-

taria, Imperata cylindrical (alang-alang), Artocarpus integ-
rifolia (nangka), Cinnamomum burmanii, Crotalaria juncea,
Leucaena glauca, Tephorisa maxima, Aleurites mollucana,
Camellia sinensis (teh), Indigofera galegoides, Mimosa pu-
dica (sikejut), Clitoria laurifolia, Eugenia jamboloides (jambu
bol);

. Tidak tahan genangan (sampai 20 hari saja): Tephrosia

vogwlii, T. candida, Albizzia montana, Nicotiana tabacum
(tembakau), Tectona grandis (jati), Crotalaria anagyroides,
Agathis ioranthifolia (damar), Eupatorium palescent, Lan-
tana camara, Cassuarina equisetifolia (cemara laut), Piper
aduncum, Ageratum conyzoides, Zea mays (jagung).

. Penyerap dan penapis bau: Michelia champaka (cempaka)

dan Mimusops elengi (tanjung). Potensi jenis tanaman ini
dapat dipergunakan untuk tempat pembuangan akhir
sampah, sungai yang tercemar berat dan berbau, serta
jalur hijau yang dipenuhi oleh kendaraan berbahan ba-
kar solar;

. Tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi

genangan air: Artocarpus integra (nangka), Paraserianthus
falcataria (albisia), Acacia vilosa, Indigofera galegoides, Dal-
bergia sp, Tectona grandis (jati), Samanea saman (kihujan),
serta Leucaena leucocephala (lamtorogung);

Pencegah intrusi air laut: Causuarina equisetifolia (cemara
laut), Ficus elastica, Havea brasiliensis (karet), Garcinia
mangostana (manggis), Lagerstroemia speciosa (bungur),
Fragraera fragnans Cocos nucifera (kelapa).

. Penyerap karbondioksida (CO2) dan penghasil oksigen

(02) yang baik: damar, Bauhinia purpurea (kupu-kupu),
Leucaena leucocephala (lamtoro gung), Acacia auriculifor-
mis (akasia), serta Ficus benyamina (beringin).

Sebisa mungkin alam disusupkan ke dalam kawasan perkotaan,
membentuk ikatan antar lingkungan zona tertentu melalui alam
beserta isinya. Sekarang kawasan seperti ini biasa disebut KOMU-
NITAS HIJAU wilayah perkotaan. Termasuk di dalamnya adalah
integrasi pengelolaan air limbah dan sampah yang sudah dira-
sakan manfaatnya, seperti IPAL, bio-digester, pengkomposan, dan
lain sebagainya. Dalam masing-masing unsur tersebut alam bisa
menjadi kawan atau sebaliknya menjadi lawan eksistensi manusia
bila tak dikelola secara integratif dan holistik. Karena itu habitat
alami ini harus tetap diperhitungkan dalam menentukan aktivitas
warga terutama pada lokasi yang rentan bahaya.

Sayangnya, pemerintahan lokal jarang mampu mengelola ling-
kungan wilayahnya berdasar pertimbangan ekologis (ramah ling-
kungan). Berbagai peraturan nasional maupun lokal relah disusun
demi peningkatan kualitas lingkungan, ditambah berbagai pedoman
penatagunaan tanah (land use) berupa penctapan Rencana Induk
Kota (RIK), termasuk ruang-ruang terbuka di bawah koordinasi ad-
ministracif terdekat dengan masyarakat (kelurahan-RT/RW) maupun
di berbagai kompleks permukiman kota yang pemanfaaran lahannya
sudah direncana dan mungkin berupa ‘real estate’ tertentu,

Penataan RTH kota bukan sekedar memperindah atau mengisi
sudut-sudur yang ditinggalkan oleh perencanaan atau sekedar menu-
wpi bak sampah (TPA). Penataan RTH adalah usaha meningkatkan
kualitas lingkungan kota (binaan) tersebut melalui istilah ‘kerangka
kora’ dengan bentukan ruang dan penghijauan. Sebagian besar kota
Indonesia belum menemukan kerangka kotanya, mungkin hanya ter-
gantung pada kepekaan para perancangnya saja yang keberulan peka
terhadap konsepsi kontekstual dalam menghadapi kompleksnya per-
masalahan lingkungan kota. Kriterianya sebagian besar tak terukur/
bersifar relatif, seperti skala, pandangan, ruang, karakrer, daya rarik,
kenikmatan, kepekaan, estetika dimensi dan jarak antar satu kegiatan
d:nga.n yang !aj.n S€rma tcrga.nl:l.Lng Pada. buda)«'a }Okaj‘

Perpaduan tata hijau dan tata bangunan (infrastruktur perkotaan)
seharusnya dapat dipadukan didukung oleh pendekatan pemba-
ngunan holistik. Mungkin orang sudah melupakan bahwa kawasan
perkotaan bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi seharusnya
juga lavak sebagai tempar tinggal yang aman, nyaman dan produkrif

serta lestari (berkelanjutan). =
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Penulis: Nirwono Joga, Konsultan, nara sumber, penulis arsi-
tektur dan lansekap perkotaan serta lingkungan hidup

Sebagai negara yang berada di cincin api (ring of fire), kota-
kota di Indonesia memang sangar rentan terhadap bencana gempa
bumi, gelombang tsunami, atau pun letusan gunung berapi.

Sebanyak 150 kota dan kabupaten dari 497 kota dan kabu-
paten di Indonesia memiliki kerawanan tinggi diterjang tsu-
nami. Selain itu 80 persen kota dan kabupaten berada di pesisir
terancam rob, abrasi pantai, intrusi air laut, dan amblesan tanah
disebabkan rusaknya hutan bakau pelindung pantai.

Daerah rawan bencana yang tersebar dari Sumatera hingga
Papua telah tumbuh dan berkembang menjadi kota sehingga ti-
dak mungkin dikosongkan. Pemahaman Nusantara sebagai negeri
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kepulauan seharusnya menyadarkan para pejabac elit negeri ini
lebih serius mengelola pulau-pulau yang tersebar di Indonesia,

Berbagai bencana alam relah terjadi sejak puluhan abad silam
hingga peristiwa gempa dan tsunami di Banda Aceh (2004),
gempa Yogyakarta (2006) dan Padang (2009), banjir bandang di
Wasior, gempa dan sunami di Mentawai, serta gunung Merapi
meletus di Yogyakarta (2010). Seluruh bencana ini seharus-
nya mampu menyadarkan semua pihak, untuk merefleksi diri
seberapa serius kora-kota kita dibangun dalam mengantisipasi,
memitigasi, dan mengadaprasi bencana alam.

Pembangunan infrastrukeur transportasi antarpulau (laut,
udara), jaringan telekomunikasi dan listrik harus lebih diting-
katkan lagi, sehingga tidak ada lagi kesulitan dalam pemberian
pertolongan dan pengiriman bantuan saat bencana.
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KESADARAN BENCANA

Rentetan bencana ibu pertiwi secharusnya menyadarkan kisah
tentang negeri gemah ripah loh jinawi ini dengan cerita tentang
negeri bencana. Kejadian-kejadian bencana terkair iklim sejak
tahun 1950 hingga kini telah meningkat sekitar empar kali lipat.
Pada tahun 2003 sampai 2005, telah terjadi 1.429 bencana di
Indonesia. Dari jumlah itu, 53,3 persen diantaranya berkaitan
dengan iklim dan hidrologi seperti banjir, longsor, kekeringan,
dan angin topan (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan
Bencana, 2009).

Adalah keniscayaan bahwa gunung meletus, gempa dan
tsunami akan terus hadir di negeri ini, jarang atau sering, besar
atau kecil. Kenyataan bahwa negeri ini memiliki riwayat panjang
bencana itu tidak boleh dilupakan. Kita justru harus mengubah
banyak cara berpikir masyarakat dan pemerintah dalam meng-
antisipasi, beradaptasi, dan memitigasi terhadap bencana dan

perubahan iklim.

Proses mitigasi bencana harus mengikuti ritme bencana. Kirta
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harus membuka kembali pengetahuan lama, menggali kearifan
lokal nenek moyang, dan mencari solusi inovasi baru tentang
bagaimana hidup ramah di tanah petaka.

Politik bencana melerakkan prioritas pembangunan kota untuk
mengadaprasi dan memitigasi bencana dan perubahan iklim.
Manajemen bencana (mitigasi, kewaspadaan, ranggapan, dan
pemulihan) adalah satu siklus aktivitas yang berkelanjutan tanpa
tergantung dari terjadi tidaknya suatu bencana. Lokasi rawan
bencana dijadikan titik tolak pengkajian, perencanaan dan pem-
bangunan kota hijau tanggap bencana.

Membangun kesadaran masyarakat, terutama di lokasi rawan
bencana. Mitigasi nonfisik dilakukan melalui sosialisasi, pe-
nyadaran, penyuluhan, pelatihan, dan geladi berbagai hal terkait
gunung meletus, gempa, dan tsunami dengan cara yang menarik
dan kreadif. Masyarakat dibekali pengetahuan akan gejala atau
ciri-cirinya, dampaknya, hingga upaya evakuasi penyelamatan
diri.

Kurikulum tentang manajemen bencana diajarkan sejak



tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Prosedur tetap manajemen
bencana disosialisaikan ke seluruh lapisan masyarakat. Anak-
anak sekolah secara rutin (3-6 bulan) bersimulasi soal evakuasi
bencana. Simulasi yang dilakukan secara berkala berhasil menum-
buhkan kesadaran masyarakat untuk sigap dan siaga menghadapi
bencana,

Penyampaian efektif dan efisien adalah melalui kegiatan kebu-
dayaan daerah lokal, seperti pengajian, pertunjukan seni daerah
(wayang, ketoprak, lenong, dan lain-lain), hingga orkes dangdut.
Hasilnya, masyarakat tahu persis apa yang harus dilakukan, cara
memberi pertolongan pertama, ke mana akan pergi menyelamat-
kan diri, di mana tempar evakuasi, dan bagaimana upaya berta-
han hidup, hingga bagaimana mengelola tempar evakuasi bencana
(persediaan air minum, makanan, obat-obatan, pakaian dalam,
dan lain-lain),

Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana jauh
lebih penting dan terbukti lebih efektif daripada menggantung-
kan diri pada teknologi peringatan dini yang sering kali ngadas
saat dibutuhkan.

KOTA TANGGAP BENCANA

Merujuk pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 ten-
tang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, pemerintah kota dan kabupaten harus
mengatur ulang tata ruang wilayah scsuai jenis dan tingkar kera-
wanan bencana yang ada.

Dengan begitu, perencanaan tata ruang yang cerdas adalah
mewujudkan kota hijau yang tanggap bencana untuk mengan-
tisipasi dan memitigasi berbagai bencana, baik bencana alam
(gunung meletus, gempa, tsunami) maupun bencana ckologis
(banjir, rob, abrasi, intrusi, amblesan, kekeringan, kebakaran) aki-
bat perubahan iklim. Pembangunan kota tanggap bencana sangat
penting mengingat kota merupakan wilayah padat bangunan dan
padat penduduk sehingga sekecil apa pun bencana akibat gunung
meletus, gempa atau tsunami menghantam kota pasti akan me-

nimbulkan korban jiwa dan harta yang banyak.

"Perencanaan tata ruang yang cerdas
adalah mewujudkan kota hijau yang

tanggap bencana.”

Korta menyediakan jalur-jalur evakuasi dan ruang evakuasi
yang memadai, di mana infrastruktur ruang terbuka hijau seba-
gai tulang punggungnya. Jalur evakuasi dilengkapi pera lokasi,
rambu-rambu petunjuk evakuasi, dan ditanami pohon-pohon
pelindung yang juga berfungsi sebagai tempar evakuasi.

Taman kota atau lapangan olahraga dirancang khusus siap

KOTA \VASPADA BEHCAHA DAN PERUBAHAH IKIJM

bermetamorfosa menjadi ruang evakuasi. Taman dan lapangan
menyediakan modul untuk pemasangan cepat tenda-tenda daru-
rat untuk tempat tinggal sementara, dapur umum, sekolah dan
ruang bermain anak.

Taman dilengkapi toilet umum, pompa hidran untuk cadang-
an persediaan air bersih, dan cadangan listrik berbasis energi sel
surya. Di hari biasa, taman dapat menjadi daerah resapan air,
paru-paru kota, dan tempart wisata warga.

Bentuk-bentuk kearifan lokal sebagai sumber referensi dan
inspirasi harus terus dikembangkan agar kemampuan beradaprasi
hidup di kawasan bencana dan melakukan mitigasi atau berlatih
untuk menghadapi bencana siap siaga selalu.

Pemahaman yang bijak terhadap keadaan alam harus me-
nyadarkan pemerintah kota untuk mengembangkan kota-kota
yang tanggap bencana. Kearifan lokal digali kembali untuk di-
transformasikan ke dalam budaya kehidupan modern di perkota-
an. Arsitekrur bangunan tradisional yang berbentuk rumah pang-
gung dengan bahan dari kayu dan bambu terbukti sangat lentur
meredam gempa. Konsep arsitektur tradisional ini dapat diterap-
kan ke setiap bangunan dan gedung bertingkar di Indonesia.

"Pemahaman yang bijak terhadap
keadaan alam harus menyadarkan
pemerintah kota untuk mengembangkan
kota-kota yang tanggap bencana."

Arsitektur bangunan rumah dan gedung dikembangkan rang-
gap bencana, ramah lingkungan, dan tahan gempa. Konstruksi
bangunan (rumah) panggung berbahan kayu telah terbukti mam-
pu mengikuti ritme gempa dapar ditransformasikan ke dalam
bangunan modern dan menjadi acuan pembangunan perumahan,
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STUDI KASUS: KOTA PADANG TANGGAP
BENCANA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang
membutuhkan anggaran senilai 98 miliar rupiah untuk mem-
bangun 38 jalur evakuasi pada tahun 2013. Anggaran tersebut
telah diajukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Ben-
cana (BNPB) dan diharapkan sudah bisa terealisasi pada 2013.

“Saat ini kota Padang baru memiliki 12 jalur evakuasi yang
belum bisa menampung masyarakat untuk menyelamatkan diri
dari ancaman tsunami, dan akan ditambah 34 jalur lagi pada
2013, kata Kepala BPED Kota Padang, Dedi Henidal.

Pembangunan jalur evakuasi ini memang cukup dibutuhkan,
apalagi sebanyak 508.712 warga kota Padang berada di kawasan
rawan tersapu tsunami. Selain jalur evakuasi, BPBD Padang juga
menyiapkan sejumlah shelter di kecamatan Koto Tangah seban-
yak 29 unit, Bungus 10 unit, Lubuk Begalung 15 unit, Padang
Barat 15 unit, Padang Selatan 16 unit, dan Padang Utara 15.

Shelter-shelter tersebut akan dibangun di kawasan berjarak
sekitar 500 meter dari bibir pantai. Dengan demikian, warga
yang tidak sempat menjauh dari pantai, bisa menempati shelter
untuk menyelamatkan diri mereka. Pembangunan jalur evakuasi
dan shelter ini harus dilakukan,

Para pakar Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan
Earth Observatory of Singapore (EOS) telah melakukan penelitian
ilmiah kemungkinan gempa. Hasilnya, adanya kemungkinan
terjadinya gempa dengan kekuatan 8,8 Skala Richter yang ber-
pusat di patahan "Sunda Megathrust” Lokasinya berada di an-
tara Pulau Siberut dan Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai,
Sumatera Barat,

Pakar gempa dari EOS, Jamie Mc Caughey, mengatakan
gempa itu diperkirakan dapat memicu terjadinya tsunami besar
pada suatu saat dalam kurun waktu yang tak bisa ditentukan,
mulai dari sekarang hingga beberapa puluh tahun ke depan di

perkantoran, dan fasilitas publik di nusantara dengan tetap mem-

pertahankan bentuk arsitektur lokal yang sangart kaya.

Gedung-gedung bertingkar dievaluasi dan direnovasi mengi-
kuti kaidah-kaidah bangunan tahan gempa yang ekstrem. Semua
bangunan baru wajib dibangun tahan gempa. Gedung simulasi
tahan gempa dibangun sebagai bahan informasi dan referensi
kajian dan pengembangan bangunan rahan gempa.

Untuk kota pesisir, kawasan tepian pantai dibangun sabuk
hijau berupa hutan pantai (kelapa, cemara laut, waru laut, kerta-
pang, nyamplung) atau hutan mangrove (bakau, nipah) setebal
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wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Di Kepulauan Mentawai, tsunami dengan ketinggian 5-15
meter kemungkinan terjadi 1-2 menit atau 5-10 menit usai ter-
jadinya gempa. Pergerakan daratan secara tegak lurus bisa ke
atas atau ke bawah, Jika daratan bergerak ke bawah, tsunami
bisa lebih tinggi dan mencapai daratan lebih jauh selama 3 jam.

Sementara di pesisir barat Sumatera, termasuk Padang, Paria-
man dan Painan, tsunami kemungkinan terjadi 20-30 menit
atau kurang dari 20 menit usai terjadinya gempa. Ketinggian
tsunami diperkirakan 5-11 meter atau lebih dan bisa menyapu
daratan hingga beberapa kilometer selama 3 jam. Dalam ske-
nario, gempa bisa berlangsung 2-4 menit yang bisa merusak
atau merobohkan banyak rumah dan gedung di Mentawai, dan
sekitar Pesisir Barat Sumatera Barat termasuk Padang, Pariaman,
Painan dan sekitarnya

Sumber. http://www.sumbarterkini.com/berita-terkini/item/477- padang-butuh-rp-98-m-untuk-jalur-
evakuasi-tsunami

100-200 meter dari garis pantai untuk meredam tsunami, abrasi
pantai, banjir, rob, intrusi, amblesan, dan mengembangkan
ekosistem hutan mangrove yang kaya keragaman hayati. Kawasan
lindung ini harus bebas bangunan.

Kota dapat meminimalkan kerugian jiwa, harta benda, fasilitas
publik, serta akrivitas sosial dan ekonomi warga. Kota didukung
sarana dan prasana infrastrukeur ramah lingkungan, transportasi
publik, lapangan kerja yang memadai, dan ketersediaan RTH
minimal 30 persen. Kota menjadi sehat, hemar energi, ramah
lingkungan, dan budaya berkelanjutan.
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Membangun kota tanggap bencana merupakan investasi di
masa depan. Tantangan dan peluang di bidang perumahan,
kesehatan, pendidikan, transportasi, dan berbagai pelayanan
publik harus mengacu kepada kota yang ranggap bencana. Sistem
perkotaan yang mengintegrasikan dunia ekonomi, bisnis, peme-
rintahan, dan kepekaan lingkungan hidup akan meningkatkan
kualitas hidup penduduk dengan mengoptimalkan sumber daya
yang tersedia.

Untuk membuar sebuah kota efisien dalam mengantisipasi,
mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, kota dibagi-bagi dalam
struktur sub-sub kota yang mampu hidup mandiri. Subkota ter-
kecil bisa berupa kampung modern yang sering disebut superblok
yang menyediakan segala hal kemudahan dan kebutuhan hidup
satu komunitas dalam satu kawasan terpadu yang ramah ling-
kungan.

Kawasan terpadu menggabungkan segala kebutuhan manusia
dari bertempat tinggal, bekerja, sampai dengan berekreasi dengan
nyaman dan efisien. Dalam kawasan tersedia kantor, sekolah, pe-
rumahan (satu hotel) banding riga, apartemen banding enam ru-
sun, pusat hiburan, pusat perbelanjaan, rumah ibadah, taman dan
lapangan olahraga. Penghuni cukup berjalan kaki atau bersepeda
ke tempat tujuan dalam lingkup kawasan tersebut. Hemar bahan
bakar, anti macer, dan pencemaran udara jadi berkurang.

Pemerintah harus mengubah strategi pembangunan permu-
kiman, dari horizontal menjadi vertikal. Permukiman horizontal
yang padat diremajakan menjadi pemukiman vertikal secara
bertahap, Kawasan rawan bencana menjadi prioritas peremajaan
kawasan yang akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu
ramah lingkungan dalam 20 tahun ke depan.

"Pemerintah harus mengubah strategi
pembangunan permukiman, dari

horizontal menjadi vertikal."

Pengembangan kawasan terpadu dapat pula dilaksanakan di
sekitar simpul-simpul angkutan massal seperti di stasiun kereta
dan terminal bus, serta halte-halte angkutan massal (bustrans,
kereta api) berbasis Zransit Orinted Development (TOD). Perlu
ada kejelasan rencana peremajaan kota dan pengembangan ka-
wasan terpadu akan dilaksanakan di mana dan bagaimana strategi
pencapaiannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP).

Pemerintah dan pengembang disyaratkan membangun ge-
dung-gedung tahan gempa yang sclaras dengan kondisi geografis
dan lingkungan setempat, akar budaya, adat istiadat, bahkan
kepercayaan yang dianut masyarakat.

KOTA WASPADA BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

ARAH LOKASI EVAKUASI

RAMBU SIAGA TSUNAMI

Produk arsitektur bangunan tradisional yang berhasil mengacu
pada kondisi lingkungan Indonesia yang beriklim tropis basah.
Bangunan memperharikan faktor-fakror lingkungan (ekosistem)
setempat dan memenubhi kinerja bijak guna lahan, hemat air,
hemat energi, hemat bahan — sedikit limbah, dan terjaga kualitas
udara.

Kita rak tahu pasti kapan gunung meletus, gempa, dan tsu-
nami selanjutnya akan datang. Namun, kita tetap harus berusaha
mengantisipasi, beradaptasi, dan memitigasi bencana, Mewu-
judkan kota hijau tanggap bencana merupakan perencanaan tata
ruang yang cerdas. »
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srgstalnable
urban development

Tulisan ini adalah rangkuman diskusi dalam milis sud_forum@
yahoogroups.com

Prakarsa Kota Lestari adalah upaya mengumpulkan ber-
bagai bentuk informasi dan pengetahuan dari berbagai aspek
dan bidang, baik dari dalam maupun luar negeri, yang rerkait
dengan pembangunan kota-kota yang berkelanjutan. Upaya ini
juga mengembangkan berbagai kegiatan di kota-kota yang telah
berkomitmen untuk mencapai tingkat berkelanjutan yang ringgi.

Prakarsa Kota Lestari mengajak sekitar 500 pemerintah kota
dan kabupaten untuk secara bersama-sama berkomitmen terha-
dap pembangunan berkelanjutan serta membangun kerjasama
dalam mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan di wilayah ma-
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KOTA LESTARI, KOTA HIJAU
UNTUK SEMUA

sing-masing. Pada akhirnya, Prakarsa Kota Lestari akan menghu-
bungkan jejaring kora-kota yang saling berbagi pengalaman dan
berasosiasi dalam prakarsa kota-korta berkelanjutan.

Prakarsa Kota Lestari menyediakan keahlian-keahlian dalam
bentuk konsultasi teknis dan pelatihan, serta penyediaan daca
dan informasi tentang berbagai aspek dan bidang yang terkait
dengan pembangunan kota-kota berkelanjutan. Tujuannya adalah
membagi pengetahuan dan meningkatkan kapasitas dalam rangka
mendukung pemerintah kota dan kabupaten untuk membangun
prakarsanya mewujudkan visi, misi dan targer kota yang berkelan-
jutan.

Yang menjadi latar belakang Prakarsa Kota Lestari adalah
bahwa prakarsa yang muncul dari daerah-daerah secara alamiah
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dan didukung bingkai pengetahuan dan konsep yang kuat, meru-
pakan langkah yang paling efektif dan efisien untuk mencapai
tujuan pembangunan kota-kota yang berkelanjutan. Tujuan ini
adalah bagian penting dari prakarsa pembangunan berkelanjutan
secara nasional dan global.

Nilai penting prakarsa ini adalah pendekatan dan keluaran
kegiatannya adalah dari sisi prakarsa masyarakat, bukan hanya
judul program yang baru. Bila kita menengok ke negara tetangga
Malaysia, istilah kota lestari, desa lestari, pertanian lestari ba-
nyak sekali digunakan, baik sebagai nama tempat maupun nama
lembaga, yang menunjukkan makna berwawasan lingkungan
atau berkelanjutan, Para pemikir Indonesia terdahulu yang sering
menyebut istilah lestari sebagai padanan berkelanjutan selain
terus-menerus.

Pada dasarnya kota lestari/kota berkelanjutan adalah tujuan
sekaligus proses. Sebagai tujuan, kota lestari adalah suaru kondisi
ideal dimana daya dukung alam dan buatan yang secara sclaras
dan seimbang mampu mendukung proses pembangunan kota
secara terus menerus. Sedangkan sebagai proses, kota lestari dapat
dimaknai sebagai proses menjadi (process of becoming), dimana
kondisi yang ditemukan adalah justru kota-kota yang tidak lestari
atau tidak berkelanjutan.

Kota adalah sumber pemanasan global dan perubahan iklim.
Konsep Kota Lestari hadir sebagai upaya menjawab krisis terse-
but, yaitu sebagai upaya untuk menyelaraskan pembangunan
dan pelestarian lingkungan. Konsep ini muncul sebagai upaya
menyeimbangkan daya dukung alam dan daya dukung buatan
(pembangunan), menjaga daya dukung alam tetap lestari secara
bersamaan dengan meningkatnya daya dukung buatan.

BAGAIMANA LESTARI ITU?

Ada dua keadaan lestari, pertama, lestari tanpa manusia atau
jaman prasejarah. Ini kelestarian alam tanpa peradaban manusia.
Kelestarian kedua adalah kelestarian dengan adanya peradaban
manusia yang terus berkembang. Jelas, tujuan akhir itu bukanlah
kelestarian tanpa peradaban manusia, melainkan kelestarian alam
dan peradaban yang secara selaras menghasilkan suatu keseim-
bangan baru yang tetap berkembang secara terus menerus. Inilah
tujuan akhir itu, pembangunan yang lestari, pembangunan yang
berkelanjutan, keselarasan perkembangan peradaban dan ling-
kungan alam, keselarasan daya dukung alam dan daya dukung
buaran, manunggalnya manusia dan bumi.

Daya dukung buatan kota-kota di Jepang relatif sudah menja-
min kehidupan penghuninya dan masih terus menerus meneliti
daya dukung alamnya. Sementara itu daya dukung buatan di
Indonesia masih belum mendukung kehidupan manusianya. Se-
bagai contoh, kinerja air bersih, sanitasi, perumahan, energi dan
transportasi di kota-kota Indonesia belumlah memuaskan.

Oleh karena itu salah kaprah jika upaya meningkatkan daya
dukung alam lebih dikedepankan dibanding upaya pemenuhan
daya dukung buatan. Contohnya ruang terbuka hijau versus
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STUDI KASUS: MEWUJUDKAN KOTA
BERKELANJUTAN DI JEPANG

Telapak ekologis (ecological footprint) adalah total jumlah
lahan darat dan laut yang dibutuhkan untuk keberlangsungan
hidup suatu pepulasi, dengan memperhatikan gaya hidup po-
pulasi tersebut. Telapak ekologis memperhitungkan konsumsi
air, lahan, dan energi dari tiap kegiatan manusia, pada berbagai
tingkatan kebutuhannya, dibandingkan dengan sumber daya
alam yang tersedia. Lebih lanjut dapat dilihat bahwa selain
konsumsi dari suatu populasi, konsep telapak ekologis juga
memperhitungkan pertukaran barang atau perdagangan, serta
investasi. Hasil studi ini kemudian dapat dipergunakan untuk
memperkirakan daya dukung lingkungan di masa mendatang,
dan selanjutnya hasil proyeksi tersebut dapat dipergunakan
untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang
berbasis keberlanjutan lingkungan. Telapak ekologis rata-rata
Tokyo per kapita lebih rendah daripada telapak ekologis rata-
rata Jepang per kapita. Tetapi secara wilayah, telapak ekologis
Tokyo tetap jauh lebih tinggi dibanding wilayah dengan luas
yang sama, di Hokkaido misalnya. Secara wilayah, kota-kota
adalah titik api pemanasan global.

Kalau telapak ekologis per kapita rendabh, itu berarti Jepang
berhasil menjadikan kota-kota metropolitan seperti Tokyo, Osa-
ka, Nagoya, dan Kyoto sebagai ruang hidup bagi sebagian besar
penduduknya secara berkelanjutan. Tiga kota metropolitan di
lepang saja sudah menampung hidup sekitar 60 juta penduduk
atau separuh penduduk Jepang secara berkelanjutan. Daya tam-
pung tinggi di satu sisi dan kinerja low-carbon rendah di sisi lain
menjadikan telapak ekologis per kapita kota-kota metropaolitan
di Jepang menjadi cukup rendah.

Sementara itu, ketergantungan penduduk kota-kota kecil di
Jepang terhadap mobil masih tinggi, karena jaringan transpor-
tasi umum belum memadai, Mereka membutuhkan tanah yang
lebih luas untuk rumah. Mereka yang dekat kawasan nelayan,
makan ikan salmon dan tuna yang jauh lebih banyak dibanding
penduduk Tokyo atau Osaka.

ruang usaha/rumah untuk semua, hemat energi akeif versus hemat
energi pasif, larangan penggunaan premium versus pembangunan
transportasi umum. Intinya kita tidak bisa membangun citra agar
terkesan peduli lingkungan, tapi pada saat yang sama meming-
girkan kewajiban pelayanan dasar kora.

Kora lestari bisa menjadi basis visi pembangunan peradaban
perkoraan ke depan. Kora lestari semestinya bukan sesuatu yang
berhenti di suatu terminal, tetapi kota yag mampu memperta-
hankan keseimbangan fisiologisnya secara berkelanjutan sesuai
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perkembangan yang terjadi. Karena itu diperlukan penghitungan
daya dukung lingkungan dan penggunaan sumber daya dan
membangun gaya hidup dan budaya yang lebih bertanggung
jawab rerhadap lingkungan. Kira ridak bisa lagi menutup mara
terhadap keterbatasan sumber daya yang tersedia di wilayah
sosiockologis.

Salah satu fokus UNEP untuk kota lestari adalah efisiensi me-
tabolisme dan aliran material, terutama dengan mendorong per-
ubahan dari 3R (reduce/reuse/recycle) ke arah substitusi. Fokusnya
sudah berpindah dari perubahan iklim ke masalah keterbatasan
sumber daya. Isu perubahan iklim sudah selesai sebagai tantangan
intelekrual, tinggal politik dan implementasinya. Itu adalah salah
satu kesimpulan city working group yang dibentuk International
Resource Panel (IRP) yang dibentuk UNEP.

Indonesia memerlukan solusi otentik/khas yang efekrif agar
kota-kota terhindar dari ancaman ketidakberlanjutan. Caranya
dengan mensinergikan pendekatan generik dan kecerdasan lokal.
Aksi nyata harus segera dilaksanakan untuk mengurangi laju
kerusakan yang mengarah pada ketidakberlanjutan, Percumbuhan
populasi tanpa kendali, kemiskinan, dan kesalahan pengelolaan
kota di tengah situasi merosotnya daya dukung dan macetnya
metabolism bisa memunculkan keaslian pengayaan konsep dan
penerapan makna kota lestari. Selain itu, tentu saja perkembang-
an pemikiran tentang keberlanjutan global tetaplah penting.

Sebenarnya secara logis memang kota-kota adalah pusat pema-
nasan global sekaligus pusat-pusat upaya pendinginan global.
Pada dasarnya kota adalah tempar aglomerasi penduduk dan
beragam kegiatan, tempat berrumpuknya bangunan-bangunan se-
bagai reflektor panas, kumpulan kendaraan, pabrik, dan kegiatan
penghasil karbon lainnya. Jadi konsep kota sebagai titik api bukan
berarti menyalahkan kota, tapi justru menjadikan manajemen
korta sebagai upaya strategis pembangunan lestari. Bila salah kelola
kora maka pembangunan lestari terancam, dan bila kora dikelola
dengan baik menuju kota lestari maka kita menuju pembangunan
lestari. Karena itu urbanisasi adalah rantangan bagi pembangunan
lestari, bukan hambaran dan kesalahan.

KOTA EKOLOGIS MASA DEPAN

Ruang terbuka hijau merupakan komponen kota yang harus
disediakan dalam suaru kota. Hal ini mengingat kenyataan bahwa



hampir semua kota, khususnya kota-kota besar di Indonesia telah
mengalami degaradasi lingkungan.

“Kota Ekologis” merupakan pedoman visioner yang hendak-
nya dicapai oleh suatu kota, seperti “kota manusiawi” dan “kora
tepi air”. Meskipun demikian, bila sebuah kora telah mempunyai
pedoman visioner sebagai kota ekologis, maka tidak otomatis
berarti bahwa kota ini telah dapat mengatasi permasalahan, tetapi
bisa merupakan suatu seri pengalaman yang berbeda-beda ditin-
jau dari visi dan usulannya.

Bila pencapaian visi tersebut masih terlalu jauh, maka disa-
rankan untuk diarahkan pada proyek skala kecil atau sebagian
kota saja. Hal ini selain lebih relatif lebih mudah untuk dilaku-
kan, juga akan lebih berarti karena terus berjalan menyusuri
setiap bagian kota schingga pencapaian visi tercapai dan proses
penyusuran tersebut menjadi sangar berarti (Tjallingi, S, dalam
Hendrik 8¢ Duijvestein, 2002).

Kota ekologis mensyaratkan pentingnya perubahan (restruk-
turisasi) hubungan antara permukiman dan lingkungan. Perubah-
an ini bukan dengan membongkar bangunan lama (bersejarah),
akan tetapi dengan perbaikan ruang komunal dan ruang kehidup-
an. Hal ini dilakukan dengan membangun ruang-ruang publik
yang dapat menampung penduduk dengan tingkat kepadatan
tinggi, tanpa mengabaikan permasalahan yang dihadapi olch
komunitas tersebu, terutama keamanan. Sebagai contoh adalah
pembangunan tiga kawasan (teritori) yaitu jalur pejalan kaki, la-
pangan kecil untuk penghuni gedung 5 lantai, dan lapangan luas
untuk penghuni apartmen lebih besar.

Pengembangan bagian kota yang mempertimbangkan adanya
dacerah hijau menjadi pilihan masyarakat, meskipun harganya
menjadi sangat mahal. Hal ini dapat dilihat di beberapa pengem-
bangan perumahan yang menerapkan konsep lingkungan yang
hijau, sehat dan asri. Di samping itu, pengembangan kota hen-
daknya mempertimbangkan kemungkinan adanya peluang agar
energi sebanyak mungkin dapat dihemat melalui pembangunan
infrastrukrur hijau. Dengan demikian, semua habitat biota (flora/
fauna) dapar hidup bersimbiosis mutualistisme dalam suatu kota.

MEMBANGUN KOTA LESTARI,
MUNGKINKAH?

Lalu bagaimana sebaiknya kebijakan pengembangan kawasan
perkotaan kita untuk mewujudkan kota yang lestari. Mungkinkah
pembangunan kota dilakukan tanpa luka?. Nampaknya pertanya-
an ini harus dijawab oleh jargon politik SBY: bersama kita bisa!
Untuk itu semua pihak harus menyadari fungsi dan perannya
masing-masing : pemerintah, swasta dan masyarakat harus bahu
membahu.

Untuk itu, kita harus dapat membuat rencana-rencana tata
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ruang yang lebih ‘seksi’ dan peka terhadap runtutan pasar. Tentu
melalui pendekatan perencanaan partisipatif yang efektif melalui
pelibatan masyarakat, baik perseorangan maupun swasta sebagai
pemangku kepentingan yang memiliki andil dalam pembentukan
ruang-ruang kita di perkotaan.

Pada akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa mewujudkan
ruang yang aman, nyaman dan layak huni bukanlah sesuatu yang
“murah.” Tapi itulah nilai tambah yang selama ini dijual oleh
para perencana (baca: pengembang) sehingga masyarakat bersedia
membayar lebih mahal untuk dapar tinggal di lingkungan hunian
yang lebih nyaman. Jadi persoalannya adalah bahwa ternyata
bagi sebagian besar masyarakar kita, tata ruang masih merupakan
“barang mewah.”

Pemerintah sendiri tentu tidak akan sanggup untuk mem-
biayai seluruh pembangunan kawasan. Yang penting adalah
bagaimana kita secara bersama-sama dapat menata ruang secara
cermat, memanfaatkan secara tepat dan mengendalikan secara
ketat. Barangkali dengan demikian kita dapat berharap untuk bisa
mewujudkan pembangunan kota yang tanpa luka, m

Sumber:

*  Milis sud_forum@yahoogroups.com, thread “Prakarsa
Kota Lestari Indonesia”, 2012; kontributor: Jehansyah
Siregar,Dodo Juliman,Wijono Pontjowinoto,Endra
S. Atmawidjaja,Marco Kusumawijaya

»  Doni J.Widiantono; Kot Berkelanjutan : Membangun
Kota Tanpa Luka; Online Bulletin Tata Ruang edisi Mei-
Juni 2008

+  Ning Purnomohadi, Implikasi Undang-Undang No-
mor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang terhadap
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menuju Kota
Ekologis; Online Bulletin Tata Ruang edisi Mei-Juni 2008
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MEWUJUDKAN KABUPATEN/

KOTA HIJAU BERDASARKAN
INFRASTRUKTUR HIJAU DAN BIRU

Penulis: Barano S.5., WWF Indonesia dan Ning Purnomo-
hadi, Arsicek Lansekap, Green Professional/GBCI

Sesuai dara pada Ditjen Otda Kemendagri, pada tahun 2009
tercatat 530 unit administrasi, 33 propinsi, 399 kabupaten dan
98 kota. Pertambahan jumlah ini belum berakhir karena ma-
sih terus berkembang. Saat ini telah ada proses pembentukan
propinsi Kalimantan Utara dan juga tambahan dua kabupaten/
kora di Kalimanran,

Permasalahannya adalah letak geografis pertumbuhan kawasan
perkotaan dan infrastruktur pada berbagai kabupaten, kotamadya
dan propinsi tersebut. Pengembangan kawasan perkotaan sering-
kali dihadapkan pada keterbatasan geografis, terutama keterba-
tasan lahan yang tersedia untuk pengembangan tersebut. Hal ini
dapat dilihat pada banyak kabupaten dan kota yang wilayahnya
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didominasi kawasan lindung. Contohnya kawasan-kawasan hulu
di Kalimantan seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, DAS
Barito dan DAS Mahakam. Pengembangan di wilayah kabupaten/
kota tersebur sangar terbaras karena fungsi khususnya sebagai per-
lindungan kawasan dataran rendah pada wilayah DAS tersebut.
Namun demikian ancaman banjir bisa saja terjadi pada ka-
bupaten/kota yang terletak pada hulu DAS, jika penempatan
pengembangan kawasan perkotaan tidak terencana dengan baik.
Sebagai contoh, kabupaten Kapuas Hulu adalah kabupaten yang
terletak di daerah hulu perbatasan negara Republik Indonesia-
Malaysia di propinsi Kalimantan Barat. Pada tanggal 10 Agustus
2010, kabupaten ini dilanda luapan banjir sungai Kapuas. Ini
salah saru gambaran bagaimana pertumbuhan kawasan perkotaan
pada daerah kabupaten yang memiliki fungsi lindung perlu didu-
kung oleh perencanaan dan rata letak pengembangan kawasan




STUDI KASUS: BANJIR BANDANG DI KOTA WASIOR,
KABUPATEN TELUK WONDAMA, PROPINSI PAPUA BARAT

Kabupaten teluk Wondama adalah kabupaten pemekaran kemudian melepaskan banjir bandang plus kayu gelondongan
baru dari kabupaten Fak Fak. Seperti terlihat dalam peta 3D, hasil tebangan ke kawasan permukiman.
terlihat jelas letak kota Wasior. Kondisi topografi yang curam Dalam pengembangan menjadi kota baru merupakan suatu
dan panjang sungai yang pendek, membuat limpasan air per- pengalaman yang sangat mahal karena pengorbanan jiwa, har-
mukaan yang mengalir ke sungai dan bergerak ke laut berjalan ta, dan biaya pemulihan yang cukup besar. Kasus-kasus seperti
dengan cepat. Di sisi lain, terdapat aktivitas penebangan kayu kota Wasior juga terjadi di kota-kota lain, yang menelan korban
di daerah hulu yang menggelontorkan batang-batang kayu ke nyawa, harta dan biaya pemulihan yang cukup besar.

sungai yang telah membentuk bendungan labil. Bendungan ini

. TAMPILAN 3D DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
' WASIOR, KAB. TELUK WONDAMA, PROV. PAPUA BARAT

S L e
Lokasi Kejadian Bencana |
Ban|ir Bandang
.di Kec. Wasior

Feterangan

Foto: hitp://geospasial bnpb.go.id

permukiman yang sesuai, tidak pada kawasan yang memiliki nya. Tetapi daerah seperti ini juga terancam banjir bandang atau

potensi ancaman luapan banjir sungai. banijir kiriman. Contohnya adalah kota Jakarta yang merupakan
Begitu pula sebaliknya, daerah dataran rendah merupakan dae- kawasan perkotaan di dataran rendah. Setiap saat jakarta berpo-

rah yang lebih besar peluang pengembangan kawasan perkotaan-  tensi menerima banjir kiriman dari daerah Bogor dan Puncak.
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Upaya mitigasi bencana terhadap kawasan perkotaan menjadi
salah satu pilar penting dalam perencanaan penataan ruang pe-
ngembangan kawasan kota baru atau daerah yang memiliki fungsi
lindung dengan prinsip kehati-hatian.

Selain isu bencana banjir, bahaya bencana lain adalah keker-
ingan dan kebakaran lahan gambut serta hutan. Kota Pekanbaru
sebagai ibukota Propinsi Riau tidak lepas dari agenda tahunan ke-
bakaran lahan gambut dan hutan. Gambaran kota penuh dengan
polusi asap sudah menjadi bagian dalam pola survival. Kondisi ini
juga dialami oleh propinsi lain seperti di kota Pontianak, propinsi
Kalimantan Barat, kota Palangkaraya di propinsi Kalimantan
Tengah dan kawasan kota-kota yang memiliki lahan gambut dan

[UDI KASUS: KUALA KENCANA,

LN P LV -

Salah satu contoh pengembangan berkelanjutan adalah pe-
ngembangan kota baru Kuala Kencana. Kota ini adalah sebuah
distrik di Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia. Diresmikan pada
5 Desember 1995 oleh Presiden Soeharto, distrik ini dikelola

sepenuhnya oleh PT. Freeport Indonesia. Kuala Kencana meru-
pakan kota pertama di Indonesia yang memiliki sistem saluran
air kotor yang lalu disalurkan ke pusat pengelolaan limbah.

Di Kuala Kencana terdapat beberapa kompleks pemukiman:
RW A atau Bumi Satwa Indah, RW B atau Tirta Indah, kampleks
Apartement, kampleks JI. Bougenville, dan yang terakhir adalah
Bachelor's Quarter. Di Kota Kuala Kencana terdapat satu sekolah,
satu klinik, satu masjid, satu gereja, dan beberapa fasilitas olah-
raga seperti kolam renang, lapangan basket, lapangan golf, dan
lainnya. Jarak dari Kuala Kencana ke ibukota kabupaten adalah
20 km.
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hutan yang telah mengalami degradasi dan deforestasi. Kondisi ini
telah mendorong banyak pihak untuk terus berupaya melakukan
upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan gambut.

Masih banyak ancaman bencana lain misalnya di kawasan
pesisir yaitu ancaman dari tsunami atau naiknya muka air laut
(rob). Demikian juga potensi longsor pada kawasan perkotaan
yang memiliki topografi dengan daerah lereng yang curam.
Termasuk ancaman bahaya gunung berapi bagi kota-kota yang
terletak dalam radius pengaruh letusan gunung berapi. Berbagai
gambaran di atas adalah fakta tentang kondisi kawasan perkotaan
yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, aktivitas geofisik dan
perubahan iklim.

Tantangan bagi kita adalah bagaimana menyikapi situasi ini
dengan mendorong prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
Prinsip ini dimulai dari disain perencanaan penataan pengem-

PENGEMBANGAN KOTA HIJAU

Konsep desain dan pemilihan lokasi kota Kuala Kencana sa-
ngat tepat. Pertama, lokasi kota berada di antara dua sungai, art-
inya tidak memilih tanggul/tepi sungai sebagai pengembangan
kota seperti pengembangan kota-kota lama,

Kedua, disain pengembangan pusat perkantoran, bisnis dan
permukiman didisain dengan pola nukleus. Area yang dibangun
pertama adalah area inti dan daerah pengembangan mengikuti
arah ke luar. Teknik pembangunan tidak dengan pendekatan
total land clearing, namun secara bijaksana menerapkan selected
land clearing. Dengan demikian ekosistem alami masih tetap
terjaga dengan mempertahankan pola kontur alami. Vegetasi
dan hutan hujan tropis dataran rendah Papua Selatan masih
tetap terjaga sesuai dengan kondisi asli. Ini membawa suasana
alami terhadap kawasan kota Kuala Kencana.
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bangan kawasan perkotaan yang berkelanjutan, memastikan
tersedianya infrastrukrur hijau dan biru. Infrastrukeur ini dapac
berfungsi sebagai pengatur iklim mikro, penyangga sumber air,
pencegah erosi, sebagai wahana rekreasi, ruang untuk air, penga-
tur tata air dan sebagainya,

Konsep ini berkembang sebagai runtutan pengembangan har-
monisasi antara unsur ekosistem alami dan ekosistem buatan yang
dipengaruhi oleh aktivitas manusia meliputi daratan dan sistem
akuarik. Artinya bahwa manusia harus sadar dan memahami
dinamika planet Bumi, baik dari aspek geologi, hidrologi, iklim,
flora/vegetasi, ataupun fauna. Pemahaman ini akan menjadi dasar
bagaimana pengembangan kawasan perkotaan yang harmonis
dengan kawasan pedesaan dan serasi dengan mosaik ekosistem
alami.

APAKAH INFRASTRUKTUR HIJAU DAN
BIRU?

Infrastrukeur hijau adalah jaringan kawasan-kawasan alami dan
kawasan terbuka hijau yang terhubung satu dengan lainnya, yang
memelihara kesehatan dan nilai-nilai ckosistem, memberikan
udara bersih, menjaga sistem tata air dan memberikan manfaat
yang luas kepada manusia dan makhluk lainnya. Sedangkan
infrastrukeur biru mirip dengan infrastrukeur hijau, hanya saja
medianya berbatasan dengan perairan (sungai, danau, waduk,
situ) atau badan air lain seperti perairan laut, pesisir/garis pantai
(teluk, laguna, tanjung, dan pulau-pulau kecil).

Dari sudut pandang ini, infrastrukeur hijau merupakan
kerangka ckologis untuk keberlanjutan lingkungan, sosial, dan
ckonomi, sebagai sistem kehidupan alami yang berkelanjutan.
Infrastruktur hijau merupakan jaringan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) kota untuk melindungi nilai dan fungsi ekosistem alami
yang dapat memberikan dukungan kepada kehidupan manusia.

Sebagai contoh, apabila pemerintah telah membangun infra-
struktur jaringan air bersih untuk kebutuhan air bagi masyarakar,
jaringan RT'H dapat memasok oksigen (O2) yang sangart diperlu-
kan warga. Demikian pula apabila pemerintah telah membangun
jaringan infrastruktur penanggulangan limbah cair ataupun padat
agar terhindar dari pencemaran yang berdampak negatif bagi
warga, jaringan RTH dapat menetralisir dampak pencemaran
udara, terutama penyerapan karbon dioksida (CO2) sekaligus
menckan misi karbon pemicu pemanasan bumi.

Infrastrukeur hijau merupakan jaringan yang saling berhu-
bungan antara sungai, lahan basah, hutan, habitat kehidupan liar,
dan daerah alami di wilayah perkotaan; jalur hijau, kawasan hijau,
dan daerah konservasi; daerah pertanian, perkebunan, dan ber-
bagai jenis RTH lain, seperti taman-taman kora. Pengembangan
infrastrukrur hijau dapat mendukung kehidupan warga, menjaga

proses ckologis, keberlanjutan sumberdaya air dan udara bersih,
serta memberikan sumbangan kepada kesehatan dan kenyamanan
warga kora.

Infrastrukeur hijau merupakan jaringan terpadu dari berbagai
jenis RTH yang terdiri dari area dan jalur. Suatu RTH berbentuk
area hijau dengan berbagai bentuk dan ukuran, seperti RT'H de-
ngan luasan tertentu, seperti taman kota, pemakaman, situ/telaga/
danau, hutan kota, dan huran lindung yang berfungsi sebagai
habitat satwa liar dan proses ekologis. RTH yang berbentuk jalur
atau koridor, seperti jalur hijau jalan, sempadan sungai, tepian rel
kereta api, saluran udara tegangan tinggi, dan pantai, merupakan
penghubung («rban park connector) area-area hijau untuk mem-
bentuk sistem jaringan RTH korta.

Infrastrukeur hijau dapat digunakan sebagai pengendali per-
kembangan kota agar tidak terjadi peluberan kota (urban sprawl).
Mengapa? Karena kawasan ataupun jalur yang telah ditetapkan
sebagai RTH (mestinya) tidak dapac dikonversi ke fungsi lain.

Pembangunan kota hijau ini tidak cukup hanya aspek fisik
saja, namun yang jauh lebih penting adalah membangun komu-
nitas kota yang ikut terlibat dalam perwujudan kota hijau. Sesuai
dengan semangat KTT Rio+20, kota hijau adalah kota yang
penduduknya produktif, infrastruktur memadai, menyediakan
ruang bagi kegiatan kreativitas komunitas kota dan apresiasi
terhadap unsur-unsur budaya lokal tetap terjaga. Mewujudkan
kota hijau adalah salah satu peran dan kiprah SUD-FI selama ini.
Media pun berperan penting dalam mengkampanyekan berbagai
kegiatan komunitas kora yang lebih ramah terhadap lingkungan
dan berbuat sesuatu untuk alam lingkungannya. =
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PEDESTRIAN DI INDONESIA

Penulis : Alinda Medrial Zain, Dosen Arsitektur Lanskap, pada kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun
Fakultas Pertanian, IPB sepanjang jalur transportasi, baik jalur kereta api maupun jalur
kendaraan. Pada jalur transportasi kendaraan umum, secara khu-
Salah satu rujuan utama penataan korta dari pendekatan urban  sus kita mengenal jalur pejalan kaki. Di jalur ini penghuni kota
landscape adalah bagaimana kora dapat ditata dengan memberi- memanfaackan jalur pejalan kaki atau pedestrian sebagai bagian
kan keindahan dan kenyamanan yang optimal bagi penduduk yang sangat vital dalam kehidupan schari-hari masyarakat urban.
dan penghuni kota tersebut. Keindahan kota tidak hanya Pedestrian berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pedbs
terwujud dari tersedianya hutan kota dan taman kota yang bisa (berarti ‘kaki’), sehingga pedestrian dapar diartikan sebagai ‘orang
memberikan suasana alami pada kawasan yang didominasi man-  yang berjalan kaki’ di atas jalan setapak. Jalan setapak sendiri
made landscape, tetapi juga harus dapat diwujudkan pada kawasan  berarti media diatas bumi yang memudahkan manusia untuk
yang bisa dikembangkan untuk green infrastructure kota, seperti ‘berjalan’. Dengan demikian dapat didefinisikan pedestrian adalah
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‘orang yang berjalan di jalan yang memberikan ruang bagi per-
gerakan manusia dari satu ritik ke titik lainnya dengan menggu-
nakan moda jalan kaki'.

Berjalan kaki sendiri merupakan alat penghubung antara
moda-moda transportasi yang lain, seperti pentingnya moda
berjalan kaki untuk berpindah dari moda transportasi kereta
menuju moda transportasi busway. Di samping itu berjalan kaki
juga merupakan sarana transportasi yang menghubungkan satu
kawasan dengan kawasan lainnya, seperti pada kawasan per-
dagangan, kawasan pemukiman dan kawasan budaya. Dilihat
dari kecepatannya, moda berjalan kaki memiliki kecepatan yang
rendah sehingga pejalan kaki dapat mengamati lingkungan sekitar
secara detil.

Pedestrian sendiri dalam arti luas memiliki definisi yang bera-
gam. Tulisan ini menyoroti kawasan pedestrian dengan perkerasan
yang terletak pada kanan-kiri fasilitas jalan kendaraan bermotor,
atau lebih dikenal dengan istilah troroirfsidewalk. Dalam konteks
urban environment, kondisi pedestrian menjadi isu yang cukup
penting dalam percepatan perwujudan kota hijau. Kawasan pe-
destrian sangat berperan dalam membentuk koridor hijau di kota.
Pada penataan streetscape, keterhubungan antara fasilitas jalan dan
pedestrian merupakan hal yang rak terpisahkan dan harus dikem-
bangkan dengan pendekatan wrban ecology. Dengan demikian
saran ini juga dapat menjadi solusi isu besar tentang pemanasan
global dan perubahan iklim.

Moda transportasi jalan merupakan sebuah kawasan yang sa-
ngat berpengaruh pada pemanasan global, karena emisi kendaraan
menjadi salah satu sumber penyebab utama. Keberadaan ruang
terbuka hijau (RTH) sepanjang jalan dan pedestrian dapar diarah-
kan bagi upaya untuk mengendalikan polusi udara yang berlebih-
an melalui penanaman spesies pepohonan yang tepat. Selain seba-
gai pembaras antara moda kendaraan dan moda pedestrian, RTH
ini juga dapat menjadi pembatas yang melindungi pejalan kaki
dari kemungkinan bahaya kendaraan bermotor. Selain itu, RTH

MEWUJUDKAN KOTA HUAU

ini juga dapat meningkatkan kenyamanan pejalan kaki dalam me-
nikmati kawasan pedestrian dengan efek reduksi panas dan radiasi
matahari melalui tajuk-tajuk pohon yang menaunginya.

PEDESTRIAN DI KOTA-KOTA
INDONESIA

Di Indonesia, perhatian dari instansi yang berwenang maupun
dari penduduk sendiri terhadap konsep pedestrian yang aman dan
nyaman bagi penduduk kota masih sangat rendah. Kepedulian
para pemangku kepentingan terhadap pentingnya menarta dan
memanfaatkan pedestrian yang manusiawi masih sangar lemah.
Kenikmaran berjalan kaki masih belum menjadi kebutuhan
penduduk kota itu sendiri. Ini terbukd dari kurangnya partisipasi
penduduk menjaga dan memelihara kawasan pedestrian di sekicar
rumahnya. Kondisi udara tropis yang sccara alamiah panas dan
udara perkotaan yang pengap akibat polusi asap kendaraan di
jalan, memberikan suasana yang sangat ridak nyaman bagi peng-
guna pedestrian, bahkan menjadi mimpi buruk bagi warga kota
itu sendiri.

Keberadaan PKL di kawasan pedestrian juga menjadi salah
satu hal yang meresahkan pejalan kaki perkotaan Indonesia.
Berbagai pedagang yang menjajakan jualan menghalangi kenya-
manan pengguna pedestrian untuk bisa berjalan menuju tujuan-
nya. Di samping itu PKL menambah panas dan pengapnya area
jika pedestrian digunakan untuk memasak makanan jualannya.
Dampak pemanfaatakn kawasan pedestrian untuk aktivitas PKL
juga menambah daftar kekumuhan yang menimbulkan bau tak
sedap pada jalan setapak serta menciprakan pemandangan yang
kurang layak.

Bahkan pada sebagian sudur kota, pedestrian dimanfaar-
kan sebagai tempat bermalam kelompok masyarakat marjinal
di perkotaan. Keadaan ini menimbulkan suasana yang sangar
tidak aman dan tidak nyaman bagi penduduk kota, bahkan
memberikan kesan yang tidak manusiawi bagi penghuni kora.
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Catatan buruk mengenai pedestrian bertambah kerika sebagian
besar pengguna motor roda dua memanfaatkan pedestrian untuk
menghindari kemacetan yang semakin menggila di kota-kota
besar di Indonesia.

Lebih ironis lagi ketika sebagian besar dari moda transportasi
kita tidak menyediakan pedestrian menjadi bagian dari sistem
transportasi, sehingga keamanan pejalan kaki menjadi hal yang
sangat terabaikan, Buruknya sistem draenase di jalan, mengaki-

batkan kualitas tapak yang rendah di pededestrian.
MENUJU PEDESTRIAN YANG IDEAL

Berbagai upaya harus dilakukan agar pedestrian yang aman
dan nyaman bagi penduduk kota segera terwujud. Ketersediaan
pedestrian yang baik diiringi dengan penyediaan moda trans-
portasi umum yang nyaman, akan mengurangi penggunaan
kendaraan pribadi. Dengan demikian secara bertahap perwujudan
kota hijau menjadi kenyataan dari berbagai sckror, termasuk dari
aspek penyediaan pedestrian yang nyaman.

Di beberapa kota negara lain yang tertata baik seperti Tokyo,
Osaka, Berlin, Taipei, dan Singapura, pedestrian tidak hanya
disediakan bagi pengguna jalan kaki, tetapi juga bagi pengguna
sepeda sebagai moda transportasi yang hemar energi. Di negara
maju, pedestrian juga ditata dengan memperhatikan berbagai
signage bagi penduduk difabel seperti penyandang tunanetra
maupun pengguna kursi roda. Perancangan menggunakan dina-
mika tekstur jalan setapak, hingga disain bentuk dan warnanya
memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki yang memiliki keter-
bartasan tersebut.

Banyak pelajaran menarik yang bisa dipetik dari penataan
pedestrian yvang sangat baik di kota-kota tersebut. Di antaranya
adalah perencanaan pedestrian yang memperhatikan kenyamanan
pejalan kaki dengan perbedaan umur. Perencanaan streetscape
dilakukan dengan sangar scksama, sehingga kelelahan pengguna
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jalan menjadi pertimbangan dalam meletakkan bangku-bangku
dengan disain unik pada jalur pedestrian.

Peletakan bangku di kawasan pedestrian untuk pejalan kaki
manula diletakkan dengan rentang jarak yang berbeda dengan
peletakan bangku untuk balita di kawasan yang sama. Jarak
peletakan bangku untuk manula di rancang lebih berdekatan
dibandingkan dengan jarak bangku untuk usia remaja/dewasa dan
balita. Ukuran bangku pun menjadi perhatian perancang pedes-
trian. Pengalaman ini memberikan ilustrasi betapa kenyamanan
penduduk kota sebagai pengguna utama pedestrian harus menjadi
perhatian utama dalam merancang kawasan perkotaan, khususnya
kawasan pedestrian.

Keamanan pejalan kaki di kawasan pedestrian juga menjadi
hal yang sangat penting, baik keamanan dari aspek kejahatan
maupun dari aspek kesehatan. Untuk mencegah tindak keja-
hatan pada pengguna pejalan kaki di malam hari, maka kawasan
pedestrian harus dilengkapi dengan pencahayaan yang mema-
dai. Pencahayaan ini juga menjadi sarana mempercantik kota di
malam hari.

Sementara itu untuk mengatasi masalah kesehatan, antara jalur
pejalan kaki dan kendaraan mobil perlu diberi penghalang dengan
koridor hijau yang dapat mereduksi polusi kendaraan. Selain
pepohonan yang dapat mereduksi Pb, SOx dan NOx, maka kom-
posisi shrubs dan ground cover juga dapat menambah keindahan
kota pada kawasan streetscape.

Saat ini, rata-rata perkotaan di Indonesia belum memperha-
tikan pedestrian sebagai unsur penting dalam menciptakan kota
yang manusiawi. Pedestrian adalah aspek penting untuk men-
ciptakan active city, dimana penduduknya akif secara fisik dalam
berkegiatan. Karena itu, sudah saatnya pedestrian menjadi salah
satu prioritas perencanaan perkotaan Indonesia. ®
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Kota-kota tepi air di Indonesia pada dasarnya berakar dari
faktor geografis dan sejarah. Sejak berabad-abad lalu Nusantara
menjadi bagian dari rute perdagangan internasional. Di awal
urbanisasi telah terjadi di Nusantara, zona pantai dan wilayah
tepi sungai telah menjadi tempat yang menarik untuk bermukim.
Mengapa?

Biasanya kawasan pantai dan tepi sungai adalah dataran subur
yang ideal untuk pertanian. Kawasan ini juga menyediakan sarana
transportasi yang murah dan mudah. Dengan demikian, kawasan
ini menjadi pintu gerbang alami untuk perdagangan antar pulau
atau daratan yang terpisahkan oleh air.

Kota-kota tepi air cenderung lebih cepat tcumbuh, baik secara
demografis maupun ekonomis di banding kota-kota pedalaman.
Sampai sekarang pun kota-kota tepi air memainkan peran sosio-
ckonomi dominan, walaupun transportasi udara, jalan raya, dan
kereta api telah lebih dominan.

Akibat pertambahan penduduk, terbatasnya lahan, dan ber-

REVITALISASI KOTA TEPI AIR

bagai alasan lain, sebagian besar kota air semakin berkembang

ke arah pedalaman dan menjauh dari tepi air. Kawasan tepi

air kebanyakan menjadi tempar pelabuhan, pergudangan, dan
perikanan. Maka kota-kota ini semakin kehilangan karakteristik
tipikal sebagai kota tepi air dan menjadi serupa dengan kota-kota
pedalaman.

MASALAH DI KOTA TEPI AIR

Berbagai masalah dari berbagai aspek pun sekarang dihadapi
kota-kota tepi air. Permasalahan ini bersumber dari berbagai
kegiatan manusia dan penyebab alam. Karena kepentingannya,
manusia membangun dan memanfaatkan lahan yang tak se-
suai dengan karakeeristik suatu wilayah pantai, tepi sungai, atau
danau. Meningkatnya kebutuhan lahan pemukiman yang tak
diikuti peningkatan kemampuan menyebabkan daerah kumuh
menjamur di tepi air.

Kegiatan industri dan rumah tangga membuar air tercemar
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Kota Pontianak yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan
Barat, mengalami permasalahan air bersih. Padahal dengan
tiga julukan, yakni Kota Khatulistiwa, Kota seribu Parit, dan Kota
Tepian Sungai, Pontianak memiliki letak geografis yang sangat
strategismenuju Kota Metropolitan Pontianak.

Saat ini, Pontianak menghadapi permasalahan air baku dari
Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Dari segi kuantitas, ke-
tersediaan air baku cukup berlimpah. Namun dari segi kualitas,
sumber air baku ini terancam intrusi air laut pada tahun normal
dan kering di musim kemarau. Selain itu, air tanah di Pontianak
adalah air gambut yang berwarna dan bersifat asam.

Saat ini pengambilan air baku dialihkan ke daerah hulu, di
Intake Cadangan Penepat, di Sungai Landak, berjarak sekitar 24
km dari Kota Pontianak (IPA Imam Bonjol). Biayanya cukup besar
karena keterbatasan dimensi pipa transmisi Intake Cadangan
Penepat ke IPA Imam Bonjol dan keterbatasan daya dukung
lingkungan setempat. Pipa transmisi dalam tanah yang melalui
kawasan tanah gambut yang bersifat asam sangat tinggi dan pH
rendah. Akibatnya, pipa transmisi berjenis DCIP (Ductile Cast Iron
Pipe) berkarat dan bocor, karena tidak tahan terhadap korosif
dan erosi,
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Tanah di kawasan tersebut juga mengandung bakteri besi
yang bisa menyebabkan kebocoran pipa. Akibatnya suplai air
baku menurun dan PDAM Pontianak hanya bisa melayani sebe-
sar 30 persen dari pelanggan PDAM. Bisa dikatakan pemerintah
kota belum berhasil menjamin ketersediaan air baku di Kota
Pontianak. Padahal air minum dan air bersih sangat diperlukan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari segi kualitas,
kuantitas, dan kontinuitas.

Adapun strategi adaptasi yang bisa dilakukan adalah Revital-
isasi Intake Penepat. Pipa transmisi Penepat ke IPA Imam Bonjol
diganti dengan dimensi dan dan jenis pipa transmisi yang lebih
adaptif terhadap daya dukung lingkungan. Selain itu, strategi
adaptasi lain adalah pemakaian sistem Reverse Osmosis (RO).
Sistem ini adalah proses pemurnian air yang menghilangkan 95-
99 persen kontaminan air, termasuk mikroorganisme, senyawa
organik, dan senyawa anorganik terlarut.

Strateqi lain adalah pembuatan bendung (barrage) di Sungai
Ambawang dan kanal dari sungai Landak menuju sungai Am-
bawang (supplesi). Cara ini bisa meningkatkan kualitas air sungai
Ambawang. Bendung berfungsi sebagai pencegah salinitas
sekaligus mengatur ketersediaan air baku untuk Pontianak dan
sekitarnya.

Untuk mencegah intrusi air laut, itu diperlukan upaya men-
jaga hutan. Sebagian besar air berasal dari daerah tangkapan
alami atau hutan. Hutan sering menjadi dasar untuk pengelola-
an terpadu sumber daya air. Pengelolaan hutan memiliki dam-
pak penting terhadap kualitas air.
Studi tentang dampak pengelolaan
hutan terhadap kualitas air umum-
nya menunjukkan bahwa sedimen
meningkat setelah adanya pene-
bangan kayu.

Kerjasama dari semua pihak
dalam mengatasi permasalahan air
sangat dibutuhkan. Akademisi, ma-
syarakat sipil, pemerintahan, prak-
tisi hukum dan politisi juga harus
bekerja sama dan saling membantu.
Dengan adanya upaya adaptasi dan
mitigasi yang strategis yang mem-
perhatikan aspek lingkungan, keil-
muan, sosial, dan hukum, diharap-
kan permasalahan air di Pontianak
bisa diatasi. ®

Sumber:
Permasalahan Air di Kota Pontianak; Laili Fitria STMT;
hito://bemeeclimatechange.org; 22 Maret 2012
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limbah maupun sampah. Pencemaran ini menurunkan kualitas
kawasan tepi air. Keadaan ini diperparah adanya abrasi yang me-
nyebabkan terjadinya erosi atau sedimentasi sungai, pantai, atau
danau. Ini menyebabkan hilangnya habitat penting atau kompo-
nen ckosistem tertentu, seperti hutan bakau dan rawa.

Hal tersebut makin diperburuk dengan terjadinya fenomena
perubahan iklim akhir-akhir ini. Di samping terjadinya perubah-
an siklus hidrologis yang ekstrim, muka air laut diperkirakan akan
meningkat sekitar 30 sentimeter pada tahun 2030. Hal terebut
tentu akan mengancam sebagian besar kota-korta di kawasan pesi-
sir dengan elevasi kurang dari 100 meter di atas muka air laut dan
berjarak kurang dari 100 km dari garis pantai.

Sementara itu, bila diamati kondisi daerah aliran sungai (DAS)
saat ini tergolong kritis, Kondisi ini akibat berbagai permasalahan.
antara lain: sedimentasi, besarnya fluktuasi elevasi muka air pada
musim hujan dan musim kemarau, penurunan kualitas ling-
kungan. Manusia pun mengeksploitasi sungai schingga merusak
lingkungan. Sebagai contoh, Kota Metropolitan Banjarmasin
(Banjarmas Kuala) memanfaatkan sungai sebagai Prasarana trans-

.

portasi, perdagangan, bahkan pertambangan. Selain itu, dari hulu
sungai tersebur banyak sekali kapal-kapal besar bermotor yang
membawa hasil tambang serta hasil hutan yang sangat meng-
ganggu ckosistem setempat.

Secara umum dapart dikatakan, bahwa pokok permasalah-
an kota tepi air di Indonesia adalah menghilangnya keunggulan
nilai sosio-ekonomis dan budaya di wilayah tepi airnya. Bahkan,
sebagian permasalahan ini berkaitan atau dipengaruhi oleh pola
pembangunan di wilayah pedalaman atau wilayah lain.

Di balik sekian banyak permasalahan yang mengungkung, kota
tepi air memiliki berbagai potensi yang patut diperhitungkan.
Karena posisi geografisnya, kota tepi air dapat diakses baik dari
darat maupun dari perairan. Ini menjadi keunggulan di bidang
transportasi. Karena itu, kota tepi air bisa menjadi pusat industri
perikanan, kegiatan pelabuhan, pergudangan, dan distribusi.,
Posisi kawasan ini juga memperbesar peluang terbukanya kegiatan
industri produk ekspor ataupun perakitan produk impor. Bila
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STUDI KASUS: MENATA KAWASAN
TEPIAN MUSI SEBAGAI WAJAH KOTA
PALEMBANG

Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan,
telah lama dikenal sebagai kota yang berada di tepian sebuah
sungai besar, yaitu Sungai Musi. Sungai ini melintasi kota Palem-
bang yang luasnya 400,61 km2 sepanjang lebih kurang 20 km.
Sungai ini membelah Kota Palembang menjadi dua bagian yaitu
bagian Seberang Ulu (24,28 persen) dan bagian Seberang llir
(75,72 persen).

Masyarakat kota Palembang akrab menyebut Sungai Musi
sebagai "Batang Hari Sembilan”. Batang Hari Sembilan ini terdiri
dari sembilan sungai yaitu Sungai Musi sebagai induk dan dela-
pan anak sungai yang besar yaitu sungai Komering, Lematang,
Ogan, Leko, Kelingi, Rawas, dan Lakitan. Di Kota Palembang sen-
diri mengalir 76 anak sungai kecil yang semuanya bermuara ke
Sungai Musi.

Tidak heran bila sejak lama sungai sudah menjadi sarana trans-
portasi utama bagi penduduknya. Namun saat ini sungai-sungai
kecil tersebut semakin berkurang. Padahal orang mengenal Kota
Palembang sebagai kota dengan banyak sungai. Namun saat ini
orang hanya tahu Sungai Musi saja. Salah satu sebab “menghilan-
gnya" sungai-sungai kecil yang bermuara ke sungai Musi adalah
banyaknya pembangunan jembatan yang rata dengan tepi
sungai, sehingga perahu kecil tak mungkin melewatinya. Seha-
rusnya sungai-sungai ini bisa saling bersambungan dan dapat
dimanfaatkan sebagai river tourism.

Pemerintah kota mencanangkan visi untuk mengembalikan
kejayaan Palembang melalui peningkatan lima fungsi kota, yaitu
sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat pariwisata,
pusat perdagangan, dan pusat industri. Untuk mewujudkannya,
disusunlah tujuan pengembangan kawasan, yaitu:

1. Menciptakan fungsi pusat kota yang majemuk (Mixed use

Central Businness District).
2. Memadukan secara harmonis aktifitas pada Waterfront city,
Central Business District, Wisata dan Budaya.

3. Menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan usaha.

4, Revitalisasi dan preservasi kawasan dan bangunan berse-

jarah.

5. Menciptakan ruang publik, fasilitas publik dan lingkungan

pejalan kaki.

6. Menciptakan kolase kota, detail arsitektur dan ruang publik

yang artistik.

7. Menciptakan kawasan sebagai indentitas dan jiwa masyara-

kat Kota Palembang.

Penataan Kota Palembang tidak terlepas dari konsep pena-
taan tepian sungai, karena panjangnya wilayah yang berbatasan

Mahmud Badaruddin, Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera),
serta bangunan kuno bergaya Kolonial, Melayu dan Cina. Ka-
wasan ini menjadi wajah kota yang pertama kali menyambut kita
bila datang ke Kota Palembang.

Penataan kawasan pusat kota ini yang menjadi langkah awal
dalam penataan kawasan tepi air di Kota Palembang. Pada awal-
nya, kawasan ini merupakan pusat perdagangan dan permukim-
an yang cenderung kumubh, kotor dan tidak teratur. Kekumuhan
bangunan dan lingkungan di sekitar kawasan tepi air dan Jem-
batan Ampera menjadikan kawasan ini terkenal dengan tingkat
kriminalitas yang tinggi.

Walaupun begitu, pemerintah Kota Palembang dapat me-
lihat pula potensi yang harus bisa diangkat dalam penataan
dan pengembangan kawasan. Potensi tersebut antara lain nilai
historis bangunan bersejarah, arsitektur urban yang unik, ba-
ngunan kuno, rumah bari, bangunan melayu, bangunan arab
dan pecinan. Kawasan ini juga menjadi pusat bisnis penting bagi
perekonomian.

Kegiatan penataan yang dijalankan adalah pengembangan
kawasan Benteng Kuto Besak menjadi kawasan yang bersih dan
indah dengan ruang publik luas. Kawasan perdagangan 16 Ilir
disulap dari yang tadinya kumubh, kotor, dan semrawut menjadi
kawasan yang tertata rapi. Pemukiman tepi Sungai Musi direlo-
kasi dan konsolidasi. Penataan dilakukan di Kampung Kapiten,
ebuah kampung nelayan dengan dan terdapat bangunan ber-
sejarah milik seorang kapiten cina pada masanya. Bangunan ini
dilindungi dan dijadikan salah satu obyek wisata kota.

Penataan Tepian Sungai Musi di Kota Palembang telah mem-
berikan dampak yang signifikan bagi perubahan wajah kota.
Citra sebagai kota yang kotor dan tidak aman, semakin berubah
menjadi kota yang lebih nyaman dan hidup, baik di siang mau-
pun malam hari sehingga mengundang siapapun untuk menik-
matinya.

dengan badan air ini. Begitu pun kawasan pusat kota yang Sgiber

berada di tepian Sungai Musi, meliputi kawasan Benteng Kuto m'hm,, Tepian Musi Sebagai Wajah Kota Palembang; online bulletin Tata Ruang;
Besak (BKB), Masjid Agung, Jembatan Ampera, Museum Sultan Edisi September-Oktober 2009
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kegiatan-kegiatan industri berkembang, maka industri jasa pela-
yanan ikutan pun berkembang pula.

"Karakteristik unik wilayah tepi air
juga membuka peluang bagi kegiatan

reklamasi dan industri pariwisata."

Karakteristik unik wilayah tepi air juga membuka peluang bagi
kegiatan reklamasi dan industri pariwisata. Tak hanya rekreasi
air, tetapi pariwisata yang berkaitan dengan sejarah kota tua pun
bisa dikembangkan. Biasanya kota tepi air memiliki sejarah yang
cukup tua. Selain itu potensi budaya masyarakac wilayah tepi
air biasanya unik dan merupakan campuran dari berbagai jenis
budaya, baik lokal maupun asing, menambah kekuatan daya rarik
pariwisatanya,

Potensi lingkungan kawasan ini juga penting, karena menjadi
habitat unik bagi spesies darat dan laut. Di beberapa kawasan
bahkan menjadi tempart persinggahan kawanan burung yvang ber-
migrasi setiap musimnya. Beberapa kondisi sedemikian uniknya,
schingga upaya perlindungan keanckaragaman hayati tak mung-
kin berhasil tanpa pemeliharaan kawasan tepi air.

Walaupun demikian, pemanfaatan potensi wilayah tepi air
perkotaan tak selalu menuntur reklamasi. Banyak cara untuk me-
manfaatkan potensinya secara optimal dan memecahkan berbagai
permasalahan yang dipaparkan sebelumnya.

PRINSIP UMUM PENGEMBANGAN KOTA
TEPI AIR

Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan kota tepi air
adalah mengkombinasikan dan mengintegrasikan seluruh potensi
yang dimiliki agar dapat membantu memecahkan permasalahan
tipikal yang dihadapi kota tepi air. Pada saat yang bersamaan, ter-
buka kesempatan bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan
keuntungan dari potensi serta mengembangkannya.

Pendekatan yang bisa dilaksanakan adalah sebagai berikut.
Pertama, persoalan yang berulang kali muncul harus diselesaikan
terlebih dahulu. Persoalan tersebut bisa saja berupa persoalan fisik
(ranggul, drainase, polder untuk masalah banjir), maupun perso-
alan sosio-ekonomi.

Kedua, peningkatan kondisi fisik dasar dengan memperbaiki
prasarana. Selain itu yang lebih penting adalah peningkatan
kondisi sosio-ekonomi dasar, seperti pelatihan, pendidikan, dan
pekerjaan bagi masyarakar lokal. Ketiga, perbaikan kondisi keselu-
ruhan. Dalam perbaikan ini perlu dipertimbangkan karakreristik
unik kota tepi air bersangkutan serta potensi lokal regional mau-
pun global. Pengembangannya pun harus mempertimbangkan

keterkaitan hulu dan hilir dalam proses pembangunan perkotaan.
Karena itu ada beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan
dalam pelaksanaan pengembangannya.

- g x
Ekosistem harus tetap terjaga
keseimbangannya dan dampak
lingkungan suatu proyek harus
- e
diantisipasi.

Aspek teknis vang perlu diperhatikan salah satunya adalah as-
pek lingkungan. Ekosistem harus tetap terjaga keseimbangannya
dan dampak lingkungan suatu proyek harus diandsipasi. Aspek
lain adalah aspek sosio-budaya, misalnya dengan merenovasi
peninggalan bersejarah, membangkitkan partisipasi masyarakat
dalam memelihara budaya lokal. Sementara itu aspek ekonomi
juga harus diperhatikan, misalnya dengan memperbaiki prasarana
untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dari skala lokal sampai
internasional. Dari aspek rara ruang, kawasan tepi air dapat men-

jadi bagian dominan citra kota dan mengoptimalkan penggunaan
lahan.

"Kawasan tepi air dapat menjadi bagian
dominan citra kota dan mengoptimalkan
penggunaan lahan."

Dari aspek kelembagaan, perencana bisa menetapkan me-
kanisme pengelolaan. Ini termasuk kemungkinan kerja sama
antara pemerintah-swasta dan partisipasi masyarakat. Selain itu
mekanisme dalam menyusun kebijakan, peraturan, insentif dan
sanksi perlu ditetapkan. Dari sisi keuangan, perlu dipertimbang-
kan masalah penganggaran, cara menarik investasi, serta peman-
faatan dana yang ada.

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP
PENGEMBANGAN KOTA TEPI AIR

Gelombang globalisasi takkan terelakkan lagi telah menyapu
ke segala penjuru dunia. Tak terkecuali kota-kota tepi air di
Indonesia. Karena itu, cara-cara tradisonal pengembangan
wilayah perkotaan harus ditinggalkan. Prinsip-prinsip baru harus
diterapkan dalam mengembangkan kota tepi air di Indonesia.
Prinsip tersebut antara lain adalah diterapkannya perancangan
kota pintar (intelligent urban design) yang menguntungkan kota
terkait dan bermanfaat bagi seluruh sektor produksinya. Stan-
dar dan persyaratan dalam pembangunan kawasan tepi air juga
semakin ditentukan keburuhan bisnis dan perckonomian dunia.
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STUDI KASUS: MELESTARIKAN DAS
BARITO, MELESTARIKAN KAWASAN
TEPI AIR

Pada tahun 2010, telah dilaksanakan Workshop Nasional
Pelestarian DAS Barito yang diselenggarakan SUD-FI bersama
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota
Banjarmasin. Workshop ini telah merumuskan rencana aksi kebi-
jakan dan strategi pengelolaan DAS Barito.

Secara umum, kebijakan dan strategi tersebut dibagi dalam
empat kelompok besar, yaitu : konsep implementasi kebijakan
dan strategi pelestarian SDA, lingkungan hidup, ekonomi, dan
sosial-budaya.

Dalam aspek pelestarian SDA, kebijakan yang dirumuskan
adalah di bagian hulu harus dilakukan penutupan lahan kritis,
pemanfaatan lahan, mitigasi kebakaran, dan penyusunan tata
guna lahan. Sementara itu di kawasan sepanjang aliran sungai
dilakukan penekanan sumber sedimentasi, pemeliharan kualitas
air, perbaikan drainase dan penertiban pemukiman. Selain itu,
perlu diwujudkan lembaga antar pihak pengelola SDA, database
spasial DAS, memperluas RTH di setiap kota dan pemukiman,
dan pengaturan penggunaan air tanah dalam.

Dari aspek lingkungan hidup, yang pertama adalah penga-
rusutamaan konsep ekopolis. Ini adalah konsep lingkungan
binaan dan alam yang terintegrasi dengan pendekatan sosio-
kultural-humanis. Untuk mengelola kawasan DAS dan tepi air,
kebijakan yang dirumuskan adalah adapatasi melalui teknologi
tepat guna dan pelestarian alam yang memberikan manfaat
ekonomi. Sementara itu, untuk mengurangi risike bencana dan
perubahan iklim perkotaan, perlu diterapkan kebijakan mitigasi
dan adaptasi melalui kampanye, sosialisasi, dan pendampingan.

Sedangkan dalam aspek ekonomi, peran swasta dan ekonomi
lokal menjadi pusat kebijakan. Pemerataan pembangunan

Pola pemanfaatan ruang yang sejenis pun digantikan oleh pola
mixed-use dalam konsep kota padat. Pola ini dimungkinkan oleh
perkembangan sistem transportasi masal cepat.

Untuk itu, ada tiga hal yang harus segera dipersiapkan kota-
kota tepi air dalam menghadapi tantangan mendarang. Pertama,
peningkatan kemampuan aparat pemerintah dalam setiap sekror
pembangunan, terbuka menerima kritik dan saran, serra mem-
berikan informasi yang transparan yang menyangkut kepentingan
umum.

Kedua, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pendi-
dikan formal dan nonformal, serta memiliki akses kepada infor-

masi yang menyangkut kepentingan umum. Ketiga, sckor swasta
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disesuai karakterisktik lokal dan pembangunan ekonomi menja-
dikan kota sebagai lokomotifnya. Pembangunan pun diarahkan
ke arah kota yang lebih compact. Sementara itu transportasi
harus terintegrasi dengan tata ruang dan dengan sistem yang
lebih terhubung dengan RTDR.

Kebijakan dan strategi dari aspek sosial budaya antara lain,
kapasitas manajemen pelayanan dasar harus ditingkatkan. In-
dikatornya adalah meningkatnya angka pemenuhan pelayanan
dasar seperti air bersih, sanitasi dan kesehatan. Standar peru-
mahan yang layak dan terjangkau perlu disusun untuk merema-
jakan pemukiman kumuh dan informal. Untuk mengembang-
kan proses perencanaan dan pengendalian kota yang inklusif
dan partisipatif, tindakan yang dapat dilakukan adalah pemben-
tukan forum kota berkelanjutan atau dewan kota,

pun tentu harus dipersiapkan. Dalam banyak hal, sektor inilah
vang paling siap menghadapi pelbagai perubahan karena sifatnya
yang kompetitif. ®

Sumber:
* Panduan Umum Pengembangan Kota Tepi Air di Indo-
nesia, Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum,
1997
* Workshop Nasional SUD-FI : Pelestarian DAS Barito,
Hortel Rattan Inn Banjarmasin - 2010



CLUSTER 2 - PEOPLE

“Each of us, after all, is confronted on a
daily basis with the problems resulting
from current modes of community
development. (...), finding solutions often
depends on an understanding of the
urban systems around us - both ways
they have arisen in the past, and ways
they can be improved in the future.”

(Stephen M. Wheeler and Timothy Beatley dalam 7he
Sustainable Urban Development Reader, 2004, p. 4)



WARISAN BUDAYA, PUSAKA ALAM DAN KEARIFAN LOKAL

Penulis: Suhadi Hadiwinoto, BPPI

Kita ingin tinggal di kota dengan lingkungan yang segar,
hijau, bersih, sehat, tidak berpolusi, teratur, efisien, tidak macer,
tidak banjir, tidak rerancam bencana. Kota harus menyediakan
ruang kehidupan yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya,
bahkan juga bagi flora dan fauna di dalamnya. Kegagalan menata
kora dan melestarikan lingkungan akan menghasilkan kora yang
gersang dan tandus, kekurangan air dan udara bersih, permu-
kiman dan prasarana tidak teratur, kegiatan rerhambar. Dalam
skala yang lebih, luas kegagalan melestarikan lingkungan dapat
menyebabkan perubahan iklim.

Kita ingin ringgal di kota dengan ekonomi berkembang
berkelanjutan yang dapat menyediakan kesempatan kerja dan
penghasilan yang mensejahterakan kehidupan warganya. Kora
yang memberi harapan masa depan yang terus membaik, yang
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mempunyai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sehat.
Kota yang dapat memelihara dan menyediakan pelayanan umum
yang baik. Kegagalan kota dalam mengusahakan pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjuran akan menciptakan banyak pengang-
guran, menyengsarakan rakyat, mengurangi kualitas pelayanan
umum, dan masa depan pun suram.

Kita ingin tinggal di kota yang ramah dan menyenangkan.
Kota yang memungkinkan warganya mengembangkan kehidupan
yang harmonis, dinamis, dan kreatif, dalam masyarakat sadar dan
berranggungjawab. Kota yang berbudaya dan berkeadilan. Kota
harus menyediakan ruang kehidupan, sarana dan kesempatan bagi
warganya untuk berinteraksi sosial dengan baik, mengembangkan
kepribadian, menikmati apresiasi dan ekspresi seni kreatif, me-
nyerap dan mengembangkan kearifan untuk menjawab tantangan
kehidupan.

Sudah wakrunya kita mendorong pembangunan yang utuh,
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yaitu pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya yang
seimbang, Pengalaman panjang membuktikan, jika salah satu
dari ketiga pilar tersebut diabaikan, maka kehidupan pun akan
pincang dan kacau. Kota yang berkelanjutan atau sustainable city
harus didukung bersama oleh pembangunan fisik, ekonomi, dan
sosial budaya yang berkelanjutan. Kearifan budaya kita menga-
jarkan perlunya petkembangan yang utuh, seimbang, selaras dan
serasi, bukan perkembangan yang timpang dan berar sebelah.
Dari ketiga bidang tersebut, pelestarian alam, lingkungan
fisik, prasarana dan sarana saat ini sedang ramai diperbincangkan.
Pembangunan ekonomi berkelanjutan juga sudah sangat banyak
diperbincangkan oleh para pakar dan pemerhati di berbagai dis-
kusi dan media. Pembangunan sosial-budaya masih sangat jarang
dibahas. Dalam pembangunan kota, sisi ini kurang mendapat
perhatian. Ia hanya dibawa sebagai bumbu penyedap supaya lezar
disantap. Sisi ini belum diangkart sebagai bagian penting yang juga
harus dirancang dengan strategi dan mekanisme pencapaiannya.
Pembangunan sosial budaya terkait pada “jiwa”, sistem nilai,
pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat. Pembangunan ruang
kota tidak hanya merupakan garapan fisik yang hanya melihat
segi fisik jumlah, besaran, dan persebarannya, Penataan ruang
kota harus diisi roh pembangunan sosial budaya dan harus
menghasilkan dampak positif pada sistem nilai dalam kehidupan
masyarakatnya. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih serius dan
perlu digarap dengan lebih sistematis. Ia bukanlah sckedar bumbu
penyedap, tetapi merupakan kebutuhan pokok masyarakart luas.

"Penataan ruang kota harus diisi
roh pembangunan sosial budaya dan
harus menghasilkan dampak positif
pada sistem nilai dalam kehidupan

masyarakatnya."

Ruang kota harus dapart juga menjadi sumber inspirasi, men-
jadi ruang belajar, menimba ilmu, menyerap kearifan dari penga-
laman sejarah yang panjang, menyaring dan mengolah saripatinya
agar bermanfaat bagi kehidupan masa kini dan bekal ke masa
depan. Karena itu berbagai aset yang merupakan bukti sejarah
- yang menggambarkan upaya dan hasil pencapaian perjuangan
masa lalu - perlu dipelihara sebagai bahan ajar yang membawa
inspirasi, membangun semangat, membangun kebersamaan dan
percaya diri, Kita harus lebih peka menangkap nilai yang terkan-
dung di dalamnya.

Ruang kota harus dapat menampilkankan karakter alamnya.
Sebagai contoh adalah kota Bukittinggi yang berbukit-bukit
dengan tangga-tangga panjang dan memiliki Ngarai Sianok
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yang spektakuler. Kota Palembang, Banjarmasin, dan Samarinda

perlu menampilkan karakternya sebagai kota tepian sungai. Kota
Ternate tampil sebagai kota pulau yang akrab dengan laut dan
gunung. Kota Jogja menampilkan poros utara selatan yang meng-
hubungkan Gunung Merapi dan Laur Selatan. Beberapa bagian
kota menyimpan riwayat keberadaan pohon, ciri lingkungan,
bukit dan lembah pada nama kawasannya.

KOTA PUSAKA, KOTA LESTARI

Peninggalan masa lalu yang sangat bernilai yang harus dilin-
dungi dan dilestarikan disebut pusaka. Dalam Piagam Pelestarian
Pusaka Indonesia 2003 yang diikrarkan para pemangku kepen-
tingan, telah disepakati penggunaan istilah pusaka dan bukannya
warisan. Kata warisan mengandung pengertian umum bahwa
penerima warisan mempunyai hak penuh atas warisannya dan ia
berhak untuk menjual atau merombak warisan yang diterimanya.
Sedangkan pada kata pusaka terkandung kewajiban untuk meme-
lihara dan melestarikan pusaka itu.
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Dalam Piagam Pelestarian Kota Pusaka 2003, ditetapkan
bahwa Pusaka Indonesia terdiri atas beberapa jenis pusaka. Pusaka
alam adalah bentang alam, kekayaan alam, iklim, flora dan
fauna. Sementara itu pusaka budaya ragawi adalah bangunan dan
kawasan bersejarah, artefak dsb. Selain itu ada pusaka budaya rak
ragawi seperti bahasa dan sastra, teater, tradisi lisan, tari, musik,
kerajinan, busana, tradisi, kearifan lokal. Yang terakhir adalah
pusaka saujana yang merupakan gabungan pusaka alam dan bu-
daya. Bidang-bidang pelestarian itu saling berhubungan dan perlu
digarap dalam suatu kerangka yang komprehensif.

Pada rahun 2008 beberapa walikota dan bupati yang peduli
padﬂ pelestarian pl]saka al:lm dan huda}'a dl dafrﬂ}l maﬁing—ma‘
sing telah membentuk organisasi Jaringan Kota Pusaka Indonesia
(JKPI). Jaringan in dibentuk bersamaan dengan penyelenggaraan
World Heritage City Conference di Solo atas prakarsa Joko Widodo,
Walikota Solo. Saat itu Moh Amran, Walikota Sawahlunto, ter-
pilih sebagai ketua JKPI pertama. Pada saat pembentukan, JKPI
beranggotakan 8 kota/kabupaten dan sekarang 48 kota/kabupaten
telah menjadi anggota.

PERENCANAAN LESTARI BAGI KOTA
PUSAKA

Untuk mendorong agar kota/kabupaten lebih bersungguh-
sungguh melestarikan berbagai pusaka alam dan budaya di
daerahnya, Direktorat Jendral Penataan Ruang Kementerian
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Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Badan Pelestarian Pusaka
Indonesia (BPPI) meluncurkan Program Penataan dan Pelestarian
Kota Pusaka (P3KP). Program ini bertujuan membantu kota/ka-
bupaten memperkuart kebijakan, strategi, dan mekanisme pelesta-
rian alam dan budaya. Diharapkan contoh kota/kabupaten yang
peduli pelestarian tersebut dapat menarik perhatian daerah-daerah
lain untuk melestarikan aser alam dan budaya.

Dalam program ini kota/kabupaten diajak menegaskan
kebijakan pelestarian mulai dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM), serta berbagai peraturan lainnya. Kota/kabupaten diajak
mengenali semua pusaka yang dimilikinya, menyempurnakan
pendataan, memerakannya dalam peta pusaka, melakukan anali-
sis, dan menetapkan langkah perlindungannya. Lembaga, sum-
berdaya manusia, dan berbagai kelengkapannya perlu diperkuat,
disamping bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat luas.
Informasi, edukasi, dan promosi tentang pusaka kota/kabupaten
pun perlu terus disebarluaskan.

Staf perencanaan juga diajak mengembangkan kegiatan pena-
taan ruang, penataan bangunan dan lingkungan serta berbagai
kegiatan lainnya untuk melindungi, melestarikan dan memanfaar-
kan aset pusaka dengan efektif sesuai dengan kaidah pelestarian.
Penataan bangunan dan lingkungan dilakukan untuk membentuk
karakter yang selaras dengan kawasan pusaka tersebut. Konsultasi
dengan warga dilaksanakan untuk membangun kesepakatan
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dan komitmen pelaksanaan pengaturan dan pengelolaan pasca
konstruksi. Pola garapan perencanaan ini lebih lengkap dan lebih
kompleks daripada yang biasa dilakukan.

Penataan bangunan dan lingkungan membangun keserasian
lingkungan mengikuti karakter dasar kawasan itu. Keserasian
fisik ini terkait pula dengan kegiatan masyarakat dan kehidupan
budayanya. Tata letak, volume dan tampilan bangunan baru di
lingkungan dan sekitarnya harus sangat memperhatikan karakter
dan sejarahnya. Demikian pula lansekap dan streer furnizure ditata
dalam kerangka itu. Sementara itu dibangun suasana kegiatan
yang mendukung. Kepekaan menyerap dan menata perlu dikem-
bangkan masuk kedalam mekanisme penataan bangunan dan
lingkungan.

"Penataan bangunan dan lingkungan
membangun keserasian lingkungan
mengikuti karakter dasar kawasan itu."

P3KP tidak dapat digarap hanya oleh satu SKPD sendiri
saja, Diperlukan kerjasama dan koordinasi erat dengan berbagai
lembaga terkait. Di samping lembaga Pekerjaan Umum, P3KP
secara langsung terkait dengan kegiatan bidang lingkungan hidup,
kebudayaan, pendidikan, pariwisata, industri kreatif, perdagang-
an, pemberdayaan masyarakat, pengembangan dunia usaha dan
sebagainya, Perlu dikembangkan mekanisme koordinasi di tingkat
kota/kabupaten, di tingkat provinsi dan di tingkat pusat. Diper-
lukan pula kerjasama regional dan juga dengan dunia usaha dan
organisasi masyarakat.

Dari 48 kota/kabupaten anggota JKPI ada 26 yang mema-
sukkan proposal dan berpartisipasi dalam P3KP. Dari 26 kota/
kabupaten tersebut ada 10 yang terpilih untuk masuk pada
proses penyempurnaan, 8 masuk ke proses pengembangan, dan 8
lainnya masuk ke proses perintisan. Kota/kabupaten tersebur akan
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mendapat bimbingan untuk meningkatkan peringkatnya. Kota/
kabupaten yang terbaik akan didorong untuk mencapai predi-
kat Kota Pusaka Dunia atau World Heritage City. Pada dasarnya
diharapkan sebanyak mungkin kota meningkatkan semangar dan
manajemen pelestariannya.

Pelestarian yang dimaksud bukanlah dalam arti membekukan
budaya dan kembali pada kehidupan ratusan tahun yang lalu.
Tujuannya adalah penyclamatan aset pusaka, pemahaman dan
penyerapan kearifan yang terkandung didalamnya untuk dielah
dan dikembangkan dalam konteks kehidupan masa kini. Serapan
kearifan masa lalu harus terus berlanjut dengan kreativitas men-
jawab tantangan masa kini, dengan memperhatikan kesinambun-
gan alur sejarah tanpa terjebak dalam arus komersialisasi yang
melemahkan nilai budaya.

"Sambung rasa antara warga,
lingkungan, dan sejarahnya perlu terus
dipelihara."

Kesinambungan masa lalu dan masa kini merupakan benang
merah penghubung masyarakat dengan lingkungan dan sejarah-
nya. Masyarakat merasa nyaman dalam keakraban keterkaitan
ini. Sambung rasa antara warga, lingkungan, dan sejarahnya perlu
terus dipelihara. Karena tanpa ikatan ini masyarakat akan merasa
asing di lingkungannya sendiri. Kebersamaan warga, lingkung-
an, sejarah, dan kehidupannya berangsur-angsur membangun
dan memperkuat karakter lingkungan. Di samping nyaman bagi
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warga, karakter lingkungan yang jelas juga akan sangat menarik
bagi pengunjung dan wisatawan.

Kunjungan wisatawan dapat membantu perkembangan eko-
nomi lokal dan industri kreatif. Dalam perkembangan ini warga
harus sadar dan berperan aktif mengendalikan arah dan kecepatan
perkembangannya, tak semata-mara hanyut dalam keuntungan
jangka pendek yang dapat merusak karakeer lingkungannya. Jika
tidak berhati-hati, pertumbuhan dan perubahan yang terlalu
cepat justru membahayakan warga dan lingkungannya. Kearifan
dalam meniti perjalanan ini perlu ditumbuhkan, yang disadari
dan difahami oleh seluruh warganya.

"Pelestarian aset pusaka tidak hanya
menjadi cost center, tetapi justru
menjadi penggerak ekonomi lokal yang
mensejahterakan masyarakat."

P3KP merupakan dorongan awal membentuk momentum
baru mendekatkan kegiatan penataan fisik ruang kota dengan roh
kehidupan budaya. Program yang telah dimulai di beberapa kota/
kabupaten ini diharapkan terus bergulir dan berkembang ke ber-
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bagai kota/kabupaten lainnya. Upaya yang dimulai dengan suatu
program khusus ini berangsur-angsur perlu dilanjutkan dengan
mekanisme rutin dan bertcumpu pada inisiatif lokal. Semakin ba-
nyak kota/kabupaten akan merasakan program sebagai kebutuhan
lOkH.I yang pc‘rlu dikﬁmbangkﬂ,n.

Dengan berjalannya waktu, akan semakin banyak tumbuh
kota berkarakter yang berbasis pada alam, sejarah, dan budayanya.
Produk-produk lokal yang menonjolkan karakeer lokal itu akan
tumbuh. Kebanggaan dan kecintaan warga pada kotanya akan se-
makin menguat. Ekonomi lokal bersama industri kreatif serta jasa
dan pelayanan pariwisata akan meningkat. Pelestarian aset pusaka
tidak hanya menjadi cost center, tetapi justru menjadi penggerak
ekonomi lokal yang mensejahterakan masyarakat.

Perlu digarisbawahi, tujuan utama P3KP adalah penyelamatan
aset pusaka, penguatan jatidiri dan percaya diri, serta peningkatan
nilai kehidupan yang menjadi kekuatan dasar dalam membangun
masa depan. Mengalirnya pendapatan dari pariwisata adalah
dampak lanjutan, setelah aset pusaka tertata dan terpelihara,
kehidupan budaya semakin semarak, dan kota pusaka semakin
utuh berkarakter. Manfaat utama program ini adalah menguatnya
budaya lokal dan kualitas kehidupan masyarakat serta terbangun-
nya kota-kota yang berkarakter sesuai dengan alam, sejarah dan
budayanya. =
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KEARIFAN LOKAL IDENTITAS
KOTA BERKELANJUTAN

Penulis: Dani B Ishak, Arsitek Lanskap dan Pengelola Lanskap
Budaya, anggota SUD-FI

Saat ini pertumbuhan kota-kota metropolitan dan pengem-
bangan kota kecil sedang yang berkiblat kepada kota besar
metropolitan. Timbul perranyaan menjadi seperti apakah wajah
lanskap dan budaya perkotaan pada masa 20 tahun, 50 tahun,
100 tahun bahkan 800 tahun ke depan? Apakah masih dapat me-
nampilkan wajah pemukiman seperti di Kampung Hulu Muntok
Bangka Barat, Wologae NTT, ataukah wajah kota seperti BSD
dan “konsep-konsep temarik” yang mendasari kota-kota baru di
Indonesia? Apakah kota pusaka masih memiliki kearifan lokal?

ADA APA KOTA-KOTA DI INDONESIA?
Secara hipotetik, perjalanan sejarah kota-kota di Indonesia
tidak dapar lepas dari perkembangan kora Jakarra. Sah saja bahwa
Jakarta menjadi parameter daerah, karena Jakarta adalah ibukota

negara, kota metropolitan, pusat kegiatan pemerintahan, pusar
administrasi negara dan pusat kehidupan politik. Jakarra juga
menyandang fungsi-fungsi sebagai pusat kegiatan internasional,
pusar perdagangan, pusac seni budaya serta pusar pendidikan.
Bahkan menurut buku Jakarra 50 rahun dalam Pengembang-

an dan Penataan Kota yang dikeluarkan Dinas Tata Kota DKI
Jakarta, di masa pertengahan abad ke-18 kota ini dikenal dengan
julukan Queen qftbe East Batavia, kota pantai pelabuhan dan
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pusat perdagangan yang paling dihandalkan di Timur Jauh oleh
Belanda.

Jakarta juga mencatat perhimpunan Budi Oetomo 28 Oktober
1928 dalam Kongres Pemuda 11 dan menggaungkannya hingga
ke seluruh negeri, dalam era perjalanan menuju kemerdekaan
Republik Indonesia. Jakarta adalah kota yang menggemakan
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945. Kota ini juga memanfaatkan ruang terbuka se-
bagai ruang publik, dengan disclenggarakannya rapat raksasa di
Lapangan Gambir untuk mengespresikan kebulatan tekad dan
semangat kemerdekaan. Beragam rekam jejak sejarah perjalanan
bangsa, sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan serta spirit
kebangsaan, menjadikan Kota Jakarta memiliki nilai-nilai pera
daban dan makna yang otentik secara nasional.

Spirit mengisi kemerdekaan juga terjadi di kota-kota lainnya
di Indonesia. Kota-kota memiliki rekam jejak sejarah secara tak
benda/nir ragawi di setiap tempat/ruang dan waktu yang bera-

STUDI KASUS: KOTA SATELIT
KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN

Contoh identitas kota yang semakin tergerus adalah Kota Ja-
karta Selatan. Sejarah gagasan kota baru warisan Batavia tahun
1937 dan pemekaran Kotapraja Jakarta tahun 1949 melahirkan
kawasan Kebayoran Baru menjadi kota satelit. Konsep kawasan
Kebayoran Baru adalah “Kota Taman®, Kawasan yang menguta-
makan ruang terbuka dan hirarki sistem pertamanan. Ruang
terbuka berwujud lapangan, penghijauan tepi jalan, kebun
pembibitan, dan taman-taman di lingkungan pemukiman men-
dominasi tatanan ruang. Sistem penamaan jalan menggunakan
nama kerajaan dan raja-raja era kejayaan Nusantara.

Jalan primer dengan nama pahlawan nasional sedangkan
jalan sekunder dan tertier dengan nama sungai-sungai di In-
donesia dan nama pohon-pohon lokal. Kota Kebaycran Baru
di apit dua sungai sedang, yaitu kali Krukut dan kali Grogol.
Kawasan dialiri beragam kali-kali kecil seperti Ciragil, Cikajang
dan parit-parit yang menjadi sistem tata air. Kawasan dibangun
untuk memenuhi kebutuhan pemukiman bagi tenaga kerja dan
pejabat jawatan pekerjaan umum. Menurut rencana awal, pem-
bangunan 2.700 rumah dalam beberapa tipe difungsikan untuk
menampung 100.000 jiwa, hak perencanaan dan pembangu-
nannya dipegang oleh yayasan Centrale Stichting Wederop-
bouw (CSW). Luas kawasan Kebayoran sekitar 730 hektar.

Usia kawasan pemukiman ini telah mencapai 63 tahun. Ka-
wasan berkembang sangat subur dan giat dalam membangun
mega swalayan dan apartemen, contohnya kawasan SCBD.
Rumah tinggal menjadi cafe, resto atau “soho” (small office
home office). Implementasi kebijakan peraturan tata guna lahan
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gam. Tata letak ruang terus berubah, terlebih pada masa otonomi
daerah. Hasil pengamaran lapangan dan data sekunder seperti
pada contoh studi kasus warisan Kota Satelit Kebayoran Baru
Jakarta Selatan.

Hasil tinjauan lapangan dan konsultasi dengan pemerin-
tah daerah di beberapa kota menunjukkan penataan ruang
kota dalam era oronomi daerah pada umumnya diawali dengan
pembangunan pusat pemerintahan. Kawasan pusat pemerintah-
an sebagai identitas kota. Pusat pemerintahan juga merupakan
pemekaran pemukiman, contohnya seperti yang terjadi di kota
Muntok Bangka Barar, Sangata Kalimantan Timur, Tobelo
Halmahera Utara, Bangkinang Kampar dan kota-kota otonomi
baru lainnya.

Upaya menciptakan identitas kota bisa jadi sebagai dampak
dari kegalauan melawan krisis jatidiri kota. Kesempatan mencari
karakter dan peluang dalam “aksi mengejar citra kota™ Gelar
yang diburu untuk mendapatkan citra sebagai kota mandiri, kota

pada kawasan konservasi tidak konsisten. Contohnya adalah
pemukiman jalan Senopati di Kebayoran Baru Jakarta Selatan
telah berubah menjadi perdagangan dan jasa, dikenal dengan
kawasan triple S (Senopati, Suryo, Blok 5). Sempadan kali dan
parit di gunakan sebagai pembuangan sampah sementara, atau
ditempati pedagang kaki lima dan petani kota tanaman hias
seperti di kali Ciragil.

Perizinan yang diberikan untuk mengubah fungsi peruntu-
kan lahan tidak diimbangi dengan peraturan dan kaidah-kaidah
pelestarian yang telah digagas sebagai identitas kota taman.

Kota hanya memberikan fasilitas bagi golongan yang con-
dong kepada penganut gaya hidup modernitas, pemukim
menengah keatas, serta penggerak ekonomi.
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sehat, kota akitif, kota hijau, kota pusaka, kota kreatif, kora anak
dan setumpuk aksi program-program terkait yang dicanang-
kan pemerintah pusat telah direspons secara positif oleh para
pemangku kepentingan daerah untuk turut mengambil peran
dan melakukan aksi. Bahkan program Perserikatan Bangsa-bangsa
dalam UNESCO Asia Pacific World Cultural Heritage Award yang
menggaungkan lomba universal value telah digunakan sebagai ba-
gian strategis kota untuk meraih perhatian global. Kota-kota yang
pernah mengikuti kegiatan tersebut adalah kota Muntok Bangka
Barat (2007) dan kota Sawahlunto (2008).

MENGAPA IDENTITAS KOTA
DIBUTUHKAN?

Identitas kota dibutuhkan karena merupakan karakeer kota,
baik ragawi maupun nir ragawi, dan butuh proses dalam pemben-
tukannya. Seperti yang dikutip dari buku Jakarta 50 tahun dalam
Pengembangan dan Penataan Kota: “Identitas kota berkaitan
dengan ritme sejarah yang telah melalui proses panjang, misalnya
yang pada awalnya adalah kawasan pemukiman (kampung atau
desa) seperti wajah kota Jakarta yang pada masa lalu dijuluki 7he
Big Village menjadi metropolitan, kemudian menjadi kota dunia.
Identitas kota membutuhkan wakeu yang lama untuk memben-
tuknya berkaitan dengan ritme sejarah yang telah melalui proses
panjang schingga jati diri suatu kota tidak dapat diciptakan begitu
saja. Butuh proses perjalanan waktu yang bertahun-tahun, bahkan
melampaui rentang generasi peradaban bangsa.”

"Identitas kota berkaitan dengan
ritme sejarah yang telah melalui proses
panjang"

Kebutuhan identitas kota berkelanjutan sejalan dengan per-
nyataan dari sumber anonim, “Dunia di sekeliling kita mengalami
perubahan tak pernah henti berkart pikiran dan rangan manusia,
namun sejarah juga mencatat bahwa sebaik apapun ideologi yang
diba.ngun manusia, selalu saja terjadi degradasi dan proses pembu-
sukan karena pikiran dan perilaku manusianya sehingga muncul

konflik.....”

ADA APA DENGAN KEARIFAN LOKAL DI
TANAH AIR KITA?

Masalah sosial politik budaya ekonomi dan bencana lingkung-
an yang bertubi-tubi di beberapa kota di Indonesia tidak dapat
lepas dari peran pengelola dan pengguna kota. Kota tidak dapar
tumbuh dan berkembang secara independen. Kota-kota di In-
donesia tidak bersinergi dengan kota-kota terdekart di sekitarnya,
tidak juga dengan desa-desa tradisional dan kampung-kampung
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orisinal yang menjadi penguat dan pendukungnya. Tidak terjaga-
nya dan tidak dilestarikannya peruntukan lahan di kawasan kon-
servasi dacrah hulu menimbulkan dampak ketidakstabilan pada
kondisi keamanan dan keselamatan lingkungan di hilir perkotaan.
Contohnya, perubahan tata guna lahan pertanian dan perkebu-
nan kawasan konservasi di kota-kota kabupaten di sekitar Bogor
menjadi salah satu penyebab banjir di hilir kota Jakarta.

Ketiadaan ruang pub]ik yang, bersih, tertib dan nyaman meng-
akibatkan warga terhimpit dengan hiruk-pikuk, kebisingan dan
ketidakstabilan emosi, Arus informasi dari media elekeronik dan
jejaring sosial dunia maya yang tak terbendung dan tanpa seleksi
juga telah merubah pola pikir, sikap dan respons masyarakar ter-
hadap cara berinteraksi dengan sesama manusia maupun dengan
alam. Kebrutalan para pelajar dalam mengekspresikan ketidak-
puasan adalah contoh gamblang tentang ini.

Hal tersebut diatas mempengaruhi tata perilaku, tata perike-
hidupan dan tata cara menyalurkan gagasan dalam mengelola
lingkungan hidup disekitar tempat bermukim bekerja, berdagang,
belajar dan berckreasi. Pengelolaan dan pengembangan kota-kota
lebih banyak mengadopsi pengaruh global. Sayangnya nilai-nilai
kearifan dan keunikan yang berada di lingkungan sekitar tidaklah
lebih disemarakkan.

Mari kita lihat kota Yogya. Kota pusaka ini memiliki karakter
rekam jejak dan perikehidupan masyarakat keraton dan proletar,
menjadikan Yogya kaya dengan ragam kearifan lokal. Namun
sikap pemerintah daerah dan masyarakar dalam memanfaatkan
ruang terbuka dan menata kota menimbulkan dilema. Di satu
sisi secara nir ragawi (intangible), suasana kota menampakkan ke-
kayaan dan kekuatan kreatifitas kriya dalam skala rumah rangga.
Di sisi lain, secara fisik (tangible) distorsi kota pusaka ini sangat
dirasakan yaitu tumpang-tindihnya fungsi ruang,

Ini tampak jelas di Jalan Malioboro. Padahal jalan ini adalah
poros dan sumbu utama spiritual dalam pembentukan kota awal-
nya. Tetapi kota seperti melakukan pembiaran estetika dengan
ketiadaan kontrol olah desain. Dekorasi iklan yang berkelebihan
dan keanekaragaman warna fasad bangunan jauh sekali dari
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warna-warna tradisional Yogya. Ruang jalur pedestrian disatukan
dengan dengan jalur kendaraan beroda, jalur kuda dokar, sepeda,
motor dan pedagang kaki lima.

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI IDENTITAS

Kearifan lokal adalah nilai-nilai tata perilaku manusia, kearif-
an, etika yang bersumber dari pemikiran, bakat dan atau talenta
yang terdapat dalam setiap individu. Peran serta dan prakarsa
individu terhadap lingkungan keluarga yang diikuti kelompok
maupun komunitas merupakan langkah-langkah kecil menuju
aksi masyarakar,

Menurut kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Has-
san Syadily, ‘kearifan lokal’ (local wisdom) rerdiri dari dua kara:
kearifan (wisdom) dan lokal (local). ‘Lokal berarti setempat,
sedangkan ‘kearifan’ sama dengan kebijaksanaan. Secara umum
kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat
(local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang
tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Contoh kearifan lokal dalam kota dapat terlihat di kota Madi-
nah, Menurur Haekal dalam buku Sejarah Hidup Muhammad:

“Konsep civil society yang dalam bahasa Arab adalah madani,
memang mengacu pada hal-hal yang ideal, paling tidak dalam dua
hal. Pertama, mengacu pada kehidupan Nabi Muhammad SAW
periode Madinah. Saat itu beliau dengan pesona keberhasilannya
membangun dan membina masyarakat yang plural, demokraris,
damai, saling menghormati berlandaskan hukum, hak, dan tang-
gung jawab bersama.

Kedua, kata madani juga ideal dalam konteks sosiologis dunia
Arab, yang menyiratkan kota selalu menjanjikan peradaban yang
lebih makmur daripada daerah-daerah di luar kota yang hanya di-
hiasi panorama padang pasir tanpa air. Barangkali karena kondisi
ideal itulah, arti Madinah dalam kamus Arab sarat dengan hal-hal
yang ideal, seperti penduduk perkotaan yang memahami hukum
atau undang-undang, kualitas kehidupan yang lebih tinggi dari
segi cita rasa, daya dan pola berpikir serta tingkah laku schari-

hari.”
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MEMBANGUN KOTA BERKELANJUTAN
DENGAN KEARIFAN LOKAL

Banyak cara dan langkah strategis yang telah dilakukan para
pemangku kepentingan. Perlu spirit, keyakinan spiritual, perju-
angan, konsistensi dan komitmen untuk menjamin Kota Ber-
kelanjutan antara lain:

Membangun Sistem Partisipasi Masyarakat

Peran para individu, kelompok dan para pemangku kepenting-
an kota telah menunjukan upaya-upaya menghidupkan nuansa
kesemarakan kota. Masyarakat lokal merupakan modal dan pan-
glima dalam menjamin kota berlanjutan. Museum dan amusement
menjadi langkah-langkah awal. Museum kehidupan dilakukan
di beberapa kota yang memiliki karakter dan rekam jejak sejarah.
Amusement sebagai upaya mempromosikan kota melalui kegiatan
kepariwisataan. Contohnya partisipasi masyarakat dalam meles-
tarikan dan menjadikan kawasan destinasi wisata pada Kampung
Barik Laweyan. Batik sebagai Warisan Dunia, Adakah sistem
partisipasi masyarakat yang dibangun berbasis kearifan lokal?

Memelihara Spirit dan Spiritual

Dalam upaya menebar benih peduli kota berkelanjutan,
Direktorat Jenderal Penataan Ruang memfasilitasi pelaksanaan
progam-program rencana aksi. Kegiatan yang telah dilaksanakan
sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 adalah peringatan Hari Tara
Ruang, dengan tema-tema kepedulian lingkungan hidup. Promosi
ruang terbuka dan taman seperti di lapangan Senayan kota
Jakarta, di ruang privat dan ruang publik kota Denpasar, ruang
terbuka pantai Losari Makasar. Kegiatan yang dalam beberapa
tahun terakhir dilakukan merupakan langkah-langkah signifikan.

Kebiasaan dan tradisi menebar benih peduli kota berkelanjut-
an memang masih dalam tahap hiburan dan seremonial. Patut
diapresiasi, hal tersebut merupakan perjalanan menuju kebiasaan
yang merupakan cikal bakal sebuah peradaban baru. Siapa tahu,
hal yang serupa kelak akan hidup terus.

Mengelola Perubahan

Proses menuju akhir yang baik dalam membangun kota
berkelanjutan yang hakiki membutuhkan kepercayaan, keyaki-
nan dan jaringan interaksi secara holistik. Menggali nilai-nilai
kearifan lokal di lingkungan urban dapat melalui keilmiahan dan
mengelaborasi praktik-praktik teruji yang dievaluasi, diterapkan
dan diarsipkan. Proses daur ulang atas penggalian, penemuan, pe-
ngenalan, pemahaman dan penerapan dapat disesuaikan dengan
budaya lokal. Meningkatkan edukasi kapasitas dalam pemahaman
nilai-nilai kemanusiaan dan kelestarian lingkungan perlu diru-
muskan dan dilatih ketrampilannya. Piagam 10 Prakarsa Bali dan
SUD Index yang digagas SUD-FI dapat diadopsi dan diadaptasi.
Prakarsa dan indeks parameter sebagai alat dapat dibudidayakan
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melalui model-model kreatifitas karya dalam menuju kota ber-
kelanjutan.

Perlu upaya kearifan dan etika dalam mengimbangi gelombang
budaya hibrid dan pengaruh global yang menggiurkan. Ritme
serba cepat menuntut kreatifitas dalam pengelolaan 10 Prakarsa
Bali dan SUD Indeks. Pertanyaannya adalah bagaimanakah
memanfaatkan, mengelola dan melestarikan aset-aset pusaka alam
dan nilai-nilai kearifan lokal di setiap kota secara sinergis dan
terintegritasi? Bagaimana memaksimalkan hubungan interaksi
timbal balik perikehidupan berbangsa dan bernegara ini dalam
skala lokal, demi kepentingan nasional dan menyentuh nilai-nilai
universal?

Memfasilitasi dan mengapresiasi kearifan lokal

Kegiatan komunitas peduli lingkungan hidup, pelestari budaya
dan pegiat kota berkelanjutan memburtuhkan sistem dan me-
kanisme fasilitas maupun pendanaan serta apresiasi yang dapar
menjamin keberlangsungannya. Sebagai contoh: kota Bau-bau,
pengembangan pusat pemerintahan, pembangunan kota baru
dan pelestarian kota lama (kota pusaka) mendapat perhatian yang
serius oleh para pengambil kebijakan. Peran serta masyarakat
dilibatkan melalui fmmcmi_y di rumah-rumah warga, ]’cndumng
baik sebagai pelancong maupun peneliti dapat tinggal bersama
dengan penduduk setempat. Proses belajar mengajar dari para
pengguna kota didapart dari perikchidupan masyarakat setempat
scbagai penghuni kota Bau-bau. Dilestarikannya pola tata ruang
pada kawasan pemukiman juga menunjukkan contoh peran
ruang terbuka pada halaman rumah. Pckarangan menjadi tempat
berinteraksi sosial dan bertanam pohon-pohon buah dan ranaman
herbal. Demikian juga kelestarian aset ketrampilan berkriya dan
pusaka-pusaka arsitcktural.

Pernyataan di atas sesuai dengan sumber tulisan anonim yang
menyatakan: “beberapa waktu belakangan ini bersama-sama
gerakan ckologis, orang berusaha menggali dan menghidupkan
kembali kearifan-kearifan lokal yang masih tersisa. Beberapa
pemikir dan pemerhati kebudayaan menganggapnya sebagai
bentuk encounter dan arah-balik pencaharian dahaga spiritual
akibat kejenuhan, unruk tidak mengatakan sebagai kekeringan
spiritual masyarakat modern. Saat ini sebagian besar kearifan lokal
sebenarnya telah menghilang alias tak lagi dipercaya, diprakrikkan
ataupun diproduksi”.

Bisakah swasta dan pemerintah bersinergis dalam membangun
mekanisme reward and punishment berbasis kearifan lokal?

Melindungi dan mengelola Kota Pusaka

Ktbiial(an daera}l [Cl’l‘ladap perlindurlgan Pflt_'ital—ian diln PC'—
nataan kota lama mulai mendapatkan proporsinya. Inventarisasi,
dokumentasi dan pengkajian nilai-nilai keilmiahan serta mengin-
terpretasikan kawasan cagar budaya atau bagian kota pusaka

menjadi langkah awal dalam keberlanjutan kota. Dibutuhkan per-
lindungan hukum untuk menjamin keberlanjutan, melalui Perda
dan hukum adat. Pengelolaan yang berbasis pelestarian ekologis,
kearifan lokal dan ekonomi kerakyatan dapar dikaji dan dirata-
kemas ulang dalam nilai-nilai yang universal.

Sikap ini dapat kita lihat di kota Semarang. Para pemangku
kepentingan baik dari pemerintah kota maupun pengusaha swasta
berusaha keras mengimplementasikan visi dan misi menuju Kota
Pusaka Dunia. Contoh lain yang terkenal adalah warisan dunia
Subak. Inilah kearifan lokal yang mampu mengangkart nilai tam-
bah kota-kota pusaka lain di Pulau Bali seperti Ubud, Denpasar,
Karang Asem dan lainnya.

PENUTUP

Kota membutuhkan sistem tata kelola vang baik, tujuan
keberlanjutan adalah reroptimalisasikannya sistem kinerja yang
terpantau dan terjaganya nila-nilai kearifan yang tidak bersifar
statis. Tujuan yang telah ditetapkan, capaian yang relah dijangkau
serta antisipasi resiko pengembangannya dipantau dan dinilai
oleh para pengelola dan pengguna kota. Kota tidak dapar berdiri
sendiri. Kebutuhan rata kelola secara integritas dan holistik antar
lintas jaringan kota dibutuhkan dalam bersinergis dan berkolabo-
rasi menggali nilai-nilai kearifan lokal.

Kearifan lokal membentuk lansekap budaya perkotaan di bumi
Indonesia dan rekam jejak teknik-teknis spesifik dalam rara guna
tanah di Nusantara. Perkembangan sosial kemasyarakartan, kekera-
batan antar lintas komunitas, serta imaginasi dan vitalitas spiritual
kemanusiaan adalah bagian dari identitas kita bersama, penghuni
planet ini.

Komuniras diharapkan dapar berperan sebagai panglima dalam
menuju kota berkelanjutan. Komunitas merupakan sumber nilai-
nilai ideologi dan idealisme. Seperti dalam pernyataan sumber
anonim “Kita perlu menyusun dan membangun barisan komuni-
tas yang dapat merespons perubahan tak terduga. Kebutuhan kita
adalah membangun tempar kerja yang “hidup” dimana pikiran,
talenta dan hati bersinergi”. m
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Penulis: Azwir Malaon, Kasubdit Pengaturan, Dirckrorat
Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum

Dalam novel berjudul Sam Po Kong: Perjalanan Pertama
(2004), Remy Sylado menyebutkan Semarang sebagai kota
tua yang menjadi muara peradaban dunia. “Sam Pau Lung”,
begitu ejaan China, “Samaranj” dalam kata ejaan Arab,
“Semawis” menurut ejaan Jawa Tinggi dan “Asam Arang”
menurut ejaan Jawa Rendabh.

Melalui tokoh Cheng Ho yang diimajinasikan singgah di
Semarang, Remy sangat berhasil melukiskan pertemuan pelbagai
peradaban itu. Budaya China yang memiliki para pelaku tokoh,
Bahasa Arab scbagai lingua franca yang digunakan pada abad
ke-16 dan begitu identik dengan Islam. Semua terjadi di sebuah
tanah yang memiliki kebudayaan Jawa. Bahkan HJ de Graaf dan
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SEMARANG ME
KOTA PUSAKA DUNIA
BERKELANJUTAN
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Th. Pigeaud, pakar sejarah Jawa mengatakan betapa Semarang
sebelum era koloni telah mewujud bagai sebuah kuali yang meng-
godok ancka persilangan, bahkan konflik dengan peradaban lain.

Menurut Serat Kandaning Ringgit Purwa Naskah KBG Nr 7,
lahirnya Kota Semarang diawali tahun 1938 Saka (1476 M) de-
ngan datangnya utusan Kerajaan Demak yang mengembangkan
tugas menyiarkan agama Islam di wilayah barat Kerajaan Demak,
di semenanjung Pulau Tirang (sckarang Mugas dan Bergota). Di
sana utusan tersebut mendirikan pesantren, di daerah subur yang
banyak ditumbuhi pohon asam (asem) yang masih jarang (arang)
yang kemudian dikenal orang banyak sebagai daerah asem-arang
(Semarang).

Sebelum Ki Pandan Arang menginjakkan kakinya abad ke-15
di Pulau Tirang, orang-orang Tionghoa telah bermukim disana.
Orang Tionghoa pertama yang datang ke Semarang adalah Sam
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Po Tay Djin dan dapat dilihat dari bukti peninggalannya berupa
Klenteng Sam Pho Kong, di daerah Gunung Bartu, Simongan.
Para pendatang dari Cina kemudian bermukim disekitar benteng
tersebut, namun karena pengaruh perang anti China di Batavia,

mereka pindah ke Kampung Pecinan. Bcrkcmbang dan semakin
ramainya perdagangan waktu itu (abad ke-17), berdatanganlah
para pedagang dari China, Arab dan Gujarat ke Semarang.

MELTING-POT DI TANAH JAWA

Pada abad ke-18, Kota Semarang dikenal sebagai lojining
nagoro sumawis (negara tempat semuanya tersedia) dan selama be-
rada di bawah pemerintahan Belanda, Kota Semarang mengalami
tiga kali perubahan batas kota, yaitu tahun 1886, 1894 dan 1902.
Sejak abad ke-19, Semarang disebut sebagai Kota Batavia Kedua.
Kedatangan pedagang timur asing ke Semarang telah turut me-
warnai perkembangan kota, disamping keberadaan penduduk asli

dan orang-orang Eropa. Antara tahun 1920-1930, Kota Semarang
banyak didatangi orang-orang Eropa dan diduga untuk mencari
pekerjaan. Di akhir abad ke-17, Semarang menjadi salah satu
tujuan utama imigran China setelah Batavia dan Surabaya.

Di masa kekuasaan VOC (1678-1799), orang-orang China
sangat mendominasi perdagangan karena ditunjang oleh kebi-
jakan VOC yang sangat diskriminatif. Mereka menguasai dari
pedalaman hingga ke kora dan mendominasi perdagangan impor
dari China melalui Batavia dan bahkan setelah era VOC berakhir
dan digantikan dengan pemerintahan Hindia Belanda, dominasi
pedagang China ini tetap tidak tergoyahkan. Sektor perkebunan
tebu dan perdagangan ekspor mereka kuasai. Selain dari China,
perdagangan di Semarang juga dilakukan oleh etnis Arab, India
(Koja), bumipurra, dan Eropa. Pergantian pemerintahan tidak
mengakhiri perlakuan diskriminatif tersebur.

Pada abad ke-19, pusat-pusat strategis kota dihuni oleh kelom-
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pok penguasa dari Eropa dan merecka menghuni Zeestraat (Jalan
Kebon Laut), Poncol, Pendrikan, Kawasan Kota Lama (sebelah
timur Jembatan Berok) dengan bentuk permukiman bak kota ke-
cil Eropa. Batasan Kota Lama ini adalah Kali Semarang di sebelah
barat, Jalan Stasiun Tawang disebelah utara, Jalan Ronggowarsito
di sebelah cimur dan Jalan Agus Salim di sebelah selatan.

Sebelum tahun 1824, Kota Lama ini dilingkungi benteng
berbentuk segi lima yang dibangun VOC. Struktur Kota Lama
cukup unik, merupakan gabungan antara kota Barat (Belanda)
dengan lokal berbentuk konsentrik. Kawasan ini seolah terbelah
menjadi dua bagian, antara jalan utama yang pada zaman Dean-
dles merupakan jalan pos serta jalan melintang, yaitu Jalan Suari
(Kerk Straar) menuju ke arah gereja dan menjadi penghubung
kegiatan utama yang berada disepanjang jalan utama.

Arsitektur Kota Lama sangat beragam, dari ciri Kolonial abad
ke-18 (eks Pengadilan Negeri), abad ke-19 (Schouwburg dan
bangunan bertingkat), /ndische awal abad ke-19 sampai pada
pergantian abad ini (TP XV, Rajawali Nusindo, Jalan Mpu Tan-
tular dan Gedung Bank Exim) sampai arsitektur Iudische Tropis
(Gedung Jiwasraya dan SMN/Djakarta Lloyd).

Setelah VOC bubar, terjadi pengalihan kekuasaan kepada
Pemerintah Kerajaan Belanda yang diwakili oleh Pemerintahan
Kolonial Hindia Belanda. Tahun 1811, Hindia Belanda sempat
jatuh ke tangan Inggris, meski tidak lama,pengaruh Inggris cukup
besar terhadap perkembangan Kota Semarang. Inggris melakukan
penjualan dan penyewaan tanah-tanah kepada swasta sehingga
muncullah tanah swasta di sekitar benteng Belanda.

"Tahun 1811, Hindia Belanda sempat
jatuh ke tangan Inggris, meski tidak
lama, namun pengaruhnya cukup besar
terhadap perkembangan Kota Semarang."

Karena volume perdagangan dan populasi penduduk mening-
kat, dilakukanlah perluasan keluar benteng dan pada tahun 1824,
benteng dibongkar oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Saat ini
bekas-bekas benteng sudah ridak dapar dilihar lagi, namun di-
perkirakan batas-batasnya meliputi Jembaran Berok sebagai pintu
gerbang, persimpangan Gereja Gedangan dan persimpangan Jalan
Pengapon dengan Jalan Ronggowarsito.

Kelompok kedua adalah etnis China dan orang timur asing,
menempati kampung-kampung yang telah ditetapkan. Ernis
China di perkampungan Pecinan, etnis India (Koja) di perkam-
pungan Pakojan dan etnis Arab di Kampung Kauman. Sedangkan
ras mayoritas yang diposisikan sebagai kelompok keriga, ringgal
di pinggiran kota, namun relatif dekar dengan akses jalan raya.
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Mereka tinggal di di Kampung Lamper Lor, Lamper Tengah,
Lamper Kidul, Lampersari, Lampermijen, Peterongan, Somplok,
Jomblang, Karangsari, Pandean, Sayangan, Plampitan. Bumipu-
tra dari luar Jawa yang bekerja sebagai nelayan dan pedagang
tinggal berhimpitan dekar lokasi bekerja sepeti Kampung Melayu
(Darar).

Kawasan Pecinan terbentuk oleh blok-blok panjang yang se-
cara dominan membujur dari selatan ke utara sehingga tercipta
lorong-lorong jalan dengan deretan rumah toko dikiri-kanannya.
Kebanyakan lorong tersebut berakhir di klenteng, karena diper-
caya bahwa tapak yang tusuk sate dipengaruhi oleh roh-roh jahat
dan kekuatan lain yang tidak di-inginkan oleh manusia. Maka
kita dapar melihat Klenteng tangkee pada belokan Gang Pinggir,
Klenteng Liong Hok Bio King di ujung Gang Besen, Klenteng
Kwee Lak Kwa di ujung Gang Gambiran, Klenteng Tjap Kauw
King (Siu Hok Bio) di ujung Gang Baru serta Klenteng Ho Hok
Bio di ujung Gang Cilik.

Arsitektur di Kawasan Pecinan sangat unik, merupakan per-
paduan antara arsitektur China, Baravia dan Lokal. Umumnya
rumah terdiri dari dua lantai, beratap pelana dengan penyelesaian
bubungan menyerupai gedung, Ciri arsitektur yang masih kuat
terutama masih dapat ditemui di Gang Gambiran, Gang Besen
dan Gang Tengah.

Kawasan Pecinan pertama kali dikembangkan sebagai daerah
permukiman khusus setelah pemberontakan Kartasura. Kompeni
khawatir bahwa golongan etnis China akan melakukan pembe-
rontakan schingga merasa perlu melokalisasi mercka di tempat
vang berdekatan dengan tangsi kompeni, di ujung Bojong (Jalan
Pemuda) sthingga lebih mudah untuk diawasi. Bagian kawasan
yang berkembang paling awal adalah Pecinan Lor (gang warung)
vang menjadi penghubung dengan bagian kota lainnya, yaitu
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Kranggan dan Pasar Semarang (Pedamaran). Untuk mengurusi
kepentingan masyarakat China, terutama dalam hubungan per-
dagangan, pemerintah Belanda membentuk pemerintahan China
yang dipimpin oleh seorang Kapiten. Di kalangan komunitas
China, jabatan tersebut sangat dihormati dan pengangkatannya
dirayakan dengan sembahyang dan pesta.

Kampung Kauman terletak dibelakang Mesjid Besar Semarang
(kini Mesjid Agung Semarang), semula merupakan permukiman
para ulama dan santri masjid (tempatnya kaum santri = kauman).
Kampung ini memiliki sebuah jalan utama yang sekarang dina-
makan Jalan Kauman, membentang arah utara-selatan mulai dari
belakang Mesjid Besar Semarang hingga pertemuan dengan Jalan
Pecinan (sekarang Jalan Kranggan).

"Kampung Kauman terletak dibelakang
Mesjid Besar Semarang, semula
merupakan permukiman para ulama dan
santri masjid."

Nama-nama kampung Kauman sangat unik dan memiliki nilai
sejarah panjang, seperti Kampung Krendo (tempat menyimpan
keranda jenazah), Kampung Pompa (dimana terdapat pompa
pemadam kebakaran), Kampung Getekan (dulu sering banjir se-
hingga sering menggunakan getek sebagai alat transportasi), Kam-
pung Glondong (dulu terdapat pedagang kayu gelondongan),
Kampung Butulan (karena kampung ini buntu) dan Kampung
Kabupaten (karena merupakan jalan tembus ke dalem Kabupaten
(Kanjengan).

Semarang juga kaya dengan Pusaka Budaya Tak Ragawi. Warak
Ngendog merupakan maskot tradisi Dugderan, bentuknya unik,
yakni berupa hewan rekaan berbadan seperti kuda, berkepala me-
nyerupai naga dengan kulit keriting. Di bagian tubuh belakang-

menancap sebatang lidi untuk menyangga telor itik yang menjadi
endog-nya.

Tradisi Dugder Pasar Malam menjelang Ramadhan yang telah
berlangsung sejak pemerintahan Bupati Kyai Raden Mas Tumeng-
gung (KRMT) Purbaningrat tahun 1811 untuk menyeragamkan
awal Ramadhan dengan membunyikan bedug dan meriam. Bunyi
‘dug’ pada bedug dan “der’ pada meriam itulah yang menjadi
pertanda dimulainya bulan Ramadhan. Selain itu setiap tanggal
10 syawal secara teratur diadakan Haul Kiai Saleh Darat di Kom-
plek Pemakaman Umum Bergota, demikian pula upacara besar
Klenteng Tay Kak Sie. Keaneka-ragaman kuliner juga menjadi ciri
khas Semarang seperti lumpia, bandeng presto, pia, dan wingko

babat.

MENCEGAH PUDARNYA PUSAKA
SEMARANG

Semarang dengan kekayaan budaya ragawi dan tak ragawi
ratusan tahun terseburt tentu telah membangun karakeer kota
yang kuat. Namun sayang sekali kini Semarang mulai kehilangan
karakternya, kehilangan kepribadiannya, kehilangan api, bahkan
kehilangan collective memory yang merupakan bahan pelajaran
yang sangat berharga. Seperti kota lain, Semarang seakan tumbuh
tanpa sadar sekedar mengikuti “kebetulan” ranpa sengaja, meng-
abaikan alur sejarah yang telah dijalaninya. Dalam arus globalisasi
yang sedang melanda, Semarang seakan hanyut dalam keseragam-
an, sekedar tumbuh seperti yang lain, tanpa identitas yang akrab
dan melekart pada masyarak;lmya. Mcskipun demikian, pclesm-
rian sejarah saja tidaklah cukup. Diperlukan pengayaan jangka
panjang untuk berbagai kepentingan ckonomi, pendidikan dan
penelitian. Sebuah pekerjaan besar untuk mewujudkan Semarang
sebagai kota pelestari peradaban (world heritage city).

UNESCO sangart prihatin dengan kerusakan dan pembiaran
pusaka seperti ini. Di tahun 1976, UNESCO mengeluarkan
Nairobi Recommendation agar pemerintah mendata-ulang wilayah
bersejarah seperti dara sosial-ckonomi, termasuk data arsitekrur.,
Pemerintah juga direkomendasikan menyusun rencana yang
memadai dalam menyelamackan aset-aser pusaka yang ada,
menjaring dana masyarakat, dan melibatkan sebanyak mungkin
peran ma.s}"&r'dkﬂt st'[c‘n'lp:it. N'JITIU." up:lya pt’.‘nyC'amatan nlasih
berjalan jauh lebih lambat dibanding kehancurannya.

Pada tahun 1987, lahitlah Washington Charter for the Conserva-
tion of Historic Towns and Urban Areas. Piagam ini menyatakan
bahwa rencana pelestarian harus ditujukan pada semua aspek
seperti sejarah, sosiologi, ckonomi dan arsitektur dalam suatu
rencana yang harmonis. Pengembangan ke depannya pun harus
sesuai dengan karakternya sebagai Kota Pusaka. Meskipun
demikian, perubahan sosial-ekonomi yang terjadi tidak kunjung
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menyelamatkan dan semakin menghilangkan keaslian dan integri-

tas kota-kota bersejarah,

Piagam Washington (Washington
Charter) ini menyatakan bahwa rencana
pelestarian harus ditujukan pada semua

aspek seperti sejarah, sosiologi, ekonomi
dan arsitektur dalam suatu rencana yang
harmonis.

Maka, pada tahun 2005, muncullah Vienna Memorandum on

World Heritage and Contemporary Architecture untuk mengelola

b4
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lanskap kota bersejarah. Disini proses perencanaan Kota Pusaka
memerlukan keseimbangan antara kesempatan dan resiko yang
mungkin muncul, arsitektur kontemporer harus melengkapi nilai-
nilai historis Kota Pusaka dan pengembangan ckonomi harus
terikat dengan pelestarian pusaka jangka panjang. UNESCO pun
memberikan kisi-kisi agar pemerintah setempat untuk:

* melakukan survai dan pemetaan komprehensif seluruh
asset pusaka (ragawi dan non ragawi) termasuk pemetaan
komunitas dengan kekayaan tradisi yang mereka miliki,

* menyusun konsesus semua pihak melalui pendekatan pe-
rencanaan partisipatif untuk menerapkan secara bersama-
sama nilai-nilai pusaka yang perlu dijaga dan dilestarikan
untuk generasi mendatang,

* menginventarisir kemungkinan terjadinya kerusakan
karena beban perkembangan sosial-ekonomi termasuk
kerusakan karena perubahan iklim atau bencana alam,

* menyusun Rencana Aksi Kota Pusaka yang menggabung-
kan kepentingan pertumbuhan sosial ekonomi kota dan
kepentingan pelestarian aset pusaka di masa darang,

* membangun kemitraan yang tepat dengan semua pihak
yang berkepentingan, seperti pemerintah, pemerintah
provinsi, pemerintah kota, komunitas pusaka, akademisi
dan dunia usaha,

Persyaratan UNESCO tersebut kini sedang dilaksanakan Pe-
merintah Kota Semarang melalui Program Penataan dan Pelestari-
an Kota Pusaka. Program ini diprakarsai oleh Direktorat Jenderal
Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umun, yang bekerja
sama dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, dalam kerangka
mengisi dan mengoperasionalkan Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Semarang 2011-
2031.

Pemerintah Kota Semarang juga telah merintis kerjasama de-
ngan komunitas pusaka, OEN’S Semarang Foundation dan Uni-
versitas Katolik Soegijapranata Semarang dan terus berkomitmen
mengawinkan potensi masa lalu. Landmark yang unik serta nafas
tradisi tetap dipertahankan menjadi ruhnya, kemudian ditrans-
formasikan di era kekinian dalam suatu sustainable urban heritage
development, dengan sasaran menjadikan Semarang sebagai World
Heritage City Tahun 2020. m
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Penulis: Anita Syafitri Arif, relawan FORKIM Jakarta

Sebelum lebih jauh dengan Kampung Susun, perlu kita kem-
bali mundur ke asal-usul kampung kota, dan meninjau persoalan-
persoalan umum kampung kota sekarang ini. Salah satu perso-
alan yang paling sering dikaitkan dengan kampung kota adalah
persoalan kumuh, Bahkan kampung dan kumubh sering sekali
digandengkan, seolah-olah merupakan kara majemuk. Padahal
kampung adalah suaru bentuk permukiman yang mempunyai
banyak nilai-nilai historis, sosial budaya yang jauh lebih bernilai
daripada sekadar kekumuhan yang dicitrakannya.

e gea¥ ¥

_Tranportasi air
Ruang Terbuka Hijau Banijir Kanal Baral
Unit Bank Sampah
Jl,lnspeksi Sedimen

1 | _u'
Lubang Biopori
Saluran Vertical

KAMPUNG SUSUN KHAS
MEGAPOLITAN JAKARTA

Adalah ranggungjawab kita bersama membangun kemampuan
beradaprasi dengan tantangan perubahan di zaman sekarang dan
akan dartang bagi generasi saat ini dan akan datang dengan terap
berpegang pada prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia. Hal ini
justru demi mempertahankan eksistensi warisan sosial budaya,
warisan sosial ekonomi dan warisan lingkungan hidup negeri
tercinta.

KAMPUNG KOTA JAKARTA
Sejak dahulu kala, Jakarta adalah kota pendatang yang menarik
banyak migran dari berbagai daerah asal. Dalam jejak sejarah pun
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tidak ditemukan etnis asli Betawi. Karena yang discbut sebagai
etnis Betawi sekarang ini pada awalnya adalah kaum migran dari
Jawa Barat dan daerah lainnya, termasuk dari negeri Arab dan
China yang membentuk suatu komunitas, hidup dalam suaru
kerukunan. Pendatang-pendatang ini membentuk komunitas di
Sunda Kelapa, Rawabelong, Kemayoran, Setu Babakan, Con-

det dan lain-lain. Mereka menyebut tempat komunitas mereka
sebagai kampung. Komunitas-komunitas ini berkembang dan
membentuk komunitas lainnya di daerah lain dalam wilayah
administrasi Batavia dulu.

Pengakuan terhadap adanya orang Betawi sebagai kelompok
etnis dan satuan sosial dan politik dalam lingkup yang lebih luas
yakni Hindia Belanda, baru muncul pada tahun 1923. Saat itu
Mohammad Husni Thamrin (pejuang rakyat, blasteran dari ayah
Belanda dan ibu Betawi), tokoh masyarakat dari salah satu komu-
nitas ini mendirikan Perkoempoelan Kaoem Betawi. Baru pada
waktu itu pula segenap orang Betawi sadar mercka adalah sebuah
golongan, yakni golongan orang Betawi. Jakarta dibanjiri imigran
dari seluruh Indonesia setelah kemerdekaan, sehingga orang Be-
tawi — dalam arti apapun juga - tinggal sebagai minoritas.

Jadi menurut asal-usulnya, Kampung Kota Jakarta adalah
suatu permukiman kepadatan tinggi yang menjadi tampungan
para migran dari desa atau daerah lain, yang mencari hidup di
ibukota. Ini ditandai dengan penggunaan ruang atau tata ruang
yang pada umumnya tanpa perencanaan, baik informal ataupun
semi informal yang bertapak di atas lahan horizontal. Warga
berstatus ekonomi dan status sosialnya beragam, namun rara-
rata masuk dalam kelompok MBR (masyarakat berpendapatan
rendah).

Tingkat privasi di lingkungan kampung kota lebih rendah
daripada di lingkungan kompleks perumahan atau real estate atau-
pun di apartemen. Namun di sisi lain kehidupan bermasyarakat
di lingkungan kampung memiliki kelebihan berupa modal sosial
yang lebih tinggi. Beberapa kampung kota masih mempertahan-
kan budaya gotong royong.

Secara administratif kampung lebih dimaknai scbagai satuan
wilayah yang disebut RK (Rukun Kampung) yang terdiri dari
beberapa RT (Rukun Tetangga). Lalu kemudian, RK digand
menjadi RW (Rukun Warga). Sekarang ini, sepertinya ada tren
untuk menyebut RW ini sebagai kawasan, mungkin terikut de-
ngan judul UU RI ne. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman. Padahal, kawasan tidak harus dibatasi
oleh batas administrasi wilayah, karena bisa juga suatu kawasan
disebut kawasan karena kesamaan karakter, fungsi, atau kondisi
geografisnya. Contohnya adalah kawasan bantaran kanal, kawasan

bantaran rel, kawasan pasar ikan, kawasan rr.clayaﬂ, dsb.
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MENGAPA BANYAK KAMPUNG
MENJADI KUMUH ?

Ada banyak faktor yang menyebabkan suatu kampung menjadi

kumuh, antara lain:

* Karena penataan ruang dan bangunan tidak terencana,
maka peningkatan kebutuhan ruang sejalan dengan me-
ningkatnya populasi berkembang tanpa mempertimbang-
kan aspek keschatan. Contohnya, bukaan untuk peng-
hawaan dan pencahayaan kurang dan letak septik tank
yang berdckatan dengan sumber air tetangga. Kampung
semacam ini berkembang menjadi sckumpulan bangunan
semi-permancn yang saling berhimpitan, padat dan sem-
rawut. Inilah yang diistilahkan dengan kumub-padat atau
kupat.

* Karena rendahnya kesadaran warga dalam menjaga
kebersihan lingkungan. Ruang-ruang publik dan ruang-
ruang komunal, apakah itu gang beserta salurannya,
jembatan, atau lapangan olahraga dianggap sebagai bukan
tanggungjawab seseorang untuk menjaga kebersihannya.
Tentunya tidak ada petugas cleaning service seperti di kom-
pleks perumahan.

* Karena pada umumnya warga adalah MBR dan miskin,
maka alokasi dana untuk perbaikan dan penyehatan
rumah bukan menjadi prioritas utama. Aspek ini menjadi
prioritas kesekian setelah kebutuhan pokok, seperti makan
dan komunikasi. Ini yang diistilahkan sebagai kumub-

miskin atau kumis.

* Karena status lahannya yang tidak jelas dan tidak adanya

jaminan keamanan bermukim yang diketahui pasti jen-
jang wakrunya. Hal ini terutama pada kampung yang ter-
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letak di lahan negara (pemda), lahan milik BUMN (lahan
PT. KAI, PT. PELNI, dsb), lahan milik departemen atau
lembaga resmi, lahan milik swasta yang belum dimanfaat-
kan, ataupun lahan sengketa yang belum jelas pemiliknya.
Daripada berisiko digusur suatu waktu, maka warga lebih
memilih mengalokasikan dana untuk barang-barang in-
vestasi (beli emas dan/atau kirim uang ke keluarga di desa
asal), fasilitas komunikasi (telpon genggam, internet) dan
barang-barang konsumtif hiburan (TV set, DVD p[a)rcr}.
Ada juga faktor kampung menjadi kumuh, karena dipadati
oleh para penduduk atau warga musiman yang memerlukan tem-
pat tinggal murah dan dekat dari tempat kerja. Warga musiman
ini tinggal dan hidup di kampung dengan perhatian yang minim
bagi lingkungannya. Waktu mercka banyak tercurahkan untuk
bekerja mengumpulkan uang schanyak-banyaknya bagi keluarga
di desa asal. Di sanalah mercka memiliki rumah yang layak dan
cukup bagus. Ini yang diistilahkan dengan kumuh-nikmat aau

kumat.

VARIABEL KUMUH VERSI DPGP/BPS
DKI

Untuk menentukan kekumuhan suatu kawasan, Dinas Peru-
mahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI telah menyusun varia-
bel penilaian. Ada 10 (sepuluh) variabel kumuh yang ditetapkan
dan menjadi acuan pendartaan oleh Badan Pusar Statistik (BPS)
pada 2008, yairu:

* Kepadatan Penduduk
Tata Letak Bangunan
Keadaan Konstruksi Bangunan Tempat Tinggal
Ventilasi Perumahan
Kepadatan Bangunan
= Kondisi Jalan
* Drainase dan Saluran Air
* Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih
* Pembuangan Limbah Manusia
= Pengolahan Sampah

METODE PENGHITUNGAN SKOR RW
KUMUH UNTUK DATA RW KUMUH 2011
Ada 11 variabel yang digunakan dalam pendataan BPS 2011,
yaitu sebagai berikut:
* Kepadatan penduduk
Kondisi kumub: apabila kepadatan penduduk di atas rata-
rata kepadatan penduduk di 100 RT sampel yaitu 1700
jiwa per ha.
* Tata bangunan
Kondisi kumuh: apabila penataan bangunan kurang teratur.
Tara bangunan dalam RW dinyatakan kumuh apabila
sebanyak 37,5 persen RT berkondisi kumuh dilihat dari
variabel ini.
* Konstruksi bangunan
Kondisi kumub: apabila persentase bangunan dengan
kondisi buruk di atas rata-rata persentase bangunan kondisi
buruk di 100 RT sampel yaitu 8 persen.
¢ Ventilasi bangunan
Kondisi kumub: apabila persentase ventilasi bangunan
kondisi buruk di atas rara-rata persentase ventilasi bangunan
kondisi buruk di 100 RT sa_mpcl yaitu 8,69 persen.
* Kepadatan bangunan
Kondisi kumub: apabila kepadatan bangunan di atas rata-
rata kepadatan bangunan di 100 RT sampel yaitu 354
bangunan per ha (Rata-rata+1/2 sd).
* Kondisi jalan
Kondisi kumub: apabila permukaan jalan bukan dari aspal/
beton, atau permukaan jalan dari aspal/beton namun dalam
kondisi rusak. Kondisi jalan dalam RW dinyatakan kumuh
apabila sebanyak 34,38 persen RT berkondisi kumuh dili-
hat dari variabel ini.
¢ Drainase
Kondisi kumub: apabila saluran air menggenang atau tidak
ada saluran air. Drainase dalam RW dinyatakan kumuh apa-
bila sebanyak 18,75 persen RT berkondisi kumuh dilihat
dari variabel ini.
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* Jamban
Kondisi kumuh: apabila persentase jamban buruk (jamban
umum dan tidak punya jamban) di atas rata-rata persentase
jamban buruk di 100 RT sampel yaitu 5,09 persen.

* Frekuensi pengambilan sampah
Kondisi kumub: apabila frekuensi pengambilan sampah
dilakukan lebih dari 3 hari hingga sekali dalam seminggu.
Frekuensi sampah dalam RW dinyatakan kumuh apabila
sebanyak 12,50 persen RT berkondisi kumuh dilihat dari
vartabel ini.

+ Cara membuang sampah
Kondist kwmuh: apabila cara membuang sampah yang
dilakukan masyarakat selain dari dibuang ke bak sampah/
diambil petugas, Cara menbuang sampah dalam RW din-
vatakan kumuh apabila sebanyak 13,54 persen RT berkon-
disi kumuh dilihat dari variabel ini.

* Penerangan jalan umum
Kondisi kumuf: apabila tidak ada penerangan jalan umum.
Penerangan jalan umum dalam RW dinyatakan kumuh
apabila sebanyak 26,04 persen berkondisi kumuh dilihat
dari variabel ini.

DEFINISI DAN VARIABEL KUMUH

Jika kita kaji lebih dalam, maka tidak semua variabel ku-
mubh versi Dinas Perumahan dan BPS ini bisa menjadi variabel
kekumuhan suaru wilayah RW atau kampung atau kawasan.
Kepadatan penduduk bukanlah variabel kumuh, karena kepadatan
flat dan apartemen bisa lebih tinggi tapi pada umumnya ridak
kumuh. Kondisi jalan seharusnya tidak bisa ditentukan dengan
pengerasan aspal arau beton, bukankah bahan ini justru kurang
ramah lingkungan? Penggunaan paving block untuk jalan ling-
kungan bisa lebih baik, karena masih bisa meneruskan peresapan
air hujan ke tanah. Variabel tentang air bersih malah dihilangkan,
seharusnya ada variabel ketersediaan air bersih atau pemenuban
kebutuhan air bersih. Variabel 9 dan variabel 10 seharusnya bisa
digabung menjadi variabel pengelolaan sampah. Dan terakhir perlu
juga ada variabel tentang ruang terbuka hijau (RTH) yang bisa
sekaligus sebagai fasilitas taman pemakaman di setiap RW.

Dehnisi yang disepakati dalam UN Habirar, suatu rumah
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tangga disebut kumuh (slum household) merujuk pada kesepakat-
an kota-kota sedunia tahun 2007:

UN-HABITAT defines a slum household as a group of individuals
living under the same roof in an urban area who lack one or more of
the following:

*  Durable housing of a permanent nature that protects against

extreme climate conditions.

* Sufficient living space which means not more than three

people sharing the same room.

*  Easy access to safe water in sufficient amounts at an affordable

price.

* Access to adequate sanitation in the form of a private or pub-

lic toilet shared by a reasonable number of peaple.

* Security of tenure that prevents forced evictions.

Dari butir-butir definisi rumah tangga kumuh ini tinggal
ditegaskan menurut lokal kot Indonesia, dan ditambahkan
untuk skala permukiman dalam konteks pembangunan kota yang
berkelanjutan, yaitu pemenuhan standar minimal untuk:

* Ventilasi dan pencahayaan ruang.

* Sistem sanitasi lingkungan (adanya tangki septik komunal

atau instalasi pengolahan air limbah komunal).

* Sistem keamanan dari bahaya kebakaran.

*+ Sistem pengelolaan sampah.

* Kondisi jalan lingkungan (kering tapi tidak kedap air, ada
saluran pembuangan air bekas/kotor dari rumah tangga,
ada lampu penerangan jalan).

* Adanya ruang komunal sebagai fasilitas sosial-budaya (ru-
ang serba guna, ruang PAUD, ruang perpustakaan, ruang
majalah dinding).

* Adanya ruang komunal sebagai fasilitas sosial-ekonomi
(warung serba ada, koperasi warga).

* Ada ruang komunal sebagai fasilitas lingkungan/ekologis
(ruang terbuka hijau dan taman pemakaman umum).

Pada kenyataannya, DKI Jakarta melayani kegiatan dan dor-
mitori penduduk dalam skala megapolitan Jakarta, yakni Jabode-
tabekrajur, bahkan lebih (banyak juga penduduk musiman dari
luar Jawa, bahkan dari luar negeri). Maka disusun dan diusulkan
kepada Pemda DKI Jakarta variabel kumuh yang menjadi pegan-
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gan untuk memasukkan suatu kampung/wilayah RW/kawasan
dalam daftar RW Kumuh, untuk memulihkannya dan untuk
memeliharanya.

Variabel kumuh perlu disusun dengan nilai-nilai yang bisa
menjamin suatu permukiman (suatu kampung/wilayah RW/
kawasan) yang terbebas dari kumuh untuk tidak kembali kumuh.
Nilai-nilai ini diharapkan bisa menjadikan Kampung Kota yang
berkelanjutan secara sosial-budaya, sosial-ekonomi, dan ekologis.

EVALUASI PRESTASI PEMDA DKI
JAKARTA 2008 SD 2012 DALAM
PENANGANAN KAWASAN KUMUH

Menurut BPS pada tahun 2008 tercatat sejumlah 415 RW
kumuh di Jakarta. Selama masa pemerintahan Fauzi Bowo, hanya
109 RW yang mampu berubah menjadi tidak kumuh dan ada 86
RW kumuh baru. Jadi hanya 23 RW menjadi tidak kumuh dalam
wakru 4 tahun, Pada tahun 2012 hampir tidak ada perubahan
karena peralihan kepemimpinan.

STUDI KASUS:

Pertanyaan penting yang mengemuka adalah apakah Pemerin-
tah Jakarta Baru (Jokowi-Ahok dan jajaran pemda dan pemkor)
mampu mengubah seluruh 392 RW kumuh menjadi Kampung
Kota yang ekologis berkelanjutan dalam waktu 3 tahun, tanpa
perlu satu pun dari 260 kelurahan dari 42 kecamaran dari 5
kota administratif menjadi kumuh lagi? Jawabannya jelas, tidak
mampu!

Ada beberapa pertanyaan yang lebih penting, mungkinkah
DKI Jakarta berubah menjadi Kota Bebas Kumuh pada 20162
Mungkin saja, bergantung dari beberapa kondisi yang bisa dicip-
takan/dibangun. Kondisi yang dimaksud berdasarkan tiga fakea
kondisi pembangunan perumahan dan permukiman Jakarta saat
ini. Pertama, scjum]ah 80 persen perumahan dibangun dcngan
pendckatan atau pola perumahan swadaya. Kedua, scbagian besar
perumahan swadaya itu bertempat di kampung kota, baik di
lahan legal, semi legal maupun ilegal dalam konteks peraturan
perundangan yang berlaku. Ketiga, lahan kosong di perkotaan
DKI Jakarta semakin minim, sementara jumlah riil populasi

Kampung Tomangpulo di Kelurahan Jatipulo RW 05 dan RW 06, Kecamatan Palmerah,

Jakarta Barat

Sejak 2007, pendekatan pembangunan partisipatif sudah
mulai disosialisasikan dan dilaksanakan di kampung ini. Pola
atau pendekatan pembangunan ini dipicu dan dipacu dengan
adanya PNPM Mandiri Perkotaan, dengan fasilitator kelurahan
(faskel) yang mendampingi warga untuk membentuk suatu
badan atau lembaga keswadayaan secara bottom-up bernama
BKM Jatipulo Mandiri.

BKM-JM beranggotakan warga yang peduli dan secara su-
karela menggerakkan warga untuk berdaya bersama. Aksi per-
tama mereka adalah survei swadaya untuk membuat basis data
dan mengidentifikasi masalah paling mendesak dan dilanjutkan
pemetaan swadaya. Kemudian dibuatlah peta program pem-
bangunan sebagal acuan untuk membuat usulan RPJMN. Peta
ini sekaligus mengendalikan implementasi agar tidak tumpang
tindih dengan program lain dengan lembaga lainnya.

Salah satu kegiatan yang cukup berhasil dengan pola partisi-
patif, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaannya
adalah pembangunan MCK dengan tangki septik komunal yang
sekaligus berfungsi sebagai IPAL (instalasi pengolah air limbah).
Proyek pembangunan MCK dan IPAL komunal ini cukup berha-
sil, dengan biaya yang sangat minim. Warga bergotong-royong
melaksanakan dan menyelesaikan serta kemudian mengope-
rasikan dan memelihara MCK komunal tersebut. Kegiatan ini

berlangsung pada siklus pemberdayaan pertama.

Pada siklus pemberdayaan kedua, warga melihat topografi
IPAL lebih tinggi dibanding posisi tapak rumah-rumah di ling-
kungan tersebut. IPAL hanya bisa berfungsi untuk jamban-jam-
ban di MCK komunal dan beberapa jamban rumah tangga yang
posisi tapaknya sama atau lebih tinggi daripada IPAL komunal
tersebut. Sementara itu untuk membuat tangki septik di setiap
rumah tidak mungkin karena lahan setiap rumah sangat kecil
dan rapat antar tetangga. Permasalahan ini disampaikan kepada
TPP RW 06, yang salah satunya anggotanya Bang Astaja.

Bang Astaja yang berlatar belakang pendidikan teknik sipil
ini banyak membantu warganya merancang rumah agar ti-
dak terlalu mengganggu tetangga sekitar dan Jalan di depan
rumah. Terlontarlah gagasan menata kemball seluruh rumah di
lingkungan itu agar sekaligus bisa memperbaiki sistem sanitasi
lingkungan, membangun sistem daur air untuk menjawab dua
persoalan lain: banjir/genangan air di musim hujan dan krisis air
bersih di musim kemarau.

Upaya ini terbentur oleh peraturan tata ruang dalam LRK
(lembar rencana kota). Jika harus membangun permanen de-
ngan izin resmi, mereka harus mundur beberapa meter karena
adanya peruntukan jalur hijau di bawah SUTET. Dari musya-
warah, terbentuklah KSM Perumahan yang fokus menjalankan
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semakin bertambah.

Maka jawaban pertanyaan maha penting itupun sangat bergan-

tung pada tiga kondisi, yaitu jika:

ini disebut sebagai Pembangunan Perumahan Bertumpu
Pada Kelompok, atau Community Based Housing Devel-

* Perubahan pendekatan penanganan kumuh, dari pola
top-down dan project-oriented ke pendekatan partisipatif,
mensinergikan pola top-down dan pola bottom-up. De-
ngan pola ini semua pemangku kepentingan ikut peduli
dan berpartisipasi dalam menangani kekumuhan maupun
menjaga setiap wilayah RW atau kampung untuk tidak
kembali kumuh. Semua pihak menjaga agar lingkungan-
nya tetap ckologis berkelanjutan dengan gaya hidup hijau.

* Variabel kumuh perlu direvisi agar penilaian terhadap
kumuh/tidak kumuh bisa diukur dalam paradigma pem-
bangunan berkelanjutan.

* Pengembangan permukiman yang mengakomodasi model
hunian atau perumahan yang sesuai dengan keburuhan
masyarakat pada umumnya, yaitu sesuai dengan aspek
sosial, budaya dan ckonomi setiap komunitas, pendekatan

proses perencanaan partisipatif, termasuk negosiasi dengan pe-
merintah. KSM Karya Bakti |l pada Agustus 2010, yang berang-
gotakan antara lain Bang Aceng, Mba Yanti, Mpok Mimien, Bang
Heri. Pada siklus kedua pemberdayaan ini, warga sudah dilatih
melakukan chanelling program, yaitu menawarkan hubungan
kerjasama dengan lembaga atau organisasi lain dalam rangka
mewujudkan rencana pembangunan.

Selain mendapatkan kesediaan beberapa korporat untuk
menyalurkan dana CSR-nya bagi peremajaan kampung, ada
juga lembaga perguruan tingai yang sudah berpartisipasi
dalam proses peremajaan kampung di RT. 016 RW 06 Kampung
Tomangpulo, Kel, Jatipulo ini. Adalah Prof. Triatne Yudo Harjoko

yang lebih akrab dipanggil Prof. Gotty yang pernah berperan ak-

tif dalam proses perencanaan partisipatif ini. Beliau menyatakan
bahwa untuk mengubah kondisi Jakarta yang diwarnai oleh
banyak kampung kumuh, perlu melakukan urban accupuncture
atau micro surgery (bedah mikro) pada kampung-kampung
strategis. Kegiatan itu memerlukan solusi antara berupa tempat
penampungan sementara bagi warga yang juga tetap berperan
dalam proses peremajaan kampungnya.

Prof Gotty memberikan pelatihan Portable Architecture ke-
pada KSM Karya Bakti Il dan warga sekitar. Ini adalah persiapan
jika pada saatnya nanti peremajaan kampung dengan mem-
bangun rumah susun atau kampung susun bisa dilaksanakan.
Bersamaan dengan proses sosialisasi dan pelatihan tersebut,
secara berkala Pendamping dan BKM menerbitkan media lokal.
Media ini dimaksudkan sebagai sarana komunikasi (penyebaran
informasi) baik antar warga komunitas kampung, maupun antar
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opment, atau Community Driven Housing Dwelopmem,
dengan pemberdayaan di tingkat komunitas dan suasana
pembangunan yang kondusif, dimana pemda/pemkot
berfungsi sebagai pemampu (enabler), penyedia pelayanan
umum (public service provider), dan sebagai fasilitator.

Dari pengertian kampung kota yang berkembang sesuai tan-
tangan perubahan, definisi dan variabel kumuh/tidak kumuh,
fakra-fakta kondisi pembangunan perumahan (di Jakarta saat ini),
dan butir-butir kondisi, maka perubahan Jakarta menjadi Kota
Bebas Kumuh pada 2016 menjadi mungkin jika ketiga kondisi
diatas dipenuhi. Adapun model permukiman yang paling sesuai
bagi pada umumnya warga (menengah ke bawah) untuk ketiga
kondisi di atas adalah Kampung Susun, atau Kampung, Deret
Numpuk untuk area bantaran kali dan bantaran rel kerera, m
Sumber-sumber: Dokumentasi Media SWARA WARGA, Media Jurnal Perkim, Skesa Cartoon Sri Probo
Sudarmo, Portal Pemprov DKI, Ensiklopedi Tokoh Indonesia, dan sumber-sumber lain melalui pencarian
dengan Google

pelaku dan pemeduli serta pemerhati permukiman MBR.

Wujud permukiman ditentukan melalui proses perencanaan
partisipatif. Setiap warga diajak menggali impian bersama dan
aspirasi tentang kampung impian. Caranya melalui pendekatan
persuasif, komunikasi efektif berupa rembug kelompok besar,
obrol-obrol kelompok kecil, permainan simulasi tata ruang, dan
menggambar bersama. Dari proses tersebut didapatkan gamba-
ran model hunian yang cocok bagi sebagian besar warga Kam-
pung Jatipulo dan juga sesuai dengan kemampuan beradaptasi
dengan masalah kelangkaan lahan, pembiayaan pembangunan
dan pembiayaan pemeliharaan serta isu-isu lingkungan yang
sedang terancam global warming dan perubahan iklim.

Desain pra-rencana Kampung Susun hasil sintesa aspirasi
warga sudah pernah dipaparkan di ruang rapat Sudin Peru-
mahan Jakarta Barat pada tanggal 26 Oktober 2012, Walaupun
belum semua warga setuju dengan peremajaan dan pemba-
ngunan kampung, sudah ada keinginan kuat dan dukungan
dari banyak warga, baik anggota KSM Karya Bakti, warga sesama
RW fokus PNPM Mandiri. Bahkan Gubernur Jokowi mendukung
pembangunan rumah susun sebagai solusi atas permasalahan
kampung kumuh, menggunakan pendekatan parisipatif dengan
warga sebagai pelaku utama.

Semoga dengan proses yang benar (community-based partici-
patory planning housing development), Kampung Susun Jatipulo
bisa menjadi salah satu model yang tepat bagi Megapolitan Ja-
karta menghadapi tantangan perubahan di masa sekarang dan
beberapa dekade berikutnya .
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StD
TTRIETTD

Tulisan ini adalah rang&uman diskusi dalam milis sud _ﬁrncm@
yahoogroups.com

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan rakyart yang
vital. Perjuangan untuk mendorong terwujudnya perumahan/
permukiman yang layak bagi seluruh warga negara sudah berjalan
bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, tetapi belum sepenuh-
nya mencapai hasil yang diharapkan. Banyak yang sudah bekerja
keras, banyak yang sudah menyampaikan masukan positif, terapi
belum banyak yang bisa masuk ke mainstream pembangunan
perumahan.

Banyak pihak dari berbagai lembaga dalam pemerintahan,
kampus, dan organisasi masyarakat yang prihatin dan mencoba
mencari jalan keluar dari kegelapan ini. Sayangnya potensi ini
belum terbangun menjadi kekuatan yang efektif karena terpisah

GOTONG-ROYONG
MEMBANGUN RUMAH
SEDERHANA

oleh sekat-sekat birokrasi, ketiadaan kebijakan yang mendu-
kung, dan ketiadaan semangar yang terus mengobarkan gerakan
bersama.

Sementara itu, Perumnas sebagai badan pemerintah yang
bertugas menyediakan perumahan bagi rakyat, terasa dikerdilkan
fungsinya akibar dua hal. Pertama, adanya konflik kepentingan
dan fungsi dengan Kemenpera dan yang kedua adalah masalah
internal dalam Perumnas sendiri pada tiga tingkatan: manajemen,
dewan pengawas, dan Kementerian BUMN.

MASALAH PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembiayaan perumahan di tanah air memang sejak lama
didominasi oleh berbagai bentuk rekayasa finansial (financial en-
gineering), seperti halnya subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
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Melalui sistem pembiayaan subsidi tidak langsung, subsidi negara Pembiayaan perumahan rakyart tidak selalu dapat disamakan
diberikan kepada bank dan kemudian bank membayarkan kepada ~ dengan pembiayaan properti maupun pembiayaan konsumtif
para pengembang sebagai pembelian rumah bersubsidi. Anggar- lainnya. Berbeda dengan rekayasa finansial dalam pembiayaan
an negara kemudian dikembangkan dalam bentuk subsidi uang properti yang bertujuan untuk memperlancar perputaran bisnis
muka, subsidi selisih bunga, bantuan likuiditas, dan sebagainya. properti, pembiayaan perumahan rakyat bertujuan membuat
Masalahnya, meskipun tampak seperti program yang berkelanjut-  kelompok prioritas mampu memenuhi kebutuhan papannya.
an, skema ini tidak pernah menghasilkan sistem pembiayaan yang  Dengan mengacu pada arah kebijakan perumahan rakyat, oto-

semakin rerpupuk dan melembaga karena selalu bertumpu pada ritas fiskal mengalokasikan dana untuk membangun sistem dan
kucuran anggaran dari negara setiap tahunnya. memupuk dana, dan bukan hanya untuk langsung membiayai
Selain tidak melembaga, rekayasa pembiayaan subsidi KPR pinjaman perumahan.

kurang tepat pula jika dikatakan sebagai pembiayaan peru-
mahan untuk rakyat. Pertama, karena pihak yang lebih banyak MENGEMBANGKAN SISTEM

mendapatkan manfaat adalah para pebisnis properti perumah- PEMBIAYAAN PERUMAHAN RAKYAT

an. Kedua, karena menggunakan bank umum komersial yang Sebagai langkah awal pengembangan sistem, ada beberapa
meminjamkan uang untuk mendapatkan keuntungan. Sebuah prinsip dan karakter pembiayaan perumahan rakyat yang perlu
bank juga bisa meminjam dari sumber lain untuk dipinjamkan diperhatikan.
lagi, dan biasanya mengasuransikan pinjaman tersebut agar aman Pertama, pembiayaan perumahan rakyat tidak dapat dipi-
dari kegagalan pengembalian. Akibatnya, bank semakin berfokus  sahkan dari pemenuhan perumahan sebagai hak asasi manusia.
pada rekayasa finansial dan semakin jauh dari kebutuhan kelom-  Artinya, sistem pembiayaan tidak boleh jatuh pada sistem yang
pok prioritas perumahan rakyat. Dalam banyak kasus, kelompok  ridak berkeadilan dan tidak memberdayakan keluarga dalam
prioritas justru dipandang sebagai kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sistem pembiayaan perumahan
meminjam ke bank (unbankable). harus dipupuk secara sistematis, memberdayakan dan memberi
Ketiga, dari sisi pembeli rumah, subsidi kredit ini memang kesempatan luas kepada semua kalangan.
membuat harga rumah lebih murah, Namun bisa pula dijadi- Kedua, untuk mengendalikan pengadaan tanah, infrastruk-
kan kesempatan memperbanyak aset properti secara spekularif. tur dan perijinan pemanfaatan ruang yang menjadi komponen

Sedangkan seleksi calon pembeli tidak dijalankan secara tertib.
Sementara itu rumah-rumah yang sudah dibeli tidak bisa ditarik
kembali apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan dalam
proses seleksi pembeli.

Perumahan rakyat dan perumahan komersial adalah dua arena
yang berbeda dan memiliki kecenderungan yang seringkali tidak
sejalan. Sebagai contoh, subsidi bunga melalui fasilitas likuidi-
tas yang dijalankan pemerintah jelas bertolak belakang dengan
rencana Bank Indonesia untuk menerbitkan SBI, karena SBI
akan mendorong kenaikan suku bunga. Bak pepatah, dua arah
kebijakan ini ibarat arang habis besi pun binasa. Karena itu ke-
bijakan fasilitas likuidiras ini harus segera dievaluasi. Namun jika
tetap dipaksakan, ada baiknya Indenesia meniru Amerika Serikar
dengan membentuk tim KPK yang menindak berbagai penyim-
pangan yang diperkirakan akan terjadi.

"Perumahan rakyat dan perumahan
komersial adalah dua arena yang
berbeda dan memiliki kecenderungan
yang seringkali tidak sejalan."
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STUDI KASUS :

PERMASALAHAN DI RUSUNAMI BERSUBSIDI KALIBATA

Di tingkat praktis telah dijalankan sebuah program pengada-
an perumahan melalui pembangunan rumah susun sederhana
milik (rusunami) bersubsidi. Dalam sebuah studi kasus di Rusu-
nami Kalibata, Jakarta yang dilakukan Inne Rifayantina, program
ini ternyata belum tepat sasaran. Banyak golongan menengah
membeli unit rusunami Kalibata tanpa prosedur bersubsidi de-
ngan berbagai tujuan, antara lain:

» Memfasilitasi anak-anaknya supaya dekat ke tempat kerja
dan tempat kuliah (bagi yang lajang maupun pasangan
muda).

« Untuk investasi jangka pendek (2-3 tahun) dan akan dijual
kembali dengan harga jauh lebih tinggi daripada bunga
deposito.

Untuk investasi jangka panjang, agar mendapat penda-
patan pasif pada masa pensiun dengan menyewakan
rusunami tersebut.

Sebelum mendapatkan ijin menghuni pun telah banyak

terbesar pembiayaan perumahan, pemerintah harus mengem-
bangkan moda perumahan umum (public housing) scbagai upaya
pengembangan aset-aset publik. Bentuknya berupa kawasan per-
mukiman yang semakin meningkat nilainya, termasuk aset-aset
kelembagaan untuk pengadaan dan pengelolaannya (institutional
resourees).

Ketiga, karena perumahan adalah hak dasar manusia, maka
investasi perumahan tidak dapat dibiarkan begitu saja bagi semua
kalangan untuk memenuhinya sendiri-sendiri. Saat ini harga
rumah termurah yang ditawarkan pasar perumahan bisa mencapai
5-10 kali lipat dari pendaparan setahun kelompok berpendapatan
rendah dan miskin. Ini hampir mustahil bisa dipenuhi dengan
skema kredit berjangka konvensional.

Keempat, diperlukan sumber dana pinjaman dalam pengada-
an rumah sebagai konsckuensi skema pinjaman berbiaya murah
dan berjangka panjang. Sumber pinjaman berbiaya murah dan
berjangka panjang dapat berbentuk informal seperti arisan. Se-
dangkan sumber pinjaman formal memang sulit diadakan dengan
bertumpu pada pasar keuangan komersial semata (mismatch).
Untuk itu perlu dikembangkan sistem kelembagaannya secara
khusus. Inilah tugas pemerintah yang belum kunjung mewujud
hingga kini, padahal sudah diamanatkan sejak tahun 1972 me-
lalui Kongres Perumahan Nasional.

Kelima, adanya pinjaman untuk memperoleh rumah adalah
hal yang lumrah. Namun pinjaman tersebur harus didasarkan
pada idenrifikasi kapasitas finansial dan pemberdayaan keluarga

pemilik yang menjual kembali dengan harga jauh lebih tinggi,
untuk mendapat keuntungan antara 30-50 juta rupiah. Pihak
pengembang menyatakan, bahwa pengembang tidak mau lagi
melaksanakan pembangunan Rusunami Bersubsidi karena pros-
es pelaksanaan dari pemerintah sangat lambat. Pengembang
berpaling pada kecenderungan pasar, akibatnya harga jual dan
harga sewa rusunami semakin membubung tinggi.

Karena itu perlu dipikirkan bagi para pembuat kebijakan dan
pengambil keputusan, agar pengadaan perumahan rakyat bisa
tepat sasaran, rusunami bersubsidi tidak menjadi komoditas
investasi jangka pendek/panjang. Selain itu pengembang harus
dikendalikan agar tetap mematuhi misi pengadaan perumahan
rakyat dan tak hanya mengikuti peluang kecenderungan pasar.
Penegakan hukum dan sanksi administratif sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 135 & 152 UU no 01/2011 tentang Peru-
mahan & Kawasan Permukiman, haruslah dilaksanakan.

dan kelompok, seperti melalui tabungan dan koperasi peru-
mahan. Tabungan perumahan dapat berupa berbagai cara untuk
mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, membatasi gaya hidup
yang boros, bahkan dapart pula dengan cara menabung bahan
bangunan. Adanya keperluan pinjaman jangka panjang tidak
meniadakan penggalian potensi tabungan perumahan, karena
bagaimanapun rumah adalah manifestasi jati diri penghuninya.
Sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri akan membuat rasa
memiliki dan partisipasi yang tinggi dalam menyelesaikan cicilan
pinjaman.

Bagi pemberi pinjaman, tabungan peminjam dipandang se-
bagai dana pendamping pinjamannya. Namun bagi peminjam,
dana pinjaman itulah yang merupakan dana pendamping hasil
tabungan perumahannya! Kondisi psikologis seperti ini sangat
khas dalam pembiayaan perumahan dan harus dikenali oleh
sistem pembiayaan yang dikembangkan.

RUSUN PARTISIPATIF SEBAGAI SOLUSI

Anita Arif menyorongkan sebuah solusi bagi pengadaan rumah
susun (rusun) partisipatif. Menurutnya, secara prinsip ada dua
kunci utama dalam membangun rusun partisipatif di tanah
negara, yaitu revitalisasi koperasi warga dan kejelasan hak atas
tanah. Kunci pertama bertumpu pada komunitas lokal dan Dinas
Koperasi, sedangkan kunci kedua bertumpu pada BPN.
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"Kunci pertama Rumah Susun
Partisipatif bertumpu pada komunitas
lokal dan Dinas Koperasi, sedangkan

kunci kedua bertumpu pada BPN."

Kekompakan warga bergantung dari pemahaman dan kesepa-
katan semua pemangku kepentingan bahwa biaya pembangunan
rusun partisipatif tidak dibebankan sedikitpun kepada warga alias

gratis. Biaya pembangunan juga tidak dibebankan kepada Pemda.

Jika kompak, warga bisa mendirikan koperasi perumahan yang
sekaligus berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam. Disinilah
peran Dinas Koperasi yang bisa lebih banyak terlibat, mulai dari
membantu segala perizinan pendirian, pelatihan manajemen,
sampai pada pembinaannya.

Di pihak lain, BPN memberi jaminan keamanan bermukim.
Bentuknya bisa land sharing, land consolidation atau sejenisnya.
Prinsipnya, lahan bisa digunakan secara kolektif namun kepemi-
likan ruang (unit rusun) bisa saja dialihkan dari seorang/sekelu-
arga berpenghasilan rendah ke seorang/sckeluarga lainnya dengan
kontrol komunitas (koperasi warga). Jadi, kunci kedua ini juga
bergantung pada kunci pertama.

BAGAIMANA BISA GRATIS?

Untuk mewujudkan pembangunan rusun gratis bagi penghu-

ninya, prinsip-prinsip pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

* Dalam skema ini, ada tiga pihak yang terlibat, yaitu:

— Pihak kesaru: Komunitas diatasnamakan dengan Kope-
rasi Warga,

— Pihak kedua: Bank (Bank DKI, Bank BRI, atau Bank
BTN),

— Pihak ketiga: Pemerintah daerah.

* Ketiga pihak membuat MoU, yang pada intinya Pihak Ke-
satu meminjam sejumlah dana untuk membangun rusun
dari Pihak Kedua dengan jaminan dari Pihak Keriga;

* DPihak Ketiga memiliki dana yang tersimpan di Dispenda,
berupa dana kewajiban para pengembang pembangun
apartemen dan perumahan masyarakat berpenghasilan
menengah dan atas, untuk membangun perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah;

* Pemerintah daerah sebagai regulator dan pelayan publik
menyetorkan sejumlah dana dari pengembang di Dispen-
da ke rekening Koperasi Warga secara berkala. Alternatif
lain adalah mengatur agar pengembang yang sedang mem-
bangun perumahan kelas menengah dan kelas atas lang-
sung mengalokasikan dana untuk perumahan kelas bawah
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ke Koperasi Warga tersebut. Selanjutnya Koperasi Warga
membayar cicilan dana pinjaman pembangunan rusun;

* Ada dana stimulan dari kedeputian perumahan swadaya,
Kemenpera untuk pembangunan baru dalam program
BSPS atau PKP sebesar10 juta rupiah per unit hunian.

* Selain itu ada dana dari PNPM Mandiri Perkotaan untuk
pembangunan fasilitas sosial & fasilitas umum.

* Sumber tambahan lain bisa didapatkan dari korporasi di
bidang pembangunan, misalnya PT. Holcim Indonesia,
Tbk., PT. PHILIPS, PT. SMARTRUSS, dan sebagainya.

* Semua proses pembiayaan harus transparan dan akuntabel.
Karena itu Koperasi Warga harus benar-benar berfungsi,
memegang dan menjalankan prinsip gotong royong.

SOLUSI YANG MEMENANGKAN SEMUA
PIHAK

Semua pihak yang terlibat dalam pengembangan rusun ini
akan mendapat keuntungan atau manfaar. Kurang-lebih, berikut
adalah manfaat dan keuntungan yang akan didapatkan masing-
masing pihak:

* Warga: Mendapat rumah dan lingkungan yang lebih baik
dengan jaminan keamanan bermukim dengan gratis. Se-
lain itu, kemampuan ekonomi warga juga meningkat dan
kehidupan sosial lebih terorganisasi.

* Pemda/Pemkot: Wilayah dan kotanya menjadi tertata
lebih baik, lingkungan alam jadi lebih sehat, memperke-
cil backlog perumahan, mengatasi masalah-masalah yang
selama ini dialami UPT Rusun di DPGP, nilai lahan me-
ningkat schingga penerimaan dari PBB ke Dispenda pun
meningkat.

* Kemenpera: Dapat memenuhi tupoksi dalam penyediaan
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perumahan bagi MBR dalam bentuk stimulan perumahan
swadaya (BSPS dan PKP).

BPN: Peningkatan kinerja akan pelayanan publik, mem-
perjelas dan menguatkan dasar hukum penggunaan lahan-
lahan yang tidak jelas statusnya.

Bank: Mendapatkan nasabah yang kuat dan punya nilai
keberlanjutan (sebagai peminjam, sudah selayaknya Kope-
rasi warga juga menjadi nasabah Bank).

Pengembang: Dapat memenuhi kewajibannya (memba-
ngun perumahan bagi masyarakat bawah senilai 20 persen
pembangunan perumahan menengah dan atas) dengan
lebih mudah, ranpa harus bingung mencari lahan dan
segala perizinan. Selain itu nama pengembang pun bisa
diiklankan di Rusun dan di Koperasi Warga.

Perusahaan Pendukung: Dapat menyalurkan dana CSR
dengan lebih mudah, dan memiliki nilai keberlanjutan
bagi promosi/iklan produk-nya.

Perguruan Tinggi: Dapat membumikan teori, melakukan
penelitian, mempraktekkan/menguji hipotesa, melakukan
pengabdian masyarakat, dan melatih mahasiswa unruk
lebih trampil dan berjiwa enterpreneur sosial.

Relawan Pemerhati (Forkim & SUD-FI): Dapar mem-
bumikan pemikiran hasil diskusi, melakukan pilor sebagai
bahan evaluasi dan penyusunan pedoman peremajaan per-
mukiman yang lebih matang untuk pembangunan selan-
jutnya dan pembangunan berkelanjuran.

sebagai wadah pengelolaan segala sumber daya bersama
untuk kepentingan bersama.

Warga tidak dikenakan biaya pembangunan rusun partisi-
patif beserta fasilitas sosial dan fasilitas umumnya. Namun
koperasi warga bertanggung jawab atas pemeliharaan dan
kelangsungan rusun, fasilitas sosial dan fasilitas umum di
lingkungannya, serta pembayaran PBB.

Cicilan hurang di bank (biaya pembangunan rusun)
dibayar dari berbagai sumber yang telah disebutkan di atas
(Pemda, Kemenpera) serta pemasukan dari unit hunian
sewa di lantai 3 dan 4.

Setiap anggota koperasi warga dikenakan biaya keanggo-
taan, ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan
sukarela. Seriap anggota koperasi berhak meminjam
sejumlah dana dengan aturan-aturan yang disepakati ber-
sama. Pinjaman diutamakan untuk pengembangan usaha
mikro dan kecil.

Koperasi juga mengelola urusan perumahan seperti: iuran
listrik, air, kebersihan, keamanan, dan PBB (Pajak Bumi
dan Bangunan).

Setiap tahun, sebagian keuntungan total koperasi warga
dibagikan kepada semua anggota koperasi, sebagian lagi
tetap disimpan sebagai dana cadangan dan operasional
rusun dan lingkungan.

Prinsip urama dalam menjalankan koperasi ini adanya in-
tegritas, transparansi dan akunrabilitas dari anggorta peng-
Urus Maupun anggota NoN-pengurus.

Koperasi juga berfungsi sebagai wadah pengembangan
UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) setiap ang-
gotanya. Dengan demikian koperasi berfungsi sebagai
wahana peningkatan kesejahteraan bersama,

Apabila skema diaras dapar dilembagakan dan dijalankan,

maka kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan
akan semakin besar dalam mendapackan rumah tinggal yang
layak. Dengan memanfaackan nilai luhur bangsa, gotong-royong,
sebagai prinsipnya, maka pemeratan kesejahteraan dalam bidang
perumahan dapac tercapai. ®

Sumber:
\Allls sud_forum@yahoogroups.com; thread berjudul:

Membenahi Pembiayaan Perumahan Rakyat (2010)
Berita - Optimalkan Perumnas Sebagai PSO Perumahan
(2010)

Rusunami Bersubsidi Sangat Tidak Tepat Sasaran (2011)

Sistem ini mengandung konsep keberlanjutan. Hal-hal penting .
yang membuktikan keberlanjutan sistem ini adalah:
* Proses keberlanjutan dimulai dari hidupnya semangat
gotong royong yang mendasari pendirian koperasi warga,

Gotong Royong Syarat Utama Pembangunan Berkelanjut-
an (2012)
Kontriburor: Anita Arif,M. Jehansyah Siregar,Inne Rifayantina
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Tulisan ini adalah rangkuman diskusi dalam milis sud_forum@
yahoogroups.com

Saar ini telah berkembang teknologi rumah apung (floating
honees). Secara tradisional, beberapa daerah di Indonesia telah me-
miliki konsep rumah apung semacam ini. Konsep rumah apung
sudah cukup efekrif sebagai solusi kawasan yang adaprif terhadap
perubahan iklim, terutama kenaikan muka air laut dan genangan
akibat banjir. Mengingat dua pertiga wilayah Indonesia adalah air,
maka tata ruang air pun perlu diperhitungkan.

Konsep rumah apung ini lebih menarik, karena bisa mengi-
kuti naik turun muka air laur dan banjir. Belanda adalah contoh
negara yang telah mengimplementasikan konsep ini. Versi rumah
apung yang dikembangkan Aguatecture Belanda berupa perahu
kotak dari beton yang difabrikasi di tempar khusus dan dipindah-
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PotensiRrhah Apung:
Mencari Terobosan untuk
Perumahan Rakyat

kan lewat air. Kemudian perahu tersebur diikatkan ke tiang-tiang
yang memungkinkan bangunan bergerak vertikal mengikuti
muka air. Belanda sudah mengembangkan apartemen 80 unit
yang menggunakan konsep apung ini. Sementara itu di Malaysia
konsep rumah apung telah dijual secara komersial.

Rumah apung ini cocok diterapkan di Kalimantan, Sumatera,
dan Panrtura Jakarta. Di sepanjang sungai di Kalimantan dan
Sumatera umumnya terdapat MCK terapung. Tetapi saat ini
jumlahnya berkurang karena berpindah ke daratan. Salah satu
penyebabnya adalah gangguan gelombang yang ditimbulkan
kapal yang hilir mudik. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,
rumah apung sudah mulai ditata dengan dibangunnya pelantar
beton yang menggantikan pelantar kayu di sisi laut. Pelantar ini
yang bisa dilalui oleh sepeda motor atau kendaraan kecil lain.
Dulu ada yang namanya rumah Bandung di Pontianak, semacam
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perahu cukup besar yang digunakan sebagai rumah apung dan
bisa berpindah tempat.

BAGAIMANA MEMBANGUN KAWASAN
RUMAH APUNG

Permukiman tepi air perlu diatur dan diberi ruang supaya
tidak hanya rerjadi pembangunan yang berbasis daratan saja.
Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut atau perairan.
Jadi sudah sepatutnya ada permukiman di atas air yang bisa jadi
percontohan. Tentu saja permukiman ini perlu didukung oleh
teknologi dan fasilitas yang memadai seperti sekolah apung, pus-
kesmas apung, pasar apung, dan lainnya.

"Rumah apung dan rumah tiang di tepi
sungai sudah ada sejak beratus tahun
yang lalu, tetapi peraturan perundangan
masih kurang sigap dan kurang realistik
menanggapinya.”

Pembuatan arahan pembangunan baru di lahan yang kosong

.'9-"_.' S _E S -

tepi sungai tentu berbeda dengan pengaturan pemukiman lama
yang secara historis sudah berada/berkembang di tepi sungai sejak
awal perkembangan sebuah kota. Pemukiman lama sudah ada
bahkan sebelum undang-undang dan berbagai peraturan formal
lainnya diterbitkan. Permukiman tersebut tersebut mengandung
banyak bukti sejarah dan pelajaran kearifan lokal dalam me-
nyikapi perilaku naik-turun air, banjir, dan gelombang, Rumah
apung dan rumah tiang di tepi sungai sudah ada sejak beratus
tahun yang lalu, retapi peraturan perundangan masih kurang
sigap dan kurang realistik menanggapinya. Bahkan peraturan
lingkungan di tepi sungai Mahakam atau Barito yang lebarnya
300 meter sama peraturan yang mengatur tepian sungai Ciliwung
yang sudah menyempit dari 50 meter menjadi 10 meter.

Kawasan sungai merupakan ruang yang dikuasai negara dan
harus diamankan demi kepentingan masyarakat banyak. Sungai
harus dapar berfungsi mengalirkan air dengan lancar supaya tidak
banjir. Karena itu perlu dikembangkan solusi kreatif yang bisa
melayani kebutuhan masyarakat banyak dan perkembangan kota
berkelanjuran. Jika terbelenggu paradigma lama seperri hak ranah,
bisa saja lahan tepian sungai tetap dalam pemilikan dan pengua-
saan pemerintah. Tetapi pemerintah dapat mengizinkan penggu-
naan tertentu yang memenuhi persyaratan teknis.
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STUDI KASUS: KAMPONG AYER, BRUNEI

Kampong Ayer terletak di Bandar Seri Begawan, ibukota Bru-
nei Darussalam. Seluruh bangunan di tempat ini didirikan di
atas Sungai Brunei berupa rumah panggung dan jalur pejalan
dari kayu. Ada lebih dari 30.000 penduduk atau sekitar 10 pers-
en penduduk Brunei yang menghuni Kampong ayer.

Sebenarnya Kampong Ayer terdiri dari 43 desa yang ter-
hubung satu sama lain oleh titian pejalan sepanjang lebih dari
29 km. Ada lebih dari 4,200 bangunan yang terdiri dari rumah,
masjid, restoran, toko, sekolah, dan rumah sakit. Titian sepan-
jang 36 km menghubungkan bangunan-bangunan ini. Kenda-
raan air yang ada adalah perahu boat kayu panjang.

Walaupun dari kejauhan tampak seperti pemukiman ku-mubh,
sesungguhnya pemukiman ini menikmati kenyamanan modern
seperti AC, televisi satelit, akses Internet, saluran air bersih dan
listrik, Wilayah ini mempertahankan warisan arsitektur rumah
kayu dengan interior penuh hiasan, Wilayah ini telah didiami
selama lebih dari 1300 tahun,

Untuk melindungi warisan berharga ini, pemerintah Brunei

Pemerintah tidak perlu memberi sertifikat kepada rumah
apung, tetapi dapat memberikan izin menambar pada lokasi ter-
tentu, sepanjang tidak mengganggu aliran air dengan persyaratan
tertentu, dalam jangjka waktu tertentu, dengan sckaligus menye-
diakan pelayanan air bersih dan air limbah. Besar harapan bahwa
penataan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan dapat
mengembangkan pengaturan yang realistis dan dapar diterapkan
serta secara kreatif memecahkan masalah dan rantangan zaman-
nya.

Prototipe rumah apung untuk masyarakat tradisional di tepian
sungai di tanah air perlu dikembangkan. Tentu banyak hal yang
perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan situasi ekologisnya. Perbedaan kondisi geografis sungai mem-
butuhkan penanganan yang berbeda, sehingga rancangan rumah
apung di Kalimantan mungkin berbeda dengan Jakarra.

"Prototipe rumah apung untuk
masyarakat tradisional di tepian sungai
di tanah air perlu dikembangkan."

Rumah apung bisa diterapkan bila kondisinya sesuai, misalnya
perumahan di waduk yang dijadikan muka di Kota Baru Para-
hyangan, atau di danau buatan di Pantai Indah Kapuk. Namun
untuk menjadikannya sebagai prototipe perumahan rakyar
perkotaan, perlu diperhatikan hal-hal yang telah discbutkan di
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Kam pung Ayer

menyediakan berbagai fasilitas seperti titian, dermaga beton,
saluran air, telepon, listrik, sekolah, kantor polisi, hingga stasiun
pemadam kebakaran.

atas. Kebijakan pengembangan hunian di sisi sungai ini sebaiknya
dibatasi hanya untuk daerah yang memang secara alamiah dan
tradisional sebagian besar berbasis di perairan. Untuk kota-kota
sebagian besar wilayahnya berupa daratan, perlu ada ketentuan
atau persyaratan tambahan. Pada prinsipnya, kebijakan tetap
membatasi reklamasi dan penggunaan bantaran sungai atau sem-
padan pantai untuk budidaya. Dalam kondisi-kondisi tertentu
seperti perluasan infrastrukeur yaitu bandara dan pelabuhan, atau
karena kondisi daratannya tidak memungkinkan untuk perluasan
seperti kota Bengkulu yang dibatasi oleh fisiografi kawasannya,
pembatasan bisa dipertimbangkan kembali.

MASALAH DAN KENDALA: ANTARA

BIROKRASI DAN LAPANGAN

Parahnya permasalahan di bidang birokrasi menyebabkan
semua ide bagus mengalami kemacetan apabila dibawa ke ranah
birokrasi. Akibatnya ide kampung susun, rumah apung, atau
alokasi tanah unrtuk rakyat jelata yang semuanya sejalan dengan
konstitusi UUD 1945, sulit terwujud.

Kondisi ini diperparah dengan sikap birokrasi yang menghin-
dari interaksi dengan kalangan LSM yang tidak mau diatur oleh
sistem birokrasi yang tidak transparan. Padahal, sejak awal refor-
masi prinsip-prinsip tatakelola yang baik sudah disepakati oleh
berbagai tingkatan dan sektor pemerintahan. Kerjasama birokrasi
dengan LSM juga cenderung macet karena cara kerja masing-ma-

sing yang berbeda. Untuk itu diperlukan semacam protokol yang
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menjembatani keduanya. Komunikasi terbuka perlu dilaksanakan

agar tidak menimbulkan prasangka dan sikap saling menyalahkan.

Salah satu kegiatan yang bisa mensinergikan adalah action research
bersama sebagai cara yang baik dan obyektif untuk menggali
solusi berdasarkan kenyataan di lapangan.

"Kerjasama birokrasi dengan LSM
juga cenderung macet karena cara kerja
masing-masing yang berbeda."

Substansi gagasan terpadu memang sudah sering disampaikan
sejak dulu yaitu sekitar tahun 80 hingga 90-an. Namun perso-
alannya terletak pada kemauan untuk terbuka dan transparan
dalam berkolaborasi. Perbedaan sistem bukanlah masalah besar
karena bisa dibuat protokol bersama untuk menjembatani. Yang
penting adalah tidak ada dominasi/hegemoni, inklusif, tidak ada
prasangka, tidak diskriminatif, dan agendanya terbuka, baik de-
ngan sckreor lain di dalam kelembagaan masing-masing maupun
antar kelembagaan. Tingkat berikutnya adalah kesiapan berbagi
sumber daya sebagai landasan bersama dan berbagi peran dalam

implementasi berdasarkan kompetensi inti masing-masing.

Baik organisasi non pemerintah maupun birokrasi memi-
]ik_i kfkurﬂngaﬂ diln k&lcbihl{ﬂ. Dalﬂn'l bebfrapa kasl]s l.SM
juga tidak steril dari korupsi. Hambaran mental untuk bekerja
sama semacam ini justru tidak konstruktif dan kondusif untuk
mengembangkan solusi yang memuaskan semuanya, Dalam tu-
buh birokrasi sendiri sedang dilakukan reformasi birokrasi melalui
manajemen perubahan di berbagai aspek, antara lain dalam per-
aturan, organisasi, tatalaksana, SDM, pelayanan publik, budaya
kerja, akunrabilitas, pengawasan dan sebagainya.

Pendekatan yang kreadf dan kolaboratif bisa dilakukan untuk
membongkar belenggu sistem administrasi birokrasi. Salah saru
contohnya adalah pendekartan ala Jokowi yang berani melaku-
kan reverse ac‘mﬂnmbﬂiq. Bila secara konstitusi tujuannya benar,
pejabat publik bisa merespon kebutuhan khusus (untuk kegiatan
terobosan tanggap bencana, pemberdayaan komunitas, perbaikan
lingkungan permukiman kumuh). Unrtuk itu perlu disiapkan
proposal program khusus yang menggunakan non-carmarked bud-
get. Proposal ini bisa dipertanggungjawabkan melalui perubahan
APBD. Yang penting, pclaksanaanrlya tertib administrasi dan
memang untuk kepentingan rakyat serta diselenggarakan secara
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partisipatif. Dengan demikian, terobosan ini dibenarkan baik se-
cara politis maupun birokratis.

MEMBANGUN CONTOH

Sebuah proyek ujicoba bersama merupakan langkah yang tepat
untuk membangun contoh kawasan rumah apung. Ujicoba ini
harus ditentukan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama,
sehingga menumbuhkan rasa memiliki setiap pihak yang terlibat
proyek ini. Melalui proses pembelajaran secara kolaboratif akan
diperoleh berbagai kemampuan kerjasama lintas sektor dan lintas
pelaku yang lebih baik. Dengan demikain tantangan ke depan
yang semakin besar dan pelik pun akan lebih mudah diarasi
bersama.

Proyek bersama yang lebih kongkrit adalah membuat suatu
kawasan percontohan seluas 1 hekrar, misalnya di tepi sungai
Martapura atau Barito di Banjarmasin. Pihak pemerintah daerah
sudah menyediakan lokasi untuk dijadikan semacam kampung
budaya. Berbagai eksperimen teknologi hunian apung dapat
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dilaksanakan di sana, rermasuk teknologi bangunan, pengolah

air bersih, sampah, sanitasi, energi, termasuk aguaculture untuk
pengembangan pertanian di air. Dalam hal ini, anggota SUD-FI
yang memiliki berbagai macam keahlian bisa berpatisipasi, mulai
dari tata ruang, desain rumah, pemberdayaankomunitas, pengem-
bangan sarana komunikasi, dan lain-lain. Proyek eksperimen ini
dapatmenjadi model percontohan yang menarik.

Di lahan seluas 1 hekear (100x100m), diperkirakan dapat
dikembangkan sekitar 25 kompon yang masing-masing berisi 4
unit rumah. Dengan demikian ada sekitar 100 unit rumah dua
lantai dengan luas 80 meter persegi dan dapat menampung 500
jiwa per hektar. m
Sumber:

Milis sud_forum@yahoogroups.com; thread berjudul: Floating
Homes, 2012

Kontributor: Doni J. Widiantono,Iman Soedradjat,Suhadi Hadi-
winoto,Jehansyah Siregar
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Rangkuman Policy Dialogre and Roundtable Discussion:
"Evaluasi 25 Tabun Pengembangan Permukiman Skala Besar (Kota
mandiri) di Kawasan Metropolitan”, Jakarta, 21 Juli 2011

Gagasan kota baru lahir sebagai upaya mencari solusi atas
persoalan perumahan dan permukiman (housing backlog) yang
mulai dirasakan secara serius di kota-kota besar, sekaligus sebagai
upaya untuk mengurangi perkembangan kota yang menyebar se-
cara acak di pinggiran kota-kota besar, seperti Jakarta. Selain ir,
konsep pengembangan kota baru berdasar pada kenyataan bahwa
telah terjadi penurunan kualitas hidup di kota-kota metropolitan
akibart keterbatasan lahan untuk perumahan dan infrastrukeur
kora.

Pada skala nasional, Pemerintah tentunya memiliki kewajiban
untuk menjawab persoalan-persoalan diatas dengan tepat. Antara
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"EVALUASI 25 TAHUN
PENGEMBANGAN KOTA BARU
DI KAWASAN METROPOLITAN

lain Pemerintah menciprakan pusat-pusar permukiman skala
besar, sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru di seputar kota
metropolitan, guna mengurangi beban berlebihan yang dipikul
oleh kora inti. Skema kemitraan antara pemerintah (pada berba-
gai tingkatan) dan pengembang dirasakan sebagai bentuk yang

tepat.

KILAS BALIK PENGEMBANGAN KOTA
BARU

Sesungguhnya pengembangan kota baru bukanlah hal baru
bagi Indonesia. Korta baru sendiri dapat didefinisikan sebagai
bentuk pengembangan lahan terpadu (inregrated land develop-
ment) untuk fungsi-fungsi utama tertentu, khususnya permukim-
an, pendidikan dan industri dengan luas lahan yang dikelola lebih
besar dari 500 hekrar. Kota baru mandiri diharapkan dapatc me-



nampung kebutuhan bermukim ya ayak unruk semua lapisan
masys
secara berkelanjutan.

Pada awalnya justru Pemerintah bersama-sama dengan Peme-
rintah Daerah yang memprakarsai lahirnya beberapa !\nn baru.
Di era tahun 1950-1980, pengembangan korta baru diprakarsai
Pemerintah di kawasan Kebayoran Baru dan Pekanbaru. Selan-
_il_lfn_‘_r':i, ﬂ]ﬂn{-__‘k.-llﬂ}ﬂ ..ldal.'{h Ll)r& h{l]’l] h.]‘\ll I"lTi'lk.!rS:l Pt’n'lc'ri|1r;]|1
Provinsi. Namun demikian peran swz

kota baru semakin menguat sejak 1980-

ta dalam pengembangan
an hingga kini. Hal ini
dipengaruhi oleh regulasi pendukung pembangunan perumahan
dan permukiman skala besar, s
wilayah Jabotabek dan UL No.
dan P

ermukiman.

°rti rancangan penataan ruang
tahun 1992 tentang Perumahan

at dalam lingkungan perkotaan yang sehat dan produkrif

Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan “keterbukaan bagi
para investor asing maupun dalam negeri’ melalui Pakto-1988
berbentuk deregulasi. debirokratisasi dan desentral

ini secara fundamental mengurangi peran Pemerint: g
mendorong peran aktif pih: ak swasta sebagai akror urama punh a-
ngunan. Kebijakan pengembangan pe rnlelTl.-ll‘n skala besar (kota
baru) diinisiasi pada tahun 1985, yang ditandai dengan pengem-
bangan Bumi Serpong Damai (BSD)
di areal seluas kurang lebih 6.000 hekrar di

Kota baru ini dibangun
pong, Kabupaten
Tangerang oleh konsorsium pengembang swasta.

KONSEP IDEAL DAN REALITAS

Secara ideal, kebijakan pengembangan kota baru seharusnya

disusun berdasarkan prinsip pembangunan kota yang terpadu

Konteks Regulasi Pengembangan Kota Baru di Jabodetabek
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dengan pengembangan infrastrukeur handal, efisiensi lahan dan
efektifitas pelaksanaan dan pengelolaannya. Dengan demikan
diharapkan tercipta kawasan perkotaan dengan lingkungan kehi-
dupan yang lebih berkualitas, lebih produktdif dan lebih sensitif
terhadap dinamika sosial. Selain itu, tercipta kota baru sebagai
bagian dari sistem kota-kota dalam perspekiif pengembangan
kawasan bahkan, secara lebih luas, sistem wilayah.

Namun kenyataan menunjukkan beberapa hal yang belum
berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pengembangan kota baru
tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Sejauh ini kota baru
belum mampu tumbuh menjadi kota mandiri, namun masih
sebatas kota tempat bermukim (dormitory) saja. Fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang disediakan terkesan bersifat eksklusif, rerbaras
untuk melayani lingkungan internal. Sementara itu akses bagi
masyarakat sekitarnya belum diakomaodasi secara luas.

Selain itu pengembangan kota baru sedikit banyak menjadi
pemicu perkembangan kawasan perkotaan horisontal yang telah
mengkonversi sawah/pertanian, lahan-lahan produktif dan
kawasan lindung yang cukup signifikan. Perkembangan kawasan
perkotaan ke segala arah yang tidak terintegrasi baik dalam
bingkai pengembangan wilayah memberikan dampak yang serius
terhadap lingkungan. Fenomena ini dikenal dengan sebutan eco-
logical overshoot, dimana terjadi pemborosan pola konsumsi lahan
dan sumber daya alam yang melebihi kapasitas yang tersedia.

Ambilah contoh Kota Jakarta. Dengan defisit sebesar 1,46 gha/
kapita, maka Jakarta telah mengkonsumsi lahan dan sumberdaya
alam (khususnya energi) secara berlebihan, di atas daya dukung
lingkungannya. Dengan analogi yang sama untuk Kawasan
Jabodetabekpunjur, dengan defisit sebesar 0,71 gha/kapita, maka
kawasan ini pun telah mengalami ecological overshoos. Isu-isu dia-
tas seyogyanya dapat lebih diperhatikan dalam praktek pengem-
bangan kota baru ke depan.

PENTINGNYA PENGEMBANGAN KOTA
BARU

Pengembangan kota baru penting dipahami dalam bingkai
pengembangan wilayah (regional development perspective). Pe-
ngembangan ini sangat terkait erat dengan pembentukan strukeur
ruang kawasan yang mencerminkan hubungan antara jaring-

b4

an infrastruktur dan pusat permukiman perkotaan. Kota baru
memiliki peran yang sangar signifikan dalam pengembangan
wilayah, yaitu sebagai pusat pertumbuhan baru skala besar yang
berfungsi sebagai counter magnet bagi kota-kota inti yang berjarak
20-30 km. Selain itu kota baru juga dapat berperan sebagai pusat
pertumbuhan kawasan/wilayah, khususnya wilayah terbelakang
(frontier region).

Pengembangan kota baru harus didukung dengan penyediaan
infrastruktur yang memadai. Infrascrukcur merupakan katalisa-
tor bagi keberlangsungan metabolisme kawasan perkotaan. Maka
keberadaan infrastruktur di kota baru harus komplementer (saling
mengisi dan saling menunjang) dengan infrastrukeur kawasan.
Infrastruktur terseburt tidak hanya melayani sistem internal kota
baru, namun juga melayani sistem eksternal bagi masyarakat
perkotaan yang lebih luas secara inklusif.

Sebagai contoh adalah infrastrukeur transportasi dan ruang
terbuka hijau. Peningkatan pelayanan transportasi massal antar-
moda seperti jaringan kereta api dan jaringan bus (commuter)
yang dilengkapi fasilitas park-and-ride, dimaksudkan untuk me-
ningkatkan cfisiensi dan kelancaran aliran perpindahan manusia.

Demikian pula halnya dengan infrastrukeur hijau yang dikenal
dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pengembangan kota baru
dapat berperan secara signifikan membantu pemerintah daerah
setempat dalam mewujudkan agenda RTH persen sesuai amanat
UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, Untuk itu, peren-
canaan dan perancangan kota baru senantiasa mengedepankan
keterpaduan yang dikaitkan dengan keberadaan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) setempat dan RTR kawasan perkotaan,
seperti RTR Jabodetabekpunijur.

Selanjutnya keberadaan sumber daya lahan yang terbaras pada
kawasan perkotaan harus dimanfaatkan secara bijak dan dengan
penuh kehari-hatian agar tidak memberikan dampak negatif bagi
lingkungan. Sebagai visi jangka panjang, Kota Hijau seyogyanya
benar-benar menjadi inspirasi dalam setiap tahapan penataan
ruang dan pengembangan kota baru. Perhatian terhadap daya
dukung dan daya rampung lingkungan, pengurangan telapak
ckologis, serta upaya mempertahankan keberadaan kawasan lin-
dung adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses tersebur.

EVALUASI KEBIJAKAN

Menurut Hazaddin Tende Sitepu, di era 80-an industri
properti bergerak dan meningkat dengan pesat. Kota baru atau
kota mandiri tumbuh di sekitar kota-kota metropolitan dan kota
besar. Saat it infrastrukrur tidak memadai karena pemerintah
mengalami kesulitan mendukung perkembangan perumahan per-
mukiman yang dibangun. Pengembang membangun perumahan
lebih cepat daripada penyediaan infrastruktur oleh pemerintah.
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Sebaran kawasan terbangun
telah menjalar jauh dari Kota

Inti (Jakarta), utamanya berada
pada koridor jalan tol : 35 km

= ke arah Timur, 30 km ke arah
Barat dan 30 km ke arah
Selatan

Kawasan terbangun

Maka pada tahun 1992 terbidah UU No. 4/92 untuk membatasi
atau menjaga ruang gerak pengembang agar mengikuti regulasi.
Akan tetapi undang-undang ini masih mengandung kelemahan,
karena hanya membatasi tetapi ridak mengarur saar industri pro-
perti sedang menurun.

Berdasarkan UU No. 4/1992, diterbitkanlah PP No. 80/1999
tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun
yang Berdiri Sendiri (Kasiba-Lisiba BS). Dalam semangar eforia
oronomi, peraturan ini memberikan kewenangan sangar besar
kepada pemerintah kota dari kabupaten. Akibatnya justru bupari
dan walikora juga tidak bisa melaksanakan karena kewenangan-
nya terlalu besar. Kemudian badan pengelola Kasiba-Lisiba harus
berupa BUMN, BUMD atau badan lain yang ditunjuk, schingga
kurang menarik bagi dunia usaha. Sampai tahun 2011 dikeluar-

TERBANGUN (SPATIAL CONTINUITY)

.
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kan 150 surat kepurusan untuk lokasi Kasiba-Lisiba, tetapi hanya
4 lokasi yang memiliki badan pengelola. Ini berarti hampir bisa
dikatakan peraturan ini tidak berjalan.

Tujuan pembentukan Kasiba-Lisiba adalah mengendalikan
harga tanah dan menjamin hunian bagi masvarakat berpenghasil-
an rendah (MBR). Tetapi sumber pembiayaan badan pengelola d-
dak jelas sehingga program Kasiba-Lisiba ridak berjalan maksimal.
Sementara itu penyediaan hunian bagi MBR tidak dapar dise-
rahkan sepenuhnya kepada swasta. Namun di lain pihak BUMD
dan BUMN ridak dapat bersaing dengan pihak swasta dalam hal
kualitas penyediaan maupun pengelolaannya.

Bagi Jo Santoso, masalah pokok pengembangan kota baru
antara lain adalah pembangunan fisik yang tidak seimbang de-
ngan pengembangan kebijakan, sehingga tidak kota baru efekrif.
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Selain itu pengembangan kota baru tidak terintegrasi dengan
konsep pengembangan kota secara menyeluruh. Terakhir, adanya
kecenderungan region menjadi objek masyarakar kora.

Di era pemerintahan Socharto, pembangunan kota lebih fokus
kepada pembangunan ekonomi, sehingga kebijakan sekror peru-
mahan tidak lepas dari kebijakan dasar pembangunan ekonomi
nasional. Saat itu pembangunan perumahan masih cukup sentral.
Di kawasan perumahan baru terlihat adanya pencampuran penye-
diaan rumah bagi berbagai kelas (MBR sampai rumah bagi kelas
atas) dan lebih ridak tersegregasi antar kelas.

Selepas tahun 1980-an, kepemilikan rumah menjadi rujuan,
sehingga pembangunan rumah yang rerintegrasi mulai dipecah-
pecah. Sebagai conrtoh, di sekitar Jakarta muncullah perumahan
di Klender, Karawaci, dan lainnya yang merusak pembangunan
rumah yang terintegrasi. Hal ini yang menyebabkan segregasi
dan kekacauan (pulau-pulau kebahagiaan) karena pengadaan dan
pembelian ranah yang ridak terkoordinir.

Indikasi adanya kota baru cukup positif, namun diperlukan
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penelitian lebih mendalam mengenai dampak pengembangan
kota baru. Saat ini pemerintah kehilangan kendali atas pengem-
bangan perumahan. Isu-isu politis masih sangat kuat schingga di
tingkat nasional lebih terfokus kepada agenda-agenda para eko-
nom dan seringkali tidak membahas hal-hal vital dalam penye-
diaan perumahan. Dengan demikian, kebijakan perlu dibangun
dengan dasar integrasi antara pembiayaan, perencanaan, sistem
pembangunan dan pengelolaan, dengan harapan dapat mendu-
kung urban sustainability.

Dalam pandangan Tommy Firman, urban sustainability sa-
ngart berkaitan erat dengan perencanaan. Hingga kini kota baru
cenderung hanya berfungsi sebagai dormitory town, menyebabkan
segregasi kelas masyarakat semakin terlihat jelas dan terbentuknya
post urbanization. Kecenderungan pengembangan kota baru saat
ini adalah menjual /mage, desain yang eksklusif ala Barat, speku-
lasi lahan, hunian kepadatan rendah dan eksklusif, serta adanya
pelanggaran tata ruang. Sementara itu segregasi ruang urban me-
nyebabkan polarisasi yang menghasilkan kantong-kantong hunian
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eksklusif, segregasi kelas sosial masyarakat, masyarakar kelas aras
semakin eksklusif, dan akibat pengelolaannya diserahkan pada
swasta, pemanfaatan PSU menjadi terbatas.

EVALUASI PELAKSANAAN

Ignesjz Kemalawarta menguraikan, gabungan beberapa
pengembang mencoba membuar kota mandiri Bumi Serpong Da-
mai (BSD) untuk mengurangi beban kota Jakarta. Perencanaan
dasar kota ini memperhatikan 5 faktor, yaitu: marga, wisma, suka,
karya, dan penyempurna. Dalam pelaksanaannya, perencanaan
kota disesuaikan dengan permintaan pasar (dalam batas kewajar-
an) dan memperhatikan tingkat ekonomi masyarakar lokal. Ada-
pun pengembangan kota skala besar dilakukan secara bertahap.

Beberapa hambatan muncul dalam pengembangan BSD.
Pemerintah dianggap tidak mendukung infrastruktur regional.
Akibatnya dalam pelaksanaan BSD harus bekerjasama dengan pi-
hak swasta lain. Selain itu tidak ada koordinasi antar pengembang
dan pemerintah daerah kurang mendukung dan mengakomodasi
koordinasi antar pengembang. Karena adanya pengembangan
infrastruktur besar-besaran pada masa awal, munculah leakage
dari pengembang-pengembang kecil di sckitar BSD. Sementara
itu pergantian kekuasaan tidak berdampak besar terhadap minat/
pasar kota baru, Ketimpangan dalam pengembangan terjadi
akibat tidak scimbangnya kecepatan kinerja swasta dengan kinerja
pemerintah,

Untuk memecahkan masalah sosial dan kemasyarakatan, BSD
membangun pasar modern, pusat jajanan, serta memperhartikan
local wisdom masing-masing lokasi. Komunitas lokal diutamakan
bekerja di dalam BSD sesuai dengan keterampilannya.

Menurur Seria Hidayar, kota mandiri seharusnya 70 persen
memenuhi koranya sendiri, sedangkan 30 persen memenuhi
commuter. Selama 11 tahun, apakah BSD sudah dapart dikatakan
kota mandiri? Masalah kemandirian kota sangat beragam, antara
lain pengembangan seringkali dilakukan tanpa keikutsertaan
pihak-pihak yang seharusnya terkait. Selain itu penguasaan lahan
tidak dilakukan secara terstrukrur atau terjadi akuisisi lahan liar.
Sedangkan antar pengembang yang berdekaran ridak terintegrasi
sehingga menyebabkan urban conurbation. Pemerintah pusar pun
dianggap tidak melakukan pengendalian terhadap integrasi ruang
antar pengembang, sementara itu integrasi antar departemen
dalam pemerintah sendiri masih kurang.

CATATAN KE DEPAN

Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama
dalam pengembangan kota baru ke depan. Pertama, pengem-
bangan kota baru harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari tujuan dan sasaran kewilayahan yang termuat dalam RTRW

Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan dan RTRW Ka-
bupaten/Kota. Semua rencana tersebut adalah dokumen kebi-
jakan publik yang mengikat sebagai bentuk konsensus berbagai
pemangku kepentingan.

Kedua, kota-kota baru seyogyanya tumbuh berkembang
secara mandiri sebagai bentuk penguatan dari sistem kota-kota
Indonesia, sekaligus mengurangi beban kota induk yang sudah
terlalu berat. Ketiga, pengembangan kota baru diharapkan dapat
membantu peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain:
terminal, bus komuter, pasar, perumahan untuk masyarakat ber-
penghasilan rendah, penyediaan RTH kawasan perkotaan secara
menyeluruh, serta fasilitas publik lainnya.

Keempat, pengembangan kota baru yang berkelanjutan
memburuhkan dukungan dan kemitraan dari segenap pemangku
kepentingan untuk pencapaian tujuan kota hijau secara kolekrif.
Setidaknya kota hijau memiliki ciri-ciri: green planning and design,
green infrastructure (air, limbah, energi, dan transportasi), green
construction (building), dan tentunya green lifestyle (komunitas
hijau). Dengan demikian peran dan orientasi pengembangan kota
baru ke depan dalam menciptakan pembangunan perkotaan yang
berkelanjuran akan semakin mantap secara lingkungan, ekonomi
dan sosial. ®

Kontributor: Imam S. Ernawi, Direktur Jenderal Penataan
Ruang - Kementerian Pekerjaan Umum; Hazaddin Tende
Sitepu, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementrian
Perumahan Rakyar; Jo Santoso, Ketua Program Studi Magister
Teknik Perencanaan Universitas Tarumanagara; Tommy Firman,
Guru Besar I'TB; Ignesjz Kemalawarta, Direkrur PT. Bumi
Serpong Damai.
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Setiap orang akan mengiyakan bahwa kota adalah tempar sega-
la impian bisa terwujudkan. Kota adalah tempat yang menawar-
kan berbagai kesenangan dan kemewahan. Cirtra kota seperti ini
masih melekar di sebagian besar penduduk suburban. Sementara
itu lahan pertanian, perkebunan beserta hasilnya dianggap kurang
memadai memberikan penghasilan. Di sisi lain, pendidikan
lebih banyak menghasilkan tenaga kerja yang berorientasi pada
pekerjaan yang tersedia di kota. Faktor-faktor inilah yang memicu
terjadinya urbanisasi. Di Indonesia sendiri, diperkirakan pada
tahun 2015 jumlah penduduk di perkotaan akan melampaui jum-
lah penduduk di daerah pedesaan.

Proses urbanisasi terjadi di mana semakin banyak penduduk
yang tinggal di kawasan perkotaan sejalan dengan perrumbuhan
ekonominya. Dalam kurun waktu 2005-2030 jumlah penduduk
perkotaan di dunia diperkirakan akan meningkar 56 persen,
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di Asia naik 71 persen, dan di Indonesia naik 74 persen. Pada
tahun 2005 jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan
perkotaan mencapai lebih dari 107.9 juta jiwa , di mana 20
persen di antaranya berada di Jabodetabek. Laju pertambahan
penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung,
Medan, atau Semarang ternyata relatif rendah yaitu 0.16 persen
sampai dengan 0.90 persen per tahun, namun terjadi peningkat-
an yang cukup besar di daerah-daerah Tangerang dan Bekasi
mempunyai laju pertumbuhan sebesar 4.16 persen, sedangkan
Sidoarjo3 persen .

Kehadiran pendatang di suatu kota memang dapat menggerak-
kan sektor ekonomi. Namun di sisi lain, pertambahan penduduk
kota akan meningkatkan intensitas aktivitas kota. Peningkatan
ini memberikan rekanan yang semakin besar terhadap ruang dan
pemenuhan kebutuhan berbagai macam infrastrukrur dan fasilitas
perkotaan. Karena itu, pertambahan jumlah penghuni kota perlu
mendapar penanganan tepat. Jika tidak, berbagai permasalahan
perkotaan akan muncul, mulai dari fisik kota sampai permasalah-
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an yang mengurangi tingkat kenyamanan hidup di kora.

Dengan demikian, bagaimana urbanisasi bisa menjadi berkah
bagi kota tersebut dan pada akhirnya bagi pembangunan nasi-
onal?

URBANISASI SEBAGAI BERKAH

Salah satu solusi masalah kependudukan kota adalah dengan
memajukan masyarakat desa. Dengan demikian penduduk desa
tidak dengan mudah pindah ke kota tanpa bekal keterampilan
yang memadai. Sclain itu, mempersiapkan SDM perdesaan yang
lebih kompetitif akan meningkatkan daya saing bersaing dengan
masyarakat industri/jasa di perkotaan.

Wicaksono Suroso menyatakan adanya kebijakan urbanisasi
dalam rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional
(KSPN). Salah satu kebijakan yang diusulkan dalam rancangan
tersebut adalah pemanfaatan proses urbanisasi sebagai pendorong
pertumbuhan ckonomi, peningkatan kesejahteraan rakyar, dan
pengentasan kemiskinan. Inilah konsep wrban-led development.
Dalam rancangan ini, urbanisasi tak lagi dipandang dari kacamata
negatif dan harus dicegah, tetapi justru harus difasilitasi supaya
berhasil. Artinya, urbanisasi tidak hanya dilihat sebagai hal yang
pasti terjadi, tetapi juga justru menjadi hal positif.

"Urbanisasi tak lagi dipandang dari
kacamata negatif dan harus dicegah,
tetapi justru harus difasilitasi supaya

berhasil."

Ada beberapa pertimbangan yang mendasari rancangan
tersebut. Di antaranya, sektor pertanian/perdesaan memiliki
kemampuan terbatas untuk meningkatkan kesejahteraan ketika
kepadatan penduduk sudah mencapai ambang tertentu. Ini tak

berarti perdesaan/pertanian diabaikan - justru sebaliknya harus
didorong agar lebih intensif dengan tetap memperhatikan kera-
wanan lingkungan.

Selebihnya, penduduk dipersilahkan bermigrasi ke kawasan
perkotaan. Dalam hal ini, yang didorong adalah pusat-pusat
pertumbuhan di luar Jakarta/Jabodetabek. Konsekuensinya,
kota-kota harus terbuka bagi semua dan pemerintah pusat harus
menyiapkan, memfasilitasi, dan menguatkan kapasitas warga yang
bermigrasi tersebut. Dengan demikian para pendatang mampu
mendapatkan kesejahteraan di perkotaan, bukannya hidup pas-
pasan karena dibiarkan berjuang sendiri.

Pendekatan urban-led development memang tidak hanya di
China. Secara umum, sektor-sektor perkotaan memang menjadi
pendorong pertumbuhan ckonomi. Tapi untuk sekaligus men-
jadikannya sebagai cara untuk mengentaskan kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan (yang tidak selalu sciring dengan
pertumbuhan ekonomi), harus ada upaya-upaya tambahan selain
sckedar menerima kota sebagai keniscayaan.

Upaya tambahan tersebut adalah menyiapkan dan memfa-
silitasi warga yang memilih berpindah ke kota (atau bahkan

STUDI KASUS: KEBIJAKAN URBANISASI
DI CHINA

China menerapkan sebuah sistem yang disebut sistem Houk-
ou. Sistem ini menimbulkan masalah berupa konflik mendasar
antara perencanaan terpusat yang ingin mengarahkan migran
ke kota-kota tertentu, dengan persepsi migran yang mengira
boleh pindah kemana saja sesuai keinginan mereka. Akibatnya,
ada ratusan juta manusia yang terlantar akibat kebijakan ini.

Kota-kota China di pantai Samudra Pasifik sangat strategls
untuk industri manufaktur berorientasi ekspor. Sementara itu
daerah-daerah yang minus (kantong kemiskinan) berada di pe-
dalaman. Migrasi ke kota pelabuhan/sentra manufaktur adalah
pilihan logis. sistem Houkou sebagai produk kebijakan era
lampau, menghambat distribusi pertumbuhan ekonomi kepada
kaum rantau. Kebijakan tersebut bisa dan perlu diubah tetapi
geografi tidak, sehingga kesenjangan wilayah antara pantai-
pedalaman akan terjadi. Yang bisa dilakukan adalah memastikan
hak kaum rantau di kota tidak terabaikan. Jadi walau daerahnya
minus, kualitas hidup terjaga oleh penghasilan remitansi (uang
kiriman si perantau).

Kebijakan seperti ini tidak bisa ditiru karena masyarakat Indo-
nesia lebih memiliki kebebasan memilih tempat tinggal. Karena
itu, pemerintah harus lebih mengandalkan mekanisme insentif-
disinsentif dan bukan model komando-kontrol dalam upaya
mendorong perantau bermigrasi ke pusat-pusat pertumbuhan
di luar Jakarta/Jabodetabek.
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yang sckedar bermigrasi-sirkular). Jadi harus ada pembangunan
kapasitas bagi mereka. Ini berarti masuk ke ranah Depnaker yang
selama ini sepertinya jarang diajak terlibat dalam formulasi kebi-
jakan perkotaan. Upaya lain yang perlu didukung adalah mendo-
rong pertanian kowa (urban agriculture) atau permaculture.

Di sisi lain, yang terjadi di banyak negara berkembang lain

(rermasuk Indonesia) juga sangat bermasalah, karena para rural-

urban migrant benar-benar tidak difasilitasi. Mereka dibiarkan un-

tuk berjuang sendiri, atau bahkan dikejar-kejar dan ‘dipulangkan’
ke desanya masing-masing. Padahal di desa asal, mereka hidup
miskin tanpa ada pilihan dan peluang lain.

Walaupun demikian, desentralisasi dan pemerataan perlu me-
mikirkan ulang efisiensi dan lingkungan. Pemerataan dapar salah

STUDI KASUS: JAKARTA TERBUKA
UNTUK URBANISAS| BESAR-BESARAN!

Berbeda dari gubernur sebelumnya yang berupaya keras
menekan arus urbanisasi di Ibu Kota, justru Wakil Gubernur DKI
Jakarta BasukiTjahaja Purnama menyatakan Jakarta terbuka
bagi urbanisasi. Kota Jakarta telah siap menghadapi arus urban-
isasi dengan manajemen baru.

Pernyataan tersebut dinyatakan Wagub DKI terkait penentuan
Kehidupan Hidup Layak (KHL) buruh DKl yang cukup inggi
hampir mencapai Rp 2 juta, yang secara otomatis akan menaik-
kan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI pada 2013. Ada
pandangan bahwa kenaikan UMP diprediksikan akan mencapai
lebih dari Rp 2 juta. Kenaikan ini akan menjadi daya tarik bagi
penduduk daerah luar Jakarta berlomba-lomba mencari peker-
jaan di Jakarta.

Basuki menegaskan tiga gubernur yaitu Gubernur DK| Jakarta,
Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat telah membahas
hal tersebut. Memang kenaikan KHL yang berdampak akan ke-
naikan UMP DKI 2013 akan menjadi daya tarik bagi penduduk
daerah datang ke Jakarta.

“Hal itu tidak bisa dihindari. Urbanisasi jangan dianggap me-
lemahkan ekonomi, harusnya urbanisasi yang dilakukan dengan
manajemen yang baik justru akan menumbuhkan perekono-
mian Jakarta" kata Basuki. Ketika ditanya apakah Jakarta siap
menghadapi arus urbanisasi besar-besaran, Basuki menyatakan
Jakarta harus siap sebagal Ibu Kota Negara Indonesia.

Bagaimana mengelola urbanisasi? Manajemen arus urbanisasi
di Jakarta dilakukan dengan penataan kawasan kumuh me-
lalui pembangunan rumah susun sewa sederhana (rusunawa).
Penempatannya dengan sistem undi, kalau ada penghuni yang
menjualnya dan tetangga tidak melaporkan, maka penghuni
satu lantai itu akan djusir.
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arah dan penyebaran penduduk juga bisa menimbulkan bencana
lingkungan. Jepang sukses melakukan transformasi industrial
sesudah Perang Dunia II karena mengkonsentrasikan investasi
infrastrukrur di koridor Tokyo-Yokohama-Nagoya-Kyoto-Osaka-
Kobe. Negara Belanda juga memilih rekonsentrasi dalam tata
ruang barunya.

KSPN UNTUK MENDAYAGUNAKAN
URBANISASI DAN KOTA

Kementerian Pekerjaan Umum dan BAPPENAS telah menyu-
sun sebuah konsep pembangunan berbasis perkotaan yang dina-
makan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional
(KSPN). Konsep yang disusun ini memandang urbanisasi sebagai

¥ REWFIN  [QTEIERN RS

“Kita lagi siapkan peraturan |
itu. Jadi tidak ada lagi orang
spekulasi mendapatkan ru- [
sunawa milik DKI lalu diper-
jualbelikan. Karena ini punya
rakyat, dan rusunawa itu un-
tuk orang yang tak mampu,”’ |
tegasnya.

Dalam penentuan UMP,
pemerintah harus melihat
dari dua sisi. Di satu sisi peme-
rintah harus memberikan ja-
minan pendidikan, kesehatan,
perumahan, transportasi dan lapangan kerja. tetapi di sisi lain
pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang cepat
kepada pengusaha. Dari sisi tersebut, biaya hidup buruh di Ja-
karta tidak cukup dengan upah Rp 1,5 juta per bulan, bahkan
untuk satu keluarga buruh dengan gaji Rp 4-5 juta per bulan
belum bisa hidup layak di Jakarta. Dia mengakui kenaikan KHL
yang cukup tinggi yang akan juga menaikkan UMP DKl tahun
2013 diperkirakan akan menyulitkan pengusaha di sektor Usaha
Kecil Menengah (UKM). Saat ini, lanjutnya, Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Menakertrans) sedang menetapkan peraturan
zonasi UMP di daerah. Dalam aturan zonasi tersebut, pengusaha
UKM diberikan keringanan membayarkan UMP dibawah yang
telah ditetapkan. Aturan zonasi itu akan melihat skala besarnya
usaha, Usaha kecil kalau harus bayar UMP sebesar Rp2 juta pasti
sulit, tapi kalau usaha besar tidak susah, bahkan bisa diminta
membayar di atas UMP. Aturan ini menurut Basuki sedang digo-
dok oleh pemerintah pusat.

Sumber: http//www.beritasatu.com/megapelitan/81041-ahok-jakarta-terbuka-untuk-urbanisasi-
besar-besaran.html



fenomena yang perlu dikelola agar dapat berkontribusi secara
positif terhadap pembangunan nasional. Ada empar prinsip dasar
yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan KSPN, yaitu: kota
sebagai entitas sosio-spasial, kota sebagai bagian dari lingkungan
alami dan buatan sekitarnya, kota bersifat terbuka bagi seluruh
warga Indonesia, dan kota harus mampu berkompetisi dalam eko-
nomi global dengan memanfaatkan potensi dan kreativitas lokal.

Kebijakan yang terkait dengan urbanisasi adalah Kebijakan
ke-1, yakni Meningkatkan peran kota sebagai pendorong pertum-
buhan ekonomi lokal, regional dan nasional, serta peningkatan
kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan (wrban-led
development policy). Kebijakan ini mengelola fenomena urban-
isasi, yang selama ini dianggap scbagai hal yang negatif agar dapar
menjadi basis pengembangan ckonomi yang berkeadilan. Caranya
adalah dengan menckankan pada peningkatan kescjahteraan dan
pengentasan kemiskinan. Selain itu, kota harus berperan scbagai
pusat pertumbuhan regional dan nasional agar mampu berdaya
saing di era globalisasi.

Strategi untuk menerapkan kebijakan ini adalah dengan
menetapkan kota-kota yang menjadi konsentrasi pertumbuhan
ekonomi. Selain itu sumber daya berupa pelayanan dasar dan
prasarana utilitas sarana (PSU) perkotaan dioptimalkan untuk
pembangunan kota. Tklim usaha dan investasi disegarkan dengan
menghapus perijinan dan ekonomi biaya tinggi yang mengham-
bat. Selain itu, pentingnya kebersamaan dalam mengelola terus
dipromosikan pada para aparatur pemerintahan. Strategi lain
yang dijalankan adalah dengan menyeimbangkan hubungan desa
dan kota, dengan cara meningkatkan ekonomi pedesaan.

Kebijakan ke-2 menekankan penyebaran konsentrasi pusat
pertumbuhan, sehingga urbanisasi tidak hanya mengalir ke saru
kota tetapi tersebar ke kota-kota lain. Kebijakan ini menyarakan:
Menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan perkotaan untuk men-
gatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dan memastikan

hubungan kotadesa yang saling menguntungkan (decentralized
concentration).

Kebijakan ini dimaksudkan menjawab kecenderungan pada
kota metropolitan, khususnya Jakarta, yang semakin besar.
Akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah semakin
tinggi. Mengingar terbatasnya sumber daya untuk pembangun-
an, diperlukan distribusi sumber daya yang lebih merara namun
strategis. Kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih efekeif dalam
meningkatkan daya saing ekonomi regional.

Untuk melaksanakan kebijakan ini, ada beberapa strategi
yang diterapkan. Antara lain, menetapkan dan mengembang-
kan kota-kota yang memiliki fungsi khusus, seperti kota pesisir,
kota di pulau terpencil, kota pusat wisata, kota agropolitan dan
minapolitan. Selain itu, pembangunan kota-kota di luar Jawa dan
Sumatera dipercepat. Untuk meningkatkan kelancaran arus ba-
rang dan jasa, sistem logistik antar kota dan antara kora-desa akan
diefisienkan. Di kota-kota konsentrasi pertumbuhan, transportasi
dikembangkan dalam berbagai moda. Untuk mendorong perkem-
bangan kegiatan swasta, di kota-kota tersebut akan diterapkan
insentif-disinsentif fiskal.

Dengan diterapkannya kedua kebijakan ini, diharapkan
potensi kota semakin optimal, karena peningkatan produktivitas
juga meningkatkan nilai tambah ekonomi. Selain itu adanya
peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi antara kota dan desa.
Hal ini dilakukan dengan melakukan intervensi affirmative action
terhadap desa, agar desa tetap memiliki posisi tawar yang mema-
dai. Akhirnya penduduk didorong agar mampu meningkatkan

kinerjanya secara berkeadilan dengan meningkatkan ketrampilan.
®

Sumber:
Milis sud_forum @yahoogroups.com; thread berjudul:
Agenda 2010 (2010)
Dilema Urbanisasi (2011)
Kontributor: Doni J.Widiantono,Antonio Ismael,Harya
Setyaka,Wicaksono Suroso,Tommy Firman
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P2KH :

MENGEMBANGKAN KOTA HIJAU,
MEMBANGUN ‘URBAN CITIZENSHIP’

Penulis: Bintang A Nugroho, arsitek lansekap, pendamping
P2KH

P2KH atau PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU
adalah program nasional yang difasilitasi oleh Ditjen Penataan
Ruang Kementerian PU yang mendorong kota-kota di Indonesia
untuk mengalokasikan 30 persen ruang kotanya menjadi RTH
(Ruang Terbuka Hijau). Angka 30 persen ini merupakan amanat
UU 26/ 2007 mengenai Penataan Ruang. Semangat menghijau-
kan kota dengan RTH ini kemudian dirangkai dengan beberapa
syarat lain agar suatu kora sungguh dapat disebut sebagai Kota
Hijau, bukan sekedar Kota Berkecukupan RTH.

Sebagai tahapan awal yang sederhana dan lebih ditujukan
untuk memancing minat pemerintah daerah dan warga kora, di-
nyatakanlah 8 (delapan) kualifikasi agar suatu kota dapat menuju
pencapaian sebagai kota hijau (green city/sustainable city). Per-
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syaratan itu disebut 8 Atribur Kota Hijau, meliputi :
Gren Planning and Design
Green Community
Green Open Space
Green Waste
Green Energy
Green Water
Green Transportation
Green Building.

Sampai dengan Oktober 2012, telah tercartat 85 (delapanpu-
luh lima) kota/kabupaten sebagai peserta P2ZKH. Hanya kota/ka-
bupaten yang telah memiliki PERDA RTRW dapar diterima se-
bagai peserta program ini. Kepada semua Kota / Kabupaten yang
terjaring sebagai peserta P2KH mendapatkan tiga kewajiban.
Kewajiban pertama adalah menyusun Master Plan Kota Hijau
yang merupakan rencana tematik dari RTRW yang sudah ada.




PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN SEKTOR INFORMAL

R

=
.

LOKAKARYA

ICANA AKSI KOTA H

EN GEMBANGAN KOTA HIJAl
i ASSAR, 14 OKTOBER 2011

T —

S

e
SNYELESA AN
" PROGR

unr

-

Kewajiban kedua adalah membentuk Forum Komunitas Hijau
untuk menghasilkan dua produk, yaitu Rencana Aksi Kota Hijau
(RAKH) dan PETA HIJAU (Green Map). Sedangkan kewajiban
ketiga adalah membangun Taman/RTH seluas minimal 5.000
meter persegi di tengah kota, berdasarkan DED yang disusun
oleh tim swakelola di pemerintah daerah setempat yang dibantu
oleh renaga ahli.

Dari kedelapan atribut Kota Hijau di atas, tulisan ini mem-
fokuskan pada atribur Komunitas Hijau (Green Community)
Berbeda dengan ketujuh atribue lainnya, atribut ini menunjuk
pada ‘pelaku’ bukan ‘produk’. Dalam prakteknya, sesungguhnya
P2KH lebih bercumpu pada peran masyarakar setempar daripada
pemerintah daerahnya. Pemerintah setempat adalah pemrakarsa
gerakan dengan bantuan pendampingan teknis serta dana stimu-
lans dari pemerintah pusat. Besaran bantuan dana stimulans ini
maksimum 50 persen dan sisanya harus bersumber dari keuangan
daerah,

P2KH digerakkan oleh (Forum) Komunitas Hijau. Penca-
paian ketujuh arribur Kota Hijau akan ditentukan oleh peran
Komunitas Hijau. Mengingat fungsi strategis Komunitas Hijau,
maka keberlanjutan serta kapasitasnya perlu dicermati, diperkuar,
didampingi dan difasilitasi secara schat. Dengan demikain P2KH
sungguh-sungguh menjadi aksi nyara yang memberdayakan ma-
syarakat membangun kora (hijau) berkelanjuran.

URBAN CITIZENSHIP

Istilah wrban citizenship (UC) berasal dari khasanah ilmu

SOSiﬁVpO!itik mengenai kesadaran warga kota akan peran (po!i[ik}.

hak dan kewajibannya dalam suatu komunitas/kora. Ada dua
kondisi tingkat UC di setiap kota di dunia ini.

Di kota dengan tingkat UC yang tinggi, ruang dan fasilitas
warga akan terbangun. Ini mencerminkan kescimbangan antara
kebutuhan/hak warga di satu pihak dan kepedulian/kewajiban
warga dalam memanfaatkan dan menjaga fasilitas tersebur. Warga
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kota, scbagai pembayar pajak, sadar bahwa pemanfaatan pajak
sesuai dengan keburuhan adalah hak mereka.

Namun penyediaan fasilitas publik yang tidak dimanfaat-
kan secara oprimal atau tidak berkelanjurtan, jelas merupakan
pemborosan yang merugikan warga sendiri. Dengan kesadaran
dan kecerdasan berwarga-kora ini, tumbuhlah kota-kora yang
didamba oleh warganya, dihidupi oleh warganya dan membang-
gakan warganya.

Sebaliknya di kota-kota dengan tingkar UC belum cukup kuat
diartikulasikan dalam pembangunan kota, pemerintah kota dapat
mengambil prakarsa menyediakan ruang dan membangun fasilitas
publik. Fasilitas ini menjadi bahan ajar yang paling efekeif guna
meningkatkan UC. Kiranya pengembangan kota-kota di Indone-
sia kiranya lebih dekat dengan fenomena ini.

P2KH merupakan fasilitasi prakarsa pemerintah pusat yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang bermuatan strategis
dalam hal meningkatkan UC., Fasiltiasi ini makin diperlukan bagi
pengembangan kota-kota Indonesia di masa mendatang. Pemprop
DKI Jakarta memiliki LPM] (Lembaga Pemberdayaan Masyara-
kar Jakarta) yang bertugas membangun kesadaran kewargaan, agar
masyarakat Jakarta dapat membangun hidup bersama yang lebih
baik. Sayangnya lembaga ini kurang dikenal oleh warga kota,
komunitas bahkan para pengamar perkotaan. LPM] dalam prak-
teknya mendidik dan mengerahkan para motivator untuk mena-
namkan kesadaran akan kewargaan kepada masyarakat Jakarra.

Baik pada kondisi UC kuat belum kuat, pendidikan kewargaan
menjadi sentral pembangunan perkotaan berbasis masyarakat.
Dalam aras penguatan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia
ke depan, pilihan membangun kota berbasis masyarakat meru-
pakan hal niscaya yang harus dipersiapkan dari sekarang. P2KH
sedang mengangkar tema Kota Hijau sebagai upaya memperkuar
UC dengan menghargai muatan lokal sebagai modal sosial, eko-
nomi dan lingkungan.
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AKSI| KOMUNITAS HIJAU

Pembentukan Forum Komunitas Hijau (FKH) merupakan
tugas terpenting bagi Kota-kota peserta P2KH. Komuniras Hijau
beranggozakan LSM lingkung:m hidup : kelompak pecinta
tanaman, komunitas pesepeda, pecinta satwa, pecinta kali bersih,
komunitas berkebun, komunitas peta hijau, dll dan komunitas
aksi untuk masyarakat seperti PKK . Setiap komunitas menye-
lenggarakan aksinya secara mandiri. Sebagai FKH, komunitas-
komunitas ini berkerja sama di bawah koordinasi Ketua/Koordi-
nator FKH yang dipilih oleh komunitas anggota FKH setempat.

FKH kota PALU, Sulawesi Tengah, dipimpin oleh seorang
hobbyst teknologi informasi yang rajin bermedia sosial. Melalui
kerajinannya menggalang dukungan dari para pemangku kepen-
tingan, untuk pertama kalinya kota Palu dapat memulai kegiatan
car free day. Sekarang dengan pengalaman yang menyemangati
itu, FKH kota Palu rajin bertemu setiap malam minggu di taman
tepi pantai di teluk Palu. Mercka menyiapkan pranaca budaya
pemanfaatan tepi pantai yang sudah terbangun agar dapar dike-
lola secara mandiri oleh FKH.

Rencana Aksi Kota Hijau di tanah Papua (yang sampai saat ini
diwakili oleh kepesertaan Kota Jayapura dan kabuparen Nabire)
memuar di dalamnya penyelenggaraan Sekolah Alam. Sekolah
Alam di Jayapura adalah sekolah alam yang sudah beberapa tahun
umurnya, dengan fasilitas yang lengkap termasuk hutan kota serta
kolam renang besar sumbangan lembaga internasional. Bahkan
pemilik Sekolah Alam ini pernah memperoleh anugerah Kalpa-
taru,

FKH Nabire dipimpin seorang ibu penyiar RRI. Beliau
telah menggalang pendengar RRI Nabire dalam wadah komu-
nitas peduli. Sekarang melalui wakru siaran 1 jam per minggu,
suaranya yang bersemangat mengajak warga kabupaten Nabire
bergiat membangun Kota Hijau. Bahkan studio RRI Nabire pun
telah menjadi salah satu markas FKH Nabire untuk berkumpul,
berbagi, dan beraksi.

Di Kabupaten Tasikmalaya yang berjulukan Kota Santri ini,
FKH sedang meyusun penyelenggaraan pelatihan Kora Hijau

bagi para ulama/pemuka umat. Mercka yakin bahwa nilai-nilai
korta hijau yang diajarkan melalui mimbar masjid atau kelas-kelas
pesantren sebagai pesan religius diyakini akan lebih menggerak-
kan umat. Disadari atau tidak, sesungguhnya gerakan UC tengah
digalakkan di Tasikmalaya.

FKH di semua kota umumnya khawatir bahwa keberlanjutan
Forum maupun Komunitas Hijau mereka terancam, jika P2KH
sebagai program stimulan berakhir. Maka banyak di antaranya
yang mulai menggalang juga pihak swasta/industri agar juga
tertarik mengambil peran dalam komunitas hijau mereka. Jelas,
FKH membutuhkan pendampingan agar memperoleh dukungan
finansial yang dimaksud.

DARI KEPEMIMPINAN DAERAH KE AKSI
KOMUNITAS

Bupati Ngawi, Pagaralam, Pemalang, walikota Mataram,
dan semua walikota/bupati dari 85 kota peserta P2KH jelas
berkomitmen menjadikan kotanya suatu Kota Hijau. Mereka
menunjukkan upaya-upaya dan capaian yang mengesankan dalam
gerakan penghijauan di tempat masing-masing. Ada peraturan
buparti yang mewajibkan pejabar daerah yang naik jabatan untuk
menanam sejumlah pohon, Ada juga kewajiban menanam pohon
bagi pasangan yang menikah di beberapa kota. Ini menunjukkan
keseriusan kepala daerah untuk mencapai tujuan-tujuan penghi-
jauan kota melalui rata kelola pemerintahan dacerah.

Namun, lebih dari itu, dengan menjadi peserta P2KH, semua
kepala dacrah harus memberdayakan Forum Komunitas Hijau.
Para kepala dacrah harus membagi kepemimpinannya yang
sentralistik menjadi kedalam unit-unit komunitas yang lebih
mandiri. Dan sudah barang tentu pemberdayaan komunitas
meliputi suaru proses pembelajaran yang belum membudaya, baik
bagi pemerintah dacrah maupun komunitas.

Pencapaian hasil kota-kota peserta P2KH secara langsung
mencerminkan hasil pencapaian tahapan-tahapan aksi yang
mengakomodasi proses pembelajaran tersebut. Seiring dengan
meningkatnya kesanggupan komunitas menyelenggarakan aksi
mandiri untuk memenuhi arribur2 kota hijau, meningkat pula
kesadaran warga akan wrban citizenship mereka.

Maka bersamaan upaya pemenuhan standar 30 persen RTH,
vang terdiri dari 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH
privat bagi setiap kota, yang menuntut kerja keras sepanjang
tahun, derajar UC dapar ditingkatkan. Kecuali membangun
kapasitas kelembagaan warga agar lebih siap saat P2KH sebagai
stimulan berakhir, UC yang lebih kuat tentunya lebih menjamin
terbangunnya Kota-kota Hijau sebagai kota-kota berkelanjuran
Indonesia di masa depan. »



Penulis: Doni J Widiantono, Pemerhati Masalah Transportasi

Sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia, Jakarta
nampaknya belum akan terlepas dari berbagai beban dan persoal-
an yang menyertainya hampir selama tiga dekade terakhir, yaitu
masalah kemacetan, banjir dan kawasan kumuh. Sebagaimana ba-
nyak diwacanakan, Jakarta akan mengalami kemacetan total pada
tahun 2014 (Kompas, 21 Februari 2011).

Pasalnya, jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Jakarta
telah melampaui daya tampung ruas jalan yang ada, sehingga
begitu keluar dari rumah kita akan serta merta dihadang kemacet-
an lalulintas. Berdasarkan data yang ada, panjang jalan Jakarta
adalah 7659 km dengan luas mencapai 40,1 km persegi. Saat ini
jalan tersebur dijejali oleh 6,6 juta kendaraan, dengan 2,4 juta di
antaranya kendaraan roda empat (Dinas Perhubungan, 2010).

Nilai kerugian ekonomi akibat kemacetan lalulintas ini

diperkirakan mencapai Rp. 35 triliun per tahun (Kompas, 20

TRANSPORTASI BERKELANJUT
' UPAYA MENGURAI KEMACETAN
. KOTA JAKARTA

Januari 2011). Hal ini antara lain diakibatkan oleh peningkatan
biaya operasi kendaraan (BOK) dan kehilangan nilai wakru serta
dampak kemacetan lainnya seperti polusi udara, menurunnya
produktivitas, meningkatnya stress pengemudi dan lain sebagai-
nya. Widiantono (2008) memperkirakan kerugian akibat kema-
cetan lalulintas rata-rara di Jakarta sebesar Rp. 10,4 triliun per
tahun atau sekitar Rp. 1,25 juta per kapita per tahun. Sedangkan
angka kerugian total di kota besar di Indonesia secara keseluruhan
diperkirakan mencapai Rp. 25,2 triliun per tahun.

Jumlah perjalanan yang terjadi di Jakarta pada tahun 2010
mencapai 21,9 miliar perjalanan. Angka ini diperkirakan akan
meningkat menjadi 24,4 miliar perjalanan pada tahun 2020.
Dengan jumlah penduduk sekitar 9,3 juta jiwa, maka ini setara
dengan 6,45 perjalanan/orang/hari. Angka ini nampaknya jauh
lebih tinggi dibandingkan hasil studi SITRAMP (2000) yang
menunjukkan bahwa rata-rata jumlah perjalanan per orang per
hari di Jabodcrabek hanya sekitar 1,8 perjalanan per orang.
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NETWORK PARADOX

Penanganan masalah kemacetan melalui cara-cara instan seper-
ti pembangunan jalan baru, jalan layang, serta rencana pengem-
bangan jaringan jalan tol dalam kota, nampaknya dalam jangka
panjang hanya akan menambah kerumitan masalah daripada
memberikan solusi, Sebagaimana kita ketahui, saat ini sedang
dibangun beberapa ruas jalan layang baru seperti jalan layang
non-tol Antasari, jalan layang Casablanca, serta 6 ruas jalan tol
dalam kota yang direncanakan dan terakhir diberitakan bahwa PT
Jasa Marga akan membangun jalan tol layang Cibubur-Senayan
sepanjang 23 kilometer (Kompas, 21 Juni 2012).

Dalam teori jaringan dikenal istilah nenwork paradox atau
paradoks jaringan yang menjelaskan bahwa penambahan ruas
jalan dalam suatu jaringan tidak selalu akan meningkatkan kapa-
sitas jaringan ( Transportation Network Analysis, 1997). Kapasitas
jaringan pada dasarnya lebih banyak ditentukan oleh kapasitas
persimpangan yang ada. Tepatnya dalam suatu koridor jalan,
volume kendaraan yang dapat melewati ruas jalan di sepanjang
koridor tersebur ditentukan oleh kapasitas simpang yang paling
minimum,

Artinya bila terjadi bottle-necking pada suatu persimpangan,
maka itu akan berdampak pada ruas jalan yang lain di sepanjang
koridor. Dengan demikian, bila bagian-bagian ujung dari jalan
layang tersebut berakhir pada persimpangan dengan kapasitas
yang terbatas, maka pembangunan jalan layang rersebur tidak
akan menambah kapasitas jaringan.

Strategi utama yang harus dilakukan seharusnya adalah
melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas persimpangan.
Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa suatu ruas jalan yang
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memasuki persimpangan sebidang, maka kapasitas setiap lengan
simpangnya hanya akan menjadi sepertiga atau seperempat dari
kapasitas ruas pendekat yang ada karena harus dibagi dengan
lengan simpang yang lain.

UPAYA MENGURAI KEMACETAN

Dalam upaya mengatasi kemacetan kota Jakarta dan kawasan
Jabodetabekjur, telah banyak konsep dan studi transportasi yang
dilakukan namun nampaknya belum banyak yang diimplemen-
tasikan. Sejak tahun 2000-an saja setidaknya ada tiga kajian
ransportasi yaiwu Study on Integrated Transportation Master Plan
(SITRAMP) Jabodetabek tahap I pada tahun 2000, dan dilanjuc-
kan SITRAMP tahap II tahun 2004 yang bantu oleh Japan In-
sernational Cooperation Agency (JICA). Kemudian terakhir pihak
Kantor Menko Perekonomian juga mengembangkan Jzbodetabek
Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) sebagai upaya
pemutakhiran kajian sebelumnya.

Pemerintah melalui Menko Perekonomian juga telah meru-
muskan 17 kebijakan yang kemudian dikembangkan menjadi 20
kebijakan untuk penanganan masalah transportasi Jabodetabek.
Namun masih belum terlihat keseriusan masing-masing pihak
untuk menangani persoalan kemacetan lalulintas di Jakarta. Se-
hingga yang masih dirasakan masyarakat sejauh ini adalah suasana
chaos, semrawut dan kurang koordinasi, serta kurang kemauan
politik (pelitical will). Semuanya mengarah kepada tragedy of the
common, karena setiap pihak seolah melakukan pembiaran terha-
dap persoalan yang ada sehingga merugikan semua pihak.

Dua puluh kebijakan yang dimaksud meliputi: (i) penerapan
electronic voad pricing, (ii) penanganan on-street parking, (iii)
perbaikan prasarana jalan, (iv) pembangunan tol dalam kota, (v)
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pembatasan kendaraan bermotor, (vi) penerapan park-and-ride,
(vii) perbaikan jalur pejalan kaki, (viii) sterilisasi jalur busway,

(ix) penambahan koridor busway, (x) harga gas untuk wranspor-
wasi, (xi) restrukrurisasi angkutan umum, (xii) optimalisasi KRL
Jabodetabek, (xiii) penertiban angkuran liar, (xiv) pembangunan
MRT, (xv) double-track Manggarai-Cikarang, (xvi) integrasi KRL
dan angkutan massal, (xvii) pembangunan jalur KA Bandara,
(xviii) pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek, (xix) ren-
cana induk transportasi terpadu Jabodetabek, dan (xx) pendidikan
masyarakat tentang lalulintas (Kompas, 10 Juni 2011).

TRANSPORTAS|I BERKELANJUTAN
MULTI-FACET AGAR TAK MENAMBAH
MACET

Penanganan masalah kemacetan yang sangat akur seperti
Jakarta nampaknya tidak dapat dilakukan secara piece-meal dan
single approach belaka. Perlu adanya pendekatan muelri-facer yang
lebih berkelanjutan dan terpadu, baik anrar jenjang pemerin-
tahan, lintas wilayah, dan antar pemangku kepentingan lainnya
(swasta, komunitas, pakar).

Kebijakan dan strategi penanganan masalah kemacetan terse-
but meliputi penanganan di tingkat makro, menengah maupun
mikro. Sedangkan aspek yang dilakukan mencakup aspek teknis
(Engineering), aspek penegakan hukum (Enforcement), dan aspek
pendidikan (Education).

MODEL PENGEMBANGAN LINIER
KORIDOR UTAMA PERKANTORAN

Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Arteri Jalan Kolektor  Jalan Lokal
Bangunan Bangunan
Bangunan Kepadatan Tinggi Kepadatan Tinggi Bangunan
Kepadatan Sedang Kepadatan Sedang
} gunan
l padatan
3‘_ ah

Kawasan
Pemukiman

Kawasan
Perkantoran (BD

Gambar 1. Model Pembangunan Linier yang Kompak

Pada level makro, pembangunan kota-kota baru yang berfungsi
sebagai counter magnet terhadap kota Jakarta perlu didorong
agar tumbuh menjadi kota-kota mandiri dimana 70 persen
penduduk tinggal dan bekerja di kota tersebut. Untuk itu perlu
dipertimbangkan relokasi beberapa kantor-kantor BUMN atau

gedung-gedung perkantoran swasta lainnya, schingga tidak semua

perkantoran erpusat di Jakarta. Kota-kota baru seperti Lippo
Cikarang di timur, BSD di barar, dan Cibubur atau Sentul City
di selatan dapar didorong menjadi pusat-pusat aktivitas perkotaan
vang lebih lengkap dengan aksesibilitas yang tinggi. Kota-kota
baru ini harus terhubung dengan kota inti Jakarta melalui jaring-
an rel KA dan angkutan umum busway yang terpadu, serta jalur
KA lingkar baru yang menghubungkan kota-kota tersebut tanpa
harus melalui pusat kota Jakarta.

Penataan ruang perkotaan di kora inti dan kota-kota satelit
perlu dikembangkan ke arah model-model perencanaan kota yang
bersifat kompak dan terhubung dengan jaringan transporeasi mas-
sal, baik bustway maupun MRT atau yang dikenal dengan konsep
transit oriented development (ToD). Unrtuk itu perlu dikembang-
kan kawasan-kawasan rerpadu yang kompak yang memadukan
fungsi-fungsi hunian, perkantoran dan komersial secara terinte-
gmﬁi (Iﬂ]ﬂn'l suaru f!l‘bf'f'bfot‘k.

Untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, pengem-
bangan kawasan-kawasan ini perlu diarahkan pada simpul-simpul
jalur angkutan umum massal yang memiliki aksesibilitas tinggi
dengan jalur-jalur pedestrian yang nyaman. Kawasan hunian lain-
nya juga perlu didorong ke arah vertikal dengan membatasi ijin
untuk hunian-hunian berkepadamn rendah (landed housing).

Pada level menengah, di koridor barat (BSD), timur (Cika-
rang), sclatan (Depok), dan tenggara (Cibubur/Sentul), perlu
dikembangkan sistem angkutan umum massal (Mass Rapid Tran-
sit) yang terintegrasi, dimana moda transportasi lokal (feeder) dan
antar wilayah (Busway) serta jaringan KA dapat terhubung secara
seamless, sehingga pengguna angkutan umum dapat berganti-ganti
moda tanpa halangan yang berarti.

Selain iru untuk mengurangi tingkat kebutuhan perjalanan,
perlu dikembangkan kebijakan-kebijakan jam kerja yang fleksi-
bel (flexi time), atau pekerjaan yang dapat dikerjakan di tempat
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tinggal masing-masing (small office home office), maupun konsep-
konsep antar pesan (delivery system) untuk mengurangi perjalanan
yang tidak perlu.

Dalam upaya mengoptimalkan kapasitas ruas-ruas jalan
yang ada, perlu dikembangkan skema-skema Transport Demand
Management (TDM) seperti park-and-ride, yaitu penyediaan
fasilitas parkir di stasiun-stasiun atau terminal angkutan umum
massal (KA atau Busway). Selain itu perlu dikembangkan kebi-
jakan yang memberikan prioritas kepada kendaraan dengan oku-
pansi tinggi seperti minibus, mikrobus dll untuk menggunakan
lajur khusus.

Kebijakan TDM yang lain adalah mengembangkan upaya-upa-
ya penyediaan angkutan antar-jemput atau berkendaraan bersama
dalam satu tempat kerja (ride-sharing), atau pengembangan sistem
angkutan shurtle dari lokasi-lokasi hunian yang disediakan secara
swadaya oleh penghuni atau pengembang (car pooling).

LEVEL
MAKRO
(TATA RUANG)

STRATEGI PENANGANAN
KEMACETAN LALULINTAS

Kebijakan pada level mikro, di tingkat streer level akan diarah-
kan pada keterpaduan penanganan prasarana dan sarana serta
penerapan skema-skema rraffic management. Komponen prasarana
dan sarana yang perlu ditangani antara lain menyangkut:

* Penanganan/peningkatan kapasitas persimpangan melalui

pelebaran lengan-lengan simpang.

* Pemasangan alat pengarur instrumen lalulintas (APIL)

yang terkoordinasi.
* Pembangunan fly-over atau underpass pada persimpangan

78

yang padat maupun perlintasan jalan dengan rel KA.

= Perbaikan kerusakan kondisi jaringan jalan dan pelebaran
bagian-bagian yang mengalami penyempitan.

= Peningkatan bahu jalan, rambu-rambu, lampu penerangan
dan fasilitas pejalan kaki di perkotaan.

Dari segi rekayasa dan manajemen lalulintas, perlu dilakukan
pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan kendaraan pribadi
dan kendaraan barang pada waktu-waktu tertentu, melalui skema
Traffic Management seperti:

* Road Pricing, melalui penerapan tol bagi kendaraan yang

memasuki suatu area tertentu seperti jalan-jalan utama.

* Traffic restraint, melalui pembatasan kendaraan yang dapat
beroperasi pada hari kerja.

= larking charge, melalui penerapan tarif parkir yang tinggi
pada zona-zona tertentu dan pembartasan waktu parkir.

* Sistem informasi lalulintas (intelligent transport system),
melalui penerapan sistem informasi yang akurat mengenai
kondisi lalulintas.

Di samping upaya-upaya diaras, perlu dilakukan upaya pe-
negakan hukum (enforcement) dan penyuluhan (education) yang
efektif melalui:

* Penerbitan SIM yang lebih selekeif

* Penindakan yang tegas terhadap pelanggar peraturan lalu-
lintas

* Penertiban pengguna jalan yang tidak semestinya seperti
PKL dan parkir di badan jalan.

* Kampanye terhadap rara tertib berlalulintas dan kesela-
matan mengemudi di jalan,

Pada akhirnya, tidak ada solusi tunggal dalam penanganan
kemacetan lalulinwas seperti kota Jakarta. Yang dibutuhkan adalah
kemauan politik yang kuat untuk bersama-sama menerapkan
hasil-hasil perencanaan yang ada secara konsisten dan konsekuen,
Sebagaimana pepatah mengatakan, nothing great was cver achieved
without enthusiasm.



Penulis: Endra S. Atmawidjaja, Kasubdit Kebijakan dan
Strategi Pembangunan Perkotaan, Kementerian PU

Untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban Indonesia, di
tahun 2007 penduduk perkotaan akan melebihi 50 persen dari
jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Prosentase penduduk
perkotaan terus bergerak naik dari 22.3 persen (1980-an), me-
ningkat 30.9 persen (1990-an), dan terakhir menjadi 48.3 persen
(tahun 2005). Dengan pertumbuhan sekitar 1.5-2.0 persen per
tahun, maka prosentase penduduk perkotaan akan mencapai 60
persen atau 150 juta orang pada rahun 2015 mendatang (Winarso
& Hudalah, 2006).

' STRATEGI MENGENDALIKAN EMISI
| TRANSPORTASI DARI PERSPEKTIF
| PENATAAN RUANG

—

Ty
Ty

Percumbuhan penduduk perkotaan ini yang diikuti dengan
perkembangan kegiatan sosial-ekonomi perkotaan yang demikian
pesat. Pada akhirnya, percumbuhan ini meningkackan tekanan
pada kualitas lingkungan. Salah satunya tekanan tersebur adalah
memburuknya kualitas lingkungan udara yang semakin tercemar
baik oleh gas-gas maupun partikulat.

Saat ini sekitar 90 persen angkutan penumpang maupun
barang bertumpu pada jaringan jalan di Indonesia. Dengan
demikian jalan merupakan ground transport infrastructure yang
sangat vital dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional.
Sementara itu, rasio antara panjang jalan dan luas wilayah di
beberapa kota besar di Indonesia tidak memenuhi kondisi yang
ideal, yakni antara 15-25 persen.

Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan menye-
butkan bahwa rasio tersebut di Jakarta kini berkisar 7 persen saja
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(Gatra, 2007). Dengan kondisi yang ‘tidak ideal’ tersebur, kema-
cetan lalu-lintas menjadi fenomena yang terjadi sepanjang tahun
dan meningkatkan emisi kendaraan secara signifikan.

Dirjen Hubdar juga menyebutkan bahwa 34 persen emisi
karbon berasal dari kendaraan bermotor, dengan kandungan 70
persen CO, 100 persen Pb, 60 persen HC dan 60 persen NOx.
Sementara itu, WHO memberikan indikasi bahwa 70 persen
pencemaran udara di kota-kota besar berasal dari emisi bergerak
alias kendaraan bermoror. Kalau kenyataan ini benar maka kita
patut sangat khawatir karena setiap 5-7 tahun, jumlah kendaraan
bermotor di Asia bertambah dua kali lipat (ADB, 2007).

) F 0 r' f A -'!

Pukok persoalan dalam sektor transportasi adalah ketidakme-
rataan sebaran infrastrukeur transportasi. Akibarnya beberapa per-
soalan turunan timbul, diantaranya adalah rendahnya rata-rata
mobilitas dan aksesibilitas ke pusat-pusat kegiatan sosial-ekono-
mi. Selain itu sistem jaringan jalan di sebagian wilayah nasional
belum terhubung dengan sempurna (tidak menerus).

Sementara itu, kemacetan lalu-lintas di pusat-pusart perkotaan
yang menyebabkan meningkatnya waktu tempuh (travel time)
dan biaya transportasi secara signifikan. Kemacetan pun mem-
berikan dampak yang serius bagi pengangkutan produk-produk
ekspor-impor (logistik secara umum).

- Kemacetan parah yang terjadi di kota-kota besar disebabkan
oleh 3 (tiga) hal, pertama, peningkatan laju pertambahan jalan
(termasuk tol} ridak sebanding dengan laju pertambahan kenda-
raan per tahun. Kedua, penggunaan transportasi umum masih
relatif rendah, hanya berkisar antara 40-45 persen saja. Sisanya
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sangat tergantung pada kendaraaan pribadi. Yang ketiga adalah
tidak optimalnya penataan ruang. Ini menyebabkan lebih dari 60
persen kegiatan ekonomi nasional menumpuk di Jabotabek (pusat
kegiatan industri, komersial, pemerintahan, dan jasa keuangan).

Berbagai intervensi dilakukan untuk menurunkan emisi
transportasi. Intervensi teknologi dilakukan dengan penggunaan
kendaraan bermotor berbahan bakar elektrik, gas alam, maupun
hibrid (Myrtelka, 2007). Intervensi fiskal/non-fiskal dilakukan
dengan kenaikan harga dan pajak pembelian kendaraan serta
pembatasan jumlah kendaraan bermotor.

Upaya penting lain adalah intervensi penataan ruang (land-
use management). Intervensi ini diarahkan untuk mengurangi
jarak jelajah dari saru titik asal ke titik tujuan dan meningkat-
kan efisiensi pergerakan orang dan barang dalam suatu kawasan/
wilayah. Upaya ini bermuara pada pengurangan emisi dari sektor
transportasi jalan raya.

Perencanaan terpadu dalam penyediaan prasarana transpor-
tasi multi-moda transportasi menjadi kebutuhan mutlak sebagai
muaran dari Rencana Tata Ruang (RTR). Namun demikian,
implementasi RTR tersebut lebih penting dibandingkan sekedar
rencana yang komprehensif dan sophisticated. Pembagian peran
(role-sharing) dan beban (load-sharing) antara jalan raya dan jalan
KA, terurama untuk angkuran barang harus diciprakan, agar
angkutan barang (logistik) tidak menanggung eksternalitas akibat
kemacetan yang luar biasa dan kota-kota tidak menimbulkan
eksternalitas dalam bentuk pencemaran udara yang tinggi.

Pembebanan antar-moda sudah selayaknya dibentuk sehingga
jalan dapat berfungsi secara lebih efektif dan efisien dalam meno-
pang pergerakan orang dan barang. Di samping itu pembebanan
spasial juga sangat dibutuhkan pada skala makro-nasional. Sudah
saatnya kita mulai memikirkan pengurangan beban Jakarta dan
sekitarnya melalui desentralisasi kegiatan, bukan hanya desentral-
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STUDI KASUS:

TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD) UNTUK MEMADUKAN SISTEM

TRANSPORTASI DAN TATA RUANG

“métropole déquilibre” yang menjadi dasar pengembangan
kota-kota industri modern baru (seperti Strasbourg, Lyon, Mar-
seille, Toulouse, Bordeaux, dan Lille) yang diikat dengan jaringan
kereta api berkecepatan tinggi (TGV) dan jaringan jalan bebas
hambatan, serta pengalaman Malaysia dengan pengalihan pu-
sat pemerintahan ke Putrajaya pada tahun 1980an akhir meru-
pakan best practices yang layak dipelajari lebih jauh.

Konsep Transit-Oriented Development (TOD) menekankan
kaitan antara transportasi massal dan tata ruang. Cirinya adalah
kedekatan antara sarana transportasi (stasiun, terminal) dengan
kegiatan perkotaan campuran (jasa komersial/retail, residensial
dan perkantoran) dengan densitas tinggi. Radius pelayanan
perkotaan antara 0,4-0,8 km dari stasiun/terminal yang me-
mungkinkan terjadinya sirkulasi pejalan kaki dan pesepeda.

Salah satu fitur konsep TOD adalah pengutamaan transpor-
tasi publik untuk sirkulasi di dalam kota dengan menyediakan
sarana-sarana perhentian sementara (transit). Dengan demikian,
konsumsi energi per kapita dapat dikurangi secara signifikan.
Kota-kota menengah di Eropa, seperti di Perancis dan Rusia de-
ngan jumlah penduduk antara 500.000 hingga 1.000.000 jiwa,
telah menggunakan sistem rail-based.

isasi kewenangan dan sumberdaya seperti sekarang ini.

Pada skala mikro atau internal perkotaan, pengendalian pence-
maran udara pada kawasan perkotaan perlu dilakukan secara
terpadu dengan pengendalian urban sprawling dengan mengede-
pankan pendekatan penataan ruang, Untuk itu penerapan prinsip
transit oriented development (TOD) sebagai salah satu kategori dari
berbagai konsep urban planning, seperti Intelligent Urbanism atau
Smart Growth, Compact City layak dipertimbangkan.

PERAN PENATAAN RUANG UNTUK
PENGENDALIAN EMISI SEKTOR
TRANSPORTASI

UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang yang diberlaku-
kan sejak April 2007 memberikan perhatian besar terhadap
peningkatan kualitas lingkungan. Ini adalah bagian dari upaya
mewujudkan visi penataan ruang ke depan yang aman, nyaman,
produkrif dan berkelanjutan. Penataan ruang berupaya mencari
bentuk keseimbangan antara kebutuhan perrtumbuhan ekonomi
dan pelestarian lingkungan melalui upaya-upaya yang mengarah
pada demand-side management (intervensi yang mempengaruhi
keputusan untuk melakukan perjalanan). Upaya penataan ruang

Kota-kota di Eropa yang menderita akibat kekalahan pada
Perang Dunia Il tidak memiliki pilihan lain kecuali membangun
perumahan sosial yang dekat dengan sistem transportasi publik
(subway, kereta atau bus). Selain itu karena kota-kotanya relatif
kecil sehingga cukup mudah diakses pengguna transit, pese-
peda, dan pejalan kaki.

Sebaliknya konsep TOD tampaknya tidak cukup efektif berja-
lan di AS yang sejak kemenangan pada Perang Dunia Il mene-
rapkan kebijakan low-density single family housing. Kebijakan ini
mendorong pemanfaatan pinggiran kota (sprawling), dimana
perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor lebih
disukai karena alasan privasi dan fleksibilitas.

Bagi masyarakat Amerika, sistem mass transit sama sekali
tidak fleksibel secara geografis, karena umumnya berorientasi
ke downtown. Mass transit di AS hanya mengangkut 5 persen
jumlah komuter, sementara 95 persen komuter menggunakan
kendaraan pribadi (Selmi dan Kushner, 2004), Bagi masyarakat
Eropa yang dipengaruhi paham sosialis, low-density suburb yang
memicu kebutuhan kendaraan pribadi bukanlah cermin masya-
rakat yang berkeadilan.

mencakup dua dimensi utama, yakni: p.’anning (perencanaan tata
ruang) dan control (pengendalian pemanfaatan ruang agar selalu
sesuai dengan rencana tata ruang).

Di dalam perencanaan tata ruang, UU No. 26/2007 mewajib-
kan seluruh daerah otonom (khususnya kota-kota) menyediakan
30 persen luas wilayahnya untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Tujuan aturan ini adalah mengurangi efek emisi dari sumber
transportasi dan sumber emisi lain, serta menjamin hak menik-
mari udara bersih. Upaya pengendalian emisi untuk meningkat-
kan kualitas udara di kawasan perkotaan harus diletakkan dalam
visi jangka panjang demi mewujudkan kota yang lebih layak
huni. Maka upaya pengendalian emisi tak kalah pentingnya de-
ngan upaya konservasi air, pengelolaan risiko bencana, penataan
kawasan bersejarah, penguatan citra positif, dan peningkatan
atraksi dan daya saing sebuah kota.

Selanjutnya RTR juga mengatur kepadatan populasi dan
kegiatan melalui instrumen peraturan zonasi. Dengan demikian
pergerakan orang dan barang dalam suatu kawasan/wilayah lebih
efisien. Tujuan pembuatan dan pemberlakuan peraturan zonasi
antara lain untuk melindungi nilai aset, menghindari terjadinya
eksternalitas, memperluas basis pajak, mendorong kehidupan
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yang lebih berkualitas, kesehatan masyarakat yang lebih baik,
hingga aspek-aspek lainnya (menjamin kesehatan, keselamatan,
moral dan kesejahteraan umum).

Dalam hal pengendalian pcmaﬂf:aara.n ruang, instrumen
performance zoning dapat digunakan pada satu atau beberapa blok
peruntukan, Conrohnya adalah memberikan batas konsentrasi
pencemaran udara pada suatu kawasan yang harus dipatuhi,
karena bersifat mengikat sesuai dengan level of service atau tingkat
pencemaran yang ditolerir. Apabila konsentrasi pencemaran udara
melebihi kiner |d|"kLtcntuan yang dlletapkan maka beban/volume
lalu lintas pada kawasan harus dikurangi atau menjadi dasar bagi
penerapan instrumen manajemen lalulintas yang memberatkan
pengguna kendaraan bermotor.
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Akhimya, instrumen perizinan adalah kendali pema.nﬁaatan
ruang agar sesuai dengan rencana tata ruangnya. Selmi dan Kush-
ner (2004) menyebutkan, ada tiga kemungkinan tindakan dalam
rangka perlindungan lingkungan. Pertama, pemerintah berupaya
mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam pengen-
dalian tata ruang yang ada. Kedua, pemerintah memberlakukan
aturan perlindungan lingkungan untuk area-area kritis. Ketiga,
pemerintah mewajibkan pemerintah daerah menduplikasi atau
bahkan memberlakukan aturan perlindungan lingkungan yang
lebih ketat di daerah. =
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“Adopsi konsep keberlanjutan
merupakan sebuah keharusan yang
memiliki dua sisi yang saling terkait
satu sama lain, yakni sisi kebijakan
dan sisi penerapannya. Kebijakan yang
tegas dan kuat tentang keberlanjutan
kota harus bisa ditransformasikan
secara efektif menjadi program-

program nyata yang bermanfaat.”
(Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum RI, 2012)
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Penulis: Ir. Joessair Lubis,CES, Direktur Perkotaan - Ditjen
Penataan Ruang, Kementerian PU

Kerika zaman Yunani Kuno, kota-kota besar saar itu disebut
mr.rmpnﬁm:r, berasal dari kata meter yang berarti ibu dan pa[is
yang berarti kota (Wackerman, 2000). Kenapa disebut kora ibu?
Di masa itu, metropolitan memiliki makna sebagai kosa ibu yang
memiliki kota-kota satelit sebagai anak. Namun istilah it juga
dapat berarti pusat sebuah kora, sebuah kota negara (city-state),
atau sebuah provinsi di kawasan Mediterania (Winarso, 2006).

Dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, kawasan
metropolitan didefinisikan sebagai:

kawasan perkotaan yang rerdiri atas sebuah kawasan

perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti

dengan kawasan perkotaan di sekitarnya, yang saling memi-
liki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem

Jaringan prasarana wilayab yang terintegrasi, dengan jumlah

penduduk keseluruban sekurang-kurangnya satu juta jiwa.
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Al MEMBANGUN METROPOLITAN
BERKELANJUTAN

Jadi perbandingan antara definisi undang-Undang dengan
metropolitan secara etimologis (asal kata) cukup koheren.
Keduanya bermakna bahwa kawasan metropolitan terdiri dari
aglomerasi beberapa wilayah adminiscratif dan masing-masing
wilayah tersebut memiliki keterkaitan. Wilayah rersebut memben-
tuk sebuah kawasan dengan akrtivitas yang bermuara pada pusat
(kota besar sebagai inti atau ‘ibu’).

KAWASAN METROPOLITAN DI
INDONESIA

Pemerintah sudah menetapkan tujuh kawasan metropolitan di
Indonesia. Statistik kawasan-kawasan ini cukup mencengangkan
mengingat masih ada angka pertumbuhan penduduk rata-rata
3,3 persen. Saat ini dari jumlah penduduk kawasan Jabodetabek-
punjur menempati peringkat keriga dalam peringkat metropoli-
tan dunia. Kawasan ini berada di bawah Tokyo dan Guangzhou
(citypopulation.de, 2012). Oleh karena itu Pemerintah berani
memasang target menjadi peringkat 6 kekuatan perekonomian
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Tujuh kawasan metropolitan di Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan
berdasar PP N0.26/2008

NAMA

Metropolitan Jabodetabek-

Punjur Puncak, Cianjur

CAKUPAN WILAYAH
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,

JUMLAH PENDUDUK
sekitar 28 juta jiwa

LUAS WILAYAH

6,682 km?

Metropolitan Bandung
Cimahi, Kabupaten Sumedang

Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota

(metropolitan ‘Cekungan Bandung’)

sekitar 7,8 juta jiwa 3,382 km’

Metropolitan Semarang

(metropolitan ‘Kedungsepur’)

Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang (Un-
garan), Kota Semarang, Kabupaten Purwodadi

sekitar 4,7 juta jiwa 3,267 km*

Metropolitan Surabaya

susila’)

Kabupaten Gresik, Bangkalan, Kabupaten Mo-
jokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo,
Kota Lamongan (metropolitan ‘Gerbangkerto-

sekitar 6,4 juta jiwa 2,116 km?

Metropolitan Medan

Kota Medan, Kabupaten Binjai, Kabupaten
Deliserdang (metropolitan "Mebidangro')

sekitar 4,1 juta jiwa 2,739 km?

Metropolitan Denpasar
politan “Sarbagita”)

Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (metro-

sekitar 2,2 juta jiwa 1,749 km’

Metropolitan Makassar

minasata”)

dunia di tahun 2050, melalui program Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Jumlah penduduk besar mendatangkan masalah tipikal, yakni
kemacetan, polusi, banjir, kumuh, dan pengangguran. Masalah-
masalah yang meliputi aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Melarang manusia untuk berdatangan ke kota metropolitan
merupakan hal yang sia-sia. Karena manusia memiliki insting
Yﬂ,ng kuat da.ﬂ rekﬂ.d ya.ng mfmba[ﬂ untuk mcningkﬂtkﬂn ta.l'af
hidup masing-masing (Eko Budihardjo, 2006).

Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama,
di dalam blog miliknya ahok.org, menyatakan kesiapannya untuk
urbanisasi besar-besaran. Daripada memperbesar kota, mungkin
lebih baik membangun sebuah sistem yang terdiri dari kota-kota
yang disebut dengan sistem perkotaan. Berarti kita harus berharap
pada pengelolaan kota yang dilakukan oleh Pemerintah.

KEMANA ARAH KAWASAN
METROPOLITAN?

Sekarang mari menilik definisi KSN Perkotaan dari PP 26
/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
KSN Perkotaan merupakan kawasan perkotaan metropolitan
(penduduk lebih dari satu juta jiwa) dengan sudut pandang cko-

Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten
Gowa, Kabupaten Takalar (metropolitan “Mam-

sekitar 2,4 juta jiwa 2,462 km*

nomi dan merupakan Pusar Kegiaran Nasional (PKN). Ini berarti
kawasan perkotaan tersebut berfungsi melayani kegiaran skala
internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Maka dapat disimpulkan bahwa faktor urama pengaturan
metropolitan adalah sektor perekonomian. Namun belajar dari
Jakarra, fakror lingkungan juga mempengaruhi perkembangan
perekonomian. Oleh karena itu kesatuan eco-region-lah, bukan
kesatuan ego-region, yang menjadi dasar penentuan cakupan KSN
Perkotaan demi membangun metropolitan berkelanjuran.

Pemerintah saat ini sudah menetapkan 4 Perpres (Jabodetabek-
punjur, Sarbagita, Mamminasata, dan Mebidangro) dan sedang
menyusun 3 lainnya (Cekungan Bandung, Kedungscpur. dan
Gerbangkertosusila) untuk mengarur kota metropolitan di atas.

Kawasan Jabodetabekpunjur dengan DKI Jakarta sebagai
kota inti dan ibukora NKRI, tampaknya memiliki permasalahan
yang paling kompleks dibanding keenam metropolitan lainnya.
Kawasan ini diatur dalam Perpres No. 54/2008 tentang Penataan
Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur yang bersiap me-
masuki tahun kelima. Ini berarti Perpres tersebut dapar ditinjau
ulang untuk diperbarui dengan penanganan masalah yang juga
selalu baru.

Kawasan Sarbagita diatur dalam Perpres No. 45/2011 tentang
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Rencana Tata Ruang KSN Perkotaan Sarbagita. Yang menarik di
dalam Perpres ini adalah bagian tujuan penataan ruang Kawasan
Sarbagita. Discbutkan Kawasan Perkotaan Sarbagita scbagai
kawasan pariwisata bertaraf internasional yang berjatidiri budaya
Bali berlandaskan 7ri Hita Karana (Tiga Penycbab Kescjahrera-
an). Landasan ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan,
manusia dengan alam lingkungan, dan manusia dengan sesa-
manya, Inilah kearifan lokal yang dianut demi tujuan bertaraf
internasional.

Kawasan Mamminasata diatur Perpres No. 55/2011 tentang
Rencana Tata Ruang KSN Perkotaan Mamminasata. Kawasan ini
mengukuhkan diri sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indone-
sia yang bertaraf internasional. Konsep struktur ruang kawasan
metropolitan Mamminasata dirancang menyerupai ‘setengah
kipas'.

Tujuannya adalah mengurangi tingkat kepadatan tinggi dan
perluasan perkotaan di Makassar. Selain itu ditujukan unrtuk me-
ningkatkan amenitas perkotaan dengan mengembangkan daerah-
daerah permukiman baru di luar Makassar (Maros dan Gowa).
Ini bersamaan dengan pembangunan jaringan jalan barat-timur
dan utara-selatan, yang menghubungkan daerah perkotaan de-
ngan daerah-daerah permukiman baru tersebut.

Sementara itu Kawasan Mebidangro diatur dalam Perpres No.
62/2011 tentang Rencana Tata Ruang KSN Perkotaan Mebi-
dangro, Kedekatannya dengan Kuala Lumpur dan Singapura
menjadikan perekonomian kawasan ini berkembang pesat. Dari
beberapa kali sosialisasi Perpres 62 Tahun 2011, sering dijumpai
warga negara Malaysia dan Singapura di kawasan perbelanjaan
dan pariwisata Mebidangro. Hal ini menjadi salah satu modal
perkembangan kawasan.

KSN Mebidangro didelincasikan atas keterkaitan daerah aliran
sungai dalam wilayah sungai. Schingga dalam pengembangan
kawasan perkotaan Mebidangro, perlu melihat dan memperhati-
kan keterkaitan ekosistem hulu, yaitu di sebagian Kab. Karo dan
sebagian Kab. Deli Serdang. Sedangkan daerah hilir adalah Kota
Medan, Kota Binjai, dan sebagian Kab. Deli Serdang.

Perpres Kawasan Gerbangkertosusila saat ini sedang dirancang.

Kawasan ini memiliki nilai perekonomian terbesar kedua setelah
Jabodetabekpunjur. Karena itu konsep penataan ruang menaruh
perhatian utama pada scktor perdagangan dan jasa.

Kawasan Cekungan Bandung berkembang dengan sektor per-
ckonomian krearif dan pendidikan. Kawasan ini berada di dataran
tinggi sehingga tidak memiliki pelabuhan laut. Namun kondisi
geografis ini memberikan iklim yang sejuk sehingga kondusif
untuk kegiatan pendidikan dan pemikiran kreatif. Warga negara
asing banyak dijumpai di kawasan ini dengan tujuan sebagian
besar untuk berbelanja.

Kawasan Kedungsepur dengan kota inti Semarang memiliki
kedekaran dengan Kota Solo dan Yogyakarta. Ketiga kota ini
membentuk koridor Joglosemar dengan penggerak utama pereko-
nomian di sektor perdagangan-jasa dan budaya.

MEMBANGUN METROPOLITAN
BERKELANJUTAN UNTUK KEHIDUPAN
YANG LEBIH BAIK

Demikianlah kota-kota metropolitan Indonesia dengan
kemiripan sekaligus keunikannya masing-masing. Menilik lokasi
beberapa kawasan metropolitan Indonesia, terdapat kemungki-
nan-kemungkinan terbentuknya megapolis. Dalam UU 26 /2007,
megapolis didefinisikan sebagai kawasan yang terbentuk dari
dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan
fungsional dan membentuk sebuah sistem. Seperti Jabodetabek-
punjur dengan Cekungan Bandung, Kedungsepur dengan Solo
dan Yogyakarta.

Kota-kota metropolitan tumbuh dengan pesat melebihi anti-
sipasi para perencana, pengambil keputusan kebijakan, manajer,
politisi, dan ahli-ahli perkotaan. Seakan-akan tidak ada kekuatan
dan kemampuan yang dapat menghentikan tumbuh dan berkem-
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bangnya kota-kota metropolitan sampai suatu saat membangkit-
kan tuntutan kebutuhan untuk membahas persoalan dan rantang-

an metropolitan di Indonesia.

Yang jelas, kehadiran persoalan dan tantangan tersebur adalah
fakta yang harus diterima. Tidak banyak manfaatnya memper-
soalkan apakah ada kelalaian atau kecerobohan dalam kebijakan
publik schingga timbul kota-kota metropolitan dengan persoalan
dan rantangan yang dihadapi sckarang dan masih terus dihadapi
dalam waktu panjang. Kita optimis saat ini sedang berproses
menuju keadaan yang lebih baik.

Dibutuhkan langkah-langkah yang melibatkan semua pihak
terkait. Peran masyarakat harus ditingkatkan dalam pengelolaan

kota. Sudah saatnya kita memandang kota metropolitan sebagai

satu kesaruan, serta sebagai wadah perkembangan peradaban dan
kebudayaan manusia Indonesia. Mengutip Prof. Eko Budihardjo,
diperlukan alternatif dan terobosan-terobosan baru dengan ber-
fikir lateral (Edward De Bono), nggiwar (Romo Mangun) dan out
of the box (Rob Eastway) untuk bisa menjadi pencipta dan bukan
pengikut kecenderungan. =
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Penulis: Haryo Sasongko, BPPI, Universitas Trisakri

Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan dalam pem-
bangunan perkotaan baik di pemerintah maupun pemerintah

daerah bisa ditengarai dengan sulitnya penanganan proses pemba-

ngunan perkotaan itu sendiri. Misalnya dalam tataran pemerin-
tah (pusat atau nasional), bcrbagai peraturan perundangan telah
dibuar dan sedang dipersiapkan. Yang menjadi pertanyaan adalah
apakah berbagai peraturan peru ndangan tersebur sudah sinkron
satu sama lain? Dalam dunia akademis ada istilah Constitution/
Regulation Examination. Nampaknya walaupun sudah ada proses
harmonisasi peraturan perundangan, namun tahap cksaminasi
kurang mcndapat porsi yang memadai sehingga ha.sﬂnya kura.ng
optimal.

Di tingkat dacrah, belum optimalnya tata kelola dan kelem-
bagaan pemerintah daerah ditunjukkan beberapa hal. Pertama
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" SINKRONISASI PERATURAN
PERUNDANGAN TERKAIT
PERKOTAAN

Tiiea

kapasitas pemerintah daerah dalam penerapan good governance
and good public management masih terbatas. Selain itu kepemim-
pinan kota yang visioner dan berorientasi kepada kepemimpinan
masyarakat luas masih langka. Di sisi lain, kapasitas kelembagaan
vang masih belum memadai untuk menerjemahkan visi-misi
pembangunan kota kedalam tindakan nyata. Dan yang tak bisa
diabaikan adalah belum optimalnya upaya pemberdayaan masya-
rakar kota, serta belum terwujudnya community self-government di
kota.

KOORDINASI TERPADU DALAM
PERENCANAAN PERKOTAAN NASIONAL

Dalam bidang perencanaan perkotaan di tingkat nasional,
koordinasi dan sinkronisasi peraturanperundangan dilakukan oleh
scbuah tim yang anggota-anggotanya representasi dari berbagai
kementerian/lembaga terkait. Tim ini bernama Tim Koordinasi
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Keterkaitan KSPN dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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Pembangunan Perkotaan Nasional (TKPPN) dan dibentuk
berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas No. 23/M.PPN/HK/03/201 1. Tugas
tim ini adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan perkotaan;

2. Melaksanakan evaluasi dan review kebijakan-kebijakan
perkotaan, menyusun kebijakan, tata aturan dan kesepatan
bersama dalam rangka menyelesaikan masalah pemba-
ngunan perkotaan.

Salah satu kebijakan yang dihasilkan adalah rancangan Ke-
bijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Proses pe-
nyusunan rancangan ini dilakukan secara partisiparif. Berbagai
pemangku kepentingan terkait pembangunan perkortaan terlibat
di dalamnya, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah,
kalangan akademisi, dunia usaha, dan masyarakar. Keseluruh-
an proses penyusunan rancangan ini dikoordinasikan melalui
TKPPN.

KSPN berfungsi sebagai dokumen baru perencanaan tingkat
nasional jangka panjang hingga tahun 2025 yang mengintegrasi-
kan perencanaan spasial dan nonspasial dalam kegiatan pemba-
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Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN)
VISI

Membangun IHENTTTAS  Membangun keterkaitan dan manfaat
PERKOTAAN INIMINESIA berbasis  antarkotn dan desa:kota dalam SISTEM

karnkter fsik, keunggrlan chomomi, PERKDTAAN INIDMNESIA herbansis
budays lokal  kewilevahan
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Perkotann Minimum
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ngunan perkotaan secara nasional. Oleh karena itu, posisi KSPN
diusulkan berada di posisi antara RPJPN dan RPJMN, khususnya
untuk memperjelas RPJPN yang terkait dengan peran kota di
dalam pembangunan. Selain itu, KSPN diusulkan untuk menjadi
Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah,

Saat ini Pedoman Standar Pelayanan Perkoraan (SPP, Per-
mendagri no. 57/2010) sedang disesuaikan dengan revisi UU 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan UU ten-
tang Tata Kelola Perkotaan, dan revisi PP 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat, Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selain iru Kementerian Dalam Negeri tengah menyusun
konsep RUU rentang Tara Kelola Perkotaan. RUU ini diharapkan
menjelaskan masalah pemerintahan kota dan kawasan perkotaan
dan menjadi persiapan terbitnya revisi UU No. 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan PP No. 34/2009 tentang Pengelolaan

Kawasan Perkotaan.

PERAN SUD-FI DALAM SINKRONISASI

PERATURAN PERUNDANGAN

Dengan pemikiran agar supaya KSPN lebih adaprif dan
responsif, saat ini Kementerian PU sedang menyusun Kebijakan
dan Strategi Pembinaan Pembangunan (KSP3), dengan mengu-
raikan tipologi dan peran kota. Selain itu, Kementerian Dalam
Negeri tengah menyusun RUU tentang Tata Kelola Perkotaan.
Rancangan ini adalah persiapan terbitnya revisi UU No. 32/2004
tentang Pemerintahan Daerah, yang diharapkan menyangkur
urusan pemerintahan kota dan kawasan perkotaan, Sementara itu,
PP No. 34 tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan
juga masih berlaku.

Walaupun tidak diuraikan disini, hal yang kurang lebih sama
juga terjadi pada sejumlah Kementerian dan Lembaga lain yang
juga menangani masalah pembangunan perkotaan, antara lain
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KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL (KSPN)
SASARAN

A. Sistem Pelayanan Minimum Kota
Terpenuhinya SPP (Standar Pelayanan Perkotaan) di perkota-
an sesuai dengan tipologinya

B. Sistem Perkotaan

1. Terwujudnya kawasan perkotaan metropclitan yang
mampu bersaing di tingkatinternasional (kota internasi-
onal/global city).

2. Terwujudnya kota besar yang dapat menjadi pusat per-
tumbuhan nasional (Pusat Kegiatan Nasional/PKN).

3. Terwujudnya kota menengah dan kecil yang dapat men-
jadi pusat pertumbuhan ekonomi regional (Pusat Keg-
iatan Wilayah/PKW dan Pusat Kegiatan Lokal/PKL) serta
meningkatkan keterkaitan desa-kota.

4. Terwujudnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN
sebagai gerbang internasional dan untuk mendorong
kawasan perbatasan negara.

C. Terwujudnya pembangunan kota melalui pemba-
ngunan ekonomi, sosial budaya, Prasarana & Sarana
Umum, tata ruang, lingkungan hidup, dan kelem-
bagaan

Kementerian-kementerian Perhubungan, Keuangan, Lingkungan
Hidup, Perumahan Rakyat, BPN, BNPB, BNPP dan lain sebagai-
nya.

Dengan banyaknya peraturan perundangan di tingkat peme-
rintah pusat dan pemerintah daerah, tentu diperlukan pemaham-
an yang memadai atas semuanya, apalagi bila terjadi tumpang
tindih. Konsep peraturan yang akan muncul pun perlu dikaji
dengan mendalam.

Dalam hal ini, walaupun bukan organisasi struktural, SUD-FI
memiliki komitmen dan kekuatan moral untuk pemikiran suatu

Sebagai salah satu strategi mewujudkan Sistem Perkotaan
Nasional, telah ditetapkan peraturan perundangan turunan
UU 26/2007. Peraturan tersebut adalah Perpres Rencana Tata
Ruang (RTR) Pulau/Kepulauan dan Perpres Rencana Tata Ruang
KSN Perkotaan sebagai dasar dan pedoman pengembangan
perkotaan bagi pemerintah pusat dan daerah. Dalam RTR Pu-
lau/Kepulauan terdapat salah satu strategi yang penting, yaitu
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional
untuk masing-masing PKN, PKW dan PKSN.

i Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan )

Pulau Sumatera Perpres 13/2012

Pulau Jawa-Bali Perpres 28/2012

Pulau Kalimantan Perpres 3/2012

Pulau Sulawesi Perpres 88/2011
Kepulauan Maluku Raperpres

Kepulauan Nusa Tenggara Raperpres

Pulau Papua Raperpres

perubahan menuju yang lebih baik terutama dalam manajemen
perkotaan pada lintas kepentingan. SUD-FI bisa menjadi ajang
koordinasi (bukan koordinator) antar kementerian terkait, para
pemangku kepentingan lain (perguruan tinggi, asosiasi, dan
forum-forum lain), serta pada kasus-kasus tertentu dengan pe-
merintah dacrah terkait. Pada saat yang diperlukan, pembahasan
isu-isu terscbue bisa dibahas bersama TKPPN dengan lebih bebas
dan cair. Apalagi sebagian anggota TKPPN adalah juga anggota
SUD-FL

Dengan demikian, integrasi peraturan ditambah integrasi data
menjadi salah satu prasyarat pembangunan perkotaan yang ber-
kelanjutan. Pada akhirnya langkah integrasi ini dan juga upaya-
upaya yang lain diharapkan akan bisa mensejahterakan masyara-
kat, negara, bangsa dan tentunya kelestarian bumi yang kita cintai

itu sendiri. Semoga. ®
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Fenomena Joke Widode yang muncul dalam pilkada di Jakarea
telah membawa perhatian masyarakar kepada kiprahnya dalam
memimpin Kota Solo selama 7 tahun. Pengalamannya memimpin
Solo kini menjadi objek studi dari berbagai bidang, dengan
tujuan selain untuk mengembangkan studi perkotaan juga sebagai
pembelajaran bagi kepemimpinan kota. Salah satu yang menonjol
dari pola pembangunan Kota Solo adalah paradigma kota vang
pro-poor, yaitu kota yang lebih mengedepankan keterbukaan akses
sumberdaya bagi kaum marjinal. Dalam penerapannya, paradig-
ma kota yang pro-poor di Solo dimulai sejak perumusan visi dan

SOLO KOTA PRO-POOR

misi kota, penyusunan rencana dan program, hingga ke tingkatan
prakeek-prakek di lapangan. Di berbagai literatur, paradigma
kota yang pro-poor dikenal pula dengan istilah kota inklusif.
Pembangunan kota-kota di ranah air berhadapan dengan
realita masih melekatnya kemiskinan dalam kehidupan sebagian
besar penduduknya. Data menunjukkan sckitar 50-60 persen
penduduk kota yang hidup dari sektor informal dan sekitar 30-40
persen penduduk kora-kota di negara berkembang yang tinggal di
lingkungan permukiman kumuh (UN-Habirtat, 2003). Keku-
muhan, informalitas dan kemiskinan kota saling mengkait mem-
beri gambaran kesenjangan sosial yang memprihatinkan. Inilah
latar belakang pentingnya pembangunan kota yang inklusif, yang
ditujukan untuk semua golongan tanpa sekar-sekar akses kepada
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sumber daya kota.

Visi kota inklusif tentunya bermakna sebuah pemihakan yang
nyata untuk mengangkat derajat kehidupan kaum miskin kota.
Dengan demikian, kota yang pro-poer dapat diartikan seba-
gai kota yang memihak kaum miskin untuk secara berkeadilan
memiliki akses yang sama terhadap berbagai pelayanan dasar dan
sumber-sumberdaya kunci perkotaan. Orientasi harus diarahkan
pada pengembangan program pelayanan publik, yang berarti pe-
111}"9.11&111 llntuk semua \-\’i:].fgi—l.

Lebih jauh, pencrapan pembangunan “kota vang pro-poor”
secara konsekuen dan konsisten dapat dijelaskan dalam 5 prinsip
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tegas diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan secara
progresif dengan membuka belenggu-belenggu akses ke-
pada pelayanan dasar dan sumberdaya kunci;

* Kedua, perencanaan pembangunan yang dilaksanakan
secara partisipatif, sebagai langkah penerapan visi-misi ke
dalam kebijakan dan strategi pembangunan kota;

* Ketiga, pelayanan publik yang terpadu dan terukur (akun-
tabel), dengan target pencapaian yang progresif;

¢ Keempat, tata kelola pemerintahan vang transparan, se-
perti manajemen keuangan yang transparan dan efisien,
alokasi sumber-sumber daya yang pantas, layak dan
berkeadilan;

* Kelima, ckonomi lokal yang semakin kuar dan mandiri
sebagai tumpuan pembangunan ekonomi kota yang tum-
buh secara berkeadilan.

VISI DAN MISI KOTA SOLO

Visi pembangunan Kota Solo adalah meningkatkan kesejahte-
raan warga kota dan pembangunan kota yang bertumpu pada
semangat Solo sebagai Kota Budaya (paparan Pemerintah Kota
Solo, Juni 2012),

Visi Solo Kota Budaya ini dituangkan ke dalam 8 (delapan)
Misi Kota Solo, yaitu:

1. Memberdayakan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan,
. Mengembangkan etika dan nilai-nilai budaya,

. Memperkuat karakter kota,

. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan,

. Memperbaiki dan meningkatkan akses bagi para pencari
kerja,

. Menciptakan iklim investasi yang kondusif,

7. Memperbaiki dan meningkatkan prasarana dasar dan fasili-

tas perkotaan,
8. Mempromosikan tema kota.
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VISI DAN MISI KOTA SOLO YANG PRO-
POOR

Visi dan misi Kota Solo secara tegas sekali menunjukkan
sebuah pemihakan kepada warga kota yang marjinal. Siapakah
mercka? Mereka adalah yang belum mencapai aras sejahtera dan
belum berdaya karena belum memiliki pekerjaan. Mereka adalah
yang menjalankan ckonomi kerakyatan yang kondisinya tetap
berada di bawah. Mercka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan
dan pendidikan yang layak hanya karena ketidakberdayaannya.
Warga marjinal adalah juga mercka yang tinggal di lingkungan
permukiman kumuh dan tidak terlayani oleh prasarana dasar dan
fasilitas perkotaan.

Namun visi dan misi yang pro-poor tersebut tidak berdiri
sendiri. Secara bersisian, visi dan misi yang memihak tersebut
dilekatkan dengan misi untuk mencapai kemajuan sosial dan cko-
nomi kora secara utuh. Melalui penetapan tema pembangunan
Solo sebagai Kota Budaya, misi yang diemban adalah mengem-
bangkan budaya kota (#rban culrure) untuk memperkuar karakrer
kota. Sisi ekonomi kota menjadi perhatian dengan misi mening-
katkan iklim investasi yang kondusif. Visi dan misi tersebur akhir-
nya mewujud ke dalam kebijakan dan strategi kota yang utuh.
Hasilnya adalah paradigma pro-poor yang berorientasi produktif,
bukan alam arti yang karitatif dan konsumtif ataupun menjadi
jargon untuk pencitraan semata.

CITY BRANDING SOLO SEBAGAI KOTA
BUDAYA

Prinsip kedua dalam penerapan paradigma kota yang pro-poor
adalah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara parti-
sipatif dengan menggerakkan berbagai kalangan unruk menetap-
kan sebuah tema pembangunan kota. Tema pembangunan kota
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bisa saja kita jumpai di berbagai kota di tanah air, namun apakah
tema-tema tersebut adalah aspirasi yang melekat di hati warganya,
masih menjadi pertanyaan besar. Melalui pendekatan partisipatif
yang dijalankan secara sistematis, kemudian ditetapkan pembe-

rian tema kota (city branding) untuk Solo yaitu Solo Kota Budaya.

Perkembangan bidang kebudayaan dan pariwisata di Solo
mengalami peningkatan yang menonjol dalam kurun wakrtu lima
tahun terakhir. Beberapa indikasi bisa dilihat dari beberapa ben-
tuk investasi seperti hotel dan restoran serta beberapa fungsi lain-
nya. Kemajuan pariwisata dan kebudayaan di Solo bukan hanya
sebatas atraksi-atraksi wisata, namun secara mendasar didukung
infrastrukeur fisik, sosial maupun ekonomi kota. Kemajuan ini ti-
dak lepas dari dukungan perencanaan, komitmen alokasi anggar-
an dan dukungan investasi sckror publik dalam bentuk berbagai
fasilitas dan prasarana penunjang.

Dengan tema Solo Kota Budaya maka kebijakan dan strategi
pembangunan kota diarahkan pada pengutamaan pembangunan
di bidang kebudayaan dan pariwisata. Selain untuk tujuan pe-
lestarian budaya, program kebudayaan dikembangkan menjadi

program pariwisata yang dapat pula menjadi basis ekonomi kota.

Bisa dinilai bahwa Solo telah melakukan upaya city branding
secara efekrif. Efekeifitas tersebut tampak dari pendekatan yang
komprehensif yang menjadi 3 (tiga) pilar pembangunan ber-
kelanjutan, yaitu efektif secara sosial, secara ekonomi maupun
implikasinya yang besar terhadap upaya penataan lingkungan. Di
salah saru pojok kota, yaitu di Taman Kota Ngarsopuro, terpam-
pang tema “Solo Kota Budaya” di hadapan khalayak ramai. Papan
kota ini bukan hanya berfungsi mensosialisasikan, namun juga
sekaligus menjadi cermin dari apa yang diinginkan warga Kota
Solo

MANAJEMEN KROYOKAN DAN NYEKRUP

Prinsip ketiga dalam penerapan paradigma kota yang pro-poor
adalah pelayanan publik yang terpadu dan akuntabel. Di Solo
prinsip ini diwujudkan melalui k(msep yang diistilahkan scbag;li
manajemen kroyokan dan nyekrup. Manajemen kroyokan berarti
manajemen yang mengutamakan keterpaduan antar sektor pem-
bangunan kota.
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Melalui pendekatan ini diharapkan wijuan-mjuan pembangun-
an yang bersifat lintas sckeor dapat dicapai secara efekif, sera
menghindari program pemerintah kota yang terfragmentasi ke
dalam sektor-sektor pembangunan vang berjalan sendiri-sendiri.
Pemko Solo menghindari pendekatan “membagi-bagi jatah” ang-
garan, dan untuk itu maka dibentuk beberapa Kelompok Kerja
(Pokja) yang beranggotakan berbagai instansi yang rerkait dengan
sebuah program payung,.

Sebagai indikator keterpaduan, maka sebuah program yang
dijalankan oleh sebuah instansi akan dilihat sejauh mana ringkar
nyekrup-nya dengan program besar secara keseluruhan, maupun
dengan program terkair lainnya, yang meliputi pelayanan kese-
hatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, perumahan, transportasi
umum, pasar umum, dan sebagainya. Manajemen pembangunan
secara terpadu berbasis kawasan seperti ini pada dasarnya adalah
wujud penerapan pendekatan skala kota (¢city-wide approach).

Dengan dilandasi brand Solo Kota Budaya, kapasitas dan peran
beberapa kelembagaan pemerintah kota semakin ditingkatkan,
seperti Badan Promosi Pariwisata Daerah Surakarta yang semakin
diberdayakan. Lebih jauh lagi, beberapa SKPD, diantaranya Dis-
parta, Disperindag, Dinkop dan UMKM, Dishubkominfo, para
pelaku induseri wisata, dan juga pelaku UMKM se-Solo Raya
bekerjasama untuk memajukan program-program pariwisara dan
kebudayaan di Solo.

Sebagai hasilnya, terjadi perubahan perilaku konsumen, per-
kembangan kelas menengah yang mendorong peningkatan daya
beli dan meningkatnya kegiatan wisata. Pola-pola akrifitas dan
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rute perjalanan pariwisata, baik wisatawan lokal maupun man-
canegara, mengalami perubahan sejalan dengan kegiatan promosi
dan penyiapan atraksi wisata yang semuanya semakin meningkat
dari sisi persiapan program.

Strategi pembangunan kota kemudian ditindaklanjuti menjadi
program-program kota yang sangat operasional. Di sini tampak
sebuah proses pengambilan keputusan yang sistematis dan tepat,
yaitu kapan sebuah gagasan harus disusun secara konseprual,
kapan dikembangkan secara partisipatif, dan kapan pula harus
ditindaklanjuti secara administratif. Dengan demikian, manaje-
men terpadu tersebut bukanlah bertujuan unruk keterpaduan itu
sendiri. Keterpaduan menjadi sebuah instrumen strategis untuk
mencapai tujuan bersama untuk mendukung visi Solo Kota Bu-
daya, yang kemudian berubah menjadi semangar seluruh elemen
masyarakat di dalam berbagai bidang kehidupan kora.

Manajemen kroyokan dan nyekrup juga diterapkan dalam pena-
taan permukiman kumuh dan pedagang kaki lima (PKL) di Solo.
Penanganan permukiman kumuh ridak bisa lagi hanya melalui
proyek-provek kecil setiap tahun. Dengan penanganan terpadu
lintas sektor, dibentuk Pokja Penataan PKL yang kroyokan dan
fokus. Sedangkan lahan di area baru, keterpaduan infrastrukeur
dan pembiayaan menjadi sumberdaya kunci untuk penanganan
secara nyekrup atau linkaged.

Mengacu ke sebuah paparan (Siregar, 2009), ditunjukkan bah-
wa diperlukan 3 (tiga) pilar penanganan permukiman kumuh dan
squatter secara efekrif, yaitu: peremajaan kawasan, pemukiman
kembali (resettlerment) dan pengembangan area baru. Pendekaran



PENGELOLAAN KOTA YANG VISIONER

yang dilakukan oleh Kota Solo secara tepat memenuhi ketiga pilar

terpadu tersebut.

Pada kasus penanganan PKL barang klizhikan (kecil) di taman
kota Banjarsari, disiapkan dahulu pengembangan kawasan baru,
sambil memberdayakan PKL dalam rangka reseztlement. Akhirnya,
ketika komunikasi dan pengorganisasian sosial selesai, kawasan
baru pun selesai secara terencana dan lengkap di daerah Semang-
gi, Notohardjo. Adanya kawasan baru yang well-planned and well-
informed inilah yang akhirnya mampu mendorong energi positif
para PKL untuk mau menjalani proses resettlement.

Akhirnya, kawasan taman Banjarsari pun siap untuk diremaja-
kan kembali menjadi taman kota yang bermartabat dan menye-
diakan RTH secara signifikan. Kemudian dilengkapi dengan
squatter control sebagai instrumen yang proaktif “anti pembiaran”
di kawasan yang sudah tertata tersebut, untuk menjamin ridak
ada lagi PKL baru bermunculan.

TRANSPARANSI DATA DAN ANGGARAN

Dengan mengacu pada prinsip keempat, yaitu tata kelola
pemerintahan yang transparan, Kota Solo menampilkan cara-
cara yang cukup sistemik dan melembaga. Transparansi dalam
tata-kelola pemerintahan yang dijalankan Solo dapat dilihat dari
keterbukaan informasi anggaran APBD Kota Solo. Setiap warga
masyarakat Solo bisa mengawasi penggunaan APBD.

Demikian pula pada kasus data kemiskinan yang dikatakan
meningkat. Kantor Pusat Statistik mengatakan menurun dan Tim
Penanggulangan Kemiskinan Daerah mengatakan meningkar. Ini
adalah gambaran perbedaan dara yang selalu muncul. Dara ke-
miskinan umumnya masih dipandang sebagai bentuk pengakuan
kegagalan pembangunan, sehingga pemerintah enggan mengaku
miskin.

Jadi, justru bukan meningkatnya data kemiskinan tersebut
yang perlu digarisbawahi, melainkan adanya transparansi pemba-
ngunan yang membuka data kemiskinan yang lebih mendekari
keadaan sebenarnya, yang memberi konsckuensi pada kesiapan
untuk memikul tanggung-jawab penanggulangannya. Artinya,
Kota Solo semakin memperbaiki data dan kriteria miskin, agar
semakin banyak yang berhak mendapatkan pelayanan sosial
penanggulangan kemiskinan (kesehatan, pendidikan dan peru-
mahan).

MEMAJUKAN EKONOMI LOKAL

Misi pertama Kota Solo, yaitu “Memberdayakan dan mening-
katkan ekonomi kerakyatan” sudah mencerminkan penerapan
prinsip kelima Kota yang pro-poer, yaitu pemberdayaan ekonomi
lokal yang semakin kuat dan mandiri sebagai tumpuan pemba-
ngunan ekonomi kota yang tumbuh secara berkeadilan.

Istilah “sebagai tumpuan” di sini bukan berarti “semara-

mata’. Ekonomi kota tidak akan berkembang secara mantap

jika semuanya terdiri dari usaha kecil. Struktur ekonomi akan
kuar hanya jika ditopang oleh ekonomi rakyat yang mengakar,
ekonomi menengah yang inovatif dan iklim investasi global yang
atraktif, yang kesemuanya membentuk tautan-tautan yang nyek-
rup satu sama lain,

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan menemukan bentuknya
dengan arahan tema “Solo Kota Budaya” yang ditujukan pula un-
tuk menjalankan salah satu misi memperkuat karakter kota, Ber-
bagai kegiatan ekonomi lokal mendapat sentuhan pemberdayaan
dan fasilitas dari pemerintah kota. Salah satunya yang menonjol
adalah industri batik.

Sudah diketahui secara luas, Solo dikenal pula sebagai Kota
Batik. Setidaknya ada 2 (dua) kawasan atau kampung batik yang
terkenal di Solo, yaitu di Kauman dan Laweyan. Di dua kampung
yang ramai dikunjungi wisatawan ini, selain memproduksi kain-
kain batik para pembatik juga memiliki toko yang memajang
busana-busana berbahan batik. Untuk tujuan pengembangan
Kota Solo menjadi Kota Budaya yang lebih terkemuka tentunya
tidak dapat meninggalkan upaya pengembangan kedua kampung
batik ini.

PENUTUP

Solo adalah kota Pro-poor yang berhasil menunjukkan bahwa
kemiskinan bukanlah sebatas rendahnya tingkar penghasilan. Bagi
Solo, kemiskinan adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar manu-
sia akibat masih terbelenggunya berbagai akses kepada pelayanan
dasar dan sumber-sumber daya dasar seperti pembiayaan dan
alat produksi, pekerjaan yang layak, pangan dan gizi seimbang,
sandang, perumahan dan permukiman, keschatan, pendidikan,
hingga akrualisasi diri.

Dalam perspektif kemanusiaan, pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan dasar ini tidak dapat ditunda ataupun dibiarkan
saja menunggu hingga semua orang semakin sejahtera dengan
sendirinya. Pengalaman Kota Solo menunjukkan tanggung jawab
negara dan pemerintah untuk mewujudkannya secara konsckuen.
Inilah penerapan pamdigma kota yang pro-poor sesungguhnya,
yang tidak terjebak dalam pragmatisme program-program ban-
tuan sosial yang bersifat karitatif semata. ®
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Pembangunan permukiman skala besar (kota baru) oleh
developer swasta dimulai sekitar 1985, dengan diberikannya ijin
pengembangan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai (BSD) seluas
6000 hekear di Serpong, Kabupaten Tangerang. Di wilayah Jabo-
detabek, 25 rahun kemudian, tercatat lebih dari 25 proyek kota
baru yang sedang berjalan (dengan luas lahan total sekitar 38 ribu
hekrar dan telah dihuni sekitar 1 juta jiwa).

Permukiman skala besar merupakan pengembangan lahan
terpadu (integrated land development) dengan fungsi-fungsi utama
tertentu (permukiman, komersial, industri) dengan luas lahan di
atas 500 hekrar. Konsep pengembangan permukiman skala besar
dilakukan berdasar pada asumsi makin menurunnya kualitas
kota-kota metropolitan Indonesia, khususnya Jakarra, akibar ke-
terbarasan lahan untuk perumahan, minimnya infrastrukeur kota
dan mengantisipasi pengembangan urban sprawl. Konsep tersebut
juga didukung oleh serangkaian kebijakan yang mendorong peran
akrif pihak swasta (pengembang) dalam pembangunan kota.

Keberadaan proyek permukiman skala besar telah terbukd
mampu mengalihkan arus urbanisasi ke Jakarta dengan menjadi
embrio tumbuhnya beberapa kawasan yang tumbuh dengan cepat
(fast growing area) di sekitar Jakarta seperti kawasan Serpong di
wilayah barat (BSD City, Alam Sutera,Paramount, Summarecon

Serpong), kawasan Cikar:mg di wilayah timur (Jababeka, Lippo
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Cikarang, Delta Mas, Grand Wisata), serta kawasan Cibubur/
Sentul di wilayah selatan (Kota Wisata, Legenda Wisata, Harvest
City, Citra Indah, Senwl City, Sentul Nirwana).

Kawasan-kawasan terseburt telah berfungsi menjadi pusar-
pusat pertumbuhan baru yang menjadi tandingan (counter
magnet) Jakarta. Akibatnya pola lalulintas tidak hanya dari Bogor,
Tangerang, Bekasi ke Jakarta, tapi melintas pula para komuter
dari Jakarta yang bekerja di kawasan Serpong/Tangerang, Cika-
rang/Bekasi, Cibubur/Sentul.

Paska 25 tahun berkembangnya kawasan permukiman skala
besar, paling tidak 30 persen dari keseluruhan area yang diren-
canakan telah terbangun dan dihuni. Kawasan yang telah dihuni
tersebur saar ini sebagian besar masih dikelola oleh divisi pe-
ngelolaan kota (town management division) pengembang yang
bersangkutan. Sebagian kecil bahkan sudah diserahrerimakan
kepada pemerintah daerah masing-masing dan dikelola oleh RT/
RW setempat.

MASALAH KAWASAN PERMUKIMAN
BARU

Dengan berjalannya waktu pengelolaan kawasan-kawasan
tersebut, muncul berbagai masalah. Perbedaan kepentingan antar
pemangku mulai muncul. Pihak pengembang menginginkan ka-
wasan dapat dikelola dengan baik agar harga jual rumah/komer-
sialnya bernilai tinggi. Sementara itu penghuni ingin rumahnya
aman, nyaman, dan harganya naik. Di sisi lain, pihak pemda



berkepentingan terhadap fasos/fasum yang akan diserahterimakan
dan masyarakar sekitar menginginkan manfaat positif dari proyek.
Untuk itu diperlukan keahlian pengelola kawasan melakukan
negosiasi/lobi untuk mempertemukan berbagai kepentingan
tersebut.

Selain itu juga timbul masalah dalam Prasarana Sarana Utilitas
(PSU) yang dahulu dikenal dengan fasos/fasum. Setelah diserah-
terimakan, tak jelas siapa pihak yang bertanggung jawab atas
pengelolaan PSU tersebut.

Biaya pengelolaan kawasan juga menjadi permasalahan.
Dibutuhkan biaya yang relatif mahal agar dapat memberikan
pelayanan yang optimal bagi para penghuni. Biasanya pelayanan
ini meliputi pelayanan keamanan/sekuriti, pemadam kebakaran,
pengatur lalu lintas, pengelolaan sampah, kebersihan jalan dan
perawatan taman, layanan transportasi umum, perawatan jalan/
saluran/air/listrik/telpon, serta penanganan community affairs
(pengontrolan bangunan, penyelenggaraan berbagai kegiatan,
customer service dan publikasi).

Seyogyanya pengelolaan kawasan permukiman skala besar
tersebut mampu memberikan kawasan yang memberikan rasa
aman, nyaman, bersih, hijau, bebas banjir bagi penghuni/war-
ganya. Di samping itu pengelolaan kawasan juga harus mandiri,
artinya dapat berjalan tanpa dukungan subsidi. Bahkan sebaiknya
pengelola mampu menciptakan kawasan yang berdaya saing
tinggi baik sebagai tempar tinggal, tempat berusaha maupun seba-
gai tempat berinvestasi,

KUNCI KEBERHASILAN
SE;IEEMBANGAN PERMUKIMAN SKALA

Kesuksesan pemukiman skala besar yang dikembangkan oleh
pihak swasta tersebur tidak hanya mengandalkan kualitas rancang
bangunan dan lingkungan semata. Banyak faktor lain yang sangat
berperan dalam keberhasilannya. Faktor kunci apakah yang mem-
pengaruhi kesuksesan?

Tata kelola sistem transportasi. Saat ini setiap proyek kota
baru tidak bisa lagi hanya mengandalkan akses dari jalan arteri
yang ada. Pengembang berupaya memiliki akses langsung ke jalan
tol terdekat serta memiliki prasarana/sarana transportasi mandiri.
Langkah ini telah dilakukan oleh BSD Ciry, Sentul City, Alam
Sutera, Grand Wisara, dan Summarecon Serpong. Dalam rangka
menjadi pusat pertumbuhan baru di barat daya Jakarta, BSD City
mengembangkan sistem moda transportasi yang lengkap. Selain
sistem angkutan umum lokal, mereka juga mengadakan regional
shuttle bus dan feeder busway. Tak hanya itu, mercka juga memba-
ngun jalan tol Jakarta-Serpong, serta mendorong tersedianya jalur
ganda rel kereta api Serpong-Jakarta.

Tata kelola lahan. Cadangan lahan yang besar harus dimiliki
pengembang permukiman skala besar. Selain untuk mengaman-
kan usaha jangka panjang, cadangan ini juga mengantisipasi
semakin sulitnya melakukan pembebasan saat ini. Hingga kini
ada pengembang yang mempunyai lahan mencapai 600 hek-
tar. Untuk itu pengembang perlu mengelola lahan di areal ijin
lokasinya, tidak hanya sebatas pada areal yang sudah dikembang-
kan tapi juga pada lahan yang belum dikembangkan. Tujuannya
adalah mengamankan lahan-lahan yang sudah dibeli dari para
penggarap.

Tata kelola fasilitas kota. Pengembang permukiman skala
besar bersaing dalam penyediaan fasilitas kota yang lengkap de-
ngan kualitas premium. Fasilitas tersebut berupa sekolah, dari SD
sampai perguruan tinggi berkualiras internasional, pusat perbe-
lanjaan dari pasar basah sampai supermall, rumah sakit interna-
sional, arena bermain sckelas waterpark, dan convention center.
Perkembangan standar fasilitas kota yang disediakan pengembang
kota baru mengikuti perkembangan preferensi konsumen atau
perubahan gaya hidup masyarakat. Di tahun 80-an ruko dan la-
pangan golf adalah syarac bersaing, tetapi di tahun 90-an fasilitas
ini tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, kota baru harus memiliki
sckolah SD sampai SMU swasta unggulan dan pusat perbelanjaan
sekelas plaza (dengan luas lantai sekitar 40.000 meter persegi).
Pada tahun 2000-an tuntutan standar fasilitas kota meningkat
lagi sampai pada perbelanjaan setingkat shopping center/mall (luas
lantai 80.000-100.000 meter persegi) dan rumah sakit. Bahkan
selain fasilitas rekreasi anak-anak berbentuk waterpark, akhir-
akhir ini para pengembang kota baru juga mulai berlomba-lomba
menyediakan universitas swasta unggulan.

Tata kelola infrastruktur kota. Pengembang harus menye-
diakan infrastrukeur mikro maupun makro seperti jaringan jalan
utama, air bersih denga.n kapasitas Water Treatiment Plant (WTDP)
yang memadai. Bahkan beberapa pengembang menyediakan
keran air yang langsung dapat diminum (potable water), jaringan
listrik berstandar kualitas melebihi PLN, jaringan telekomunikasi,
sistem pembuangan sampah yang mengacu pada konsep 3R (Re-
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duce, Reuse, Recyele), kemungkinan ketersediaan jaringan gas serta
lansekap kota setingkat taman lingkungan sampai pada hutan
kota yang mengikuti trend eco-city.

Tata kelola kawasan. Scjak cra reformasi, pola kompetisi antar
pengembang permukiman skala besar bahkan sudah bergeser ke
tingkat produk penunjangnya. Produk tersebur adalah kehanda-
lan tim pengelola kota (town management) dalam memberikan
rasa aman kepada penghuni, akibat trauma masyarakat terhadap
kerusuhan tahun 1988.

Faktor lain adalah reputasi pengembang dalam mewujudkan
komitmen pembangunan, terutama pada saat kondisi krisis mon-
eter, Saat krisis tersebut banyak pengembang vang tidak dapac
mewujudkan komitmen pembangunan rumah kepada konsumen-
nya. Sehingga tak heran dominasi pasar pengembang-pengem-
bang bereputasi baik dalam melakukan rata kelola kawasan seperti
Ciputra Group, Sinar Mas Group dan Agung Podomoro Group

saat ini memiliki posisi penguasaan pasar sedemikian kuatmya.

HAMBATAN DAN HARAPAN

Hingga saat ini masih rerjadi kekosongan landasan hukum
yang terkait dengan pembangunan/pengelolaan permukiman
skala besar. Perijinan kota baru hanya mengacu pada RTRW
kabupaten/kota saja. Karena itu, perlu disiapkan kerangka hu-
kum yang mengatur kriteria fisik/administratif, pemberian ijin,
kelembagaan yang mengatur koordinasi lintas sektor, kemitraan

98

strategis, pengelolaan fasos/fasum, dan sebagainya.

Keterkaitan pada kebijakan makro juga menjadi penting,
karena rerkait dengan penambahan jumlah penduduk yang sangac
pesat dalam 20 tahun mendatang, Apakah pengelolaan kawasan
permukiman skala besar nantinya tunduk pada PP No. 34 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan?

Saat ini Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang Prasarana-
Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman memang
sudah ada. Namun produk hukum ini hanya mengatur hal-hal
yang berkairan dengan pengelolaan PSU, seperti serah terima &
persyaratannya, lembaga pengelola, 8 pembiayaan PSU.

Untuk itu pada periode 2011-2012, Ditjen Penataan Ruang
Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan serangkaian
diskusi untuk memetakan permasalahan pokok pengembangan
permukiman skala besar. Diskusi ini membahas dari sisi kebi-
jakan, pelaksanaan hingga pengelolaan.

Selain itu hasil diskusi ini merumuskan berbagai rekomendasi
kebijakan yang terkait dengan pengembangan permukiman skala
besar. Diskusi/seminar tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai
dari institusi pengambil kebijakan ditingkat pemerintah pusat/
propinsi dan kabupaten/kora, akademis, sampai para pelaku
(asosiasi REI/HKI/Apersi, pengembang kota baru/pengembang
kawasan industri). Diharapkan rangkaian diskusi ini dapat meng-
hasilkan panduan dalam pembangunan/pengelolaan kawasan
permukiman skala/besar atau kota baru yang berkelanjutan. =
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ngunan dan Pengembangan Kebijakan (P2PK) Sckolah Arsitek-
tur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), ITB

ARTI PENGELOLAAN PERKOTAAN

Dalam dunia ilmiah, kesepakatan mengenai definisi “penge-
lolaan kota/perkotaan” (Urban Management!/UM) sulit dicapai.
Akan tetapi secara prinsipil, pengelolaan perkotaan hampir selalu
digambarkan berfokus pada pendckaran manajemen interdisiplin
lintas bidang pengetahuan profesional konvensional.

Pada umumnya UM dipelajari untuk menyiapkan penge-
tahuan yang tidak rerlihat (im::gbr} ke dalam solusi-solusi ber-
orientasi praktis yang dapat diterapkan dalam rataran aktivitas
pengelolaan kota sehari-hari. Dalam UM biasanya bergabung
berbagai pengalaman yang pernah diperoleh berbagai pemerintah

'KONSEP PEMBANGUNAN KOTA
BERKELANJUTAN DALAM
PERSPEKTIF TATA KELOLA

daerah, 1 SM, sekror bisnis/swasta, dan juga k(mscpaknnsep yang
dipromosikan oleh organisasi-organisasi pembangunan internasi-

onal seperti World Bank, UNDP, dan lain-lain.

RAGAM DEFINISI PENGELOLAAN
PERKOTAAN

Beberapa ahli bahkan menyatakan bahwa bahwa pengelolaan
perkotaan itu tidak bisa didefinisikan,” Urban management is an
elusive concept, which escapes definition.” (Stren, 1993; Martingly,
1994). Akan tetapi beberapa ahli lain berusaha membuart definisi
dengan merinci cakupan dari UM itu sendiri. Clarke (1991)
mendefinisikan pengelolaan perkotaan rermasu mengelola sum-
berdaya ekonomi perkotaan, terutama lahan dan aset lingkung-
an buaran, mencipmkan Eapangan kerja, dan menarik investasi
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang
tersedia.
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Pakar lain menyatakan bahwa UM mengacu pada strukrur
politik dan administrasi kota dan tantangan utama yang diha-
dapi dalam menyediakan layanan infrastrukrur sosial dan fisik
(Wekwete dalam Rakodi (1997)). Meine Pieter van Dijk dalam
Urbanicity (2006) mendefinisikan UM sebagai usaha mengkoor-
dinasikan dan mengintegrasikan tindakan publik dan swasta
untuk mengatasi masalah utama yang dihadapi penduduk kota
dan mewujudkan kota yang lebih berdaya saing, adil, dan ber-
kelanjutan.

Akan tetapi jika bisa disarikan secara pendek, maka definisi
UM tersebut kurang lebih adalah: pengambilan peran aktif dalam
pengembangan, pengelolaan dan pengkoordinasian sumberdaya
untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan kota/perkotaan
tertentu. Atau lebih singkar lagi adalah “peletakan perencanaan ke
dalam prakeek”.

PERSOALAN APA YANG DISOROTI UM?

UM biasanya menyoroti hal-hal yang terkait dengan persoalan-
persoalan berat yang biasa dihadapi pembangunan perkotaan.
Persoalan tersebut antara lain adalah degradasi lingkungan,
pertumbuhan kota yang tidak terkendali, kacaunya sistem per-
tanahan, sistem perencanaan dan pengambilan keputusan yang
kurang tepat, kondisi pekerjaan dan perumahan permukiman
yang tidak memadai, ketidakcukupan infrastrukeur, utilitas, dan
polusi udara, hingga kemunduran kawasan bersejarah di kota,

Dari skema yang disusun oleh Machlis et.al (2002) berikut
tampak bahwa ada 5 (lima) aliran materi yang harus dikelola oleh
pengelola suatu kota/perkotaan, agar pembangunannya berkelan-
jutan.

Human Ecosystem
Critical Resources
Natural
RERGUTCRS Social Ecosystem
Energy
A"ﬁm et Social Institutions | (" Social
Plors &z Fatina Reproduction (family) Cycles
Materials Health(medicine) Physiological
1 Justice (law) Individual
i Commerce (business/industry) [« »! [nstitutional
Education (schools) Enviromentl
: Leisure (rerecreation)
Socioeconomic Government (politics)
Resources  Sustenance (ag/resource mgr.) g o
Information > \
Populati = ‘/
0{:1)&(,:0“ Social Order )
Capital Identity Social Norms Hierarchy
Iy Age [nformal Wealth
1 Gender Formal Power
Class Status
Cultural Caste Knowledge
Resources Clan Territory
Organization ~
Beliefs AR
il ﬁﬁd(]:rah 1. Individuals
2. Energy
3. Informarion
4, Materials
5. Money

The Structure of Human Ecosystems, Machlis et. al (2002)
Gambar 1 Perkotaan sebagai Ekosistem Manusia: Apa yang harus diatur & dikelola agar berkelanjutan?

100



PENGELOLAAN KOTA YANG VISIONER, KREATIF, DAN INKLUSIF

FOKUS PENTING DALAM MASALAH

PENGELOLAAN PERKOTAAN

Dalam menetapkan fokus pada masalah kota yang terpen-
ting atau paling strategis, justru isu utamanya adalah siapa yang
menetapkan masalah paling penting tersebut? Pemerintah daerah?
Atau siapakah yang akan membantu dan berkolaborasi dengan
manajer kota menetapkan persoalan yang paling penting tersebut?
Setiap pihak bisa mempunyai sudut pandang dan kepentingan
yang berbeda.

Menurut World Bank dalam 7he Urban and City Management
Course, contoh isu-isu kunci yang harus ditangani oleh seorang
pengelola kota adalah:

¢ tata kelola/kepemerintahan (governance)

* pembiayaan kota

* daya saing kota

* penguatan kapasitas untuk menarik investasi sektor privac

dan penyediaan lapangan pekerjaan

* kapasitas untuk penyediaan pelayanan umum/publik seca-

ra efisien

* kapasitas manajerial lingkungan

MENCARI KONTEKS PENGELOLAAN
PERKOTAAN DALAM PEMBANGUNAN
KOTA BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Pendekatan terpadu untuk pengelolaan perkotaan pada
dasarnya adalah penanganan simultan dari keseluruhan isu-
isu penting perkotaan yang terkair saru dengan lainnya. Oleh
karena itu, hal ini menuntut lebih banyak lagi keterlibatan semua
pemangku kepentingan yang ingin berperan akeif, sehingga
akan muncul lebih banyak lagi runtutan pelaksanaan tindakan-
tindakan multi-sekroral. Implikasi pendekatan terpadu seperti ini
berimplikasi pada pengelola kota yang memerlukan wewenang,
tanggung jawab dan kewajiban yang jelas. Lebih dari itu, diper-
lukan adanya desentralisasi yang lebih jelas dalam pembangunan
kota dan/atau perkotaan.

Mattingly (1994; 1995) menggarisbawahi pentingnya isu
‘tanggung jawab’ yang menyatu ke dalam konsep pengelolaan
itu sendiri, terutama di dalam suaru skenario kelembagaan yang
terpecah-pecah seperti di negara-negara sedang berkembang
(tanggung jawab dan kewajiban dalam hal ini tidak mudah
didefinisikan). Oleh karena itu, dalam mencari konteks penge-
lolaan perkotaan di Indonesia yang dibutuhkan adalah skenario
keterpadua.n atau koordinasi. Disini tanggung jawab dan kewa-
jiban dibuat dan ditetapkan tidak semata-mara melalui cara-cara
otoritas/kewenangan ataupun alokasi administratif tugas-rugas.
Tanggung jawab dan kewajiban tersebut dihasilkan melalui debat,
diskusi dan negosiasi antar seluruh pelaku yang berkepentingan.

Sementara itu pemerintah di negara maju tak lagi menjadi
penyedia layanan publik secara tradisional. Secara pelan tapi pasti,
mereka berubah hanya menjadi fasilitator proses-proses tempat
masyarakat (dan juga sektor bisnis/swasta) mengartikulasikan ke-
pentingan, memediasi perbedaan yang timbul, dan melaksanakan
hak-hak hukum dan kewajiban-kewajiban. Pada intinya, di dunia
telah terjadi pergeseran dari manajemen kota tradisional ke arah
tata kelola/kepemerintahan. Pergeseran ini lebih melibatkan
semua pemangku kepentingan utama kota dalam pengelolaan
kota/perkotaannya.

Cakupan tata kelola ini lebih luas. Joris van Etten dan Leon
van den Dool (2001) mengatakan, tata kelola yang baik di tingkat
kota rak hanya berhubungan dengan manajemen kora yang baik,
terapi juga interaksi antar seluruh pemangku kepentingan di kora,
Karena itu dimensi politis, konteks, dan konstitusional harus
dipertimbangkan. Sementara Healy (1995) menyatakan bahwa
pengelolaan perkotaan jaman sekarang tidak lagi hanya dilakukan
dari pemerintah saja dengan model rop down atau command and
control.

Dalam konteks Indonesia, yang dibutuhkan adalah cara
menggeser pcngelol:mn {manajemen) kota ke tata kelola (gover-
nance) kota. Pergeseran ini mendudukkan pemerintah daerah/
kota sejajar dengan pemangku kepentingan lain seperti sektor bis-
nis/privat dan masyarakat madani untuk bersama-sama menyele-
saikan persoalan-persoalan kota dan membangun daya saing kota
ke depan menuju keberlanjutan pembangunan. Situasi dualistik
sosial-ckonomi yang ada lebih perlu mendudukkan pemerin-
tah dalam prinsip pcmcl’il‘.[u]l yang Pmporsiun;ﬂ (bukan |'umy:l
provider atau enabler).

Dalam konteks mencapai tujuan Pembangunan Perkotaan Ber-
kelanjutan, maka Gambar 2 menunjukkan seluruh sumberdaya
vang dikelola dalam suatu sistem pengelolaan perkotaan adalah
hasil konsensus seluruh pemangku kepentingan pembangunan
perkotaan.

KEBUTUHAN PENGATURAN
PENGELOLAAN PERKOTAAN DI
INDONESIA

Sebenarnya sudah banyak aturan perundang-undangan yang
terkait dengan pengelolaan perkotaan di Indonesia, tetapi sayang-
nya satu dengan lainnya sepertinya tidak/kurang komplementer,
schingga banyak celah yang harus diisi. Ambil contoh UU No.
32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, legislasi ini tdak cukup
mengatur landasan pengelolaan kota (desentralisasi, otonomi, dan
governance) khususnya vang terkait:

»  Urusan concurrent: kriteria eksternalitas, akuntabilitas,

efisiensi
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SUSTAINABLE
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Gambar 2 Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan sebagai hasil Konsensus Stakeholders Pembangunan

Urusan wajib: pelavanan dasar (termasuk penataan ruang)
Urusan pilihan: core competence kota/dacrah atau basis
ckonomi kota/daerah

Koordinasi & kerjasama antar-pemerintahan: horisontal
& vertikal

Keterlibatan stakeholders kota dalam penentuan kebijakan
pembangunan kota

Sumber dan mekanisme pembiayaan pembangunan kota

Selain hal-hal di atas, masih banyak pertanyaan yang menge-
muka yang berkaitan dengan peraturan perundangan lain:
* Apakah UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan
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Pusat dan Daerah tidak cukup mengatur pola hubungan
antar (hirarki) pemerintahan dalam pembiayaan pemba-
ngunan kora?

Apakah UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tidak
cukup jelas mengarur mekanisme dan prosedur pengang-

garan pembangunan kota?

* Apakah UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional belum cukup jelas mengatur
perencanaan program pembangunan kota dan peranserta
para pemangku kepentingan dalam hal it?

* Apakah UU No. 32/2009 tentang Perlindungan & Penge-
lolaan Lingkungan Hidup kurang jelas mengatur peran,
hak & kewajiban pemangku kepentingan dalam menjaga
keberlanjutan pembangunan kota?

+ Apakah UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang tidak
cukup jelas mengatur sistem governance dalam penataan
ruang korta?

» Apakah UU No. 24/2007 rentang Penanggulangan Ben-
cana ridak cukup untuk melandasi usaha manajemen ben-
cana kota/perkotaan?

Semua perundangan yang disebut di atas adalah bukan UU
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Sektoral, tetapi mengatur kaitan semua sektor pembangunan
kota. Oleh karena itu, justru yang perlu diharmonisasikan untuk
kepentingan pengelolaan kota di Indonesia adalah kesesuaian an-
tar beragam UU terscbut dan memadukannya dalam suatu Sistem
Pengelolaan Pembangunan Daerah Kota/Perkotaan vang efekdif’
& efisien. Pemaduan berbagai UU tersebut dalam pengelolaan
perkotaan harus berkesesuaian pula dengan ideologi, konstitusi,
dan ekonomi-politik negara untuk tujuan pembangunan kora/
perkotaan yang spesifik Indonesia.

Jika keseluruhan peraturan perundang-undangan di atas
dimasukkan ke dalam pola integrasi sistem pengelolaan perkoraan
menuju pembangunan berkelanjuran, akan rerlihat komplikasi
sistem pengelolaan yang harus dijalankan pemerintah daerah. Ini
mengingat setiap UU mensyaratkan disusunnya “mandatory plan”
yang kesemuanya harus berupa peraturan daerah. Hal tersebut
dapat dilihat pada Gambar 3.

KEBUTUHAN PENGATURAN TATA
KELOLA PERKOTAAN DI INDONESIA

Karena pengelolaan kota itu elusif atau tidak dapar didehi-

nisikan, maka akan sangar sensitif terhadap kualitas pengelo-

la dan pemangku kepentingan kora vang bersangkutan dalam
menjalankan proses urban governance sehari-hari sesuai ideologi,
konstitusi, dan ekonomi politik yang dianut. Kalaupun ada yang
perlu diatur. maka icu adalah kriteria dan indikaror kinerja raca
kelola pembangunan kota berkelanjuran secara komprehensif/
inklusif. Kriteria tersebur tidak berbentuk kriteria & indikator
sckroral, tetapi gabungan/komposit. Selain itu tidak berbasis
ouiput saja, tetapi juga inpue, process, dan outcomel

Untuk itu hal yang paling dibutuhkan dalam geod wrban
governance di Indonesia dalam konteks pembangunan berkelan-
jutan adalah koordinasi & kerjasama untuk optimasi, sinergi,
dan minimasi konflik pembangunan kota. Konflik yang harus
dikelola adalah konflik antar kepentingan/motif pemanfaart ruang,
antar sckror pembangunan, antar fungsi ruang, dan antar sistem
pembentuk ruang;

Berdasarkan daya dukung & daya tampung wilayah tertentu
(administrarif: nasional, provinsi, kabupaten, kota; maupun
fungsional: WAS/DAS). Sayangnya Indonesia tidak mengenal de-
sentralisasi tungsional, karena hanya diatur dengan desencralisasi

UU No.
32/2009 UU No. UU No.
Perlind&  24/2007 26/2007
UU No. Pengelolaan Pengelolaan ' p, i .
25/2004 Sistem | | H *Bencana Hiices Il UU No.
" " res, it 27/2007
RPIPD, \oRPPLHD, #7 RTRW, RDTRK,
RPIMD, ~KLHS. A JAR % RRTRKS, ZONING | | Pengelola-
PD, Renstra“, \R£GULATION’ ;| jan Pesisir &
SKPD O M Cemes | Pulau-Pulau
UU No. . RenjaSKPD” .-~ el
17/2003 Pl * RSWP3K,
Keuangan b ! RZWP3K,
Negara RAPED 218 '\ RPWP3K
- Sistem Pengelolaan 5 ’
UU No. Pembangunan Perkotaan 7 ~ RAPWP3K _/
33/2004 Menuju SUD o S
Perimbangan
Keuangan UU No. 32/2004 Pemerintahan

Daerah

-

ikan Berbagai UU dalam Peletakan Perencanaan ke dalam Praktek Pengelolaan Perkotaan Menuju SUD
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TATA KELOLA PEKALONGAN SEBAGAI
KOTA BATIK DUNIA
s D 7 £ Pekalongan adalah
f sebuah kota di pesisir
utara Jawa Tengah.
Kota ini menetapkan
city branding-nya
sebagai World's city
of Batik, yang menja-
dikan batik sebagai
lokomotif perekono-

_ SV T4, YN Lk
mian kota selain sektor lain yang lebih konvensional seperti
minapolitan/perikanan, Meskipun sebenarnya dampak dari
menjamurnya industri rumahan batik tidak sesuai dengan mi-
napolitan karena persoalan limbahnya, tetapi solusi untuk ke
depan dapat ditemukan dengan mengajak berunding seluruh
pemangku kepentingan pembangunan kota,

Penyusunan rencana-rencana pengelolaan limbah industri
batik, penanaman mangrove dengan membangun Pekalongan
Mangrove Park, gerakan penanaman pohon penghijauan untuk
20 persen Ruang Terbuka Hijau Publik dan pengembalian fungsi
kawasan-kawasan konservasi disiapkan dengan landasan per-
aturan untuk pelaksanaan dan pengendaliannya bersama-sama
berbasis masyarakat dan komunitas.

Pembagian peran pemangku kepentingan dilakukan dengan
komitmen penuh, sehingga penganggaran, pelaksanaan, dan
evaluasi program di Kota Pekalongan berbasis masyarakat.
Program percepatan pembangunan pembangunan keluarga
sejahtera berbasis masyarakat, seperti perbaikan rumah kumubh,
perbaikan sanitasi, alr bersih, penataan lingkungan, termasuk
hutan kota dilaksanakan dan dikelola oleh masyarakat sehingga
hasilnya jauh lebih baik.

SALATIGA KOTA PENDIDIKAN DAN
OLAH RAGA

Salatiga adalah kota sejuk di Jawa Tengah yang menetapkan
diri sebagai Kota Pendidikan dan Qlah Raga yang berwawasan
lingkungan. Banyak program inisiasi pemberdayaan masyara-
kat/kamunitas, sehingga peran serta masyarakat dalam penye-
diaan kebutuhan prasarana dan sarana dasar sangat kuat dan
terarah, Pendidikan yang diarah adalah pendidikan kejuruan
yang menghasilkan lulusan terampil siap pakai dalam hampir
semua sektor usaha perekonomian, dari mulai industri otomotif,
konveksi, perdagangan, hingga perhotelan/kepariwisataan.

Pemberdayaan masyarakat juga sudah mulai beralih kepada
pelayanan publik swadaya. Contohnya adalah utilitas air bersih

STUDI KASUS:

yang dilakukan secara komunal oleh kelompok masyarakat sen-
diri, dengan terbentuknya paguyuban Tirto Tunggal. Paguyuban
ini bahkan dapat mengelola pengadaan dan pendistribusian air
bersih ke rumah tangga dengan sistem jaringan perpipaan yang
baik. Pemerintah Daerah membantu dengan melakukan pengu-
jian kualitas air setiap bulan melalui Dinas Kesehatan setempat.

Selain itu kesempatan juga diberikan kepada masyrakat untuk
berkreasi dalam pemenuhan kebutuhan mereka yang lain de-
ngan dukungan program dari pemerintah kota.

BANDUNG KOTA KREATIF

Bandung, Jawa Barat, menetapkan diri sebagai Kota Kreatif,
sehingga yang ba-
nyak dilakukan adalah
menampung dan me-
nyalurkan aspirasi ma-
syarakat secara terbuka.
Perkembangan Band-
ung sangat dinamis,
kreatifitas warga sangat
mewarnai perubahan
ruang dengan cepat se-
hingga menciptakan kantong-kantong kampung spesifik yang
mewadahi ekonomi lokal warga kampung-kampung setempat
dengan konsep pembangunan compact city atau waterfront
city (di sisi Sungai Cikapundung yang membelah kota).

Banyak inisiasi program inovatif yang datang dari masyara-
kat kreatif yang dijalankan seperti Bandung Clean and Green,
Beranda Masyarakat Cinta Cikapundung, Peta Hijau, dan tentu
saja Bandung Creative City, Berbagai pemangku kepentingan
bersama-sama menjalankan program-program tersebut, misal-
nya perguruan tinggi setempat (ITB, UNPAD, UNPAR, dil), LSM,
RT/RW, karang taruna, dunia usaha, dan berbagai komunitas
masyarakat spesifik lainnya.

Akan tetapi karena tekanan pembangunan yang begitu besar
dari berbagai pihak eksternal dan keterbatasan lahan kota yang
ada, sistem governance yang telah terbentuk ini sepertinya ha-
rus juga diarahkan untuk pengendalian pembangunan. Dengan
demikian semua pemangku kepentingan dapat ikut langsung
terlibat menahan laju dampak negatif menguatnya ekonomi
lokal dan ekonomi kota yang demikian besar, sebagai bagian
dari fokus pembangunan perkotaan berkelanjutan,

Konsistensi dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak untuk
mewujudkan green city perlu ditumbuhkan dan dikawal de-
ngan penegakan hukum yang kuat atas terkendalinya pemba-
ngunan kota yang seimbang dan berwawasan lingkungan.

-
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KOTA sebagai
HABITAT
MANUSIA

Good Civil
Society

Good Public
Governance

Good
Corporate
Governance

I
Il
Good Urban Governance 4
4
4
,I
v, Good Regional Governance o
5 ’
~ lintas Daerah Otonom /DAS .~
po= v -
~ -
- - - -
Gambar 4 : Konteks Kelembagaan Good Urban Governance Dalam Sustainable Urban Development
teritorial, Oleh karena itu, yang harus dilakukan lebih banyak dalam Gambar 4. Untuk it diperlukan juga good regional gover-
adalah koordinasi & kerjasama horisontal (antar daerah) serta nance yang bersifat lintas daerah kabupaten/kora.
vertikal (dengan tingkat pusar) untuk wilayah fungsional yang Ada beberapa kota di Indonesia yang sudah mulai menerapkan
bersifar lintas-batas administratif. good urban governance. Kota tersebur antara lain adalah Pe-
Secara konsepsional, goed wrban governance yang akan diben- kalongan, Salatiga, Bandung, Malang, dan Probolinggo, ®

tuk perlu memenuhi beberapa pendekatan seperti yang reriuang
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Tulisan ini adalah rangkuman diskusi dalam milis
sud_forum@yahoogroups.com

Dalam wlisan Urban Involution and Informal Proletariat, Mike
Davis mengungkapkan sebuah fenomena desa-kota sebagai ben-
tuk spesies baru urbanisme, yaitu bentuk hibrida atau perkawin-
an silang antara desa dan kota. Mike Davis menjelaskan bahwa
fenomena urbanisasi di negara-negara Afrika dan Amerika Latin
serta sebagian Asia Selatan agak berbeda dengan China. Urbanisa-
si di China lebih didorong oleh proses industrialisasi. Sedangkan
di bagian selatan, kecenderungan vang terjadi adalah wrbanisation
without growth atau kemajuan berbasis industri silikon yang sa-
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LEMBAGA YANG KUAT BAGI
PENATAAN KOTA

ngat clitis dan tidak bisa menyerap renaga kerja dari pedesaan. Ini
menyebabkan terjadinya fenomena wurban paradox.

Sementara itu, sejak era otonomi di Indonesia terjadilah
kecenderungan modernisasi daerah-daerah di luar Jawa dan ter-
masuk kota-kota sekunder di luar Jakarta. Menurut pendapat ahli
sosiologi perkotaan, kecenderungan ini merupakan ciri masyara-
kar transisi yang mengalami perubahan sosial budaya secara cepat,
terutama akibart keterbukaan informasi. Salah satu dari pengaruh
informasi yang cepat ini adalah mereka ridak sempat melakukan
internalisasi dari apa yang mereka serap.

Umumnya mereka mengukur modernisasi hanya dari atribut-
atribur yang mereka sering lihat melalui media, terurama televisi.
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STUDI KASUS:
KRIDOSONO, YOGYA: DARI STADION
MENJADI MAL?

com/liputan-khighis/k

Salah satu fenomena involusi kota adalah rencana alih fungsi
kawasan olahraga Kridosono menjadi mal di Yogyakarta. Pa-
dahal berdasar RTRW Kota Yogyakarta, peruntukan kawasan
Kridosono adalah sebagai berikut: Kridosono sebagai tetenger
dan titik kota yang menyiratkan citra kegiatan pendidikan dan
pariwisata/rekreasi aktif dan pasif. Stadion Kridosono saat ini
dikelilingi sekolah-sekolah dari SD Hingga SMA, antara lain SD
Ungaran, SMPN V, dan SMAN IIl.

Di pihak lain, Pemerintah kota Yogyakarta telah memaparkan
visinya sebagai 'Kota Nyaman Huni Berbasis Kampung. Dengan
visi ini, semestinya yang dibangun atau diperbaiki adalah pasar
tradisional, seperti yang dilakukan Pak Jokowi di kota Solo. Maka
rencana alih fungsi Kridosono seperti ini harus ditolak, karena
hanya akan berakibat buruk pada perekonomian lokal. Apalagi
kalau yang menjalankan aktivitas bisnis nantinya adalah pemo-
dal global seperti Carrefour, McDonald, atau KFC.

Sehingga mereka menterjemahkan modernisasi secara pragmatis
sebagai mal, pabrik, bandara, pusat hiburan, dan sebagainya.

Sehingga supaya discbut modern, maka muncullah ‘daftar belanja

yang muncul berdasarkan keinginan bukan keburuhan.

MAL SIMBOL MODERNISASI KOTA?

Sejak awal 1970-an, Indonesia mentransformasi sistem pereko-

nomiannya secara perlahan menjadi neoliberalis, sechingga sangat
ramah terhadap investasi asing. Upaya ini tampak semakin jelas
setelah dikeluarkan berbagai kebijakan dcr::gulasi ckonomi anrtara
1980 hingga pertengahan 1990-an. Pada masa tersebut investor
diberi keleluasaan besar untuk menguasai lahan-lahan perkotaan
dan mengalihkannya menjadi lahan-lahan industri dan rea/ estaze

Alangkah lebih baik bila Kridosono dikembangkan menjadi
taman kota yang asri. Tempat makan/restoran dan perparkiran
dapat dibangun di bawah tanah, sedangkan bagian atas tetap
menjadi taman terbuka. Inipun hanya menggunakan sebagian
kecil lahan, supaya resapan air tetap tinggi. Langkah ini dapat
mengundang wisatawan untuk berkunjung dan memajukan
ekonomi lokal.

Untuk mencegah terwujudnya rencana alih fungsi di atas, ada
beberapa langkah aksi yang dapat dilaksanakan. Pertama, mu-
syawarah dan mendiskusikan secara baik-baik dengan pemerin-
tah kota Yogyakarta. Pencegahan pembangunan mal dapat di-
lakukan, karena berdasarkan PP 15/2010, instrumen-instrumen
perizinan (izin lokasi, IMB, IPPT) termasuk ke dalam izin peman-
faatan ruang yang harus sesuai dengan rencana. Musyawarah
untuk mufakat merupakan kultur penyelesaian masalah yang
lebih lazim di Indonesia.

Langkah kedua adalah petisi. Pengajuan petisi sebagai ben-
tuk keberatan atas kebijakan tata ruang ini telah memperoleh
payung hukum dalam UU Penataan Ruang No. 26/2007 pasal
60d. Petisi ini lebih baik dimulai oleh tokoh/organisasi non pe-
merintah seperti IAl, AP, IALI, Forum Rujak, dan pihak lain yang
menaruh perhatian.

Spektrum langkah aksi lain yang diambil bisa sangat luas dan
cair, mulai dari advokasi, surat terbuka, usulan teknis alterna-
tif, penyelidikan awal tentang keabsahan rencana Kridosono
(PPNS), jalur PTUN, class action, bahkan demonstrasi menentang
rencana pembangunan atau melalui jalur politik parlemen. Isu
alih fungsi ini tak sekedar isu penataan kota, tapi secara luas
adalah isu urban governance atau urban politics. Terlebih mun-
cul dugaan adanya kekuatan di belakang dan pemain besar
berpengaruh. Jadi sebelum melangkah, amunisi berupa fakta,
angka, legal aspek, kebijakan, dan alternatif solusi yang lebih
elegan haruslah disiapkan dengan baik.

(khususnya mal, apartemen, dan perkantoran di kawasan Jabode-
tabek) (Santoso, 2007 ; Cowherd, 2005).

Krisis moneter 1997/1998 hanya menghentikan laju pertum-
buhan real estate (short stagnation) secara sementara, termasuk
mal. Hingga kini, jumlah mal telah bertambah pesat di kora-kora
yang secara tradisional merupakan tulang punggung perekono-
mian nasional, seperti Jakarta yang memiliki 39 mal, Bandung
(28). Surabaya (16), Medan (8), Semarang (6), Manado (8),
dan Denpasar (5). Namun pada era otonomi daerah, fenomena
menjamurnya pembangunan mal pun menjadi tren di berba-
gai kawasan perkotaan 'baru’, seperti Depok (8 mal), Bekasi (9),
Cimahi (2), bahkan di Jatinangor — Kab. Bandung (1).

Bagi masyarakat perkotaan Indonesia, di satu sisi mal mencer-
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minkan kebutuhan nyata masyarakat perkotaan atas ruang-ruang
publik untuk kegiatan rekreatif maupun kegiatan sosial, seba-

gai bagian dari gaya hidup modern. Akibat semakin terbatasnya
ruang publik, mal menjadi pilihan logis karena beberapa alasan
seperti: kenyamanan (menghindari sengatan udara tropis dan
guyuran hujan), kepraktisan dan efisiensi (mengurangi pergerak-
an di dalam kota), keamanan (memenuhi kebutuhan psikologis
untuk rasa aman) serta kepastian (menghindari prakiek penipuan
produk yang lazim terjadi di pasar tradisional). Tak heran para
walikota dan bupati pun berlomba-lomba membangun mal dan
menjadikannya sebagai simbol kemajuan wilayah dan keberhasil-
an mandat elektoralnya.

Keberadaan mal sebagai kompleks retail yang mendorong kon-
sumsi masyarakat semenjak krisis ekonomi 1998 dianggap banyak
membantu percumbuhan sektor ekonomi riil. Namun demikian,
kritik kerap dilontarkan para urbanis kepada para pengambil
keputusan. Pertama, mal merupakan ruang publik artifisial yang
bersifat ekslusif. Kalangan miskin bisa menikmati mal dari luar

saja. Kedua, para pedagang kecil sulit bersaing dengan pedagang
menengah ke atas dalam membeli/menyewa unit retail di dalam
mal (indoor unit) seperti kios/toko dan lain lain.

Kritik ketiga adalah penyeragaman terhadap bentuk arsitektur
kota-kota Indonesia. Mal di telah menjelma menjadi landmark
kota yang benderang, sementara kawasan kota tua dibiarkan
redup. Penyeragaman ini tentunya sangat bertolak belakang
dengan keragaman budaya Indonesia. Kritik terakhir berkaitan
dengan pemborosan energi akibat penggunaan pendingin udara,
penerangan gedung dan kemacetan yang ditimbulkan di sekitar
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mal. Keberadaan banyak mal merupakan ciri-ciri kota "sakit”,
karena sebagai ruang publik ia tidak memenuhi tujuan sosial dan
lingkungan.

Dengan demikian, bagaimana sebuah perencanaan kota dapat
dibuat dan dikendalikan pelaksanaannya, schingga kota dapat
berkembang menjadi kota yang manusiawi dan sckaligus ramah
lingkungan? Paling tidak, ada dua solusi yang telah digulirkan
para pakar dalam SUD-FI, yaitu penguatan sektor publik dan
penguatan LSM perencanaan,

PERENCANAAN DENGAN PENGUATAN
SEKTOR PUBLIK

Belajar dari Singapura dan Jepang, pengembang tidak akan
berkesempatan membuar proposal yang aneh-aneh karena sudah
betul-betul diarahkan dan difasilitasi. Para pengusaha selalu
mendapart tempat yang membuat mereka tidak saling mematikan.




Di sisi lain, masyarakat selalu mendapar pilihan tempat-tempar
yang nyaman berbelanja. Isu lingkungan, pelestarian budaya,
dan sebagainya tentu tidak mungkin disingkirkan. Mengapa
bisa? Karena semuanya diserahkan kepada sektor publik khusus.
Mereka betul-betul memimpin sektor swasta dan masyarakat. Bisa
dikatakan semua prakarsa sudah dimotori oleh sektor publik yang
punya kapasitas mumpuni. Contohnya adalah Urban Redevelop-
ment Authority (URA) di Singapura, Urban Renaissance (UR) di
Jepang, dan begitu juga di Malaysia (PKNS, IRDA, KLCCA).

Rencana perbaikan S. Klang adalah pelajaran yang baik sekali
dari URA. Rencana mewujudkan visi S. Klang bukan sekedar
rencana umum di atas kertas, tapi telah lengkap dengan rencana-
rencana kerangka peraturan, pendanaan dan kelembagaannya.
Kinetja URA sebagai otoritas khusus (dedicated authority) akan
berbeda sekali dengan organisasi Pimpro atau Satker.

Sementara itu Indonesia sama sckali belum memiliki visi,
strategi, sef-up kelembagaan dan kapasitas seperti itu. Badan-
badan sektor publik yang ada dilemahkan dan dibiarkan dengan
rencana yang tak jelas, Terjadinya inkonsentrasi prasarana dan
fasilitas dibiarkan saja, Tanpa adanya kerangka relasi peran antar
scktor seperti ini, permasalahan akan retap semakin kusuc dan
merembet ke segala arah, Maka yang diburuhkan adalah alternacif
dan prakarsa sektor publik.

PERENCANAAN DENGAN PENGUATAN

LSM PERENCANAAN

Ada pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Prof. Arif
Hasan bersama Urban Resource Center. Pada dasarnya URC
merupakan LSM yang berbasis di Karachi. LSM ini didirikan
sebagai tanggapan pengakuan bahwa proses perencanaaan untuk
Karachi tidak melayani kelompok masyarakat kecil, menengah ke
bawah,usaha kecil dan sektor informal dan juga dapat mencip-
takan dampak lingkungan dan sosial ckonomi yang merugikan.

URC relah berupaya mengubahnya melalui pencipraan basis
informasi tentang Karachi. Proses perencanaan pembangunan
tersebut dapat melibatkan semua kelompok dan juga melalui
penelitian dan analisis rencana pemerintah. Hal ini telah mencip-
takan jaringan anrar profesional dan akrivis masyarakar sipil dan
lembaga pemerintah yang mengerti masalah perencanaan. Jaring-
an ini telah berhasil menantang rencana pemerintah yang ridak
efektif dan anti masyarakat miskin.

Organisasi semacam URC dimulai dengan forum sederhana
sampai cukup memperoleh legitimasi. Untuk memulainya cukup
membutuhkan komitmen sebuah satu tim relawan kecil dan pe-
ngelola kegiatan. Sebaiknya tim ini berada di tempat yang netral
dan independen agar para pihak lebih nyaman untuk berbicara
apa adanya. Keberadaan tokoh yang bisa menjadi motor forum
akan sangat baik.

PENGEMBANGAN KAPASI

E

Pola yang diterapkan Prof. Arif Hasan dapat diterapkan,
minimal di wilayah-wilayah yang masih banyak terdapat masya-
rakat miskin, termasuk wilayah kampung-kampung kumuh yang
terlantar dan siap ditata dalam tekanan pembangunan modern.
Kenyataannya, kota-kota di Indonesia lebih banyak ditataruang-
kan oleh pengembang dan pada akhirnya terjadinya kemitraan
sektor publik-swasta. Sebaiknya pembangunan menerapkan prin-
sip co-development antara public community/people dan private
partership, bukan hanya private partnership.

Di negara maju, public-private partership (PPP) dikem-
bangkan setelah kepemimpinan sekror publik kuat. Tata kelola
pelayanan publik dalam masa kepemimpinan sektor publik
telah menghasilkan sistem dan mekanisme yang menjadi acuan.
Tetapi yang ada di Indonesia dan negara berkembang lain adalah
kelemahan rata kelola sekror publik dan akumulasi kapital sek-
tor swasta yang besar sekali. Akibatnya PPP berujung menjadi
konsesi bahkan privatisasi. Pokok masalahnya terletak pada modal
kelembagaan (institutional capital) yang lemah dalam pemerintah.
Kelemahan ini hanya bisa diatasi melalui penguatan sekror publik
untuk mengembalikan kepemimpinan sektor publik yang efekif.
Termasuk di dalam kepemimpinan sektor publik tersebut adalah
pemberdayaan scktor masyarakat, selain penempatan peran sekeor
swasta,

Sumber:

Milis sudforum@yahoogroups.com; thread berjudul:“Urban
Involusi”; 2011,

kontributor: Doni J. Widiantono,Haryo Winarso,Wicaksono
Sarosa,Dodo Juliman,Reza Firdaus,M. Jehansyah Siregar,Ning
Purnomohadi

- Endra Saleh Atmawidjaja; Masihkah Kota-kota Indonesia
Butuh Mall?; Online Bulletin Tata Ruang; Edisi Januari-Feb-
ruari 2009; brip://bulletin. penataanruang. net/ index.aspimod=_
fullarteridare=126
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abl
developmen

Tuliscn ini adalal rangkuman diskusi dalam milis
sue_forum@yahoogroups.com

Presiden SBY melontarkan gagasan tentang pemindahan ibu-
kota sebagai solusi mengatasi kemacetan dalam sebuah forum di
hadapan KADIN. Di sisi lain, saat ini Jakarta sudah sangar tidak
produkiif, tidak hanya bekerja tetapi juga untuk aspek kehidupan
vang lain. Banjir, tingkat polusi. perkampungan kumuh, kemiski-
nan dddldh }l.‘ipt‘k l'cli{] }’ﬂﬂg st'rna_kin l‘nt‘nambah b(’.b}l]] J‘;I.karla.
Seorang menteri mengungkapkan bahwa daya dukung kora
Jakarta sudah -1,4 (minus satu koma empar). Artinya, dengan
aktivitas dan kehidupan masyarakart Jakarta sckarang ini, Jakarta
baru ideal apabila wilayahnya diperluas 1,4 kali lipar dari luas
sekarang, Bukan hanya pihak pemerintah, pihak swasta dan ma-
syarakat pun merasakan Jakarta sudah tak efisien dan mengurangi
produkrtivitas.
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IBUKOTA, PERLUKAH PINDAH?

Gagasan pemindahan ini menjadi wacana dan mengundang
pendapat dan usulan dari para ahli perkotaan dalam forum SUD-
FI. Sebagian menolak gagasan ini dan mengusulkan solusi yang
memecahkan sumber permasalahan Jakarta. Sebagian yang lain
mendukung gagasan pemindahan ini dan menekankan perlunya
otoritas khusus yang menjalankan pelaksanaannya.

MEMECAHKAN MASALAH KEMACETAN,
BUKAN MEMINDAHKAN IBUKOTA

Wicaksono Saroso dan Harya Setyaka menyoroti asumsi bahwa
pemindahan ibukora akan memecahkan masalah kemaceran. DKI
Jakarta adalah Daerah Khusus Ibukora. Tetapi dalam kenyataan-
nya Jakarta memiliki fungsi kota yang sangat umum, yaitu sebagai
pusat kegiatan industri di Pulo Gadung, simpul niaga dan ekspor-
impor di pelabuhan Tanjung Priok dan perkantoran bisnis. Fungsi
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non-khusus ini justru lebih tinggi, sehingga status khusus Jakarta
yang diamanatkan undang-undang sudah tidak proporsional.

Sementara itu, pemindahan ibukota mengandung dua potensi
kesalahan besar yang bisa menambah panjang daftar Great Plan-
ning Disasters karya Sir Peter Hall.

Potensi kesalahan pertama: pemindahan ibukorta dilaksana-
kan sekarang. Dalam sejarah dunia, pembangunan ibukota negara
selalu jauh lebih mahal daripada yang direncanakan, terutama
karena selalu ada pertimbangan politis-simbolis di dalamnya.
Padahal saat ini Indonesia sedang memburtuhkan sangat ba-
nyak dana untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan,
bandara, jalan, kereta api, fasilitas umum, bahkan perumahan
rakyat di tengah kota. Pembangunan ini jauh lebih bermanfaat
bagi rakyat banyak daripada istana presiden baru, gedung-gedung
pemerintahan baru, rumah-rumah dinas baru.

"Pembangunan ibukota negara
selalu jauh lebih mahal daripada yang
direncanakan, terutama karena selalu

ada pertimbangan politis-simbolis di
dalamnya."

STUDI KASUS: PUTRAJAYA, PUSAT
PEMERINTAHAN MALAYSIA

Putrajaya adalah pusat administrasi Malaysia yang baru
menggantikan posisi Kuala Lumpur, akibat tingginya kepadatan
dan kemacetan. Walaupun demikian, Kuala Lumpur tetap men-
jadi ibukota, tempat raja dan perdana menteri berdiam, selain
menjadi pusat perdagangan dan keuangan. Didirikan pada 19
Oktober 1995, namanya diambil dari nama Perdana Menteri
Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra dan juga

Seandainya pembangunan infrastrukeur tersebut dikonsentra-
sikan di 5-7 pusat pertumbuhan di luar Jakarta, maka akan lebih
banyak “gula-gula urbanisasi” yang terbangun, daripada hanya
Jakarta dan ibukota baru. Potensi pengurangan tckanan pen-
duduk ke Jakarta lebih tinggi daripada kalau membangun ibukota
baru. Kota-kota pusat pertumbuhan baru ini bisa menjadi kora
berdaya-saing internasional, sehingga berpotensi mewujudkan
konsep urban-led development. Negara-negara yang telah men-
jalankan kebijakan ini adalah China dan Korea Selatan.

Karena menjadi pusat pemerintahan, maka Jakarta mendapat
keistimewaan dalam banyak hal, antara lain dalam prioritas
pembangunan. Akibatnya ‘gula-gula urbanisasi’ tersebut semakin
terakumulasi di Jakarca. Padahal kota-kota besar lain juga siap
‘menyaingi’ Jakarta dalam menarik tenaga kerja, kalau saja medan
permainannya seimbang,.

Fakror sensitivitas masyarakat pun perlu diperharikan, terlebih
di alam demokratis seperti sckarang ini. Alokasi dana yang cukup
besar, berapapun pasti akan cukup besar, untuk membangun
‘fasilitas sendiri’ yang pasti mewah akan mengundang kritik ma-
syarakat pada pemerintah.

Potensi kesalahan kedua: memindahkan ibukorta akan otoma-
tis memecahkan masalah kemaceran di Jakarta. Masalah kemacet-
an harus dipecahkan pada akar masalahnya. Ada beberapa fakror

menjadi wilayah persekutuan Malaysia yang ketiga (dua wilayah
lainnya adalah Kuala Lumpur dan Labuan).

Gagasan memiliki pusat pemerintahan baru yang menggan-
tikan Kuala Lumpur muncul di akhir tahun 1980-an, di masa pe-
merintahan PM Mahathir Mohamad. Kota baru tersebut diusul-
kan terletak antara Kuala Lumpur dan bandara internasional KL
yang baru. Maka dipilihlah wilayah Putrajaya. Wilayah ini diambil
dari Selangor sebesar 46km’ setelah dilakukan transaksi dengan
pemerintah. Selain itu, transaksi ini juga membuat Selangor me-
miliki 2 buah wilayah persekutuan dalam batas-batasnya yaitu
Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Kota Putrajaya dirancang sebagai kota cerdas, 38 persen
wilayahnya dijadikan sebagai ruang terbuka hijau. Jaringan
ruang terbuka dan jalan yang lebar juga dimasukkan dalam
perencanaan kota ini. Seluruh proyek dirancang dan dibangun
oleh perusahaan-perusahaan Malaysia dan hanya membutuh-
kan 10 persen bahan impor. Kota Putrajaya juga terhubung de-
ngan bandara dan Kuala Lumpur melalui kereta berkecepatan
tinggi. Hingga 2007, jumlah penduduk Putrajaya sekitar lebih
dari 30.000 jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah pegawai
pemerintahan.

Sumber: Wikipedia
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yang dianggap menjadi akar masalah, yaitu: angkutan umum bu-
ruk, sistem transportasi dan tata ruang yang tak terpadu, pejalan
kaki tak nyaman, penyalahgunaan ruang publik, disiplin peng-
gunaan jalan dan ruang publik rendah, banyaknya side-frictions
jalan-jalan raya, rambu-rambu kurang, dan aspek rata-kelola lain.
Karena itu bila masalah kemacetan terselesaikan, adalah karena
akar masalahnya dipecahkan baik untuk jangka pendek maupun
panjang, bukan karena pemindahan ibukota.

Jelas masalah kemacetan bukanlah masalah khas ibukora
negara. Belajar dari kota-kota besar lain di dunia, ibukota negara
tidak selalu macet. Kemacetan paling parah justru terjadi di kota
pusat kegiatan industri dan niaga. Kalau keberulan fungsi rersebut
berdampingan dengan ibukota negara, maka yang sekarang terjadi
adalah kesalahan analitis yang paling mendasar, yaitu gagal mem-
bedakan antara ko-linearitas dengan kausalitas.

‘MENYELAMATKAN JAKARTA’

Reza Firdaus mengajukan konsep solusi untuk ‘menyelamatkan
Jakarta' ini dalam dua level, level makro dan level mikro.

Level pertama: makro. Faktor pemicu urbanisasi harus di-
sebarkan ke luar Jawa. Pengembangan wilayah yang khas harus
didorong dan tidak saja menghasilkan keunggulan kompertitif,
tetapi juga keunggulan absolut temarik.

"Pengembangan wilayah yang
khas harus didorong dan tidak saja
menghasilkan keunggulan kompetitif,

tetapi juga keunggulan absolut tematik."

Contohnya, hampir seluruh pusat perikanan terdapart di Laut
Sulawesi, Laut Banda, Laut Halmahera, Laut Aru dan Arafuru.
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Maka investasi perikanan, mulai dari industri hulu sampai hilir
harus didorong, bahkan kalau perlu sampai kantor pusatnya di
Indonesia timur. Demikian pula halnya sektor-sektor lain.

Cara ini sudah tertuang dalam konsep penataan ruang, salah
satunya dalam konsep kawasan andalan. Walau demikian penera-
pannya sulit di lapangan. Dari sudut pandang pihak BKPM,
penataan ruang dan khususnya RTRW bisa menjadi rencana
investasi bagi daerah tersebur.

Kemudian, pengembangan kota harus mempunyai tema
spesifik. Sebagai contoh adalah kota-kota di Amerika Serikat.
Detroit menjadi kota industri otomotif, Cambridge-Massachusets
(hinterland Boston) menjadi kota pendidikan.

Bagaimana dengan Jakarta? Semua fungsi ada di kota ini.
Semua kantor pusat dari perbankan sampai pertambangan juga
ada. Sebaiknya diterapkan kota bertema dan konsisten dengan
tema tersebut. Misalkan Jakarta menjadi kota jasa perniagaan,
Maka fungsi lain harus dikurangi atau dipindahkan. Misalnya un-
tuk fungsi pendidikan, universitas yang di ada Grogol, Salemba,
di Simatupang dipindahkan ke pinggiran Jakarta.

Level kedua:mikro. Usaha yang dilakukan adalah menggenjot
pembangunan sarana transportasi massal (mass rapid transporta-
rion — MRT) yang terintegrasi. Berbagai macam MRT seperti
subway, monorail, trem, waterway, busway, sampai bus konven-
sional harus dikembangkan dan ditingkatkan. Selain itu para
sosiolog perkotaan harus bekerja keras mengedukasi masyarakat
agar terjadi perubahan sosio-kultur perkoraan.

"Para sosiolog perkotaan harus
bekerja keras mengedukasi masyarakat
agar terjadi perubahan sosio-kultur

perkotaan."

Ada sebuah hasil studi tentang busway yang menyatakan bahwa
busway hanya menarik sekitar 4-6 persen pengguna kendaraan
pribadi. Sederhananya, dari 100 penumpang per hari, maka 96
penumpang adalah penumpang metromini atau kopaja. Sementa-
ra itu, hanya 4 penumpang yang tadinya naik mobil atau motor
yang berganti naik busway.

Selama mental dan sosio kulturnya masih ‘manja’, masyarakat
akan tetap menggunakan mobil pribadi walaupun transportasi
publik sudah sekelas mobil mewah. Untuk itu, Indonesia bisa
mencontoh kota-kota besar di luar negeri, dengan menerapkan
konsep transportasi yang memanjakan pengguna transprotasi
umum dan ‘menyiksa’ pengguna kendaraan pribadi.
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BAGAIMANA MEMECAHKAN MASALAH
KEMACETAN?

Penelitian ckonometris termutakhir menunjukkan bahwa

kemacetan akan selalu terjadi, selama penggunaan kendaraan
bermotor pribadi tidak mencerminkan biaya sosial sesungguhnya.
Kemaceran disini diukur dengan kecepatan (speed) versus kepa-
datan kendaraan per satuan waktu (vebicle per hour). Ukuran ini
dipakai untuk menganalisis statistik kemacetan yang melahirkan
teori lalu-lintas. Volume-Delay function ini lalu ditransformasikan
dalam ukuran biaya kondisi kemacetan, vang bisa dimodelkan
dalam kurva biaya dan kebutuhan penggunaan kendaraan (vo/-
umie).

Pada tingkat kepadatan tertentu, biaya sosial terlihar lebih
tinggi dari biaya pribadi. Ini berarti biaya yang ditanggung
masyarakat lebih tinggi dari biaya yang dibayar oleh pengguna
kendaraan pribadi. Pada tingkar kepadatan inilah mulai terjadi
kemaceran. Maka solusinya adalah pengenaan pajak eksternalitas
agar biaya yang ditanggung si pengguna kendraan pribadi sudah
menginternalisasi eksternalitas tersebut. Dengan pajak tersebur
maka kepadatan akan berkurang sampai dengan tingkat kemacet-
an yang optimal, dimana biaya sosial sama besar dengan biava
pribadi.

Bagaimana dengan kendaraan umum? Ternyara ridak cukup
konklusif, Ada saja kora-kota yang dengan sistem kendaraan
umum baik namun tetap terjadi kemaceran yang tidak optimal
(hyper-congestion). Harya Setyaka menduga bahwa keberadaan
kendaraan umum tak menurunkan kurva permintaan, tapi mem-
buat permintaan lebih elastis terhadap biaya/harga. Jadi kalau
terdapat angkutan umum vang cukup baik dan diterapkan pajak
cksternalitas (congestion pricing), maka tingkar kemacetan optimal
akan lebih rendah dibandingkan kalau pajak diterapkan ranpa
angkutan umum. Kalau hanya disediakan angkutan umum ranpa

penerapan pajak, mungkin kemacetan parah akan terjadi lagi di
kemudian hari. Walau demikian kemungkinan ini belum terbukrdi
secara utuh dan meyakinkan

MEMINDAH IBUKOTA: KEPEMIMPINAN
SEKTOR PUBLIK DAN LEMBAGA
OTORITA SEBAGAI KUNCI

KEBERHASILAN

Dalam pandangan Jehansyah Siregar, pemindahan ibukota
memerlukan otoritas pembangunan wilayah dan kota yang kuat
seperti yang ada di negara-negara lain. Dengan demikian pemba-
ngunan ibukota baru tersebur tidak akan menjadi ajang spekulasi
dan bancakan proyek.

Kepemimpinan sektor publik (public sector-led) dalam pemba-
ngunan tidak berarti mengabaikan pihak swasta, Semua pemang-
ku kepentingan dilibatkan secara sinergis. Kuncinya adalah
kepemimpinan yang harus dijalankan oleh sektor publik, karena
menyangkut sumberdaya dan kepentingan publik. Peran sektor
publik dalam leading berbeda dengan dominaring. Leading berarti
framing, coordinating, controlling dan sckaligus divecting secara
aktif. Untuk mendapackan efek sinergi maka peran para-pihak
vang perlu dikembangkan adalah supporting, filling, participating,
termasuk juga innevating.

Kepemimpinan sektor swasta (private
sector-led) pada hakikatnya adalah
pembiaran dan dapat diartikan sebagai
lemahnya peran sektor publik.

Kepemimpinan sckeor swasta (private sector-led) pada haki-
katnya adalah pembiaran dan dapat diartikan sebagai lemahnya
peran sektor publik. Lemahnya kepranataan publik akhirnya
menguatkan dominasi peran swasta tanpa arah, Peran sektor
publik akhirnya tereduksi menjadi produk perijinan dan kum-
pulan proyek kecil. Sektor publik tidak memiliki kepemimpinan
dan kesatuan langkah serta malah lebih nampak sebagai fasilitator
tujuan-tujuan sekror swasta.

Ini bukan kesalahan sekror swasta, karena swasta adalah pelaku
usaha dan berorientasi profir. Tapi pembiaran tata peran yang
tanpa pemimpinlah yang jadi induk masalah. Di titik inilah
pemindahan ibukota memiliki arti strategis, yaitu menjadi ticik
masuk membangun tata kelola perumahan dan perkotaan (HUD)
yang baik dengan sekror publik kembali sebagai pemimpin.
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BAGAIMANA BENTUK LEMBAGA YANG
TEPAT?

Pemindahan ibukora dari Jakarta ke lokasi baru ridak diikuti
dengan pengembangan fungsi-fungsi komersial yang tak se-
suai. Fungsi-fungsi komersial harus dipilih yang sesuai dengan
kebutuhan ibukora, misalnya fungsi wisata. Sebagai contoh, kora
Putrajaya sebagai ibukota baru Malaysia juga mengakomodasi
kunjungan wisata.

Sementara itu tingkat urbanisasi di Indonesia masih sangat
tinggi. Selain itu potensi investasi swasta juga sangar tinggi.

Ini membutuhkan saluran pengembangan wilayah yang lebih
menjanjikan, Apapun fungsi ibukota baru, kepemimpinan sek-
tor publik adalah jaminan sekuritisasi dan legitimasi yang tinggi
untuk menggerakkan potensi-potensi tersebut secara efekrif.
Upaya-upaya yang sama seperti ini tidak akan efektif jika hanya
berupa rencana dan peraturan di aras kertas. Sektor publik harus
langsung meregulasi secara aktif. Dengan demikian di ibukora
baru dan wilayah sekitarnya direncanakan secara terpadu pula
untuk bisa menampung fungsi-fungsi komersial. Bahkan tidak
menutup kemungkinan kota-kota industri baru dibangun di
lokasi dengan jarak tertentu dari ibukota.

Potensi ini yang harus diberikan kepada sekror publik dan di-
manfaatkan sebuah badan ororita yang dibentuk unruk itu. Badan
otorita ini menata wilayah secara berkelanjutan, memberikan
model dan tolak ukur, membangun kapasitas dan kelembagaan
yvang tangguh, dan memberdayakan kelembagaan yang sejenis di
daerah.

"Otoritas publik yang kredibel
dan kapabel diperlukan ketika
menyangkut eksekusi pengelolaan
sumber-sumberdaya anggaran, tanah,

infrastruktur, dan sebagainya."

Dalam pandangan Jehansyah, lembaga intermediary sangat
diperlukan terutama dalam proses pemberdayaan dan konsensus.
Oleh karena itu pengembangan lembaga-lembaga seperti ini perlu
mendapat perhatian, baik di tingkat komunitas, lokal maupun
wilayah.

Ororitas publik yang kredibel dan kapabel diperlukan ketika
menyangkut eksekusi pengelolaan sumber-sumberdaya anggaran,
tanah, infrastruktur, dan sebagainya. Di titik ini skala dan tingkat
intervensi menjadi isu penting. Semakin besar skalanya, otoritas

publik semakin dibutuhkan. Sebaliknya, semakin mikro skalanya,

semakin bcrtumpu pa.da komunitas.
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Bagaimanapun ketika sektor publik, sektor swasta and masya-
rakat akan bersinergi, tetap harus ada yang memimpin. Semua
negara melakukan rekayasa kelembagaan ini, apapun ideologi
dan pandangan politiknya. Di Shanghai, kelembagaan publik
pengelolaan kota bahkan dimuseumkan untuk menjadi bahan
pembelajaran.

Mengapa diperlukan otorita publik yang kuar? Karena dalam
otorita publik inilah simpul koordinasi terseburt dijalankan. Ma-
salahnya, otoritas publik di Indonesia itu semakin melemah atau
dilemahkan. Ada tiga titik penting kelemahan lembaga-lembaga
publik di tanah air (seperti Perumnas misalnya), yaitu:

* Level Manajemen (rekrutmen dan insider trading)

¢ Level Pengawasan (arahan dan strategi)

* Level Kebijakan (kebijakan Kementerian BUMN, inter-

vensi politik, dll).

Melemahnya lembaga publik ini kemudian berganti dengan
pembiaran sektor swasta, perkeliruan perijinan, dan kumpulan
proyek kecil APBN dan APBD dalam jumlah banyak. Akibatnya,
terjadilah fragmentasi kelembagaan dan program-program. Setiap
unit proyek maupun simpulnya (subdit di pusat, dinas di daerah)
memiliki justifikasi sendiri-sendiri dan juga memiliki ‘jago’ ma-
sing-masing, Setiap pihak ingin menancapkan bendera masing-
masing setinggi mungkin dan berkibar seluas mungkin,

Contohnya, sckarang setiap Sub-Dirckrorar di Kementerian
PU memiliki rencana strategis (renstra) masing-masing sebagai
landasan justifikasi kumpulan program dan proyeknya. Demikian
juga dinas-dinas di daecrah memiliki renstra masing-masing yang
sangat tak terkoordinasi di tingkat kota/wilayah. Betapa terfrag-
mentasinya institusi seperti ini!

Pertanyaan kuncinya kemudian adalah apakah koordinasi yang
cfekiif bisa dilakukan dalam situasi seperti ini? Bisakah komit-
men dicapai melalui forum-forum? Adakah satu bidang bisa
meyakinkan bidang lainnya untuk mengikuti, saat masing-masing
memiliki renstra, anggaran, daftar proyek, dan ‘jago’ sendiri-sen-
diri? Jawabannya hampir mustahil, karena biasanya yang dicapai
adalah kesepakaran untuk berbagi seperti biasa. Karena itulah
diperlukan keberadaan sebuah lembaga otoritas publik yang
kuat. Semua negara membangun ini sejak lama dan kini memiliki
kapasitas lembaga-lembaga publik yang tinggi, mengapa Indone-
sia tidak? m

Sumber:
Milis sudforum@yahoogroups.com; thread berjudul:
+ SBY: Pindahkan Ibu Kota Solusi Kemacetan
+ Focus Group Discussion SUD Forum Indonesia : pemin-
dahan ibukota
Kontriburor: M. Jehansyah Siregar,Wicaksono Saroso,Harya
Setyaka,Reza Firdaus
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“Our problems are man-made.
Therefore, they can be solved by man.
And man can be as big as he wants. No
problem of human destiny is beyond
human beings. Mans reason and
spirit have often solved the seemingly
unsolvable. And we believe they can do it
again.”

(John F. Kennedy, June 10, 1963)
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VISI DAN MiSI

Keberadaan SUD Forum Indonesia (SUD-FI) berawal dari rangkaian mini woerkshap yang diselenggarakan pada tahun
2008, yang dihadiri oleh para pemerhati, akademisi, praktisi dan pengambil keputusan dalam pembangunan perkotaan di
Indonesia. Inisiatif ini kemudian melahirkan komitmen “kepedulian terhadap penyelenggaraan penataan ruang perkotaan
dengan pelibatan masyarakat secara inklusif, guna mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan”. Komitmen
tersebut dinyatakan dalam peringatan Hari Tata Ruang (Warld Town Planning Dayl WTPD) pertama pada tahun 2008.

Saat ini SUD-FI beranggotakan sckitar 188 anggota yang berasal dari berbagai kalangan: akademisi (ITB, UI, IPB, Un-
dip, dsb), asosiasi profesi (Ikatan Arsitek Indonesia/IAI, Tkatan Ahli Perencanaan/IAP, Green Building Council Indonesia
(GBCI), Tkatan Arsitektur Lansekap Indonesia/IALL dsb.), praktisi, pemerhati pembangunan perkotaan, lembaga swadaya
masyarakat (WALHI, WWF, dsb), mahasiswa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SUD-FI dibentuk sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pembangunan perkotaan berkelanjutan dalam
perencanaan dan pengelolaan perkotaan yang dituangkan dalam bentuk kebijakan strategis hingga kebijakan operasional.
Secara garis besar, peran SUD-FI adalah untuk:

* mengembangkan dan membangun nilai-nilai baru dalam mempromosikan pembangunan perkotaan berkelanjutan,

* mengembangkan kepemimpinan dan lingkungan pembelajaran serta menjadi agen-agen perubahan dalam pemba-
ngunan perkotaan, dan

* mendorong partisipasi secara inklusif dari berbagai pemangku kepentingan.

PRAKARSA BALI

1. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut diatas, pada peringatan Hari Tata Ruang (HTR) ke-2 di Indonesia di
tahun 2009 telah dilakukan Penandatanganan Naskah Deklarasi Pembentukan Forum oleh perwakilan dari pemangku
kepentingan. Sedangkan pada puncak Peringatan HTR ke-3 di Bali, relah dicanangkan 10 Prakarsa Pembangunan
Kota Berkelanjutan (SUD-FI Initiatives). Kesepuluh prakarsa tersebut adalah:

2. Mendorong perubahan paradigma pengelolaan kota yang visioner, kreatif, dan inklusif, termasuk mendorong keter-
paduan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.

3. Mendorong pengembangan kapasitas kelembagaan dan pembudayaan nilai-nilai rara kelola perkotaan yang baik, ter-
masuk kerjasama antar-kota dan antar-wilayah

4. Mendorong upaya pengendalian penduduk perkotaan yang sejalan dengan pembangunan kota kompak dan desentral-
isasi konsentrasi perkotaan

Mendorong perencanaan dan mitigasi bencana dan perubahan iklim pada kawasan permukiman dan perkotaan
Mendorong keberpihakan pengembangan ekonomi perkotaan ke arah peran ekonomi lokal dan sektor informal

Meningkatkan apresiasi, perlindungan dan revitalisasi terhadap warisan budaya, pusaka alam dan kearifan lokal

oS o

Mendorong upaya penyediaan perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau oleh masyarakat ber-
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penghasilan rendah dengan mengutamakan penataan permukiman kumuh dan informal, serta memperhatikan prinsip
jaminan bermukim

9. Mendorong para pemangku kepentingan perkotaan dalam mewujudkan Kora Hijau
10. Mendorong upaya revitalisasi kawasan tepi air sebagai beranda kawasan perkotaan

11. Mendorong perkembangan sistem transportasi perkotaan, f‘c‘a—ire_fr"rﬁtmrmrf dan ranah perkotaan secara tcrpadu

KONTAK SUD-FI
Kegiatan SUD-FI sejak tahun 2008 hingga kini dapat dilihat pada situs web SUD-FI: hegp:/feudforwm. penataanriang.
net,
S“ Forum - R
indonesia [ Anda panguriung ke 113833 ]
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Indonesia green city development program: an urban reform

fast urban transformation has not been simple ta manage In one hand, cities have long been considered as a leading catalyst of economic growth and symbal
of civilization advancement. Cities are the ideal places for innovations, where rich ideas are not only flourishing, but also competing one to another in search of
higher efficiency in urban life, Cities are also places where spatial conflicts occur, demanding more urban services for the sake of economic growth, but often

Sekretariat SUD Forum Indonesia:

Gedung Ditjen Sumberdaya Air dan Penataan Ruang, Lantai 8
JI. Pattimura No.20 Kebayoran Baru — Jakarta Selatan 12110.
telepon : 021 — 7243431

email : sud_forum@yahoo.com
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u: ANGGOTA

Grban

Sampai tahun 2012, jumlah anggota di situs web SUD-FI tercatat sebanyak 286 orang. Anggota forum ini datang dari
berbagai kalangan, mulai dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM, lembaga penelitian, swasta, yayasan, praktisi
hingga individu. Berikut nama-nama berbagai lembaga yang menaungi anggota-anggota SUD-FI:

Lembaga Pemerintah Pusat
BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemen-
terian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Instansi Pemerintah Daerah

Ambon, Badung, Banjarmasin, Baubau, Bekasi, Blora, Bogor, Kab. Bandung, Ciamis, Cirebon, Gresik, Kendal, Lom-
bok Tengah, Nganjuk, Makassar, Mamasa, Tanjungpinang, Pagar Alam Gorontalo, Pariaman, Pekanbaru, Probolinggo,
Purbalingga, Pati, Probolinggo, Sawahlunto, Sidoarjo, Surakarta, Pontianak, Sidoarjo, Sukoharjo, Yogyakarta, Provinsi
Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat.

Swasta

AECOM Indonesia, P'T. Mutiara Wiyatadarma Consultant, P'T. Bumi Serpong Damai, PT. Bumi Serpong Damai Tbk.,
PT. Cipta Nindita Buana, PT. Gafa Multi Consultant, PT. Jakarta Konsultindo, PT. RDM, PT. Studio Cilaki Empat
Lima, PT. Surya Abadi Konsultan, PT. Tribina Matra Carya.

Asosiasi dan Ikatan Profesional

Asosiasi Kontraktor Lansekap Indonesia (AKLANI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Asosiasi Konsultan
Pembangunan Permukiman Indonesia (AKPPI), Tkatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI), ASPI (Asosiasi Sekolah Peren-
canaan Indonesia), IAl (Ikatan Arsitek Indonesia), REI (Real Estate Indonesia), BPPI (Badan Pelestarian Pusaka Indone-
sia), Dewan Transportasi Kota Jakarta, GBCIL

Lembaga Penelitian dan Pendidikan

LIPI, LAPAN, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), BPPT, Dewan Transportasi Kota Jakarta, UN-HABITAT,
Universitas Trisakti, UGM, IPB, ITB, ITS, UGM, ITN, UPC, UPH, Malang, Universitas Kristen Duta Wacana, Univer-
_sitas Negeri Gorontalo, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, Universitas Udayana, Universitas Tarumanagara,

Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon.

LSM, Yayasan, Para Pihak

Forum Permukiman (FORKIM), GERAKAN PEDULI DISABILITAS dan LEPRA INDONESIA (GPDLI), Green-
eration Indonesia, Gtz — Paklim, Housing Resource Center, INFEDS, Jaringan Relawan Kemanusian, Pelangi Jakarta,
PDW/Lead, Perkumpulan Teras Indonesia, Sekretariat Nasional Habitat Indonesia, Urbane Indonesia, WALHI, URDI,
WWTF Indonesia, Yayasan Ars86 Peduli, Yayasan Arsitckeur Hijau Indonesia.
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LINI MASA SUD-FI

Semenjak tahun 2008, gerak langkah SUD-FI sudah akrif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tata ruang
dan pembangunan kota berkelanjutan. Kiprah ini didukung dan diperkuat anggota-anggotanya yang memiliki beragam
latar belakang. baik dari instansi pemerintah, dunia bisnis, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi hingga individu.

2008

30 MEI 2008
LOKAKARYA MINI “PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN"
Direktorat Jenderal Penataan Ruang — Departemen Pekerjaan Umum

“Perlu Perubahan Paradigmatik dalam Kebijakan Pengembangan Perkotaan di
Indonesia”

Pernyataan diatas menjadi salah satu catatan penting dalam Lokakarya Mini
dengan topik Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan yang diselenggarakan pada
hari Jum’at, 30 Mei 2008 yang lalu, bertempat di ruang rapat Ditjen Penataan
Ruang - Departemen Pekerjaan Umum. Lokakarya ini disclenggarakan dengan
bertitik-tolak dari keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi perkotaan di
Indonesia dan mencari jawaban terhadap pemecahan persoalan perkotaan yang
ada selama ini.

Lokakarya Mini yang dihadiri olch pakar-pakar pembangunan perkotaan, antara lain: Jo Santoso, Hendro Sangkoyo,
Haryo Winarso, Haryo Sasongko, Dodo Juliman, Suhadi, Sri Probo, Wicaksono Sarosa, Lana Winayanti, dan Jehansyah
Siregar, bukan bertujuan untuk mendaftar-ulang persoalan perkotaan yang telah menumpuk, melainkan untuk mencari
rumusan awal kerangka kerja pembangunan perkotaan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu men-
jawab berbagai tantangan pembangunan perkotaan di Indonesia.

Dirjen Penataan Ruang, Imam S. Ernawi dalam pengantar lokakarya menegaskan bahwa kelemahan kita selama ini
adalah tidak pernah melaksanakan kebijakan pembangunan perkotaan secara sinergis. “Perlu ada konsensus dan komitmen
baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat madani untuk berbuat sesuatu secara bersama-sama, tidak sendiri-sen-
diri”, demikian ujarnya. Masing-masing pemangku kepentingan, baik pemerintah, pakar, maupun masyarakat sipil (civil
society), selama ini cenderung berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai yang dianut. Dengan pola
terfragmentasi seperti ini, tujuan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan diyakini tidak akan pernah tercapai.

Di awal diskusi Jo Santoso menekankan perlunya melihat kembali secara utuh persoalan perkotaan baik dari perspekrif
global maupun lokal. Transformasi kota-kota kita selama ini cenderung dipengaruhi oleh fenomena urbanisasi, globalisasi,
modernisasi, dan desentralisasi yang mengakibatkan perubahan strukrur ckonomi, distribusi lahan, kondisi lingkungan
dan hubungan sosio-kultural di perkotaan.
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Menanggapi hal tersebut Hendro Sangkoyo mengkritisi perlunya upaya perubahan paradigmatik dalam pengelolaan
pembangunan perkotaan dengan lebih mengedepankan keterlibatan warga dan pemberdayaan masyarakat “kampung”.
Kelompok ini jangan hanya dibaca sebagai obyek yang senantiasa dikesampingkan melainkan harus menjadi pelaku akeif
bagi perbaikan kondisi lingkungannya. “Para pelaku pengembangan perkotaan jangan asyik ‘bertapa’ dengan kegiatannya
sendiri-sendiri” imbuhnya.

Secara garis besar, dikemukakan dalam Lokakarya adanya faktor-faktor yang menyebabkan kondisi kota-kota di tanah
air “begini-begini saja”. Apabila model pembangunan perkotaan yang parsial tersebut terus berlanjut, nasib kota-kota terse-
but boleh jadi akan semakin buruk, dan entropi di segala aras akan semakin besar.

Selain itu, Haryo Sasongko dari Depdagri dan Wicaksono Sarosa (URDI) menengarai terjadinya error of ommission, di-
mana kita semua sudah terlalu lama membiarkan berbagai kesalahan terjadi. Pemerintah membiarkan masyarakat melang-
gar hukum, dan sebaliknya para pakar membiarkan para pengambil keputusan berjalan sendiri-sendiri, atau tidak berbuat
sama sckali, Kesalahan lainnya adalah error of commission, yang diakibatkan oleh kelemahan para pengembil keputusan
dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan program-program pengembangan perkotaan. “Kita sudah berjalan cepat,
tapi ternyata salah arah™ ujar Hendro Sangkoyo mengibaratkan kebijakan kita selama ini di bidang perkotaan.

Faktor lainnya adalah ketidakpahaman para pakar dan pengambil keputusan terhadap fenomena dinamika perkotaan se-
bagai sebuah sistem organik yang kompleks. Kerendahan hati untuk kembali belajar sangat dibutuhkan. Perkotaan dengan
demikian akan menjadi ‘ruang belajar’ dari komunitasnya, saling berbagi peran dan berbagi tanggung jawab. “Pembangun-
an perkotaan harus dilakukan dengan melibatkan warganya dan bersifat pro-poor”, tegas Sri Probo mengenai hal ini. “Pe-
ngembangan perkotaan harus dimulai dari elemen yang paling kecil, yaitu manusianya” ujar Jehan Siregar menambahkan.

Pada akhir diskusi yang dimoderatori oleh Dodo Juliman dari UN-Habitat ini, Dirjen Penataan Ruang mengajak para
pakar di bidang pembangunan perkotaan untuk merekatkan diri satu sama lain (binding) dalam satu forum/regu belajar
yang tidak bersifat eksklusif. Selain sebagai arena untuk lebih mendalami dinamika perkotaan, maka secara paralel forum
diharapkan dapat memberikan umpan balik yang tajam dan kritis (policy feedback), serta memberikan pengaruh yang
signifikan bagi para pengambil kepurusan. Dengan kata lain, forum diharapkan dapat memikirkan kembali bagaimana
bentuk dan rumusan kebijakan dan program pembangunan perkotaan yang tepat untuk perspektif jangka pendek dan
jangka menengah.

Melalui lokakarya ini diharapkan dapat terbentuk sinergi positif dan pondasi kebijakan dan program yang kuat, sebagai
cikal-bakal penyelenggaraan pembangunan perkotaan di tanah air yang berbeda dan lebih baik.

8 November 2008
PERNYATAAN SIKAP PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
Peringatan World Town Planning Day/Hari Tata Ruang 2008

Peringatan ini didorong kebutuhan di tingkat masyarakat, khususnya para akademisi, praktisi, dan masyarakat tentang
pentingnya penataan ruang. Pesan peringatan ini adalah: penataan ruang berperan penting dalam pembangunan ber-
kelanjutan, menampilkan hasil penataan wilayah dan kota pada masyarakat, dan
meningkatkan kepedulian dan partisipasi semua pihak dalam penataan ruang
kotanya.

Pernyataan sikap pada hari peringatan ini didukung oleh pemerintah, asosiasi
profesi, swasta, dan masyarakat. Penandatanganan pernyataan ini dilakukan
oleh perwakilan para pemangku kepentingan, yaitu Menteri Negara Perumahan
Rakyat, ketua ASPI, REI IAP, dan GMPPR.
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01 Oktober 2009
WORKSHOP “MERENCANAKAN MASA DEPAN KOTA KITA”

Jakarta

Workshop ini mengangkat isu pembangunan perkotaan dan strategi penanganan permasalahan kota. Selain itu aspek
keberlanjutan dalam pembangunan kora juga dibahas mendalam. Selanjutnya dibahas pula upaya peningkatan kualitas
ruang dan lingkungan kawasan perkoraan, serta kelembagaan dan peran masyarakar.

Rekomendasi tindak lanjut dari workshop ini adalah pelembagaan upaya pembangunan perkotaan berkelanjutan.
Selain itu perlu dilancarkan kampanye menyebarkan pemahaman pembangunan perkotaan berkelanjutan. Tak hanya pada
masyarakat, kampanye ini juga terutama ditujukan pada pemerintah kabupaten/kora.

05 Oktober 2009

SARASEHAN “MERENCANAKAN MASA DEPAN KOTA KITA”
Ballroom Hotel Aryaduta, Palembang

Sarasehan ini mengangkat tema bahwa kebijakan pengembangan perkotaan, infrascruktur, dan pemukiman tidak bisa
dilakukan dengan cara komando. Karena itu manajemen pembangunan perkotaan dilakukan melalui penyusunan RPIJM
scbagai program bersama antara kabupaten/kota, provinsi, dan pusat melalui proses partisipatif.

Perencanaan tata ruang wilayah harus bersifat binding dan menjadi acuan pengembangan kota. Kota masa depan harus
bersifat cerdas, manusiawi, dan ekologis. Pengembangan juga harus memperhatikan aspek spiritualitas, yang secara etis
mempertimbangkan kepentingan anak-cucu. Selain itu proses desentralisasi dan urbanisasi harus mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi dan memberdayakan pemerintah kota.

8 November 2009
DEKLARASISUD FORUM INDONESIA
Peringatan Hari Tata Ruang, Jakarta

Dcklarasi berangkat dari permasalahan kota yang membutuhkan pendekatan holistik dan tanggung jawab seluruh
pemangku kepentingan. Tetapi kesadaran masih rendah dan belum adanya saluran untuk saling curah gagasan dan berbagi
pengalaman antar pemangku kepentingan.

Komitmen, pemikiran, dan langkah perlu disatukan untuk mengembangkan pendekatan perkotaan berkelanjutan,
untuk memecahkan masalah perkotaan. Pembentukan forum ini bertekad memberikan kontribusi positif untuk mewujud-
kan ruang kehidupan yang berkualitas dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan,
selain mengakrualisasikan nilai-nilai secara arif dan budaya yang berkembang,

22 Desember 2009
PERTEMUAN SUD FORUM

Bali

Pertemuan ini merumuskan pembentukan SUD Forum sebagai wadah pembahasan berbagai isu perkotaan untuk menga-
wal perkembangan yang lebih baik ke depan. Fungsi dan peran SUD adalah think-tank sckaligus fasilitator dan mediator,
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DEKLARASI

Dengan didasarkan pada keprihannan atas ungginva intensitas dan kompleksitas permasalahan perkoraan
serta kesadaran akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan kawasan perkotaan,
demi terwujudnya ruang kehidupan vang aman, nyvaman, produkaf dan berkelanjuran,
kami para pemangku kepentingan vang berasal dan unsur-unsur
perguruan unggl, organisast profesi, lembaga swadaya masyarakat, swasea, individu/masyarakat
serta pemenntah pusat dan daerah
vang hadir dalam penngatan Han Tara Ruang pada tanggal 8 November 2009
sepakat unruk membentuk:

FORUM PENGEMBANGAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN
(Sustainanble Urban Development Forum)

Melalui forum tersebut kami bertekad untuk terus membenkan kontribust posinf

dalam upayva mewujudkan ruang kehidupan yang berkualitas,
serta vang dapat membenkan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kescjahteraannya
dan mengakrualisasikan secara anf nila-nila sostal dan budava vang berkembang,
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membenkan berkah dan karunia-Nya,
Jakarma, 8 November 2000

\tas nama Pemangku Kepentingan,

Asosiag Sekolah Perencanaan

E Indonesia
—

Indonesia Green Building Council Indonesia Real Esrate Indonesia

DR 5. Harye Winacs Ir. Liari Ganie, MM
Individu/ Masyarakat Deputi Gubernur DK Jakarta
Bidang Tata Ruang dan Lingkungan
e Lroara_
0 Rv Tiahiati Achmad Harjadi
L= — — b

wadah policy zzd'wmqp, problem solution basis, dan market fortom antara pemerintah, pemda, dan masyarakat.

Langkah-langkah yang akan dilakukan SUD Forum antara lain adalah mengumpulkan informasi prakrek-praktek pengem-
bangan perkotaan, membentuk dewan pakar dan kesekretariatan, membuat sistem informasi dan komunikasi, melakukan
dialog sepuluh isu strategis, hingga berhubungan dengan institusi lain.

Sepuluh isu strategis yang menjadi tema dialog adalah kemiskinan, sosial perkotaan, kebudayaan — heritage, kerjasama
antar kota dalam mengelola, kapasitas pemerintah daerah, lingkungan hidup dan mitigasi bencana, investasi dan perkem-
bangan ekonomi, tanah perkotaan, infrastrukeur, dan terakhir adalah implementasi dan mengawal tata ruang.

Dalam hubungan dengan institusi lain, SUD Forum akan mmenjadi tempat curah gagasan berbagai lembaga profesi
dan prakrisi seperti IAP, 1Al IALI, prakrisi seperti REI dan lain-lain. Selain itu SUD Forum diharapkan menjadi inter-
sectoral goverment. Hasil-hasil pembahasan forum ini akan menjadi masukan bagi Tim Koordinasi Lintas Strategi Pemba-
ngunan Kota (pusat dan daerah). SUD Forum adalah forum bebas dan miliki bersama. Dengan demikian forum ini tak
hanya membahas penataan ruang, tetapi juga seluruh topik yang terkait pengembangan perkotaan. Ke depannya, forum
ini dapat berkembang untuk membahas topik lain, misalnya membentuk forum perdesaan.

Melihar banyaknya isu terkait perkotaan, maka perlu dilakukan pemilahan isu strategis yang akan dibahas. Maka selan-
jutnya dibentuk kelompok-kelompok khusus (komite) tersendiri berdasar minat dan spesialiasasi para anggota. Pertemuan
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forum selanjutnya akan lebih jarang, tetapi komite akan sering berkumpul dan menjalankan fungsi forum, baik yang
bersifat substansial maupun operasional (contohnya komite operasional-pendanaan).

Untuk sckretariat SUD, Ditjen Penataan ruang telah menyediakan ruang sekretariat di lantai 8 Gedung SDA-Penataan
Ruang. Adapun dalam pelaksanaan pertemuan dan kegiatan lainnya, Ditjen Penataan Ruang siap mendukung serta me-
nerima seluasnya dukungan dan fasilitasi dari sektor-sektor lain.

2010

07 Juli 2010
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT SUD FORUM INDONESIA (SUD-FI)

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta

Direktur Jenderal Penataan Ruang memutuskan membentuk sekretariat SUD-FI di Direktorac Jenderal Penataan
Ruang. Sekretariat ini terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Selain itu juga ditetapkan struktur organisasi dan
susunan kcanggol:aanr

1 September 2010
FOCUSED GROUP DISCUSSION (1)

Hotel Sultan, Jakarta

Tema diskusi pada acara ini adalah Smart Green City‘ Issues and SUD Goals. ms“ﬂ“ﬁz‘?ﬂi;ﬁ&mw
Kesimpulan dan tindak lanjur yang diperoleh dalam FGD adalah penentuan
SUD Goals dengan membuat matriks indikator berdasar elemen-elemen sustain- i-m
able urban developement dan mengkaitkan dengan konsep 3P (Policy, Political —
Will, Participation).

Para peserta diharapkan dapat memberikan masukan sesuai kewenangan ma-
sing-masing untuk pengayaan matriks indikator penentuan SUD Goals. Hasil
masukan ini akan menjadi pembahasan FGD selanjutnya.

T Sl ol b ares | Sepianbar N

21 September 2010
FOCUSED GROUP DISCUSSION (2)
Dilaksanakan untuk menindaklanjuti FGD (1) dengan tema *Smart Green City Ideas for SUD Goals.” Agenda utaman-
ya adalah membahas hasil kesepakatan FGD, pembahasan indikator SUD Goals, pembahasan kelompok dalam 3 desk.
Diskusi ini menghasilkan 10 indikator yang dijabarkan dengan berbagai rencana tindak, yaitu: krisis urban multisekror,
sistem urban development, konsepsi keberlanjuran partisipasi masyarakar, transportasi perkotaan, perumahan dan pemuki-
man, pengelolaan DAS, inisiatif warga, sektor swasta, responsif pemerintah, dan peran masyarakat.
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25 September 2010
WORKSHOP NASIONAL PELESTARIAN DAS BARITO

Hotel Rattan Inn, Palembang

Workshop ini bertema Pelestarian Fungsi DAS Barito untuk Mendukung
Pembangunan Kora Berkelanjutan. Acara ini juga merupakan bagian dari
rangkaian Hari Tata Ruang 2010. Agenda utamanya adalah merumuskan
rencana aksi kebijakan dan strategi pengembangan pengelolaan dan SUD
Goals.

7 November 2010
FOCUSED GROUP DISCUSSION (3)

Werdhapura Village, Bali

Agenda utama acara kali ini adalah perumusan Prakarsa Bali dan Rencana Kerja 2011. Kesimpulan dan tindak lanjut
FGD ini adalah identifikasi sepuluh (10) realitas dan tantangan perkotaan, mulai dari masalah kepemimpinan, kelem-
bagaan, RT'H, kawasan tepi air, resiko bencana dan perubahan iklim, peran swasta dan ekonomi lokal, transportasi, urban-
isasi, perumahan, dan identitas budaya lokal serta pusaka.

Selain itu dihasilkan juga rumusan 10 Prakarsa Bali yang ditandarangani pada acara puncak peringatan Hari Tata Ruang
2010.

7 November 2010
PENANDATANGANAN 10 PRAKARSA BALI

Werdhapura Village, Bali

Penandatanganan Prakarsa Bali ini adalah wujud komitmen dan integritas
anggota SUD Forum terhadap perwujudan pembangunan kota yang berkelan-
jutan.

Anggota SUD Forum diwakili Jehansyah Siregar dari ITB, Alinda Zain dari
P4W, Ning Purnomohadi dari GBCI, dan Wicaksono Sarosa dari Kemitraan.
Prakarsa Bali ini juga sebagai bentuk kesepakatan dalan 10 realitas dan tantang-
an perkotaan, sebagai fokus permasalahan yang perlu ditangani.

21 Desember 2010
FOLLOW UP MEETING

POD Meeting Room-fx Lifestyle X’enter, Jakarta.

Rapat ini diadakan untuk menyusun konsep SUD Guides dan SUD Action Plan. Rapat ini adalah rapar formal bermsa-
ma tim penyusun SUD GUIDES sebagai rindak lanjut Prakarsa Bali.

Sebagai penutup rapat, para anggota sepakar membagi tugas pembahasan 10 indikator yang ditampilkan dalam SUD
Guides. Sedangkan pembahasan akan dipertajam dalam acara konsinyasi.
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2011

Januari-Februari 2011
PERUMUSAN MUATAN SUD-INDICATORS DAN SUD-GUIDE

Kegiatan ini difasilitasi oleh Sekretariat SUD Forum, dengan menyepakati muatan SUD Guides yang akan disusun
sebagai panduan operasional penerapan Prakarsa Bali. Pertemuan pertama dilaksanakan di Bakoel Koffie, Jakarta pada
tanggal 17 Januari 2011.

Kesimpulan dan tindak lanjut dari pertemuan itu antara lain adalah: muatan pokok panduan berisi langkah operasional
perwujudan Prakarsa Bali, agenda aksi SUD Forum, dan Indikator Keberlanjutan pengembangan perkotaan terhadap 10
butir Prakarsa Bali.

Pertemuan kedua dilaksanakan di Kebun Raya Bogor, Bogor, pada tanggal 21-22 Januari 2011. Agenda pertemuan
tersebut adalah merumuskan indikator kota berkelanjutan, berupa indeks gabungan dari setiap realitas dan tantangan
perkotaan. Indeks tersebur disajikan dalam bentuk web diagram atau spekerum warna.

Pertemuan selanjutnya dilaksanakan di Hotel Ambhara, tanggal 1 Februari 2011. Agenda pertemuan ini untuk meru-
muskan variabel indikator 10 Prakarsa Bali. Dalam rapat diuraikan variabel dan skala pengukuran untuk setiap butir
Prakarsa Bali.

Tindak lanjur dari rapat ini adalah penajaman variabel yang diusulkan sebagai panduan penilaian keberlanjutan kota.
Selain itu workshop peluncuran SUD Guide juga ditetapkan.

19 Juni 2011
CURAH GAGASAN IMPLEMENTASI RTH 30 persen
Hutan Manggala Wanabakti, Jakarta

Kegiatan ini diawali dengan acara cksplorasi hutan kota dan museum di Manggala Wanabakti dan dilanjutkan dengan
bersepeda bersama menuju hutan kota Kridaloka. Acara dilanjutkan dengan diskusi serta peluncuran pera keanekaragaman
hayati dan buku RTH 30% karya Iwan Ismaun dan Nirwono Yoga.

Pada kegiatan eksplorasi hutan kota, peserta ditemani pemandu untuk menjelaskan makna monumen di pintu masuk
dan jenis-jenis tanaman yang ada dalam hutan terscbut. Saat eksplorasi dekat
danau, peserta mendapat penjelasan tentang jenis-jenis serangga dan semut yang
ada di Indonesia dari anggota Komunitas Peta Hijau dari Fakultas Biologi Ul ¥
Di museum peserta mendapatkan penjelasan tentang hasil-hasil hutan berupa [N
kayu dan hasil hutan lainnya.

Di Hutan Kota Kridaloka Senayan, peserta mengikuti kegiatan pengenalan R T Y e e
reptil dari komunitas Sioux Jakarta dan peluncuran buku RTH 30%. Dalam = "'B}- B - {Tl * )
peluncuran ini, disampaikan peran penting ruang terbuka di kawasan perkotaan. —— — R

e »

Proses penetapan proporsi 30 persen itu sendiri adalah proses panjang dan dalam
kenyataannya sulit diwujudkan.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah diharapkan dapat memberi pemahaman arti penting RTH seluas 30 persen terse-
but pada lintas komunitas dan masyarakat. Perwujudan RTH juga akan melestarikan keanekaragaman hayati di lingkung-
an perkotaan. Perwujudan ini tidak hanya ranggung jawab Pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi akeif masyara-

kat. Selain itu kerjasama lintas sektor dan lintas komunitas juga penting dibangun.
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21 Juli 2011
POLICY DIALOGUE AND ROUNDTABLE DISCUSSION: EVALUASI 25 TAHUN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN SKALA BESAR
(KOTA BARU MANDIRI) DI KAWASAN METROPOLITAN

Tujuan kegiatan ini adalah mengevaluasi secara kritis dan menyeluruh pada
tiga tahapan pengembangan kota baru. Acara ini dihadiri olch lebih dari 80
orang dari anggota SUD-FI, kementerian/lembaga, akademisi, NGO, asosiasi
profesi, pengembang/asosiasi, BPPI, Seknas-Habirtar, dan URDL.

Acara dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah evaluasi kebijakan pe-
ngembangan kota baru. Sesi kedua mengevaluasi implementasi pembangunan
kota baru.

3-4 Oktober 2011
DIALOG RESPON INISIATIF SUD-FI
Gedung SDA dan Penataan Ruang Lt. 8, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai persiapan peringatan puncak Hari TARU
2011. Kegiatan ini membahas peran SUD-FI sebagai forum untuk berdiskusi
tentang Kota Hijau. Salah satu peran SUD-FI dalam pembangunan perkotaan
berkelanjutan adalah mendorong pemangku kepentingan perkotaan dalam
mewujudkan kota hijau.

Diharapkan juga SUD-FI dapar berfungsi sebagai forum untuk mendiskusi-
kan keberhasilan/kegagalan sebuah forum untuk program mewujudkan kota
hijau.

8 November 2011

Guest Lecture : Empowerment for Green Cities

Pada peringatan puncak HARITARU 2011, SUD-FI menghadirkan Senen D. Antonio dan Astrid Haryati, MLA, un-
tuk berbagi pengalaman menjadi konsultan kora hijau di Chicago. Kuliah ini diikuti oleh walikota dan bupati dari berba-
gai penjuru Indonesia.

2012

Pembuatan Buku “Kota Indonesia Berkelanjutan Untuk Semua : Kompilasi 5 Tahun Perjalanan SUD-FI”

Buku ini berupaya merangkum secara sintetik berbagai komponen pembangunan perkotaan berkelanjutan serta
memotret kiprah perjalanan SUD-FI dan para anggotanya dari tahun 2008 hingga 2012. Diluncurkan sebagai bagian dari
peringatan 5 tahun perjalanan SUD-FI, buku ini diharapkan mampu menjadi tonggak penanda sumbangsih nyata SUD-
FI dalam pembangunan perkotaan di Indonesia yang berkelanjuran.

Selain merekam berbagai akrivitas kegiaran SUD-FI, buku ini juga merangkum tulisan pemikiran para anggota SUD-
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FI yang aktual berkaitan dengan 10 Prakarsa Bali yang diterjemahkan ke dalam 4 (empar) kluster utama : planet, people,
prosperity dan governance. Berbagai topik besar tertuang dalam tulisan, baik berupa gagasan dan pemikiran pribadi maupun
berupa rangkuman diskusi dan perdebaran dalam milis forum ini.

Forum Reboan SUD-FI

Sebagai upaya menterjemahkan ide-ide ke dalam aksi yang konkrit, maka ada
tiga kegiatan yang akan ditindaklanjuti dan didalami dalam forum-forum reboan
rutin. Kegiatan terseburt adalah: penyusunan SUD Indicators, penyiapan Buku 5
Tahun Perjalanan SUD-FI sebagai akumulasi knowledge dan experience dari forum,
serta penyelenggaraan SUD Conference sebagai bagian dari Peringatan Hari Taru
2012 sekaligus sebagai media pembelajaran dan sharing pencapaian kota-kota Indo-

nesia yang berprestasi.

18 Juli 2012
Dialog “Jelang Lima Tahun SUD-FI"

Garasi 66 — Jakarta Selatan

Acara Dialog Jelang 5 Tahun SUD-FI berlangsung di oasc kota Joglo Perdikan, Jakarta Selatan, dan dihadiri kurang
lebih 70 orang. Beberapa anggota SUD-FI yang turut memberikan kontribusi dalam Dialog ini adalah : Iman Soedradjar,
Suhadi Hadiwinoto, Ning Poernomohadi, Endy Soebijono, Yayat Supriyatna, Dani B. Ishak, Wijono Pontjowinoto, Haryo
Sasongko dan Eko Budi Kurniawan. Sedangkan sebagai moderator adalah Bintang Nugroho.

Acara yang dikemas dalam formart diskusi semi popular ini juga diliput oleh insan pers. Secara singkat hasil dialog terse-
but adalah:

*  “The Future We Want” sebagai salah satu dokumen yang dihasilkan dari Konferensi Rio+20 walaupun tidak bersifar
mengikat (binding), cukup memadai sebagai dasar adopsi kebijakan dan program perkoraan berkelanjutan yang
lebih holistik (planning, programming, design, implementation), ramah lingkungan, dan mengedepankan aspek kemi-
traan dan inisiatif lokal.

*  Untuk aspek planer (lingkungan), perlu dipikirkan agar salah satu kota di Indonesia dapat menjadi Green Capiral
seperti Curitiba di Brasil. Melalui pendekatan lintas-sekror dan lintas-pelaku, kota tersebut dapar menjadi open
laboratory bagi forum SUD,

*  Untuk aspek peaple (sosial budaya), aspek ini kerap terpinggirkan dalam mainstream pembangunan, padahal kota-
kota kita seyogyanya lebih memiliki karakrer/jatidiri kelndonesiaan yang kuat. Pusaka tidak hanya sebatas warisan
yang harus dibekukan, tapi dapat dikembangkan secara selekrtif. Unruk
aspek ini, peran arsitek sangar vital dalamrangka konservasi-preservasi pu-
saka, di samping untuk memberikan pelayanan perkotaan yang memadai
bagi para tuna daksa dan tuna rungu, serta memastikan berjalannya code
of conduct secara profesional.

*  Untuk aspek prosperity (ekonomi), pembangunan perkotaan pada saat ini
sudah harus diarahkan pada guality of life bagi semua, bukan standard of
living bagi kelompok tertentu saja. Kota perlu mengembangkan low-emis-
sion investment. Kota-kota kita perlu memiliki daya saing dalam konteks
global yang kompleks namun tetap berbasis ekonomi lokal (a.] pengakuan
terhadap PKL, karakreristik geografis seperti kota tepi air, dsb).

*  Untuk aspek rara kelola (#rban governance), forum SUD dapat menjadi jembatan komunikasi lintas pelaku yang
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peduli, sekaligus mediasi terhadap kebuntuan kebijakan. Gagasan atas lahirnya UU Perkotaan perlu menjadi perha-
tian bersama.

*  Sudah saatnya SUD-FI sebagai habitat bersama para pelaku pembangunan perkotaan menjadi forum yang lebih
produktif, signifikan kontribusi dan perannya secara nasional, khususnya dalam mendampingi kota-kota Indonesia
yang memiliki visi keberlanjutan dan memiliki kesungguhan untuk mewujudkannya.

*  Untuk itu kegiatan SUD-FI perlu dirancang dengan baik agar membumi dan tidak hanya berwacana saja. Tiga
kegiatan akan ditindaklanjuti dan didalami dalam forum-forum reboan yang rutin adalah: penyusunan SUD Indi-
cators, penyiapan Buku 5 Tahun Perjalanan SUD-FI sebagai akumulasi knowledge dan experience dari forum, serta
penyelenggaraan SUD Conference sebagai bagian dari Peringatan Hari Taru 2012 sekaligus sebagai media pembela-
jaran dan sharing achievement dari kota-kota Indonesia yang berprestasi.

¢ Terakhir, SUD-FI secara bertahap akan menjadi “komunitas™ vang mandiri, berorientasi aksi (bukan sekedar forum
sharing) dan lebih mendorong keterlibatan aktif para generasi muda sebagai pelaku utama pembangunan perkotaan
di masa yang akan datang.

Penyelesaian Panduan Penyusunan SUD Index
Di tahun ini juga dilakukan penajaman serta penyelesaian Panduan Penyusunan Indeks Pembangunan Kota Ber-
kelanjutan di Indonesia (SUD Index). Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten/
kota dalam mengidentifikasi tingkat keberlanjuran kawasan perkotaan, dalam mengakomodasi kebutuhan pembangunan
kawasan perkotaan.
Tujuan penyusunan SUD Index adalah:
¢ Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan secara luas mengenai prinsip-prinsip pembangunan
kota berkelanjutan di Indonesia
*  Memberikan acuan teknis mengenai penyusunan SUD Index
*  Mengidentifikasi komponen yang perlu ditingkatkan oleh kabupaten/kota untuk mengarahkan pembagunan
menuju kota-kora yang berkelanjuran (SUD Guide)
Pembahasan SUD Indeks telah dilakukan dalam beberapa kali lokakarya, ujicoba di beberapa kota dan dalam rangkaian
diskusi reboan. Selain itu dilakukan pula penilaian atas tingkar kepentingan indikator relatif terhadap indikator lain me-
lalui angket dan diskusi.

lkutserta dalam berbagai ajang Hari Tata Ruang 2012

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, SUD-FI berpartisipasi aktif
dalam mensukseskan Hari Tata Ruang yang jatuh bersamaan dengan
lahirnya SUD-FI. Berbagai kegiatan yang diikuti antara lain: Sarase-
han Kora Hijau dan Kota Pusaka (8 November 2012), serta Pameran
pada Festival Hari Tata Ruang (ranggal 11 November 2012) di Taman
Mini Indonesia Indah. Dalam pameran yang berlangsung meriah terse-
but, SUD-FI menampilkan rekam jejak kegiatan SUD-FI sejak 2008,
dan menyebarkan leafler dan brosur yang memperkenalkan SUD-FI
kepada masyarakar luas.
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Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M5c.,
Direktur Jenderal Penaraan Ruang, Ke-
menterian Pekerjaan Umum ini lulusan
Teknik Arsitektur ITB dan pascasarjana
program Construction Management
dan program Engineering Policy, di
Washington University St. Louis, AS.
Mengabdi di Kementerian PU sejak
tahun 1980 dan sebelumnya memegang
berbagai jabatan: Staf Ahli Menteri PU
Bidang Keterpaduan Pembangunan,
Kepala Pusat Kajian Kebijakan, Direktur
Bina Teknik, Ditjen. Perumahan dan
Permukiman, Kepala Biro Perencanaan
dan Informasi Publik, Direktur Bina
Program Ditjen. Cipta Karya, dan
Kepala Subdit Tata Bangunan Ditjen.
Cipta Karya. Juga akrif di Tkatan Arsitek
Indonesia (IAI}, Ikatan Ahli Perencana-
an (IAP), Himpunan Ahli Manajemen
Konstruksi Indonesia (HAMKI), Society
of American Value Engineers (SAVE),
dan Construction Management As-
sociation of America (CMAA). Menjadi
inisiator Gerakan Kota Hijau dan peng-
gagas SUD-FL.

DR. Ir. Ruchyat Deni Djakaperma-
na,M.Eng, Menyelesaikan pendidikan
berturut-turut di Teknik Planologi ITB,
S-2 dalam Teknik Transportasi, dan S-3
dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Lingkungan IPB. Mengabdi di Ke-
menterian Pekerjaan Umum sejak tahun
1981. Pernah menjabar sebagai Direkrur
Penataan Ruang Wilayah, Direkrur
Penataan Ruang Nasional. Sekarang
menjabar sebagai Staf Ahli Menteri
Pekerjaan Umum IV Bidang Hubungan
Antarlembaga, Kementerian Pekerjaan
Umum.

Ir. Joessair Lubis, CES, menyelesai-
kan pendidikan Teknik Arsitektur di
Universitas Diponegoro dan Building
Construction and Management, EN'TPE-
Lyon. Berkarir di Kementerian Pekerjaan
Umum dan pernah menjabat seba-

gai Direktur Penataan Bangunan dan
Lingkungan - Ditjen Cipra Karya, lalu
Direkeur Perkotaan - Ditjen Penataan
Ruang. Kini menjabat sebagai Sekretaris
Direkeorat Jenderal (Sesditjen) Penataan

Ruang.

Dr. Ir. Ning Purnomohadi,MS.,
adalah arsitek lanskap sejak rahun 1968
dan menjadi dosen di USAKTI, IPB,
dan UI (1975-2005), bekerja di kantor
KLH (1978-2005), Narasumber RTH,
Ekologi Lanskap, Ekoturisme. Aktif di
IALL BPPI, dan sampai sekarang men-
jadi assessor di GCBI. Banyak menulis
artikel dan buku tentang arsitektur
lanskap dan RTH. Salah satu anggota
SUD-FI yang aktif sampai saat ini.

Dr. Ir. Haryo Sasongko, insinyur
Teknik Arsitcktur UGM ini menyele-
saikan program M.Sc in Development
Management, The American University,
Washington DC, USA; dan Mungikuti
Program 53 Program di Pengembangan
Wilayah dan Pedesaan Institut Perta-
nian Bogor dilanjutkan ke Universitas
Satya Gama, Jakarta, bidang Manaje-
men Pemerintahan. Setelah purna tugas
scbagai Dircktur Perkotaan, Ditjen Bina
Bangda. Kemendagri, menjadi advisor
Setmenpera dan mengajar di Usakti un-
tuk mata kuliah Manajemen Perkotaan.
Widyaiswara Luar Biasa untuk bidang
Manajemen Pembangunan Daerah/
Perkotaan ini pernah menjadi anggota
Dewan Pakar BPPIL
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Ir. Suhadi Hadiwinoto. Merampung-
kan pendidikan di Teknik Arsitekrur
ITB dan job-training di Essen Stadt-
planungsamt. Mengabdi di Dinas Tata
Kota DKI, Bappeda DKI, KPDE-DKI,
World Bank/ MEIP National Program
Coordinator, sekarang menjadi Dewan
Pakar BPPIL Pendiri dan anggota SUD-
F1.

Anita Syafitri Arif, ST. Setelah lulus
dari Teknik Arsitektur Universitas
Hasanudin, Makassar, pernah bekerja se-
bagai arsitek pada divisi Urban Planning
JICA Study Team untuk Bappeda Kota
Makassar, Kemudian akeif sebagai inseri-
or de::;g}sea' di Jakarta, juga site supervisor
dalam Tim Manajemen Konstruksi pada
pembangunan gedung. Menjadi tenaga
ahli dalam proyek Perumahan Swadaya
Kemenpera RI. Dan hingga kini sebagai
relawan think-tank di Forum Pemukiman

Jakarta. Melakukan beberapa kegiatan

jurnalistik, khususnya di bidang peru-
mahan dan permukiman. Aktif sebagai
anggota SUD-FL

Ir. Hari Ganie, MM, adalah profe-
sional lulusan I'TB di bidang permukim-
an sejak tahun 1985 hingga sekarang,
Aktif mengembangkan permukiman
baru di wilayah sekirar Jakarra. Saat

ini menjadi Ketua Kompartemen Tara
Ruang di DPP REI, Ketua Permukiman
dan Perumahan IAP. Salah satu deklara-
tor SUD-FI dan penasihat di Kemen-
terian Perumahan.

Hazaddin Tende Sitepu, ST, MM,
Alumni Teknik Penyehatan I'TB, kini
menjabat sebagai Deputi Pengembang-
an Kawasan Kementerian Perumahan

Rakyar.

Endra S. Atmawidjaja, Msc.,DEA,
menyelesaikan studi S-1 Teknik Ling-
kungan ITB, M.Sc bidang Urban Infra-
structure Management di THE Delft, Be-
landa, Master of Rescarch (DEA) bidang
Urbanisme dari Insticut d’Urbanisme de
Lyon — University of Lyon 2 — Perancis,
serta mengambil program dokrtor di
bidang Urbanisme di University of Lyon
2. Sejak 1997 mengabdi di Kementerian
Pekerjaan Umum. Kini menjabat sebagai
Kepala Sub Direkrorat Kebijakan dan
Strategi Perkotaan - Direktorat Perkota-
an - Ditjen Penataan Ruang, Akuf di
IAD, [ATPI, dan ketua Ikatan Alumni
Teknik Penyehatan dan Lingkungan

ITB (2012-2016).

Ir. Doni Janarto Widiantono,
M.Eng.S¢, Ph.D, menuntut ilmu di
Teknik Sipil ITB dan The University of
New South Wales, Australia di bidang
teknik transporrtasi. Sejak 1991 meng-
abdi di Kementerian Pekerjaan Umum.,
Kini menjabat sebagai Kepala Sub
Dircktorat Perencanaan Umum ~ Ditjen
Penataan Ruang. Menulis beberapa
buku tentang jalan dan RTH. Terlibac di
berbagai proyek perencanaan transpor-
tasi. Aktif di PII, HPJI, MTI, dan SUD-
FI. Salah satu penggagas perumusan 10
Prakarsa Bali.

Ir. Dodo Juliman, merampungkan
pendidikan di Teknik Arsitektur ITB,
pernah menjabat Manajer Program UN-
HABITAT, dan sekarang menjadi chair-
man COMBINE Resource Institution.
Aktif di SUD-FI sejak pembentukannya.



Ir. Harya Setyaka, adalah peneliti
transportasi dari Urban and Regional
Development Institute (URDI), lulusan
Teknik Planologi ITB. Aktif di Masya-
rakat Transportasi Indonesia sebagai
Deputi Media dan Publikasi. Juga men-
jadi anggota Dewan Transportasi Kota
Jakarta. Bersama rekannya menerbitkan
buku tentang kota satelit dan transpor-
tasi.

Penny Ariesanty,ST,IALI - Arsitek
Lansckap dari Universitas Trisakei
Menjabar sebagai Wakil Sekretaris
Jenderal Pengurus Nasional IALIL turut
aktif dalam Tim Sekretariat SUDFI,
pcnggiat KALBU (Komunitas I.ansckap
Budaya), sckretaris redaksi untuk maja-
lah SWARA [ALIL menjadi narasumber
untuk buku-buku Disain dan Tanaman
Lansckap, beberapa kali menjadi juri
lomba taman di Provinsi DKI Jakarta
dan menjadi pembicara untuk kegiatan
penataan lingkungan.

Antonio Ismael Risianto. menempuh
pendidikan S-1 dan Community Design
S-2 di UC Berkeley dan housing studies
postgraduate di MIT di AS. Berpro-

fesi sebagai konsultan pembangunan
penataan permukiman kumuh di Solo
dan Surabaya, advokasi bagi pemukim
kolong tol Jakarta, Stren Kali Surabaya,
Permukiman Pasca Bencana di Acch
dan Yogya. Pendiri LSM pemberdayaan
penataan neighborhoods miskin di AS.
Bekerja di pembenahan squarters swa-
daya di Mcksiko; akrif dalam Gerakan
Eco City Sanur Together, dan Gerakan
Arsitek Komunitas. Mendapat peng-
hargaan Aga Khan pada 1994 untuk
penataan kawasan pusat kota Samarinda.
Anggora ACCA (Asian Coalition for
Communify Action) dan akitif scbagai
anggota SUD-FI dan sckarang ber-
domisili di Sanur, Bali.
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Dr. Ir. Wicaksono Sarosa, lulusan
Teknik Arsitektur I'TB, meraih gelar
master dan dokror di University of
California at Berkeley. Pernah menja-
bat sebagai Direktur Eksekutif URDI
(the Urban and Regional Development
Institute). Konsultan, peneliti, training
fasilitator dan penulis di bidang pemba-
ngunan perkotaan, lingkungan hidup
serta isu-isu governance. Dosen program
S2 di Universitas Trisakti untuk mata
kuliah urban ecology, urban management
and planning methods/processes.Salah satu
penandatangan Deklarasi Pembentukan
SUD-FI pada rahun 2009.

Ir. Azwir Malaon, M.Sc, menamackan
pendidikan sarjana di Institat Pertanian
Bogor sebagai Land Evaluation Special-
ist, menekuni Economic-Environment
Modeling di 1TC Enschede, Belanda,
Lebih dari 28 wahun bekerja di bidang
penataan ruang Kementerian Pekerjaan
Umum dan 13 whun mendampingi
operasionalisasi Kawasan Pengembang-
an Ekonomi Terpadu (KAPET). Aktif
sebagai Sekretaris Tim Program Pena-
taan dan Pelestarian Kota Pusaka dan
kini melakukan riset tentang Herirage
Economy.

Alinda Medrial Zain, setelah me-
nyelesaikan pendidikan S-1 dan §-2 di
IPB, meraih gelar dokroral di Universicy
of Tokyo di bidang Perencanaan dan
Ekologi Lanskap. Hingga kini menjadi
dosen pengajar di IPB sejak tahun 1989,
Menulis di berbagai jurnal ilmiah dan
buku, menjadi narasumber P2KH di
berbagai kota dan sebagai pembicara
berbagai seminar dan lokakarya, Terlibat
akrif di berbagai organisasi seperti [ALI,
RSGIS Forum, Persada, MAPIN, IHDP
Indonesia. IAR KRB100 dan SUD-FL
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Ir. Bintang Nugroho, adalah ahli
arsitektur lanskap dari Universitas
Trisakti, yang aktif sebagai arsitek/kon-
sultan perencanaan. Akrif di GBCI, Tim
Pendamping P2KH, dan menjadi ang-
gota IALI dan SUD-FIL. Pernah rerlibac
dalam persiapan fasilitas Sea Games
2011 di Jakabaring, Palembang.

Dani B Ishak, M.Sc, Lulus seba-

gai Master of Landscape Architecture di
University of Pennsylvania. Hingga kini
bekerja sebagai perancang dan pelaksana
arsitek lanskap pada proyek berbasis
pelestarian lingkungan hidup. Dosen

di Universitas Muhammadyah Jakarta
yang aktif sebagai pengurus Yayasan
Hutan Kota, anggora tim pengusul dan
pendamping komunitas peduli Kota
Tua Muntok dan Bangka Barat. Hingga
kini scbagai anggota tim perancang dan
pelestari taman plasma nutfah. Sejak
tahun 2009 menjadi anggota tim pakar
Badan Pelestarian Pusaka Indonesia
(BPPI). Termasuk anggota tim tenaga
ahli Program Penataan dan Pelestarian
Kota Pusaka (P3KP).

Ir. Nirwono Joga. MLA, lulusan Ar-
sitektur Lansekap, Universitas Trisakri,
Jakarta dan Master of Landscape Archi-
tecture dari Royal Melbourne Institute
of Technology (RMIT), Melbourne,
Australia. Kini bergiar di Kelompok
Studi Arsitekrur Lansekap Indonesia
(KeSALI), penggiat Peta Hijau dan
koordinator Peta Hijau Jakarta. Men-
jabat Wakil Ketua Pengurus Nasional
Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia,
anggota Dewan Pakar Badan Pelestarian
Pusaka Indonesia (BPPI), koordinator
tim pendamping Program Pembangun-
an Kota Hijau (P2KH), Ditjen Penataan
Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum
dan koordinator Gerakan Indonesia
Menghijau.

Mohammad Jehansyah Siregar,
Ph.D, menyelesaikan pendidikan strata

1 dan master di I'TB dan meraih gelar
doktoral di University of Tokyo, Jepang
di bidang kebijakan perumahan. Saat ini
menjadi spesialis di bidang Perumahan
dan Permukiman, Pembangunan Kota
dan Kebijakan Publik, serta menjadi
Penasehat Menteri Perumahan Rakyart
(Desember 2011 s/d Agustus 2012).
Menulis di berbagai media dan publikasi
ilmiah dalam negeri dan luar negeri ten-
tang perumahan dan permukiman. Aktif
menijadi fasilitator, instruktur dan nara
sumber berbagai seminar dan media.

Barano Siswa Sulistyawan, me-
nyelesaikan studi S1 Biologi dan Master
di bidang Penginderaan Jauh di UGM.
Banyak melakukan penelitian dan
perencanaan ecology landscape, ecore-
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